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ABSTRACT

Law protection towards daily paid casual worker in construction service is highly
needed, especially, when the labours fase social risks that may occur and inflict lcsses
on them and result in decreasing or even losing their income at all.

Those labours work on companies using big tods and modern technology and
also chemical substances, so that it enables working accident to take place and disease
to oceur that may result in death.

As a matter of fact, social risks that occur become burden for the construction
senice empioyer but they are borne by PT. Jamsostek on its Workmen's Compensation
and Death Insurance Program.

Based on the opinion mentioned above, therefore, this surey is intended to know
how far the regulation (peraturan perundangan) of Social Security of Labours gives
warranty of iaw protection towards daily paid casual labourer in construction senvice and
how the performance of PT. Jamsostek In giving protection on the daily paid casual
labourer in construction sendce in Sermarang Is. The other goal of research is that to
learn about hidrance Taced by PT. Jamsostek in playing their performance.

Workings approach used in this survey are the normative and empirical approach
in order that PT. Jamsostek carries out its performance well based on law norms. While
the existance of PT. Jamscstek on its performance in facing neither internal nor external
obstacles, will be percelved empirically.

Method of research used in this survey is the descriptive qualified supported by
quanttative review. Descriptive means that it is in the form of written words or the verbal
of people and behavior cbserved, qualified is in order to know and find the more
profound and detall meaning of the object of the cbservation that is PT. Jamsostek's
perfomance in protecting the daily paid casual labourer in construction sendce in
Sermarang, while, cuantitive review is in the form of tables which give explanation about
supporting data.

Based on the research, some condutions are obtained as fdlows :

a. In general, soclal security of labour regutation on law prctection towards daily paid
casual worker In-construction sendice in Semarang is in the form of workmer's
compensation and death insurance, according to Decree of Secretary of Labour No.
196/Kep Men/1289.

b. PT. Jamsostek in order to fulfil its perfomance in prctecting the daily paid casual
worker in construction senvce is still weak. it Is proved that there are still many
barries faced which neither come from PT. Jamsostek it self nor Sermarang City
Government as well as the employers of construction senvce that forget 1o register
their employee so that, if there are accidents, there will be no insurance for the
victims.

c. Trespass that is done by the emmployer of construction senvce that doesn't register its
workers is a loss for the company itself, actually, since it has to hald responsible for
the task. This trespass happens when there are no implemented sanctions,

Paving close attention to the statements and problems, PT. Jamsostek needs
suggestion so that its performance will be proper and optimal, that is as the Executive
Caorrrittee of Soclal Security of Labour. It functions as the protector of the daily paid
casual iabourer in construction senvice.




ABTRAK

Periindungan  hukum terhadap tenaga kerja harian lepas bidang jasa
konstruksi sangat dibutuhkan, terutama pada saat menghadapi resiko-resiko sosial
yang mungkin  timbul ciapnf merugikan mereka dan berakibat berkurang- atau
hilangnya sama sekali arus pendapatan

Tenaga kerja tersebut diatas bekerja pada perusahaan-perusahaan yang
menggunakan peralatan-peralatan besar dan teknologi modern serta bahan-bahan
kimia sehingga kemungkinan terjadirya kecelakaan kerja maupun penyakit dan
berakibat sampai kepada kematian .

Resiko-resiko sosial yang timbul sebenarnya menjad behan dari para
pengusaha jasa Konstruksi, namun beban itu ditanggung oeh PT. Jamsostek
dalam Program Jamminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,

Berdasarkan pemikiran diatas maka penelitian inf  bertuuan untuk
mengetahui sampai seberapa jauh peraturan perundangan Jarrinan Sosial Tenaga
Kerja memberi jaminan perlindungan hukum bag tenaga kerja harian lepas bidang
jasa konstruksl, bagaimanakah Kkinerja PT. Jamsostek dalam memberikan
periindungan bagl tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi di kota
Semarang. Tujuan fain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahul hambatan-
hambatan apa saja vang dihadapi odeh PT. Jamsostek dalam melaksanakan
kinerjanya.

Pendekatan berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adatah pendekatan
nomatif dan pendekatan empiris dengan alasan bahwa secara juridis PT.
Jamsostek vyang menjalankan kinerjanya berdasarkan norma-norma hukum,
sedangkan secara empiris akan dilihat bagaimana keberadaan PT. Jamsostek
dalam kinerjanya menghadapi hambatan-hambatan secara internal maupun
eksternal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif didukung dengan tinjauan kuartitatif. Bersifat deskriptif yaitu berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan peritaku yang diamati, bersifat kualitatif
untuk mengetahui dan menemukan makna yang lebih mendalam dan terinci dari
ohyek penelitian ini yaitu kinerja PT. Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja
lepas bidang jasa konstruksi di kata Semarang. Adapun tinjauan kuantitatif  yaitu
berupa tabeltabel yang dapat merberikan® penjelasan data-data yang
mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dipercieh beberapa
kesimpulan sebagal berikut bahwa :

a. Secara umum peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja dalam
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi
d kda Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor
196/Kep Men/1999 berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

b. PT. Jamscstek dalam mewujudkan kinerjanya dalam petlindungan tenaga kerja
harlan lepas bidang jasa konstruksi masih lemah hal ini terbukti masih banyak
hambatan - hambatan yang dihadapinya baik dari PT. Jamsostek sendir,




Pemerintah Kota Sermarang, Para pengusaha jasa konstruksi yang lupa
mendaftarkan tenaga kerjanya dan kalau terjadi kecelakaan kerja akhirmya tak
menclapatkan jaminan.

¢. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan jasa Konhstruksi yanhg tidak

mendaftarkan tenaga kerianya sebenarmya merupakan kerugian dari
perusahaan jasa konstruksi itu sendiri karena harus menanggung beban.
Pelanggaran ini dapat terjadi karena tidak adanya sanksi yang diterapkan,

Mencermati uralan dan permasalahan tersebut diatas diperlukan saran
untuk FT. Jamsostek, agar kinerja PT. Jamsostek dapat bekerja secara optimal

-dan sebagaimana mestinya yaitu sebagai Badan Penyelenggara Program Jarminan

Sosial Tenaga Kerja yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi tenaga
kerja harian lepas bidang jasa konstruksi.




MOTTQ DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaiikan emanat kepada

yang berhiak menerimanya dan apabila karmu menefapkan hukum,
Hendaknya kamu menetapkannya dengai adil *.

(Surat An — Nisa avat 58)

“ Slapa yahg meharufr belas kasihan kepada orang yarg lemah,
memiutangl  Tuhian yang akan mermbalas perbuatannya”.

(Amsal 19 ayat 17)

Tesis inl kupersembahkan kepacda:

Almarhum dan almarhumah ayah ibuku tercinta.
Almarhum ayah mertuaku dan ibu mertuaku tercinta.
Suami dan anak-anakku tercinta.
Saudara-saudaraku tercinta.

Sahabat-sahabatku.




Kata Pengantar

Segala pr:!ji,hormat, dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tulvin Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti merpoercelh  hikmmat,
kebijjaksanaan serta kesehatan sehingga dapat menempuh dan menyelesaikan
tesis ini .

Penulisan tesis ini bertitik tolak dari keinginan sejauh mena Peraturan
Perundangan Jaminan Scsial Tenaga Ketja memberi jaminan perindungan hukum
bagi Tenaga Kerja Harian Lepas bidang jasa konstruksl dan bagairena Kinerja PT.
Jamsostek sebag_ai lembaga pelaksana Peraturan F‘eruﬂ(;San\cy-unciangan
memberikan pelayanan pada kebutuhan periindungan hukum bag Tenaga Keria
Harian Lepas bidang jasa konstruksi di kota Semarang. ..

Penulisan tesis ini tidak akan dimulai dan selesai tanpa bimbingan dan bantuan
vang sangat berharga dari tbu Prof. Dr i Redjeki'i—kartono, SH dan Ibu Buadi
Gutami SH, MH yang berkenan memberikan masukan dan pengarzhan, Untule itu
dengan kerendahan hati penefiti sampaikan te'rima kasih yang tak terhingga dan
sedalamdalarminya kepada beliau berdua selaku permbinmbing dalam peﬁuiisan
tesis ini.

Pada kesermpatan ini peneliti juga mengucapkan terima kasih kepadia :

1. Bapak Prof. ir. H Eko Budiharjo, MS3c selaku Relktor Universitas Diponegoro
Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Barda Nawawi Arief, selaku Ketua Frogram Pasca Sarjana
{(Magister) {imu Hukum Universitas Diponegoro Semaraing.
3. Bapaak Yasin Tésyrif, Sh MH selaku Dekan Fakultas Hukun Universitas
. Diponegoro Sermarang.

2\




10.

11.
12.

13.

14,

Bapak Almarhum Somaric selaku Ketua Yayasan Fendina Pendidikan 17
Agustus 1945 Sermarang.

Bapak Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Sermarang.

Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Serrarang.

Bapak. Ramon Prima Nasution AAALJ selaku Kepala Cabang Wilayah PT.
Jamsostek cabang  Semarang .

Bapak /}gus Mitfah, SH selaku Bagian Pemasaran PT. Janrostek Cabang
Semarang,

Ny. Dewi Indrihastuti, SH Ka Sub Din Pengawasan Kantor Oinas Tenaga
Kerja dan Transrrigrasi Kota Sermarang.

Bapak Bambang Hudi SH Mhum, Kepala Cinas Tepags Kerja  dan
Transmigras! Keta Semarang.

Bapak FX Adiarto selaku Ketua BPC Gapensi kota Sermarang.

Bapak Ibu Fimpinan perusahaan jasa konstruksi kola Semarzing Khususnya
yang tergabung dalam Gapensi kota Sermarang.

Seluruh staf administrasl yang banyak membantu kelancaran oroses belajar
mengajar di Program Pasca Sarjana (Magister) limu Hakumn Universitas
Ciponegoro Sermarang.

Rekan-rekan seperjuangan atas segala kerjasama dan jalinan ivbungan yang

bhalk selama ini.

Semoga segala bantuan dan jasa balkiya mendapat kehormatan dan balasan

yang berlimpat dari Tuhan Yang Maha Kasih.

Tuhan menyertal dan memberkati kita sermua,

Armin.

Semarang, Nopermber 2002

Peneliti

vii




No Tabei No

Tabel |

2 Tabet!
3 Tabel ll

10

11
12

13
14
15
16
17

Tabel vV
Tabel V

Tabel V|

Tabel VIl
Tabel VIl

Tabel IX

- Tabel a
- Tabet b
- Tabel ¢
- Tabel d
- Tabei e
Tabel X

Tabel Xi
Tabel Xl

Tabel X!
Tabel XIV
Tabel XV
Tabel XVi

DAFTAR TABEL-TABEL

Keterangan

Klasifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi Kota Semarang

Kualifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Pentingnya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Harian Lepas
dalam pelaksanaan jasa konstruksi

Pentingnya Pelayanan dari PT. Jamsostek

Pengetahuan Tentang Manfaat Pelayanan PT. Jamsostek
dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pengetahuan Pimpinan Parusahaan jasa konstruksi tentang
pelayanan program PT. Jamsostek untuk bidang konstruksi
Pengetahuan Tentang Tata Cara Kepesertaan

Nama—nama Tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi
yang penulis ketahui di lapangan yang mengalami kecelakaan
urtuk Tahun Anggaran Proyek Pembangunan 2001-2002
Tarif iuran JKK dan JKM - Kep Men No. KEP-196/MEN/1999

berdasarkan Nilai Kontrak Kerjs Konstruksi =

Nilai Kontrak sampai Rp. 100 juta
Nilai Kontrak Rp. 100 juta - Rp. 500 juta
Nilai Kontrak Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar
Nilai Kontrak Rp. T milyar - Rp. 5 milyar
Nilai Kontrak diatas Rp. 5 milyar

Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Jamsostek dalam

melaksanakan perlindungan tenaga kerja harian lepas bidang
jasa konstruksi

Hubungan Resiko -Jaminan

Pengetahuan Tenteng Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian

Perbandingan Kemanfaatan Astek dan Jamsostek

Presentasi Santunan Tunjangan Cacat Telap Sebagian
Presentasi Santunan Tunjangan Cacat-cacat Lainnya

Program JAMSOSTEK dan IURAN

Tabel X\VlI Kecelakaan Kerja Tahun 2000 dan Tahun 2001

Halaman

139
140

143
147

148

150
151

153

194
154
155
155
156
157

159
179

180
212
229
226
248
249




- SINGKATAN-SINGKATAN

BA . Berita Acara

BFC ' © Badan Pengurus Cabang

BUMN . . Badan Usaha Milik Negara

GAPENSI © Gabungan Pelaksana Pengusaha Jasa Konstrutsi
IiLO . Internasional Labour Organization :

JAMSOSTEK : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ka Sub Din . Kepala Sub Dinas

KPKN © Kantor Perrbayaran Kas Negara

P2K3 ~ + Panitia Perrbina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PHK - ¢ Pemutusan Hubungan Kerja P
PMA - o Penaraman Modal Asing

PPh : : Pajak Penghasilan

PPn . Pajak Pendapatan

Q © Quesioner

SIWK :  Surat ljin Usaha Jasa Konstruks

SiupP . Surat ljin Usaha Perdagangan

SKN T Ssa Kemampuan Nyata

SPK :  Surat Perintah Kerja

SPMIK : Surat Perintah Mulai Kerja

SPT . Sural Pemberitahuan Pajak Tahunan

TKHL IR Tenaga Kerja Harian Lepas




DAFTAR 18]

EAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Ferumusan Masalah

.........................................................................

Tujuan Penelitian
Metcde Penelitian
Kerangka Tearitik

.....................................................................

m Q6 m

Sisterratika Tesis

BAE L. TINJAUAN PUSTAKA

I A Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
B. Hukum Ketenagakerjaan

C. Beberapa Ketentuan tentang Pengaturan Hikum Perusahaan ... ...
D. Kondisi Tehaga Kerja ' 5 -

a. Pengertian Tenaga Kerja

......................................................

b. Perubahan-perubahan Konsepsi mengenai Tenaga Kerja ... ........
1. Tenaga ketja dianggap sebagai barang dagangan

2. Tenaga kerja dianggap sebagai mesin ...

3. Tenaga kerja dianggap sebagai sumber kekayaan alam ...
4. Tenaga kerja dianggap sebagal manusia

C. ‘Ké'serrpatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan ...

5. Te'naga Kerja dianggap sebagai terman/parther

d. Keadaan ekonomi yang ada pada tenaga Rerja e,
e. Tehaga Kerja yang melimpah

1. Pengangguran FIKSION! .....o..ocveeeivreioreororeeeinieeees eeees.
2. Pengangguran Struktural ... e
3. Penganggurar MUSINEN ...
f. - Pokok-pokok arah tujuan dalam bekerja

g. Tahap-tahap Keluarga Sejahtera ................ e

viii

—h
~4 o ~f o .Y

h3
J




E. FHubungan Kerja/Perjanjian Kerja ..o e 70

H. Beberapa hal yang berhubungan dengan resiko Rérja dan perlindungan
kerja |
a. Resiko dan Perlindungan Kerja ................... e, e B
b, Keselamatan Kerja ..o e, 85
1. Peristilahan Umumy ... 85
2. Pengertian Keselamatan Kerja ........................ &6
3. Ruang Lingkup dan Syarat-syarat Keselamatan Kerfa .................. - 87
c. Tentang Pengupahan ... [ G5
d. Tinjauan Umum Terhadap SPSI 102

Hi. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Salah satu bentuk nerlindungan
Tenaga Kerja

3.7 Tinjauan Umum Terhadap Peraturan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja sebagai salah satu bentuk Pesrlindungan Tenaga Kerja.

a. Tmjauan Umdmidaminan Sosial ... 108
b. Pengertian Jaminan Sosial ................ ] LS 112
c. Pengertian Jaminan Sosial secara luas dan secara sempit ... ........ 114
d. Asuransi sosial, dibedakan untuk ; ... e e 117
e. Perkembangan Bentuk Jaminan Sosial di indonesia .................... .. 117
f. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja ... ... 124
g. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja ....... TN 136
BAB il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN i

1. Pelaksanaan peratiran perlindungan jaminan sosial Tenaga F{ier}'a clalarm
memberi Jaminan Perfindungan hukwum bagl Tenaga Kerja harian lepas

bidang jasa konstruksi,

a.

Potensi Perusahaan jasa konstruksi di kota Semarang ................. 138

h. Perkembangan perusahaan/penyedia jasa bidang jasa kontrues

cli Kota SEIMErang  ......oooooiii 138

C. Perlunyé Perlindungan HUKUM 143

1X




d. Jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja harian lepas hidang

Jasa konstruksi di kota Semarang

r

144

Felayanan FPT. Jamsostek sebagal fembaga pelaksana peratiy n perundang-

undangan Jamsostek bagi kebutuhan perlindungan Tenaga keria harian lepas

bidang jasa konstruksi

................................................................

147

3. Kinerja dan hambatan-harmbatan yang ditadapi ofeh FT. Jarnsostek dalam
melaksanakan perfindungan kerja bagi tenaga kerja harian lepas bidang jasa

konstruksi

................................................................................

E. PEMBAHASAN

158

1. Felaksanaan peraturan perundangan tentang jarninan sosial ter aga kerja bag)
tenaga kerja harian lepas bidany jasa konstruksi di kota Semarang,
& Inventarisasi Peraturan Perundangan Jarrinan Sosial Tenaga wetfja ...

1) Undang-undang
. PP

a
b
c.
d
e

..............................................................................

..........................................

Peraturan Merteri Tenaga Kerja (Per men Naker) N

Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmen) ..o
instruksi Menteri Tenaga Kerja (Ins. Menaker)

...................

161
162
162

162

163
164
165

b. Pentingnya Pelaksanaan Peraturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagl

Tenaga Kerja Harian lepas Bidang Jasa Kontruks! dalan: rmenghadapi
FESIKO KETIA oottt e e

a

b.

C.

L

o

e

Kecelakaan kerja dan pencegahannya

Faktor — faktor Penyebab Timbulnya Ke celakgan Kega........... ...

 Akibat-akibat Kecelakaan | o - R ‘.

Langkah-langkah Pencegahan Kecelakaan Kerja ..........................
Perlindungan Kerja ........cooiiiiiniiiiiiinieen, PO
Jaminan sosial tenaga kerja dalam upaya perlindungan kerja bagi ienaga

kerja harian lepas bidang jasa konstruksi ...

208




2. Pelayanan PT.Jamsostek dalam upaya memberikan perlindungan bagi tenaga

ketfa harian lepas bidang jasa konstruksi.

a. Pelayanan PT. Jamsostek terwujud dalam program Jarsosiek dalam

‘upaya memberikan perlindungan tenaga kerja harian lepzs bidang jasa

Konstruksi,

Hakekat Jamsostek bagitenaga kerja ...
Manfaat perrberi_an Jarminan Sosial Tenaga Kerja
Tujuan Jaminan Sosial Temaga Kerja ...
Frogram Jaminan Sostal Tenaga Kerja meliputi

Hak Tenaga Kerja / Peserta JAMSOSTEK

.....................

Kepesertaan Tenaga Kerja pada Program JAMSOSTEK
Peserta program Jamsostek Bidang Jasa Kontruksi
Sistem Kepesertaan Program Jamsostek

© o N o o R W N~

Frinsip Program Jamscstek

................................................

10. Tahap kepesertaan

............................................................

11. Kepesertaan Parsial e

12. Pelayanan PT. Jamsostek dalam memberikan santunan poda

kasus kecelakaan kerja dan kematian tenaga Kerja harian izpas
bidang jasa konstruksi

13. Pelayanan khusus untuk tenaga kerja harian lepas bidang

jasa kenstruksi datam mengajukan kiaim jaminan |,

202

b. Pelayanan FT. Jamscetek pada pelaksanaan Program Jamsostek sebara

1. Kewajiban dan Hak Peserta Jamscstek ‘
2. Pelaksanaan dan Tata cara Pendaftaran e
3. Pelaksanaan dan tatacara Perrbayaran |uran dan Fefaporan
rutasi tenaga Kera ... -

4. Pelaksanaan dan Tata Cara Pengajuan Jaminan dan

L BeSaNya JAMINAN L. e
5. Subsistem Kegiatan Pengajuan Klaim ........
6. Ruang Lingkup Sistem ...
7. Penerapan Sanksi bagi pengusaha yang tidak mengikut sertakan

X1

254
254

268
269
268




pada program Jamsostek
3. Mnerja dan hambéten PT. Jamsostek dalam perfindungan tenacsa Kerja harian
lepas bidang fasa konstruksi o kota Sermarang
a. Latar Belakang berdirinya PT. JAMSOSTEK
al, Sejarah Singkat PT. JAMSOSTEK (Persere) ............... ......... 274

a2. Status Usaha dan Jaringan Informasi Mansjermen ... 275
a3, Struktur Organisasi

........................................................ 275
a4, Job DISCription ..., 276
ad. Profit PT. Jamsostek ... 277
a6. Pro dan Kentra tentang monopoli program Jamsostek clet

PT. Jamsostel ..o 278

b. Wnerja PT. Jarscstek dalam perlindungan tenaga kerja harian lepas

bidang jasa konstrukst ... 284

c. Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Jamscstek datam mewijudran

Kinerjanya dalam perfindungan Tenaga Kerja Harian Lepas Biclang Jasa
Konstruksi c. 297

BABIV. PENUTUP

ACKESIMDUIRN L 301
B. Saran-saran ......coecierieiiiiinias Vereene e e e e 303

xil




A.

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 27 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan

tlap-tiap warga negara berhak atas pekerfaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusian, mencakup dimensi yang cukup luas, artinya negarz tidak hanya
wajib menyediakan lapangan kerja bag warga negaranya, tetapi juga wajib
memberikan petlindungan hulcum terhadap warga negaranya yang melakukan
pekerjaan balk didalam negeri ataupun di luar negeri, baik itu tenaga kerja laki-
laki atam tenaga kerja perempuan.

Secara umum bentuk perlindungan hukum terhadap tenage ketja dapat
dijumpai pada Undang-undang nomor 14 Tahun 1969 yang @ntara lain
menyebutkan bahwa :

Pertama . tenaga Kerja berhak mendapatkan pérlindungan atas kesé!amtan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerla serta perlakuan yang sesual
dengan martabat manusia dan moral agama. |
Kedua : tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujurén u‘htuk
memperolen serta menambah keahilan dan ketrgp'pllan kerja, sehingga pctenst
dan daya kreasinya dapat dikerrbangkan dalam rangka mempertinggl
kecerdasan dan ketrampilan kerja sebagal bagian yang tidak terpisahkan dari
perbinaan bangsa..

Ketiga : tiaﬁ tenaga kerja berhak memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai

dengan baket dan kemarrpuannya serta




Keempat tiap‘ tenaga kerja berhak mendirikan dan  menjadci angg&a
perserikatan tenaga kerja.V

Daiam kenyataannya terjad adanya disfungsi hukum dalam Undang-

undang nomor 14 Tahun 1969 yaitu menyangkit kegagalan uniuk menjadi
pelindung hak-hak tenaga kerja sebagal bagian strategis di dalam institusi/
perusahaan. Aspek pelindungan tenaga kerja dinaifkan dleh berbagan
kepentingan kebljakan balk secara palitk, maupun ekonori  strategis.
Argumentasi pembangunan ekonomi, modemisasi, pertumiuhan elconomi serta
industrialisasi {elah menyebabkan kepentingan dan hak-hak tenaga Kkerja
menjad  terpinggirkan.  Marghalisasl  hak-hak tenaga kerja menjad
terpinggirkan. Marginalisasi hak-hak tenaga kerja inilah yang merupakan
bentuk ketidak adiian dan merupakan pengingkaran atas maksud p?‘r}lndu'wgan
hukum bagi tenaga kerja itu sendiri. Lemahnya akomodasi terhadap aspek
sosialisasi, adaptasi, pemberdayaan serta stagnasi pelembagaan. Sehingga
tenaga kerja merasakan rendalvwa pemahaman terhadap hukum, ketladaan
periindungan ru.lkum bag hak-halnwya serta ketidaktahuan terntang lembaga-
lembaga yang mesmperjuangkan perlindungan hak-hakiya.

Dalam -perken'bangamya salah satu bentuk perlindungan hukum
ferhadap ten_aga kerja diatw pemerintah denban dikeluarkantya Undang-
undang nomd' 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan
Peraturan _Peme;r,irtah no 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

1). Sendjun H Manulang, Pokek-pokok Hukum Ketenagakerjaen Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995 halaman 7




Pada Pasal 2 ayat 2 dan 3 cﬁtegaskaﬁ bahwa setiap tenaga kerja berhak
atas perlindungan ketja balk yang bekerja pada setlap bentuk usaha atau
perusaha'gn atau perorangan dengan menerima upah, termasuk didalamnya
tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi.

Konslderan Undang-undang no 3 Tahun 1992 antara lain disebutkan
bahwa sénnkin meningkatiya tenaga kerja dalam perkembangan
permbanginan  nasional  diseluruh tamah alr dan semakin | meningkatnya
pengguna teknologl di berbagai sekior kegiatan usaha, dapat mengakibatkan
semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan tenaga kerja sehingga
perlindungan hukurm bagl tenaga Kerja didalam menjalankan pekerjaannya.

Salah satu jenis kegiatan usaha yang menarik perhatian adalah
perusahazh jasa konstruksi karena perusahaan Ini membutuhkan tenaga kerja
non tekniftenaga kerja harian lepas vang jumiahnya lebih banyak dalam
mengerjakan suatu proyek atau banginan di lapangan. Tenaga kerja harian
lepas bidang jasa konstrukst di dalam bekerjanya menggunakan alat-alat berat
dalam pemrbuatan gedung-geding bertingkat, jalan, jembatan, pengairan,
penahan gelombang d laut, pengeprasan bukit untuk permbuatan permuaﬁan
dan jelan sangat rawan kecelakaan yang kemgnkinan berakibat meninggal
dunia, cacat tubuh atau cacat seumur hidup. -

Tenaga kerja harlan lepas bidang Jasa konstruksi tersebut
kedudukannya sangat lemah apabila terjadi suatu kecelakaan kerja, mereka
hanya mengéndalkan upah dan tenaga tanpa memillki kekuatan lain bila

dibandingikan dengan pengusaha yang memiliki kekuatan berupa modal serta

fasilitas-fasilitas lainnya.




Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas
bidang Jasa konstruksl melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor
196/Men!1§99 Tentang penyelenggaraan jaminan soéfal tenaga kerja bagi
tenaga kerja harian lepas pada sektor jasa konstruksi, keputusan tersebut
sebenarnya merupakan benfuk pengalihan tanggung jawab yang menjadk
beban pengusaha jasa konstruksi diserahkan kepada pihak pemerintah (PT
Jamscstek). Walaupun pada dasarmnya pengusaha jasa konstruksi yang
menggunakan tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi yang harus
memikul tahggung jawab utama dan secara moral pengusaha tersebut memiliki
kewaflban untuk meningkatkan perliindungan dan kesejahteraan bagi para
tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi yang telah mengerjakan
pekerjaannya. Didalam pasal 3 ayat 2 ditegaskan bahwa kewajlbarl pengum
jasa - konstruksi vang mempekerjakan tenaga kerja harian Iépas wajib
mengikutsertakan dalam program jamsostek terhitung sejak tenaga kerja harian
lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.?

Perrwataan sejak tenaga kerja harién lepas jasa konstruksi “bekerja
mengandung pengertian bahwa spablla pengussha jasa kenstruksl telah
mendapatkan prcyeklpekeljaan dan dengan dikeluarkannya Surat Perintah
Kerja dari petxberi pekerjaarvpengguna jasa r'rgka pada saat itulah tanggung
jawab pengt:éaha jasa konstruksi urtuk segera mengikutsertakan para tenaga
.kerja harian iIepas bidang iasa konstruksi dalam program jaminan Sosial
Tenaga- Kerja. Dalam kenyataannya banyak tenaga kerja harian lepas bidang
jasa kontruks 'ya‘ng tidak mengetahui akan haknya urtuk menjadi peserta

2). Persturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2000, BP Cipta Yeys, Jakarta, 2000, halaman 255




.-

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan para pengusaha jasa konstruksi dalam
menglkutsertakan tenaga ketja harlan lepas bidang jasa konstruksl apabila
proyeic mendekati akan selesai (dalam pengambilan keuangan proyek tahap
akhir). Sehingga apabila terjad suatu kecelakaan kerja banyak diselesaikan
secara kekeluargaan dengan pemberian sejumiah dana sebagal rasa simpati.
Rendahnya pemahaman tenaga kerja harian lepas bidang jasa
konstruksi stas perlindungan kerja yang dillindungi dleh hukum merupakan
bentuk Kegagalan pemerintah yang Kurang mensosialisasikan
kebijaksanaannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja
harian lepas bidang jasa konstruksl. Dalam pelaksanaannya diharapkan kinerja
PT. Jamsostek mampu untuk mewujudkan bentuk periindhgan hukum bagi
tenaga ker]a harian lepas bidang jasa konstruksi, namun belum sypenuhnya
mampu untuk memberikan kesejahteraan dan ketentraman bag teﬁaga kerja
harian lepas bidang jasa konstruksi secara optimal. Hal tersebut disebabkan
kurang perhatian yang serius dari para pehgusaha jasa konstrw(éi untuk
mengkuisertakan tenaga kerja harian lepas bidang jasa konsinuksi pada
program Jarmsostek khususnya untuk program Keselakaan kerja dan program
kematian serta belum adanya sanksi apabila pengusaha jasa konstruksi tidak
mengikl.tsertakanl tenaga kerja harian lepas {:ndang jasa Konstruksi pada

program fersebut diatas.

B. Perumusan Masalah

Di negara kita terbentang berbagal masalah tentang ketenagakerjaan
yang segera memeriukan jalan keluar yang cepat, tepat serta efisien.
Permasalahan  ketenagakerjpan tersebut  diantaranya adalah  tentang
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kesenjangan antara semakin membengkaknya jumiah pencari kerja dengan
| sedikitnya kesermpatan ketja yang disediakan, kurang tersedianya tenaga kerja
yang terampil dan berpengalaman, belum adanya ‘I'errbaga perincungan
| hukum bagi"tenaga kerja harian lepas jasa konstruksi.
| Di kota Semarang sebagal ibu kota Propins! Jawa Tengah permasalahan
tenaga kerja tidak jauh dari permasalahan ketenagakerjaan secara nasional,
yaitu tidak seimbangnya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengen
jumiah tenaga kerja yang acda. Masalah ketenagakerjaan di Kcta Semarang
yang harus segera di sikapi adalah adanwya suatu peflindungan hukum bagi
tenaga kerja harlan lepas bidang jasa konstruksl, mengingat bahwa
keberadaan tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi sangat rawan
dengan kecelakaan kerja, apabila terjaci suatu kecelakaan kerja@gda sﬂatu
indkasi bahwa tenaga kerja tersebut lebih suka  menyelesaikan
permasalahannya dehgan caranva sendiri atau diselesaikan secara
kekeluargaan dengan pihak pengusaha bilamana dari pihak pengusaha sudah
dapat memberikan sejumiah uang kepada pihak keluarga kKurban. |
Dengan perrberian sejumiah uang itu apakah dapat menyelesalkan
permasalahan yang lebih besar yang -dihadapi oleh istri dan anak-anaknya
yang masih banyak merrbﬁtuhkan dana untuk E;apat meneruskan sekolahnya.
Mengingat permasalahan yang sangat komplek berkaitan dengan perlindungan
hukum - bagi Eteﬁaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi maka

. permasalahan yang diajukan dalam penelitian inf adalah :




1. ASarrpai seberapa jauh Peraturan Perundangan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja member Jaminan Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Harian
lepas bidang jasa konstruksi.

2. Bagaimana PT. JAMSOSTEK sebagai lembaga pelaksana Peraturan
Peruncang-undangan JAMSOSTEK mrrherikan pelayanan pada hukuﬁ
bagi kebutuhan perlindungan Tenaga Kerja Harian lepas bidang Jasa
Konstrukst 7 |

3. Bagaimana Kinerja dan hambatan vang dihadapi PT. JAMSOSTEK dalam
melaksanakan periindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas bidang
jasa konstruksi di Kota Semarang 7

C. Tujuan 'Peneﬁtian
Secara urmum  penelitian ’ini bertujuan untuk mermberikan c‘éarrbaran
secara nd’matif sekaligus ermmpiris pada Tenaga Kerja Harian lepas dalam
bidang Jasa Konstruksi di kota Semarang (studi kasus kinerja PT JAMSOSTEK
dalam Perlindungan Tenaga Kerja Harlan lepas di Kota Sermarang). |
Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan pula antara lain

1. Untuk mengetahul Peraturan Perundang-undangan Jarinan Sosial Tenéga
Kerja memberi jaminan perlindungan Tenaga Kerja Harian lepas bidang
jasa konstruksi.

2. Untuk mengetahui tentang kinerja PT. JAMSOSTEK sebagai lembaga
Pelaksana Peraturan Perundang-undangan memberikan pelayanan pada
kebUtuhan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Harlan lepas bidang jasa

konstruksi.




3. Untuk  mengidentifikasi  hambatan-hambatan  PT. JAMSOSTEK  dalam
relaksarakan  perlindungan  Tenaga Kerja harian lepas bidang jasa

kenstrukst.

D. Metode Penelitlan

Bahwa metode untuk mendépatkan kebenharan ilmiah sebenamya
merupakan gabungan dari dua mazab (metode nasional dan metode
pendekatan errpiris). Urtuk mendapatkan suatu metode yang penuh dengan
kebenaran maka di jelaskan oeh Ronny Hanityo dalam bukunya yang berjudul
Penelitian Hukum dan Jurimetri 1990 : 36 dijelaskan bahwa : ¥

Gabungan fnendekatan metode rasional dan metode pendekatan enmpiris
dinamakan metode ilmiah Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang
logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka permbukdian atau ztérangka
penguiian untuk memastikan suatu kebenaran, kerangka pemikiran demildan
lazim disebut konsep logico empiris.

Berlitik tolak dari logico empiris ini, meka mendasarkan pada
ragionalisme ‘dalam penefitian untuk menentukan objek penelitian, cara-cara
‘pendekatan, jenis penelitian, penentuan informan, teknik analisis, sumber datla,
teknik pengumpulan data dan teknik pengecekan-Vaiiditas data. Maksud dan
tujuannya adalah untuk mempercleh suatu metode yang dapat diandalkan
dalam mempercieh suatu pengetahuan.

1. Objek Penelitian.
Meng‘tngat penelitian .ini berlokasi di Kota Serrarang rmaka yang menjadi

cbjel penelitian ini adalah semua lingkungan yang terkait dengan

%). Ronny Hantyo Soemitro, 1684, Mstodotogi Penslitian Hukum dan Yurimetri, Graha, Indonesia Jakarta




periindungan kerja bagi tenaga kerja lepas harian pada perusahaan jasa

konstruksi yaitu :

1) Lervbaga birckrasi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Sermarang, PT Jamsostek sebagai lembaga yang bergerak untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan
tenaga kerja bita terjacli suatu kecelakaan kerja,

2) Lembaga di juar birokrasi yaitu para pengusaha/mmajikan pada
perusahaan jasa  konstruksi  sebagal ‘pihak vang bertangoung
jawab terhadap ketenangan dan ketentraman tenaga kerja.

. Metadle Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penhdekatan yuridis normatif yang lebih menekankan kepada segf abstraksi
dan pendekatan sosiclogis yang lebih menekankan kepada segi observasi.
Pendekatan wuridis normatif ini merupakan - pendekatan yang; | meliputi
penelitian yang berupa usaha penermuan hukum inconcreto seperti ditulis
Ronny Hanityo Surnitro dalam Metodolog Penelitian Hukum dan Yurimetri,
untuk mengetahul sejauh mana peraturan'perundahg—unciangan yang ada
dapat diterapkan yaitu dengan menganalisis data sekunder dan diteliti taraf
sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dari peraturan-peraturan
hukurn tertulis seperti ditulis Soeryono Soekaﬁto dalam bukuiya Pengantar
Penalitian  Hukum.  Taraf Sinkronisasi Vertikal yaitu sinkronisasi suatu
peraturan  berdasarkan  hierarkhis peraturan  perundangan-undangan,
sinkronisasi  horizontal  yaitu sinkronisasl suatu peraturan  perundang-
undangan jain dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain yand mungkin

mempunyal  hubungan timbal  balik.  Selain pendekatan yuridis normatif,

pendekatan yuridis ernpiris merupakan pendekatan yang menggunakan
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metoddiogh penelitian  kualitatif, induktif fenomenclogis dilakukan dengan
cara mengamati kejadian-kejadian atau fakta-fakta berkaitan dengan kinetja
PT. Jamscstek dalam upaya perlindungan tenaga kerja harian lepas bidang
jasa Konstruksi sebagai suatu penelitian vang dititik beratkan kepada
pehelitian data sekundler fokus yang diteliti acalah perangkat kaldah hukum
vang terhimpun didalam  peratran  perundang-undangan yang ada
hubungannya dengan kinerja PT. Jamsostek dalam konteké perlindungan
tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi.

Pada dasamya bahwa hukum tidak hanya dapat dilihat sebagal suatu
entitas normatif yang sendiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat
sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial
fainnya. B

3. Jenis Penelitian
Cilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif
kualitatif didukung dengan tinjauan kuantitatif yaitu penelitian  yang
~dimaksuckan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau

keadaan dan gejala-gejala lainnya.”

Dengan penggunaan metode kualitétif int diharapkan akan diteruskan
makna-makna vang tersembunyi dibalik objef{ ataupun subyek yang akan
diteliti yaitu kineria dari PT. Jamscstek dalam upayanya untuk memberikan
perlindungan kerja bagl tenaga ketja harian lepas bidang jasa konstruksi
dalam peraturan serta pelaksanaannya, dengan demikian metode ini dapat
menjaﬁgkau dua hal sekaligus yaitu dunia cbyektif dan subyektif. Metede
penelitian  kualitatif = sebagai suatu konsep keseluruhan ( hdlistik )

4] Soeryone Soekenio, Pangantar Fenalitizn Hukurn, UIPrass Jakarta, 1988, halaman 10
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untuk  mengungkapkan rahasia sesuatu dilakukan dengan menghimpun
informasi dalam keadaan sewsjarnya (na:tural sefting), mempergunakan
cara keria yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan
artinya penelitian ini tidak hahya merekam hal-hal yang nampak secara
eksplisit saja bahkan harus melihat secara keseluruhan fenomena vang
terjadi dalam masyarakat. ¥ |

| Pandangan penelitian kualitatif seperti dikutip oleh Sanafiah Feaisal
menurut David D. Wiliam adalah : 7 |

a. Bahwa realitas bersifat ganda yang didasarkan hasit konstruksi yang
helistik.

b, Hubungan peneliti dengan yang diteliti bersifat interakiif, tak dapat
dipisahkan. .

c. Posibilitas generalisasi hanya mungkin dalam ikatan konteks déh waktu
(ideographic staterments).

d. Posibiltas membangun jalinan hukum  adalah mustahil  memisahkan
sebab-sebab dengan akibat-akibatnya, karena semua keadaan aclalah
secara simuitan.

e. Penelitian kualitatif tidak bebas nilai. ®
. Penentuan Informan

Dalam rremilih informan agar mamperdleh ihformasi dapat dilakukan
secara funtas, seperti dikutip Sanafiah Faisal dalam Spradiey mengajukan
bebelrapa kriteria yang periu dipertimbangkan yaitu :

a. Subyek vang telah cukup lama dan intensif “menyaty’ dengan suatu

kegiatan atau “medan aktivitas® yang menjadi fokus penelitian. Subyek:

ticlak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi

5} Hadati Nawawd dan Mimi Martini, Perslitian Terapan, Yogyakarta, Gajah Mada University, 1994 halaman 17
8) Faisal Sanafiah, Penelitian Kualtatil Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3 [KIP Malang, Malarg, 1980, halamar: 18
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juga telah menghayatinya secara sungguh — sungguh  sebagai
akibat  dari keterlibatannya (melalul enkulturasi) yang cukup lama pada
lingkungan yang bersangkutan,

h. Subyek yang masih terlibat secara penuhv/akiif pada lingkungan/kegiatan
vang menjadi sasaran penelitian. a

c. Subyek yang mempunyai cukup banyak wakiu atau keseniaafan utuk
dirmintai informasi. | |

d. Subyek yang dapat mermberikan informasi tidak cenderung “diclah” atau
“dikemas” teriebih  dabulu. Mereka masih relatif  “lugy® dalam
memberikan informasi. Persyaratan ini berkaitan dengan upaya uniuk
rnendapatkan informasi vang lebih deskriptif/faktual.

e, Subyek vyang sebelumnya tergoiong masih “asing” dengan peneliti
sehingga penetiﬁ dapal merasa lebih terfantang untuk “belajar” sebanyak
mungkin dari subyek yang semacam “guru baru” bagi dirinya. 7 « .

Adapun informan yang dijadikan summber informasi dalam penelitian inl
adalah pejabat Disnaker, Pengusaha Jasa Kontruksi, Pejabat PT.
Jarrsostek, Pengurus Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi),
maupun para pakar tentahg hukum ketenagakerjaan.

5. Jenis dan Surmber data.
Jenis data yang digunakén dalam penelitian ;mi adalah data primer dan

sekunder.

Data primer adajah data lapangan, sedangkan data sekunder ialah data
vang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Sumber data diperoleh dari :

7). Faisal Sanafiah, ibid, hal 58
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a. Data primer diperoleh' dari . para informan yang terpilih, dengan teknik
snaw ball. ¥

Proses penyebaran sebagal boa salju yang pada mulanya kecil,
Kermudian semakin membesar dalam proses bergulir menggelinding.
“b. Data sekunder meliputi; catatanh kuliah, buku literatur, buletin, hasil
penelitian, dokumen, pemberitaan media masa yang relevan dengan
permasalahan, serta lain-lain informasi yang benar.
. Teknik Pengumpulan Data,

Untuk mendapatkan data penelitian yang sesual dengan maksud
penelitian maka data yang dikumpulkan melalui :
a. Stud Dokumen dan Studi Kepustakaan.

Fenelitian dilakukan secara bertahap melalui berbagai dokumen yang
berkaitan dengan permasalahan perlindungan fenaga kerja harian lepas
bidang jasa kontruksi sesual yanhg sedang dibahas dalam penelitia:n ini yaitu
meliputi  ketentuan peraturan jaminan sosial tenaga kerja dan mengenai
kKinetja FT Jamsostek dalam upayanya untuk memberikan perlindungan
bagi tenaga kerja harlan lepas bidang jasa konstruksi, bahan referensi buku,
hasil penelitian yang ada serta jumal karya iimiah.

b. Penelitian Lapangan (Field Research).

Untuk mengumpulkan data primer guna f mendukung dan menunjang
data sekunder yang telah diperdeh pada studi dokumen dan studi
kepustakaan, diperiukan studi lapangan ke instansi atau lermbaga yang
terkaift denhgan jaminan bag tenaga Kkerja harian lepas 'bidang jasa

konstruksi, proses pelayanan yang diberikan deh PT. Jamsostek, kinerja

B) Faisal Sanafiah, Ibid halaman 60
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dan hampatan yvang dbhadapi deh PT. Jamsocstek dalam mewujudkan
perlindungan bagl tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstrukst.
c. Wawancara.

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang di susun secara
sistematis dalam suatu daftar pertanyaan yang disusun secara sisternatis
dalarmn suatu daftar pertanyaan (wawancara ferstruktur) yang diajukan
kepada pakar dan pejabat terkait serta pengusaha bidang jasa konstruksi
dan wawancara tak terstruktur yang ditujukan kepada para tenaga kerja
lepas harian bidang jada konstruksi.

Dalam wawancara tidak berstruktur ini peneliti tidak terikat cleh susunan
pertanyaan vang telah dipersiapkan sebelurnya, dengan maksud agar
wawancara ini dapat berlangsung luwes, lebih terbuka sehingéa dapat
diperdeh informasi yang lebih kaya, lengkap serta dapat mengetahui
persepsi informan terhadap permasalahan yang diteliti.

Detadnforrmasl dalam wawancara inl adalah bersifat Verbal dan Non
Verbal, Deta/infformasi Verbal diperdeh melalui percakapan atau tanya
jawab. Sedangkan data/dnformasi Non Verbal adalah ucapan yang disertai
dengan gerak-gerik badan, tangan atau pertbahan wajah dari informan,
sehingga hasil wawancara ini dapat berupa pandangan. informan terhadap
masalah yang diteliti dari sudut perspektifya, muncul pikirannya dan
perasaannya.

d. Kuestioner atau daftar pertarmyasn yang dalam hal int dbuat dalam
bentulk komrbinasi antara terfutup dan terbuka. Kuesioner tersebut

ditujuksn baik kepada lenbaga terkait perlindungan hukumtenaga kerja
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harian lepas bidang jasa konstruksi, pengusaha jasa konstruksi, PT.
Jamsostek.

'San'pel yang cﬁpergmakan dalam penelitian ini adalah sanpel
yang bertujuan (purposive sample).? Hal ini dilakukan pertama-tama
dengan menemu mereka yang sudah ditentukan sambil merekam
informasi awal tentang obyek penelitian dari mereka.

Bila informasi tersebut belum dianggap cukup, maka pendis
meminta mereka untuk memandu kepada informarninforman lain hingga

data yang dicari dapat dirasakan cukup.
7. -Teknlk Analisa Data.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi
pustaka dan studi dokumen terhadap dokumen publik, bahan hukym brifm:r,
sekunder, maupun data darui hasil penelitian lapangan. Data yang dipercleh
dari studi pustaka yang didukung deh data primer dianalisis secara kualiatif,
hal Inl sesual dengan metode pendekatan hukum normatif yang lebih
bersifat abstrak teoritis.’® |

.Darl stud dokumen diperceh data menyeluruh tentang ruang IIngjkup
periindungan hukum tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi
yang berkaitan dengan kineria PT. Jamsosték cialam perlindungan tenaga
kerja harian lepas bidang jasa konstruksi, yang reliputi segala peraturan
perundang-undangannya, tentang pelayanan PT. Jamsostek dalam
mewujudkan perlindungan tenaga kerja harlan lepas bidang jasa kenstruksi,

8) Lexy J Molaong, Matl;dnlogl Panslitian Kualitatif, PT. Rema)s Rosdakarya, Bandung, 1888 hal 166

i0). Sutjipto, Bahan Penataran dan Lokakarya : Mehyimak Ulang Penslitfan Hukum, Disampalkan dalam rangka Panataran
den Lokakarya Mstodologi Penslitien Hukum di Kempus Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya 3 - 6 Agustus 1994
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bentuk jaminan dalam proses perlindungan hukum,

Data yang diperdeh darl penélitian lapangan setelah dilakukan kategori
masalah atau temuan selanjuinya ditelaah dan dibahas dengan
menggunakan pola pikir konstektual sesuai dengan untan yang telah
ditertukan. Data yang berujud angka sepertl misalnya posisi perkermbangan
perusahaan jasa konstruksi, komposisis jumiah tenaga kerja harian lepas
jasa kgnstru(si yang meherima santunan jan'inan”kecelakaan kerja dan
jaminan kematian akan diedit, diberi kode dan dikategorikan dahulu, untuk
kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai pendukung data sekunder.
Terhadap data tersebut akan danalisls dengan menggunakan metode
kualitatif.

Dari hasll analisis diharapkan diperdeh gambaran dan :pemhén-an
yang akurat mengenai aspek hukum yang berhubungan dengan kinerja PT.

Jamsostek dalam perindungan tenaga kerja bharian lepas bidang jasa
konstruksi.

. Teknik Pengecekan Valicitas Data

Guna menjarin kepercayaan dan kebenaran hasil penelitian ini .‘: serta
unfuk  mengetahui  keandalan dan keakuratan data digunakan teknik
pemeriksaan keabsahan data dengan nﬁr;anfaatkan sesuatu yang lain di
luar data Itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data
yang satu di kortral dengan data yang sama dari sumber fain (triangulasi)
oleh karena itu mengutip Michael Quinn Patton, Lexi Moaleong

mengemukakan bahwa Triangdasi sebagai teknik penentuan dibedakan
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empat macam ialah vang memanfaatkan penggunaan surmmber, metode,
penyidik atau teori. "

Melakukan  Triangulasi dataﬂnférmasi dengan maksud agar
data/infformasi yang didapat benar-benar valid dan relevan serta terfokus
dengan tuuan penelitian, maka dalam pengurpulan data dilakukan
trnanguiasi  datafinformasi, vaitu mengecek dan membandingkan
data/informasl yang didapat dari wawancara, observasi dan laln darl sumber
non manusia dengan menggunakan metode yang berbeda-beda dengan
tujuan untuk mencegah subyektivitas.

Didalam peneitian inl teknik Triangulasl yang digunakan adalah dengan
sumber Triangulasi yang bera&i membandingkan dan mengecek balik
derajat képercayaan suatu infomasi yang diperdeh melalui atat: dan waktu
yéng berbeda. Hal ini dapat ditempuh dengan jalan pertama
mwbandngkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, kedua
membandingkan  hasll  wawancara  dengan  dckumen,  ketiga

membandingkan hasit pengamatan dengan dokumen,

E. Kerangka Teoritlk "
1. Teori bekerjanya hukum
Didalam kinerja PT. JAMSOSTEK untuk memberikan pelayanan
perlindungan tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi di perlukan
adanya suatu produk hukum yang merupakan landasan bagi  pelaksanaaniya,

11) Lexy Moleeng, Ibid halaman 178
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yang sefall mempertimbangkan berbagai aspek, aspek-aspek substansi hukum
(undang-undang), apalrat penegak hukum, dan budaya hukum dalam
masyarakat. Bekerjanya hukum akan banyak ditentukan oleh aspek-aspek
tersebut.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan teor
vang dikgm.ﬁ(akan ol'eh B. Seidman, dengan gambaran sebagai berikut

B. Seldman, dengan gambaran sebagal berlkut : '

- Faktor-faktor Sosial dan Personil Lainnya

Lembaga
Pembuat
Peraturan

Umpan
Baiik

Umpan ‘
Balik || | Norma

Lembaga
Penerap >
Peraturan Aktivitas Penerapan

t !

Faktor-faktor Soslal dan Faktor-faktor Soslal dan
Perscnil Lainnya Personil Lainnya
Baganh Bekerjanya Hikum di dalam
' Masyarakat

Bagan tersebut diatas menunjukkan adanya figa kon*pqnen utama
~ pendukung bagi bekerjanya hukum ketiga komponen itu meliputi pertama !

12) William J. Chambliss dan Roberl B. Seidman, Law, Ordar, and Power (Reading, Mars ; Addison — Waslaly, 1871)
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lembaga pembuat undang-undang (legislatif), kedua : lembaga penerapan

hukum (lembaga yudikatif), ketiga : masyarakat sebagal subjek sekaligus obyek

hukum. '

Berkaitan dengan Rinerja PT. Jamsostek bekerjarya hukum (undang-
undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sebagal dasar pelaksanaan kinetja PT
Jamsostek dalam upaya pelayanan perlindungan Tenaga Kerja Harian lepas
bidang Jasa Konstruksl akan banyak ditentukan oleh hukum itu sendir,
pemerintah yang dalam hal ini pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebagal lerrbaga pengawasan terhadap penegakan dan penerapan hukum dh
bldang ketenagakerjaan, tenaga kerja sebagal subyek dan sekaligus sebagal

Menurut Robert B, Seidman, model bekerlanya. hukum diuralkan dalam
dalil-dalil sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memrberitahu tentang bagaimana seorang
pemegang peranan (role accuparif) itu dharapkan bertindak.

2. Bagaimané secrang pemegang peranan itt; akan bertindak sebagai respons
terhadap peraturan hukum merupakan fungsl peraturan-peraturan yang
ditujukan kepadanya, ﬁmsi—sarksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga
pelaksana serta keseluruhan kompiek kekdatan sosial, pditik dan”lain-
lalnnya mengenai diinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga- peléﬁsana itu akan bertindak sebagai suatu
respons terhadap perafuran hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan
hukum yang dituiukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan

korplek kekuatan-kekuatan scsial, pdlitik, dan lain-lainnya yang mengénai
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~diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang

peranan,

4. Bagaimana para perfiauat undang-undang itu, akan bertindak merupakan

fungsi peraturan-peraturan yang mengaiur tingkah laku mereka, sanksi-
sanksinya, keseluwuhan komplek kekuatan-kekuatan sostal, politik,
edidlogis, dan lain-lainnya yang mengenal diri mereka serta umpan-umpan
balik yang datang darl pemegang peranan serta birckrasi. ¥

Dengan teori bekerjanya hukum dapatiah diketahui bahwa setiap
anggota masyarakat adglah pemegang peranan tidak terkecuali pengurus PT
Jamsostek, penhgusaha jasa konstruksl, tenaga kerja lepas harlan bidang Jasa
konétruksi. Dengan demikian berhasil tidaknya bekerjanya hukum Jaminan
Sosial Tehaga banyak ditentukan oeh penguus PT. Jamsostek,,._ penguéaha
jasa konstruksi dan tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi,

2. Teori Birokrasi

PT Jarréostek adalah merupakan organisasl besar yaitu suatu Badan
Usaha Milik Negara merupakan badan penyelenggara program JAMSOSTEK
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tehaga ketja. '

- Jenis :orgarisasi yang dirancang untuk memangani  tugas-tugas
administratif daiam skala besar serta men&oorcﬁnasikan pekerjaan orang
banyak secara sistematik disebut birokrasi. ™ |

Birckrasi menurut Max Weber adalah alat kekuasaan yang paling utama

bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi. Birokrasi merupakan bidang

13y Rahardjo, Hukim dan Masyarakat, Angkssa Bandung, 1860, Halaman .8
14} Blau, Petar M, Masrshal. W, Birpkeasl dalam masyarakat Modern, Ul Press, 1887

-
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yang sangat balk untuk melakukan studi-studi tentang pola-poa hubungan
antara struktur scsial dengan sistem normatif yang berkaitan dengan struktur
sosial.

Dengan mengacu pada teori birckrasi tersebut agar PT. Jamsostek
dalam kinerjanya dapat berperan secara optimal maka PT. Jamsostek harus
melakukan studi-studi tentang pola-pola hubungan antara struktur sosial
dengan sistem normatif. Konkritnya agar PT Jamsostek bisa berperan secara
optimal kiwsusnya dalam pelayanan perlinckngan Tenaga Kerja Harian lepas
bidang jasa konstruksi untuk meningkatkan kesejahteraannya maka PT
Jan'ssost-ek harus melakukan studl soslal dilapangan sepertl stud pasar ufuk
mengetamf | sejauh ﬁana tingkat kesadaran para pengusaha jasa kor_rstmksi
yang mehdapatkén suafu pekerjaan/proyek untuk menglkut sertakgn sebagal
peserta pada program jamsostek (program jaminan kecelakaan kerja dan
program jarrinén kernatian). _

Menurut teori birokrasi diskusl juga dapat memperkecii sikap-sikap yang
menentang perubahaﬁ deh karena agar PT J,;B«MSOSTEK dapat melaksanakan
Kinerjarya dengan balk dalam merrperjuangkan hak-hak dan meningkatian
kesejahteraan ‘berkaitan dengan perrberian pelayanan perlindungan Tenaga
Kerja Harian lepas bidang jasa konstruksi maka "PT JAMSOSTEK harus sering
melakukan  diskusk-diskusi  peryuluhan, penyebaran brosur-brosur - dengan
pengusahé jasa konstruksi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kalau perlu
dengan mahasiswa dan lembaga swa'::laya masyarakat. Dengan melakukan

diskusi diharapkan akan banyak mendapatkan masukan-masukan yang positif

21




i

| .
dan konstruktif yang bis‘a membawa kepada kemajuan dan kebesaran PT
Jamsostek dalam mewujudkan kinerjahya.

3. Teori Tindakan |
l
Adalah Max Weber yang mengatakan bahwa ciri yang mencolok dari

|
hubungan-hubungan  scoslal  adalah  kenyataan. bahwa hubungan-hubungan

tersebut bermekna bagi /mereka yang mengarrbil bagian didalamnya.'s Max
Weber menambahkan jbal'nwa korpleks hubungan-hubungan  sosial  yang
menyusun sebuah masyarakat dapat dimengerti hanya dengan mencapai
sebuah pemahaman mengenai segi-segi subyektif dari kegiatan-kegiatan antar
pribadi dari para anggota‘ln*asyarakat itu.

Berkaitan dengan1 kinerja PT Jamsostek dalam pelayanannya dalfxm
periindungan Tenaga Kefja Harian lepas bidang [asa konstruksi menunut teor
int maka PT Jamsoste}i( harus mampu untuk senantiasa mengadakan suatu
interaksi dengan ‘pihak pengusaha jasa konstruksi, sehingga apa yang
diharapkaﬁl. ‘akan dapat terwujud yaitu memberikan dan meningkatkan
kesejanteraan bagi Tenaga Kerja Harian Ie|:.>as bidang jasa konstruksi yang

selama [Nl merupakan golongan masyarakat yang kurang mendapafkan

perhatian dari berbagal plhak

Aspek terakhlr dan teori tindakan Max Weber adalah menganalisa
berbagai macam keberrmknaan yang merincikan gaya tindakan Mmanusia yang
menentukkan cirl mendasar setiap jenis masyarakat.

Tnciakan yang terjad selarma inl antara pengusaha jasa konstruksi

dengan Tenaga Kerja Hanan lepas bidang | Jasa konstruksi dan PT Jamsostek -

158y Tom Campball, Tuluh Taori Sosial, P‘anerbn Kanisius, Jakara,1994 halaman 199
‘ ‘

-
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secara teori tindakan merupakan cara yang positif untuk melakukan perbaikan
nasib Tenaga Kerla Harlan lepas bidang jasa Konstrukst, Dengan tindakan yang
op_timal'naka kiner]'a‘ dari PT Jamsostek dalam pelayanan perlindungan Tenaga
Kerja jasa konstruksi akan dapat terwdud dan akhimya peningkatan
kesejahteraan Tenaga Kerfa lepas Harlan bidang Jasa Konstruksi dapat
tercapail.

Dengan tind';akan yang benar tercermin pada kinerja PT Jamsostek pada
dasarmya adalah mengenal mesalah ekonomi. Hal tersebut sebagaimana
dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa ekonomi bertugas mendayagunakan
sumber-sumber daya untuk kelangsungan hidup masyarakat. |

™
F. Sistematika Tesis

Sistematika perulisan tesls adalah Bab 1 tentang pendahuluan yang'
meliputt latar belakang penuiisan tesis, perirmusan masalah, fujuan penelitian,
metode penelitian, kerangka penelitian dan sistematika tesis. Bab Il tesis ini
berisl tentang Tinjauan Pustaka yanhg melandasi kajlan dalam tesis inl. Bab il Ini
juga mendeslaipsikan beragam pemikiran, k'onsep_ dan teori-teori hukum dan
peraturan yang mengatur tentang jaminan scslal tehaga kerja sebagal éalah
satu bentuk pérlind\mgan hukum bagi tenaga lfen'a harian lepas bidang jasa
kontruksi dan peraturan-peraturan vang lainhya Srang relevan dengan substansi
penelitian. Sesuai dengan uraian dalam Bab | dan Bab H di kermukakan dalgm
Bab Il hasi-hasil dari penelitian berikut analisis terhadap data, baik sekunder
maupun primer, dan. hasilnya _merupaiggn paparan yang bersifat deskriptif
kualitatif. Akhimya laporan penelitian ini diakhiri dengan Bab 1V Penutup yang
berisi kesihwan dan saran dari peneliti.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

I A. Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan indonesla

Ruang lingkup hukurmn ketenagakerjaan -Indonesia rmenurut UU No.14
fahun 1262 mencakup tidak saja hal-hal yang berkehaan dengan hubungan
kerja (datam hubungan kerja) tetapl juga sebelum memasuki hubungan kerja
(pra Kerja) dan sesudah selesai hubungan kerja (pur:na keria).

Secara garis besar ruang lingkup hukum ketenagakerjaan rmenurut UU
No. 14 tahun 1969 adalah meliput -
a. PraKera :

1 Pavedaan,.penyebaran dan penggunaan tenaga kerja :

a. Penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai;

b. Penyebaran tenaga ketja sedemikian rupa sehingga memben
dg_rq‘:gan kearah penyebaran tenaga kerja yang efisien dan efektif;

C. ﬁenggméan tenaga ketja secara penuh dan produktif untuk mencapai
kemanfaatan yang sebesar-besamya dengan menhggunakan prinsip-
prinsip “tenaga kerja yang tepat pada pekefjaamya yang tepat”.

2) Pembinaan keahllan dan kejuruan ’

a. Pembinaan keahlian dan kejuruan untuk mermperdeh serta rrman'béh

keahlian dan ketrampilan kerja;

b. F’errblnaan keahlian dan kejuruan disesualkan dengan perkerrbangan

teknik, teknologl dan perkembangan masyarakat pada umumnya.
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b. Dalam Hubungan Kerja
1) Perrbinaan periindungan kerja
a. Nerma keselamatan Kerja,

b. Norma kesehatan kerja dan higiene perusahaan;
¢. Norma kerja;

d. Ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kefja.
2y Hubungan ketenagakerjaan .
a. Perserikatan tenaga ketja;

b. Kesepakatan kerja bersama,

¢. Penggunaan hak mogok, dermontrasi dan lockout;

d. Perruusan hubungan kerja, ‘

e. Penyelesalan perselisihan industrial; | ;

f- Pertanggmgan sosial dan bantuan sos:a? tenaga kefja beserta
keluarganya

3) Pengawasan ketenagaketjaan :

a. Guna menjamin  pelaksanaan peraturan ketenagaker]aan men.ru
Undangrundang No. 14 Tahun 11969 serta peraturan-peraturan
pe\akganaan*tya, -~  diadakan suatu sistem pengawasan
ketenégakerjaan; !

'b. Pengawasan diakukan untuk ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan

perundang-uncangan ketenagakerjaan.

¢c. Puma Kerja |

1) Jaminan hari tua bagi tenaga kerja peserta Jamsostek

2) Jarrinan/santunan kematian. | i
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3) Santunan cacat bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.

B. Hukum Ketenagakerjaan

Keberadaan tenaga kerja yang memiliki arti penting dalam pelaksanaan
pembangunan maka perlu adanya suatu peratran yang dapat dijadikan
sebagal dasar untuk bekerja. Ada beberapa definisi tentang hukum
ketenagaka'jaén antara lain
a. Menurut Molenaar

Menurt Molenaar, hukum ketenagakerjaan itu merupakan bagian dari
hukum umum (hukum pesitif) yang artinya mengatur hubungan antara tenaga
kerja dengan tenaga kerja, tenaga kerja dan pengusaha dalam art! bahwa
hukum ketenagakerjaan tersebut dibatasi, yaitu hanya meliputi atwan-att.!'an
mengenal crang-orang yang berdasarkan perjanjlan kerja, bekerja pada orang
lain tidak mengenai crang-orang yang belum bekerja (penganggL;an) yang
tidak bekerja lagi dan yang tidak mampu bekerja (penderita cacad).'™

Secara tegas Mdenaar mengartiken hukum ketenagakerjaan itu ialah
hukum  arbaiders (pekerjaftenaga  kerja) yang mengkatkan diri dengan
perjenjian kerja,

Perumusan-perumusan  hukumn  ketenagakerjaan yang diberikan oleh
Molenaar yaitu.‘ bahwa hukum ketenagakerjaan édalah hukum yang mengatur
hubungan antafa \buruh dengan mra]ikan, antara buruh dengan buruh dan
antara buruh déngan pengusaha.

- Perumusan itu diberikan untuk menjelaskan secara konkrit apakah yang

dimaksudicannya bita ia mengatakan bahwa “arbeidsrecht” hendaknya dibatasi

18) Soepomo, Hukum Perburuhan Undang-undeng dan Peraturan-peraturen, Jambatan, Indonssia, 1992, halaman 18
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pada .huku}n yvang bersangkutan dengan orang-orang yang berdasarkan
perjanjlan.kerja, bekerja pada orang iain.
b. Menurut ILO

Menurut Labouwr Law Course 1964 (ILO) mengemukakan sebagai
berikut: “Labour Law Include ali the Contrds that regulate direct and protect
management and labouwr™ artinya lebih kurang . Hukum ketenagakerjaan itu
mefiputi semua pengawasan yang mengatur, membina dan melindungi balk
tenaga kerja maupun pengusaha”. '

Rumusan hukum ketenagakerjaan menurut 1LO sesuai dengan hukum
ketenagakerjaan yang berlaku di  indonesla. Secara material  hukum
ketenagakeriaan di Indonesia selain mengatur hubungan antara hak dan
kewajiban tenaga kerja dan pengusaha juga sekaligus merupakan alat
pengawasan bag pelaksanaan hak dan kewajiban antara tenaga :kerja dan
pengusaha. - Dalam pelaksanaan hukum ketenagaketiaan di  indonesia
pengawasan dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Calam e.ra reformasl pengawasan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan
tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau Dinas Tenaga Kerja saja tetapi
pengawasan juga dilakukan oleh Organisasi Serikat Pekerja dan Lembaga
Swadaya Ma@arakat atau LSM. Pengawasan terpadu sangat efektif dalam
penerépan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

{atar belakang pengawasan terpadu di bidang pengawasan dan
benegakan, hukum ketenagakerjaan dilatar belakangi bahwa oleh lematinya

pengawasan kétenagakerjaan yvang hanya dilakukan deh pemerintah (Dinas
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Tenaga Kerja dan Transmigrasi), df samping itu pengawasan dan penegakan
hukum dleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Tranénigasi sering bersifat represif
{menekan buruh étau pekerja).

Vveber mengatakan bahwa kekuasaan selalu memainkan peranan
penting dalam penegakan dan pembentukan hukum 1 |

C. Beberapa Kat'entuan‘tantang Pengaturan Hukum Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah merupakan salah satu pengertian ekonomi yang
juga masuk dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya dalam Hukum Dagang

Melalul Stastblad 1938 — 276 yang mulal berlaku pada tanggal 17 Juli 1983,

istilah perusahaan mastk ke dalam Hukum Dagang menggantikan istilah

Pedagang. Namun dermikian, pembentuk Undang-undang (Pemerirtah Belanda

wakiu itu) tidak memberikan satu pengertian pun terhadap istilah perusahaan

ini. Sehingga istilah perusahaan inf kita ambil dari pendapat atau pandangan
para iimuan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Belanda (Menteri Kehakiman Belanda) menjelaskan bahwa
yang disebut dengan Perusahaan adalah : Keseluruhan perbuatan .yang
dilakukan éecéra tidak terputus-putus dengan terang-terangan, dalam
kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bag dirinya sendiri).’®

b. Melengraaff, berpendapat bahwa adanya suatu Perusahaan = harus
Mmemenuhi UNSUr-Unsur

1) Terus-menerus
2) Bertindak keluar

17). Soepomo, Ibld, halaman 23 ,
18). R. Soekardeno, Hukum Dagang Indonesia, Jilid | (bagian Pertama). Jaksrta, Dian Rekyat, 1931, halarnan 20
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3) Untuk mendapatkan penghasiian
4) Dengan cara memperniagakan barang-barang

5) Menyerai‘i(an barang-bérang atau
6) Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan,'®
¢. Polak, memberikan pandapat bahwa suatu Perusahaan baru ada bila
sebeiumnya memperhitungkan terlebih dulu mengenal rugi dan [abanya
serta mencatatriya ke dalam suatu permbutuan.
Jadi menurut Pdak, suatu Perusahaan mempunyai 2 (dua) unsur yaitu. :
1. Diperhitungkan mengenai rugi labanya, |
2. Serta diadakan suatu pembukuan.
2; Bentule-bentuk Perusahaan
a. Yang diatur dalam KUHPer/KUHD
Sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada, bentuk asalnya
adalah perkurpuian. Yang dimaksudkan perkumpulan disini adalah
perkumpulan dalam arti luas, di mana tidak rmempunyal kepribadian
tersendiri, namun mempunyai unsur-unsur sebagi berikut
1) Kepentingan bersama
2) Kehendak bersama
3) Tujuan bersama
4) Kerja sama -
Keenioat unswr ini ada pada tiap-tiap Perkumpulan seperti misalnya .
| Persekutuan, Koperasi, dan perkumpulan saling menanggung.
19y, N.M.MN.Purwosutjipto, Pengartian Pokok Hukumn Dagang Indonesia !, Pengetahuan basar-Dasar Hukum Dagang.

Jakarta, Djambatan, 1985, halaman 13
200. N.M.N.Purwosutfipto, Ibid halaman 1B
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Namun  sudah tentu bahwa masing-masing persekutuan dan
sebagairya tersebit diatas menpuryal unsur-unsur tahapan lag,

Perkumnpulan dalam arti luas ini ada yang: Berbadan Hukum dan ada
pula yang Tidak Berbadan Hukum.

Yang; berbadan Hukum adalah .
1. Perseroan Terbatas (F"I)
2. Koperasi
Sedang yang tidak berbadan Hukum adalati .
1. Persekutuan Perdata
2. Persekutuan dengan Firma
3. Persekutuan Komanditer
b. Yang diatur didalam KUHPer/KUHD

Bentuk Perusahaan vang fidak diafur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
adalah Perusahaan Negara, dirmana pengaturanmya ada pada berbagal
peraturan khusus. '

Dilhat dari dasar hukum bagl berlakurya Perusahaan Negara di
Indonesia, maka Perusahaan Negara ini dapat dibagi dalam 3 bentuk
Usaha Negara. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun
1967 yang menjelaskan mengenal clri-ciri pokek dari keliga bentuk
Usaha Negara (Perjan, Perum dan Persero) sebagai berikut : %"

1. L@iﬁmaha Negara Perusahaan (Negara) Jawatan disingkat

PERJAN |

21) C.5.T. Kansil F’arusahar; indonesia, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1965, halaman. 132
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2. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara(Unmnum{Public

Coporation) disingkat PERUM. |
3. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Persercan (Public/State

Campany) disingkat PERSERO.

a.d.1. Usaha-usaha Perusahaan Jawatar/PERJAN.

Perusahaan ini merberikan pelayanan kepada umunmvymasyarakat,
dan sebagal suatu bagian darl Departemery Direktorat Jenderal/
Direktorat/ Permerintah Daerah. |

Sebagai salah satu bagién dari susunan Departemen/Pemerintah
Daerah, maka Perusahaan Jawatan mempunyal hubungan hukum
public. Bila ada atau melakukan tuntutan/dituntut, rmaka kedudtkaﬁnya
adalah sebagai Pemerintah atau seizin Pemerintah. d

Hubungan usaha antara Pemerintah yang melayani dan masyarakat
yang dilayani, sekalipun terdapat sistem bantuan/subsidi, harus selalu
didasarkan atas Busihes-zakelijkheld, cost accounting principles dan
managemen efektivness, artinya setiap subsid yang diberikan kepada
masyarakat selalu dapat diketahui dan dapat dicatat/dibukukan di mana
yang diterimanya (oleh masyarakat/rakyat perseorangan) berupa
pduuah-potmgan harga atau mungkin pembebasan sama sekali dari
penbayéran (uang sekolah) tetapl apa yang seharusiya dibayar/masuk
kepada negara harus benar-benar dnyatakan dalam tanda pembayaran,

~karels jumiah uang yang harus dbayar atau bentuk tanda lainnya,

dengan dinyatakan secara jelas persertase potongannya atau
pembebasan permbayaran.
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Perjan tidak dipinmpin oleh suatu Direksi tetapi oleh secrang. kepala
{yang merupakan bawahan suatu bagian darl Departemery Direktorat/
Pemerintah Daerah) yang memenuhi syarat-syarat tersebut pada
instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 di atas.

Seﬁerti halnya dengan badanlerrbaga lalnnya, Perjan  juga
meniaunyai dan memperoeh segala fasilitas negara. Pegawainya pada
pokokiya adalah Pegawal Negert.

a.d.2. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) UnunmyPERUM

Perusahaan Umum makna usahanya adalah melayani kepentingan
urum  (kepentingan  produksi, distribusi  dan  konsumsi | secara
keseluruhan} dan sekaligus untuk memupuk  keuntungan. Perum
berstatus badan hukum dan datur berdasar Undang-Undang. Péda
umumnya Perum bergerak di bidang jasa-jasa wvtal (public uﬁlities),
mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak
seperti di perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam
suatu perjanjian, kontrak-kontrak dein hubungan-hubungan perusahaan
Jainnya.

Perusahaan Umum dapat dittntt dan menurtut, dan hubungan
hukumnya diatur secara hubungan huk‘um perdata. Modal seluruhnya
dimiliki cleh negara ‘dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta dapat
mempunyai dan mermperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar
negeri atau dari masyarakat. Perusahaan Umum dipimpin deh suatu
Direksi, pegawainya adalah pegawai perusahaan‘ negara yéng chatur
tersendiri diluar keterfuan-ketentuan yang berlaku bagl pegawal negeri
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atal.{‘ Perusahaan Swasta/Usaha (Negara) Persercan. Laporan tahunan
perusahaan yang memuat neraca untung rugl dan neraca kekayaan
disarmpaikan kepada pemerintah. 2

a.d.3. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) persercan/PERSERO |

Perserc makna usahanya adalah untuk memupuk  keuntungan
{(keuntungan dalam arti, karena baik:m pelayanan dan pembinaan
organisast yang balk, efektif dan ekonomis, serta pelayanan umum yang
bailk dan memuaskan memperdeh surplus atau laba). Perusahaan
Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO adaiah Badan Usaha
Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun
1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam
mdang-undéng No. 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedkit 51 %
saham vyang dikeluarkannya dimiliki odeh Negara melalld penyertaan
mocal secara langsung.

Setiap penyertaan modal Negara ke dalam saham Persercan
Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang memuat
maksud penyertaan dan besarnya kekayaan Negéra yang dipisahkan
untuk penyertaan modal tersebuk. ,
Perusahaan Persercan tfidak memiliki fasilitas-fasilitas negara,

pegawainya berstatus sebagai. pegawai perusahaan swasta. Direksi
adalah organ Persero yang bertugas melaksanakan pengurusan Persero
urtuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di

datam rmaupun di luar pengadilan. Organ Persero yang lainnya yaitu

22). CST Kansil, Ibid, halaman 134




Rapat Umum Pemegang Saham dan Kormisaris, 2

Bentuk Perusahaan vang tidak Berhadan Hukum :

a.d.1. Persekutuan Perdata
Mengenal Persekutuan Perdata Inl diatur di dalam ketertuan-ketertuan
pasal 1619 sampai dengan pasal 1652 KUHPerdata. Persekutuan Perdata ini
ada dua jenis yaltu : Persekutuan Perdata Jenls Umum dan Persekutuan
Perdata Jenis Khusus.
Di dalam pasal 1618 KiUHPerdata dirumuskan sebagai berikut
“Suatu perlanfian dimana dua orang atau leblh menglkatkan dirl urtuk
memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membag
keurtungan yang terjadi karenanya”. “
Kalau kita tifjau rumusan pasal 1618 KUHPer tersebti, maka
Persekutuan Perdata mempunyai unsur-unsur mutlak sebagai berikut
a. Adanya permasukan sesuatu ke dalam perserikatan.
b. Pembagian keuntungan, atau kemanfaatzin yang di dapat dengan,'adanya
pemasukan tersebut.
Diatas dikatakan bahwa Persekutuan Perdata itu ada 2 Jenis :
1. Persekutuan Perdata Jenis Umum (
‘Dalam Persekutuan ini diperjaniikan suatu pemasukan (in-breng)
yang fértﬁri dan seluruh harta kekayaannmya secara umum, tanpa adanya
suatu perincian pun.

Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, tentang Perusahan Porzaroan (Parsaro).
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Namun di dalam pasal 1621 KUHPer dilarang adanya Persekutuan
Perdata macam ini; dengan rasio bahwa pemasukan seluruh atau sebagian
harta kekayaan tanpa adanya perincian, mengakibatkan tidak akan dapat

- dibaginya keuntungan secara adil seperti vang ditetapkan d dalam
ketertuan pasal 1633 KUHPer.

Persekutuan Perdata jenis umum ini ada juga yang diperbolebkan,
asalkan diperjanjikan terleblh dahuld bahwa masing-masing sekutu akan
mencurahkan segala potensi kerjanya, agar mendapatkan keuntungan yang
dapat dibagi-bagi diantara para sekutu.

2. Sedangian kalau persekutuan Perdata Jenis Khusus, para anggda (sekutu)
masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau
sebagian darl tenaga kerjanya. 29 |

a.d.2. Persekutuan dengan Firma (Fa)

Yang dinamakan persekutuan dengan Firma adalah tiap-tiap
persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan
nama bersama (pasal 16 KUHD). Jad Persekutuan Firma adalah persekutuan
perdata khusus, dimana kekhususaniya inl terletak pada tiga unsur mutlak
yang diniiiﬁnya sebagai tarbahan pada unsur persekutuan perdata yaitu
a. Menjalankan perusahaan
b. Dengan nama bersama
¢. Adanya pertanggung jawaban selatu  yang bersifat pribad untuk

keseluruhan, yaitu tanggung jawab renteng.

24). R.T. Sutantyz R, Hadikusuma, Pengentian Pokek Hukum Perusahaan, Banluk-bantuk perusahaan yang berlaku di
Indonesia, Rajawail Pers, Jakarta, 1981, halaman 13
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a.d.a. Menjalankan Perusahaan
Sep;rti ditertukan dalam pasal 16 KUHD, maka unsur merjalankan
perusahaan adalah merupakan unsur mutlak bagi persekutuan firma. Oleh
karena itu firma harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi
tiap-tiap perusahaan, misalnya harus membuat permbukuan.
Disarmping itu, harus memenuhi unsur-unsur perusahaan yaitu terang
terangan, terus menerus, dah bertujuan mencari laba.
a.d.b. Dengan nama bersama atau Firma
Adanya nama ini, persekutuan akan lebih mudah di dalam mengadakan
hubungan dengan dan dikenal dunia juar. Blasaiya nama inl diarmbll darl satu
atau lebinh dari nama-hama peserta persekutuan.
Misalnya : Fa. Hasan Abdullah.
Fa. Cckro Bersaudara
Fa Salim & Co
Fa Amurta {Achmad, Munawar dan Tarsan).®

a.dc. Pertaﬁggmgawaban yang bersifat pribad untuk keseluruhan dari para
sekutu.

Disini yang dimaksud adalah disamping kekayaan persekutuan firma,
maka kekayaan pribadi masing-masing sekutu dapat juga dipakai untuk
memenuii kewajiban-kewaliban persekutuan firma terhadap pihak ketiga.

Ijél;am ﬁ!érialar\l(an perusahaan, tiap-tiap sekutu mempunyal wewenang
untuk  mengadakan perikatan  dengan pihak ketiga bagi kepentingan

persekutuannya, kecuali apabila sekutu yang bersangkutan cikeluarkan dari

25) RT.Sutantya, Ibid, halaman 21
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P

kKewenangan tersebut.

Disinl juga ada azas "kewenangan mewakil” di antara para sekutu,

dimana setiap perbuatan hukum secrang sekutu terhaclap pihak ketiga akan

mengikat sekutu-sekutu lainnya, sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan

‘atas narma dan bagh kepentingan persekutuan. Dari sinl maka timbullah asas

pertanggungjawaban sekutu yang bersifat secara pribadi untuk keseluruhan
(tanggungjawab renteng).

D dalam praktek terjadi, pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu tfidak
dilaksanakan secara langsung. Adinya, semua penhagihan bag persekutuan
tidak ditagihkan langsung kepada tiap-tiap sekutu, tetapl terlebih dahulu harus
dipenuhi melalul Kas Persekutuan. Kalau Kas Persekutuan tidak mencukupi,

barulah kekayaan pribadi masing-masing sekutu diambil guna * memenuhi

tagihan tersebut ™ -

. ad.3 Persekutuan Komanditer

Mengenai pengertian Persekutuan Kormanditer terdagat pasal 19 KUHD,
dimana disebutkan sebagai berikut
Ayat (1) : * Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan
Persekutuan Komanditer, didirikan antara satu. orang atau beberapa sekutu
vang secaié tanggmg menangoung bertanggung jawab untuk selurubnya pada
pihak satu dan éatu orang atau lebih sebagal pelepas uang pada pihak lain”,
Ayat (2) : ° Dengan demikian dapat tefjaci, pada saat yang bersamaan

persekutuan terseblt merupakan persekutuan fima terhadap para sekutu firma

26) RT Sutantye, Ibid , halaman 20
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di dalamniya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas
uang”.

Selain itu Persekutuan Komenditer juga dapat diartikan sebagai
Persekufuan Firma vyang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu
Komanditer.

Menge'nai istilah "pelepas uang” yang digunakan dalam pasal 19 ayat (1)
dan {2) KUHD, HM.N Purwosutjipto, SH dalem bukunya yang berjudd
Pengertian F’okok Hukum indonesia jilid 2 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan,
n'uengatakan- kurang setuu dengan istilah tersebut. Menurut pendapatnya,

sekutu komanditer tldakiah sama dengan seorang pelepas uang sebab pada

pelepas uang, uang ataupun benda yang telah diserahkan kepada orang lain -

masth dapat dituntut kembali apablla debitur tersebut pailit.

Sedangkan tidak demikian urtuk uang atal.ﬁm benda yang telah
diserahkan sekutu komandter pada persekutuan, apabila persekutuan tersebut
jatuh paliit tidak dapat cituntut kembalinya.

Di dalam persekutuan komanditer, terdapat 2 macam sekutu, yaitu :
a) Sekutu Komplementer

Adalah sekutu aktif disebut juga sekutu pengurus atau  sekutu
pemelihara. Seiutu ini aktif menjalankan perusahaan dan herhubungan _hukum
serta bertanggung jawab terhadap plhak ketiga. Sehingga tanggung jawab
sekutu kerja ini adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Apabila sekutu kerja Ini lebth darl seorang, harus ditegaskan dalam
anggaran dasarmya apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak
keluar mengadakan hubungan hukurnvtransakst dengan pihak ketiga. Meskipun

38




demikian, sekuiu kerja vang dkeluarkan dari kewenangan untuk bertindak
keluar mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut, tanggung
jawabnya tetap penuh secara pribadi.

Dia dapat menyuruh orang fain untuk melakukan perusahaannya.

Pengusaha dalam benhtuk inl, tidak turut serta dalam melakukan
pemsahaan,- oleh karena itu dia hanya nempunyai satu kedudukan saja yaitu
sebagal pengusaha, sedangkan yang menjad pemimpin perusahaan adalah
orang lain yang mendapat kuasa dari dia.

Sebagai seorang pengusaha yang menjalankan perusahaan, dia
mempunyal tanggung jawab antara lain
1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.

2. Sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam perusahaan.

Sebagal pemegang kekuasaan tertinggl dalam perusahaan, karena
pengusahalah yang harus memberikan keputusan-keputusan penting dalam
rapat dan juga mengawasl jalanfya perusahaan. Sedangkan sebagai
pemegang kekuasaan penuh dalam perusahaan, karena dia yang menentukan
cara kerja, mengatur keuangan perusahaan, memrbayar gaji karyawan, juga
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, ' keselamatan dan kesehatan
karyawan atau pegawainya.
by Sekutu Kormanditer

Adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, benda ataupun tenaga
kepada persékuuan,seperti apa yang telah disanggupkannya dan untuk itu
berhak menerima keunfungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu

komanditer hanya terbatas pada sejuriah modal yang telah disanggupkan
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untuk disetor, dan sekutu ini tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau

mencawpﬁr! tugas sekutu kerja.

Namn demikian, sekutu Komanditer berhak mengawasi jalanmya
perusahaan”dan malahan kadang-kadang untuk melakukan sesuatu sekutu
komplementer harus mendapeat persettjuan darl sekutu Komanditer.

| Apabila larangan untuk mencampuri fugas  dilanggar deh sekutu
komanditer, meka akibatnya tanggung jawab sekutu Komanditer dipetiuas,
sama halnya dengan tanggung jawab sekutu Komplementer (sekutu kerja),

yaitu tanggung jawab secara pribadi uniuk keseluruhan, 1)

2. Tangguig Jawab Perusahaan

Suatu perusahaan fidak mungkin  bisa berjalan jika tidak ada
pengusahanya atau orang yang menjalankan perusahaan. Di sini yang cisebtt
sebagai pengusaha adalah:®
a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendri

dan urtuk keperiuan itu menggunakan termpat kerja.

b. Crang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu
usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu menrpergunakan tempat
kerja. . '

¢c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan
hukum termaksdd pada & dan b, jika yang mewakili berkedudukan di iuar
negeri.

Tetapl ada pendapat ialn yang mengatakan, bila seseorahg roelakukan

27) RT Sutantya, ibid haiaman 35
76 UU No. 171870 tentang Kasalamatan Kerja, pasal 1
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atau menyuruh melakukan perusahaan, #tu bisa dsebut juga sebagal
pengusahé.

Sebagai seorang pengusaha, dalam melakukan perusahaan ada
beberapa kefru@dnan 2
a. Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembartu.

Perusahaan yang demikian biasanya sangat sederhana, semua
pekerjaan dilakukan sendirian, dan blasanya perusahaan yang dilakukan itu
juga tidak benar.

b. Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembantu.

Pefusahaan yang demikian biasanya sangat sederhana, semmua
pekerjaan dilakukan sendiriari, dan biasanya perusahaan yang dilakukan itu
juga tidak betyar.
Misainya: FPengusaha-pengusaha perseorangan yang tiap-tiap  hari

menjajakan makanan dan minuman dengan berjalan kaki.
¢. Dia dapat melakﬁkan perusahaannya dengan permbantu-permbantunya.

Pengusaha dalam béntuk ini, | da tuut serta melakukan
perusahaannya. Jadi dia mempuyal dua Kedudukan, vyaltu sebagal
pengusaha dan sebagai pimpinan perusahaan

D. Kondisi Tenaga Kerja
a. Pengertian ._'l'e.r_naga Kerja
Pengertién tentang pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja
pada pengusaha untuik melaikukan suatu peketjaan tertentu dan dapat berubal
ubah dalam hal walktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah, yang

29). N Purwosutjipto,Pengentan Hukum Dagang Indonesla |,Pengetanuan Dasar Hukum Dasar,Djambatan,Jakarta, 1365, ha! 41
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didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian.
( pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor @ Per 06/Men/1985 tentang
perlindungan Pekerja Harian Lepas).

Di dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja
pada pasal ‘1 butir 2 disebutkan bahwa pengertian tentang tenaga kerla

“adalair sefiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun df luer hubungan Kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk
mermenuhi kebutuhan masyarakat”

Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan pasat ini meliputi tenaga
kerja yang bekerja di dalam maupun d luar hubungen kerja, dengan atat
produksi wtamanya dalam proses produksi berupa tenaganya sendir, baik
tenaga fislkk maupun pikiran. Cirl khas dari hubungan kerja ialah bekéria
dibawah perintah orang lain dengan menerima upah. Artinya tenaga kerja disini
sangatlah luas, meliputi semua pejabat negara seperti Presiden, ketua dan
anggota MPR, DPR, DPA, Menterl, semua pegawai negara baik sipil maupun
militer dan kepdisian, semmua pengusaha, tenaga kerja, swa-pekerja,
pehganggur dan sebagainya.

Tenaga kerja menuwut Prof. Iman Seepomo, SH, dalam bukunya
“Pengantar H.lkum Perburuhan,” melipti semua penduduk, kecuali |
1. anak-anak yang berumur 14 (erpat belas) tahun ke bawah;

2. mereka yang telah berumur diatas 14 tahun, tetapi masih bersekolah urtuk
waktu penuby;
3. mereka _yahg karena usia tinggi cacat baik jasmaniah, maupun rchaniah

tidak rmrrpu melakukan pekerjaan apapun,
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4. mereka yang karena sesuatu hal tidak diperkenankan melakukan pekerjaan
(narapidana, tahanan politik dan sebagainya).

Dalam pasal 1 poit 2 Undang-Undang No. 25 tahum 1997 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah “seliap orang Iaki»
laki maupun wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan,
paik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau
Jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Penge;rtian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 25 tahwn 1997
tentang Ketenagakerjaan diatas dengan sangat jelas dan menyebit secara
detall bahwa tenaga kerja terdiri darl orang yang sedang melakukan pekerjaan
atau orang yang akan melakukan pekerjaan (masih mencari pekerjaan).

Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian tenaga kefja renurut
konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana dituis ceh Payaman
J.Simenjuntak % bahwa pengertian tenaga kerja atau Manpower adalah
mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang némaﬂ

pekerjaan dan yang me!aksanakan kegiatan lain seperti bersekclah dan
| mengurus rumah tangga.

Jadi semata-mata dilihat dari batas UL, untuk kepentingan sensus d
Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 tahun dan batas umur
maksirmum 55 tahun.

Dikatakan selanjutrya bahwa tenaga kerja merupakan bagian penduduk
dalam usia kerja yang terdirl darl angkatan kefja (labour force) terdiri dari

golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggu atau yang sedang

30} Lalu Husni, Pengantar Hukum Katenagaksraan indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 10 .
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mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari

(1) Golongan yang bersekolah;

(2) Galongan yang mengurus rumah tangga dan

(3) Golongan penerima pendapatan

Setengah :m‘rrganggw‘ memiliki beberapa cirl yakn!

(1) berdasarkan pehdapatan, pendapatannya dibawah ketentuan upah
mininsm

(2) proculdtivitas, kemampuan produktivitasnya di bawah standar vyang
ditetapkan

(3) menurit  pendidikan dan pekerjaan, Jenis pendidikannya tldak sesuai
dengan p;zkerjaan yang citekun

(M jam kerja kwrang dari standar yang ada, misainya dalam ketentt;an
ketenagakerjaan yang ada dalam ketentuan kurang dari 7 jam sehari dan
atau 40 jam seminggu untuk waktu kerja 6 hari dalam seminggu.

Tenaga kerja itu sendiri terdiri dari :

1. Bukan Angkatan Kefja |

Yaitu penduduk dalam usla kerja yang tidak bekerja -dan _tidak

mencari pekerjaan.

¥

Seperti : yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan penefima
pensiun. '

2. Angkatan Kefia

Yaitu 'penchmk dalam usia kerja yang sudah bekerja dan tidak

bekerja tetapi mencari pekerjaan.
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Untuk angkatan kerja ini masih dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pengangur

Yaitu penduchik dalam usia kerja yang tidak men"puw pekerjaan
sama sekali tetapi sedang mencari peketjaan. |

b. Bekerja

Golongan yang bersekclah adalah mereka yang kegiatannya hanya
atau terttarma bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga tanpe
memperdieh upah.

Sedangkan yang tergdong lain-lain, ada dua macam :

(a) penerima pendapatan, yaltu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan
ekonormi tetapi memperdeh pendapatan, seperti tunjangan pensiun, bunga
atas simpanan uang atau sewa atas millk, dan

(b) mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya ke;rena fanjut
usia, cacair atau sakit kronis.

Ketiga gdongan dalam kelompok bukan angkatan kerja, kecuall
mereka yang rudupnya tergantung dari 6rang lain, sewaktu-waktu dapat
menawarkan jasanya untuk bekerja, maka golongan inl sering dinamakan
sebagai “Potential Labour Force” yaitu para penganggur.

Istiah teraga kerja juga sangat luaé, yaitu melipui semua orang
yang rnarrpu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah
mempunyai * pekerjaan, balk yang sudah mempunyai pekerjaan dalam
hubungan kerja atau sebagai swa-pekerja maupin yang belum atau tidak
mempunyai pekerjaan.”

31} iman Scepemo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jekarta : Djambatan, 1867}, haleman 3.
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Bahwa semua itu sebenamya hanyalah scal permufakatan (afsraak)
belaka serta acap kali kita menjumpal perumusan-perumusan yang berlain-
lain untuk istilah buruh dan majikan. Perumusan yang umum, yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tertang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan. Dalam Undang-undang inl yang dimaksud dengan
tenaga kerja adalah "barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima
upah.®

* Dengan demikian tidak dikehendaki adanya perbedaan antara tenaga
kKerja kasar dan tenaga kerja halus, antara ténaga kerja dan petayan.
Undang-undang tentang tenaga kerja sendiri tidak merumuskan secara
tegas apakah atau siapakah yang dimaksud dengan tenaga kerja, walaupun
kita dapat menarik kesimpulan bahwa tenaga kerja itu adalah sesea'a;wg
yang menjalankan pekerjaan untuk majikan dalam hubungan  bekerja
dengan menerima upah.®?

istilah tenaga kerja memang kaya akan warna, artinya bermacam-
macam istitah digunakan seperti : buruh, bekerja, tenaga kerja, karyawan,
man-power. istiiah buruh merupakan peninggalan zaman feodal dimana
orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar, seperti ki,

{ukang pokoknya vang melakukan pekerjaan yang berat dan kctor diberi

warna baju biru, dan didunia barat disebut blue collar. Sebaliknya orang-
orang yang melakukan pekerjaan halus dan mempunyal pangkat Belanda

seperti klerk , komis dan sebagainya mempunyal kedudukan sebagal

pegawai, privayi atau employee.

37) Sunarto, Hukum Ketenagakerasn dalam Pemutusan Hubungan HKefa, Penyelesaian Perselisihan Industrial,

Pemogoken dan Lack-uut,(Samarang:Bagian HAN, 1987), halaman 15.
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Golongan tersebut memakal baju putih yang disebut White collar.®”

Meming vang diatur dalam hukum perburuhan mula-muda hanya blue
colar sekarang artinya vang berpakaian biru, sedang gcongan white callar
sekarang artinya berpakalan putih (bersth) baru kemudian masuk hukum
perburuhan, Kita fihat misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 1l
Bab 6 Afdeling 4, dahuu satu-satunya baglan yang mengatur perburuhan
hanya nﬁnggtur soal pelayan dan tukang (dienstboden en werkdieden).

Baru mulai 1 Januari Tahun 1927 Kitab Undang-undang tersebut dalam
Buc Il Bab 7A mengatur soaksocal bag semua tenaga kerja balk kasar
maupun halus.

Dalam upaya urtuk mendiskripsikan penefitian ini maka maksud ten;ga
kerja ialah yang dikeluarkan oieh manusia dengan menggunakan &gan—organ
otak sebagai pusat dengan jaringan syaraf dan panca indera sebagai sistem
komunikasinya, serta tulang dan otot, terutama pada jari, kaki, tangan dan
punggung yang menjadi ‘alat mekanismenya. Karena anggota badan yang
digunakan tersebut berbeda maka sering dibedakan antara kesia fisik dan ketja
psikis. Yang dimaksud dengan kerja fisik atau jasmaniah, karena dianggap
lebin banyak menggunakan otk dari pada otak. '

Adapun pengertian’ Tenaga kerja harian lepas menorut Peraturan
Menteri Tenaga Kerja nomer @ Per 06/Men/1985 tertang Perlindungan Pekerja
Harian Lepas pada pasal 1 disebutkan bahwa Pekerja harian lepas adalah

pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan

' 33) Woerjati dan Son haji, Hukum Perburuhan 1, (Samareng : Fakultas Hukum, 1889, halaman 97
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tertentu dan dapeat berubah-ubah dalam hal waktu maupun voiurme pekerjaan

dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja secara

harian>®

Tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi- adalah tenaga kerja
yang bekerja pada sektor jasa konstruksi yang menerima upah sesuai dengan
jumiah kehadirannya, tanpa ada ketentuan yang pasti tentang berapa jumiah
upah diterima karena fidak ada standarisasi jumiah upah yang diterima antara
perusahaan jasa konstruksl yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam
menentukan jumiah besarnya upah untuk setiap hariannya baik untuk tenaga
kerja harian lepas yang utama maupun pembantunya.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan kesempatan Kkerja yang
tersedia merupakan sumber pendapatan masyarakat, hanya saja untuk negara
Indonesia menunjukkan adanya indikator bahwa jumlah angkatan kerja masih
meningkat dengan tajam. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang
rasih relafif tingg dan meningkatnya angika partisipasi angkatan kertja.

Adanva ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan t_enaga

kerja, akibatiya terjadi suatu pembengkakan jumlah pencari kerja.

34) Peraturan Mshleri Tenaga Keja dan Transmigrasi nomer Par ; 08AVien/1805 ditatapkan di Jakana 15 Februari 1993
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b. Perubahan-perubahan Konsepsi mengenal Tenaga Kerja

Pefut?_ahan dalam, ajaran ekonomi dan perubahan-perupahan struktur
masyarakat sebagai keseluruhan membawa akibat perubahan terhadap
gagasan mengenal tehaga kerja.

Perubahan-perubahan konsepsi mengenai tenaga kerja mengalami
beberapa tahap sesuai dengan sikap dan pandangan terhadap kedudukan
tenaga kerja dalam kerangka hubuingan kerja. )

1. Tenaga l;erja dianggap sebagal barang dagangan.

Dengan anggapan ini tenaga kerja di perlalukan sebagai salah satu
faktor produksi dimana tenaga Kerja dapat diperjual belikan untuk dijadikan-alat
produksi, Tenaga kerja mempunyal nilel pasaran tersendir. Aﬁggapan ind
terdapat di sekitar pertengahan kedua dari abad ke 19. Anggapan ind
mempunyal kelemahan-kelemahan dimana tenaga kerja tidak mungkin menjual -
tenaganya tanpa mengikutsertakan dirinya .didalam proses tawar menawar
tenaga kerjanya.

2. Tehaga Ketja Dianggap Sebagal Mesin

Akibat daripada perkerrbanganl Scientific Management Para Insinyur
Industri mengemukakan adanya konseps! tentang teknik-teknlk manajemen
iirviah ci mana produkiivitas sangat diutamakan. Produktivitas daripada tenaga

kerja itu dittamakan dengan jalan menguikur kuantitas dan kualitas dari tenaga

35) Buchari Zalmun, Perancanaan dan Pembinaan tenaga kerja, Grafika Indonesla, 1885, halaman 15
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kerja; deﬁgan menganalisa pekerjaan sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya
urduk seterusnya dapat dijadikan pek;rjaan-yang rutin. Kemudian digolong-
golongkan dan di standardisasikan sehingga manusia yang mengerjakan pun
disesuaikan dengan ukuran-ukuwran klasifikasi dan standardisasi seciah-ciah
merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakganakan dengan mesin.

Para Insinyur  Industi  menyimpulkan, bahwa pekerjaan  yang
dilaksanakan..itu dilakukan dengan mesin. Memang banyak pekerja-peketja
yang seperfi inl dijumpai di pabrik-pabrik untuk pekerjaan yang sifatnya
berulané (repetitif) atau nutin dan diaksanakan dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan sesual dengan fingkungan pekerjaan tersebut.

' Scalnya hanyalah bagaimana mencukupi bahan-bahan mertah yang
diperiukan deh pekerja sebagalmana memenuhl  bahan man_tah yang
diperiukan oleh mesin. | ﬁ

éeperti halnya dengan konsepsi tenaga kerja sebagal barang, maka
konsepsi yang kedua il pun dapat dianggap kurang wajar, pekerja bukan
mesin, karena mereka marmuwai perasaan. '

Fislk manusia pun gerak-geriknya tidak mungkin untuk diatw sedeirikian
fupa sebagaimana mengatur mesin. Karena para ahli ekonomi masih
menganggap tenaga kerja itu seperti para ahlf ekonomi masih menganggap
tenaga kerja itu seperti mesin moka penhggunaannya pun harus dapat

ditingkatkan produktivitasnya semaksimal mungkin seperti mesin. Inilah sedah-

| olah dianggap menjadi tyuan daripada Sclentific Management.
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3. Tenaga Kerja Dianggap Sebagai Sumber Kekayaan Alam

Menyadari akan kelangkaannya, setlap negara mengusahakan
penggmaén' kekayaan alarmnya secara optimal dengan jalan mengurang
adanya pemborosan termasuk pemanfastan tenaga kerjanya. Para ahi
mengernukakan bahwa peningkatan penghasilan pekerja secara maksimal dan
penguwangan biaya perusahaan tidak berarti meningkatkan penghasilan negara
secara maksimal dan mengwangkan pengeluaran negara secara minimal.

Hal ini disebabkan karena adanya konsep biaya scsial yaitu di samping
biaya procduksi terdapatl pengangouran, kecelakaan-kecelakaan dalam industri
serta mengerbangkan keahlian tenaga kerja yang semuanya rmerupakan biaya
sosial vang sering tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi. Padahal
semuanya Merupakan ongkos ataupun blaya daripada perusahan untuk
menghasilkan barang produksi.

Biaya ini dbayar oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti
masyarakat, pemegang saham dan deh pekerja sendri. Blaya sosial ini
kadangrkadang dapat rmelebihi produksi. Penggunaan tenaga manusia sebagal
salah satu surrber kekayaan alam secara efesien tidak akan manmpu mermikul

biaya sosial tersebut. Biaya ini merupakan tanggung jawab sosial daripada

_ bangsa yang bersangkutan. Kerugian-kerugian ﬁang disebabkan deh sakitnya

pegawai, dapat menyebabkan  bangsa tersecbut menjadi  miskin, karena
perkurangnya tingkat dan jumiah produksi bangsa ini. Jika perusahaan,
masyaraiat dan pegawal sendiri tidak mau bersama-sama memikul biaya

sosial ini akan terjadi kemerosctan tenaga kerja daripada bangsa tersebut.
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Sebagai contch bagaimana pentingnya konsepsi tenaga kerja sebagal
surber alam pada suatu bangsa _dibuktikan pada waktu mengadakan
mobilisasi untuk keperluan perang. Jika pemudanya tidak ada yang mampu
dipersenjatai karena banyaknya kekurangan-kekurangan yang diaiami, maka
kekuatan bangsa itu mesti dapat diakalahkan deh musuhnya. |

Keselamatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan manpower.
Adapun prorl:;ram pendidikan secara rminimal adalah--untuk  meningkatkan
produktivitas rmanpower daripada bangsa tersebut.

4, Tenaga kerja Dianggap Sebagai Manusia (Human Beings) Biasa

Pandangan ini dkemﬂ(akan cleh para ahll limu Jiwa dan ahll Sosldogi.
Dalam pandangan-pandangan sebelumnya pegawai diperiakukan sebagai
mesin atau barang dagangan, bahkan pernah berstatus sebagal budak be-;lian
yang tidak mempunyai hak sama sekali. Maka pahdangan para ahli ;:;sikologi ini
dapat dianggap sebagal suatul pamlangan yang radikal.

Pandangan ini tidak hanya semata-mata berdasarkan rasa kemanusiaan
saja, tetapi secara ilmiah sudah diadakan observasi terhadap pekerja. Bahwa
mereka men'punyai sistem saraf dan alat perasa sebagaimana manusia-
manusia yang lain, yang menempati kedudukan wajar dalam masyarakat.

Sebelumya memang banyak yang beranggapan bahwa pekerja tidak
puya perasaan, bersifat kasar dan bermatabat rendah. Babkan di dalam
masyarakal para pekerja itu dianggap tidak mungkin Witk mempunyai
tangoung jawab scsial sebagaimana anggda—mggota masyarakat yang lain.

Para ahli psikologi dan sosial menyarankan agar kepada pegawai

diberikan pertimbangan-pertimbangan yang walar; diperhatikan perasaan dan
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radikal seperii goongan kiri yang hendak mengubah keadaan dengan revolusi,
maka akhirnya terpaksa diadakan penyesusian ke arah konhsepsi kernanusiaan
ini. Sehingga kermudian timbul program sosial ekonomi dengan menghasilkan
sistem pengupahan yang adi;, sistem pemberian tunjangan kepada pegawai
yany sakit, yang sudah peﬁsiun dan yang sedang ditimpa nasib pengangguran

dan sebagainya.

Program-program inl kermudian mendapat perhatian sepenuhrya dari

- pemerintah  bahkan dapat menjact tanggung jawab masyarakat melalui

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah,
5. Tenaga Kerja Dianggap Sebagal Teman atau Partner

Sebagai kelanjutan dan berru.t.u\gan erat dengan konsepsi sebeimww

yaitu di mana tenaga kerja dipandang sebagal manusia, maka, konsepSI

partnership dikembangkan cieh majikan dengan pegawai-pegawainya untuk
dapat bekerja sama dan memberi hasil yang tinggl bagi kepertingan kedua
belah pihak.

Bagaimanapun terjadinya perselisihan,' salah paham/pertentangan di
antara kedua golongan ini, narnun yang satu tidak mungkin jalan dan berusaha
tanpa yang lain. Karena itu diperiukan sekali kerja sarma/cooperation yang
secara prakiis sebagal suatu sistem yang ben'n:ranfaat bagi partnershfp' itu.
Konsep inilah yang dipakal oeh Teori Z dan banyak dipraktekkan dalam
manajemen Jepang dewasa ini.

Secara radikal/ekstrim konseps! Ini menghendaki supaya pegawai tidak
perlul lagi tunduk kepada kekuasaan manajemen; akan fetapi cﬁinginkan

menjadi bagian daripada manajemen itu. Mereka berhak secara aktif dengan

54




kedudukan yang sama, tunt serta mengambil keputusan-keputusan di dalam
berbagai kebijaksanaan perusahaan.

Kedengarannya memang aneh sehingga seringkali terjaci konsepsi ini
hanya diberikan dengan Hp service. Oleh karena dalam prakteknya di banyak
negara kekuatan antara kedua goiongan ini masih belum ada perimbangannya.
Manajemen yang mewakili perilik perusahaan masih mempunyai hak veto.
Karena Htu tidak terdapat adanya perimbangan kekuatan di mana majkan
mempunyai hak veto dan pekerja dianggap sebagai trouble-maker  dan
mempunyai sifat yang antagonistik (sikap yang tidak senang kepada kawan).

Dalam keadaan demikian akan sult dapat diharapkan pegawai bekerja
secara efisien untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi tgagi
perusahaan di mana karyawan senantiasa berjuang untuk mendapatkan upah
yang setinggi-tingginya sebagai komponen penggunaan tenaga kerja mereka.
Bagaimana pegaWai akan dapat ambil bagian dalam proses manajemen
sedangkan merekan tidak mermpunyai kepentingan atau interest. Dan juga tidak
mungkin bag manajemen untuk  menyerahkan sebagian dari hak vetonya
tersebut kepada golongan yang tidak bertanggung jawab atas perrblnaan
perusahaan malahan dianggap mempunyai sikap yang antagonistik itu.

Meimang kmsepSI partnership ini baru merupakan fahap pemuaan
dalam perkembanganinya. Pegawal baru saja memplrtyal perhatian terhadap
kepentingan peningkatan efesiensi perusahaan bilamana dari peningkatan
ofesienst itu mereka dapat keuntungan dalam bentuk upah yang lebih tingdl.
Mereka baru akan  menganggap millkk terhadap pekerjaannya dalam

perusahaan dimana dia bekerja kalau dia merpuryal interest terhadap
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perusahaan ftu. Sehingga tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bersikap acuh-
dan antagonistik itu. |

c. Kesempatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan

Pengertian tentang kesempatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan
mengandung pehgertian adanya lapangan pekerfaan dan kesermpatan untuk
bekerja, yang ada d suatu Kegiatan ekonomi (procduksi), dengan demikian
kesempatan untuk dapat bekerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang
sudah diduduki dan masih lowong terseblt (yang mengandung arti adanya
kesempatan) timbud kemudian kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja
vang kemudian secara rill diperlukan deh perusahaanferrbaga penerima kerja
pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu melalut acdvertensi, dan lain-
lain kernudian dinamakan lowongan {Vacancy).® “ d

Secara umum keadaan tenaga kerja di Indonesia suatu incikasi ketidak
seimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, pertumbuhan
angkatan kerja selama periode 1980-1990 tercatat lebih tinggl di bandingkan
dengan perturbuhan kesempatan kerja (employement). Akdbatnya, terjack
pewbengi;akan th'lah pencarl kerja yang pertambahannya mencapai harmpir
1,5 juta sebesar 10,1 %(persen) per tahun. Peningkatan ini juga terlihat pada
angka pengangguran terbuka yang mencapai cﬁ‘atas 3 % (persen) pada tahun
1090. Dengan demikian masalah pertama yang mmuncul akibat ketidak
seirmbangan tersebut adalah pengangguran, *”

Sistem perekonomrian di negara kita bukaniah sistem ekonomi liberal

36). Yudo Swasono, Endang Sulistyaningsih, Metods Parencanaan Tenaga Kerja, BPEE; Yogyakarta, 1283, halarnan 20
37). Suhandi, Penduduk dan Pembangunan, Pusat Panelilien UGM, Yogyakara, 1998, halamnan 218
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melainkan  sistem  demokrasl  ekonomi, dimana  Pancasila vang menjadi

dasamya,”’ Karena ity suatu permasalahan yang menjalankan pemuasan tenaga

kerja (explcitalion des Ich'rme par PHomme) harus dicegah, dan tidak boleh

dikembangkan di tanah aI:r Kita. Para pengusaha dalam mengerjakan para tenaga
kerjanya tidak hanya mengejar ketntungan saja atau hanya beranggapan bahwa
tenaga kerja Itu hanya memiliki nilal ekonomi namun hendaknya -

a. menganggap para tenaga kerja sebagai partner yang akan membantunya
untuk menyukseskah tujuan usaha.

b. memberikan lnbangan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan
oleh parinemya itl.il, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan
sosial tertentu, aga} dengan dermikian partnernya itu dapat lebih tys:rangsz'a-ng
untuk bekerja lebih produktif (berdaya guna) dan berhasil guna.

¢. memberikan imbangan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikefahkan
deh partnernya. itl:i, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan
sosial tertenty, agér dengan demikian partﬁemya itu dapat !ebih' terangsang
unfuk bekerja iebih produktif (berdaya guna) dan berhasil guna.

d. menjalin hubmgan baik dengan para tenaga kerjanya, sehingga mereka
merasakan bahwa tenaéa kerjanya itu pe.rlu dikerahkan dengan baik
seakan-akan mereka bekerja pada perusahaan millknya, perusahaan yang
peru cﬁkenrbangkah dengan penuh tanggung jawab.

Pada hakekatnhya segala hak dan kewsjiban pengusaha dan tenaga kefja
merupakan peranan—peraﬁan yang letaknya saling berhadapan dan sifatiya

37). Kantasasmita,dikk, Hukum Parbumlhan di Indonwsia Badendaskan Pancasila, PT, Bina Aksara, Jakere, 1898, halaman 7
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saling timbal balik antara satu dengan yang lain. Dengan perkataan lain apa
yvang menjadi hak bagl pengusaha, hal tersebut merupakan kewajiban bagi
karyawan, misalnya kepatuhan tenaga kefja kepada perintah kerja dalam
me_!aksanak‘an tugasnya, prestasi dan usaha kefja yang maksimal. Begitu puia
sebaliknya apa yang menjadi hak tenaga kerja menjadi kewajiban pengusaha
untuk memenuhinya, misalnya membayar gaji/upah dan atau imbalan kerja iain
tepat pada waktu yang telah ditertukan, menjamin keamanan atau

keselamatan, kesehatan tenaga kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya ini

. adaiah konsepsi dasarmya.

Narnun disammping itu mungkin saja bisa terjad adanya hak pengusaha
yang juga merupakan hak bag tenaga kerja, misalmya hak pangusaha untuk
reermberikan hadiah atau ‘penghargaan kepada tenaga ketja dan I"fak ten'z-aga
keffa untuk dapat menerimanya. Keadaan tersebut di atas hanya secara
kebetulan saja terjadi dan tertunya bukan merupakan peranan standar dalam
hubungan Ketja antara pengusaha dan tenaga kerja.

Mau tidak mau harus diakhiri berdasarkan fakta yang dibuktikan cleh
kenyataan praktis sehari-harl bahwa kewallban pengusaha sudah pasti akan
jauh Iebih. korm!éks daripada kewajiban tenaga kerja, hal ini tertu disebabkan
cukup jauhnya perbedaan kemampuan ekonqﬁs'dl sarping perbedaan derajat
tanggung jawab antara pengusaha dan tenaga kerja, dalam hal ini pihak
pengusaha dapat di goongkan sebagai pihak yang kuat sedangkan pihak
tenaga kerja merupakan pihak yang lernah.®

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap Undang-undang dan peraturan

). A Ridwah, Sari Hukum Perburuhan Akiusl, Prodnya Paramita, Jakara, 1986, halaman 53
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hukum (fermasuk juga mdang—mdang dan berbagal peraturan hukum dalam
bidang perburuhan) bertujuan untuk sedapat mungkin mampu melindungi pihak
yang lemah demi keadilan agar mereka tidak diperlakukan semaunya deh
pihak yang kuat, disamping juga bertujuan untuk sedapat mungkin mencari titik
temu kerjfa sama antara para pihak yang terfbat dalam hubungan hukum
tertentu.

Negara Indonesia yang memillki penduduk yang besar dan mempuryal
masalah wama pengangguran struktural dan kemmiskinan, kiranya tepat jika
peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan domestik dan penciptaan
kesermpatan kerja diplih menjadi tyuan pembangunan ekonoml. Dalam . hal
adanya keinginan mewujudkan penciptaan kesempatan kefia maka sasaran
yvang diaktualisaslkan adalah penggunaan tehaga kerja, dan hal;. ini al-(.an
terwujud apabila memenuhi dua unsur pokok. Yang pertama ialah kesempatan
kerja yang cukup banyak, yang produktif dan yang memberikan irrbalan layak.

Kesempatan kerja ini dapat dberikan kepada semua orang yang
membutuhkan. Sedangkan yang kedua ialah 'tenaga kerja yang mempunyai
kemampuan dan semangat ketja yang cukup tinggl. Dan sebagai penghuoung
keduanya adalah mekanisme pasar kerja yang memungkinkan terjadinya
pertemuan dan transaksi diantara kedua belah |5ihak. Dan pasar ini dikeloa
manajemen  yang memungkinkan  tenaga Kerja dapat terus menerus
mnwnbaﬁgkan témganya secara proculdif, bersemangat kerja tinggi, dan
memperoieh hak-heknya yang layak, Oleh karenanya sekurang-kKurangnya
harus ada dua hirmpunan kebijaksanaan. Disatu pihak adalah kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk menciptaken atau mendorong
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penciptaan kesermpatan keria, dipihak lain adalah kebijaksanaan pembertukan
ketramrpitan, penempatan dan penggunaaniya dalam peketjaan, pemberian
peranan dan tanggung jawab serfa untuk menjamin hak-haknya atas imbalan
yang seimgahg, perlakuan yang adi, perfindungan keselamatan dan kesehatan
jasmani dan rohani.

Yang pertama (disebelah kir) rangkaian kebijaksanaan kesempatan
kerja yang dituukan kepada semua sektor yang harus merjack komitmeniya.
Yang kedua (disebelah kanan) adalah kebijaksanaan tenaga kerja.
Kebijaksanaan ini terutama menjadk tanggung jawab sektoral spesifik lagi
instanskinstansl yang menanganl faktor insanl sumber daya manusia. Perlu
dicatat di sini bahwa antara kedua kebijaksanaan ini dengan kebijaksanaan
sektoral yang lain harus ada kaitan fungsicnal yang Kkuat. Kebi]e;ksanaan
kesempatan kefia harus ada kaitan fungsional yang kuat. Kebijaksanaan
kesempatan kerja harus memberikan petunjuk kepadar kebijaksanaan sektoral
mengenai arah yang harus dituiu. D sini _tujuan perluasan kesempatan kerja
yang digariskan bad setiap sektor, harus diadikan tujuannya yang umum
disamping tujuan sektormya yang spesifik. Diantara kedua tujuan ini perlu cicari
kombinasifya yang optimel bagh pertumbunen jangka parjang. Di pihak lain
kebijaksanaan tenaga kerja harus melayani  permbangunan seidoral dan
pembangunan regional  dalam memenull  kebutuhan  tenaga  kerja  yand
memenuhi syarat, serta memelinara suasana kerja yang sehat, tentram dan

harmonis. 22

39} Sureto, Strategi Pembangunan dan Parencanaan Kessmpatan Kaija, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

Catakan ke tiga 1992, halaman 18
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Penciptaan kesempatan kerja dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu
proses prociﬁksl dan pasar. Untuk adanya proses produksi diperlukan investasi.
Dan dalam proses produksi masukan yang berupa bahan, energi alam dan
energi manusia dengan menggunakan teknclogi  dikombinasikan  unfuk
menghasiikan barang dan Jasa. Seterusnya diperiukan pasar untuk

mendistribusikan hasil produksi kKepada yang menggunakan agar produsennya

mempercleh pendapatan.
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d. Keadaan ekonomi yang ada pada tenaga kerja

Kebljaksanaan ekonomi identlk dilaksanakan untuk mengantisipasl
masalah stabilisasi seperﬁ pengangguran (unempioyernenf) dan masaiah
perfumbuhan. Menurut Arthur Okun dari Bookings Instifution, hubungan antara
laju pertumbuhan rill dengan pertbahan tlngk_at pehganguran menunjukkan
adanya frade-of dengan ratio sekitar 3.1, hal ini merupakan pedoman penting
bag perumusan kebijaksanaan, karena dapat memberi perturjuk tentang
bagaimana suatu target pertumrbuhan tertentu akan merrpengan.nht tingkat
penganggwén dari wakiu ke waktu (Ruddiger Dombusch & Stanley Fischer :
1978 : 10-11). Menurut Ronald G Ehrenberg & Robert S Sirith (1978 : Hal 1-2),
masalah pokok ketenagakerjaan antara lain, terdapatrwa pengangguran dan
masih rendahnya penghasilan peketja sehingga belum memadal untuk hldup
layak.

Pengangguran ¢i samping disebabkan karena terbatasnya lapangan
kerja yang tidak seimbang dengan tambahan angkatan keria, juga disebabkan
cleh kualitas tenaga kerja yang kurang sesa.;ai dengan kebutuhan. Selr;lin itu

adanya masalah penghasiian pekerja yang belum mermadal urtuk dapat hidup
| layak bersama keluarganya. Upah Minirmm Sektoral, walaupun  sudah
divpayakan kenaikannya secara cepat, hamun masih belum dapat mencapai
100 % Kebutuhan fisik minimum. Hal inl di samping karena struktur lapangan
keria yang padat karya, juga karena kualitas dan produktivitas pekerja yang
relatif masit rendah. Rendehnya efesiensi dan produktivitas tenaga kerja di

indonesia, tarmpak dari rendabnya daya saing produk nasional i pasaran
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dunia, apalagi masih dperberat odeh kurang wajamya biaya ekonomi

hasioral
e. Tenaga Kerja yang melimpah

Masalah pengangguran berkembang secara cepat dari pertambahan
jumiah tenaga Kerja pencari pekerjaan balk secara formal maupun non faﬁal.
Bagi mereka yang tidak memiliki suatu keahlian maka akan bekerja dengan
haﬁya mengandatkan tehaganya, balk yang bekerja di perusahaan-perusahaan
vang bergerak di bidang tekstil, mesin-mesin ataupun jasa konstruksi sebagai
tukang batu, tukang Kayu. dimana tenaga kerja tersebut menpercieh keahfian
belajar secara ctodidak baik darl ayah ataupun saudaranya.

Akhir-akhir ini mobilitas tenaga kerja untuk bekerja di seklor jasa
konstruksi makin menjadi fenomena dalam wacana ketenagakerjaan:indonesia.
Seiring dengan perkenbangan kondisi  fersebut, pemerintah  berupaya
n'emanfaatkannya‘ untuk mendayagunakan angkatan kerja di dalam negeri
tersebut yang jumiahnya semnakin meﬁn@mt'. Sebab perturbuhan angkatan
kerja yang tinggi membutuhkan kebutuhan kesempatan kerja yang cukup
baryak. Tuntutan akan pekerjaan yang semakin meningkat dalam memenubl
kebutuhan hidupnya, mendorong mereka untuk (berusaha mencari pekerjaan.
Dipihak. lain keserpatan kerja terbatas, sehingga memborong mereka Untuk
mengadakan mobllitas penduduk sering dipandang sebagal keglatan untuk
dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri.

Dipihak lain, membalknya kualitas angkatan kerja periu  diimbangi
dengan penyediaan kesempatan kerja untuk mereka secara memadai.

403) Elias icheidi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Industri Di dalam maengisi PJPT Kedua, 1994 halaman 35
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Apabila tidak, akan memunculkan perscalan pengangguran yang cukup
serius, karena problem yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi
dan ketemggkerjaan, tetapi mempunyai implikasi yang luas mencakup aspek
sosial, psikdlogis, dan bahkan pditik. Apabila pengangguran cenderung
meningiat, hal Il akan mempunyal pengarth yang besar terhadap kondisi
negara secara keseluruhan.

Menurit sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan kepada tiga
jenis yaitu .

1. Pengangguran Friksional.

Adalah penggangguran yang terjadi karena karena kesulitan terrporer
datam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada.

Kesulitan termporer inl dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan
selama prosedur pelamaran dén seleksi, atau terjack karena faktor jarak atau
kurangnya informasi disatu pihak, pencari kerja tidak hanya sekedar mencari
pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang t.ertlnggi dan kondisi ketla
yang terbaik dantara beberapa alternatif. Proses pemilihan seperti itu
ermerikan walkdi, DI laln phak, pengusaha tidak begitu saja mengisi
jowongan kerja yang ada dengan orang yang p?rtan'a kali datang metamar,

Untuk mengisi suatu lowongan tertenfu pengusaha cenderung untuk memilih
seseorang yang dianggap terbaik di antara caloi-calon yang ada. Pengisian
lowongan seperti itu memerlukan proses seleksi, berarti membutuhkan waktu.
Selama proses yang demikian, seorang pelamar yang menunggu panggilan
unfuk set:eksi -atéu ufan masuk (yang belum pasti akan diterima) adalah
tergolong pengangaur friksional).
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Penganggwan Triksional dapat pula terjadi karena kurangnya mobilitas
pencari keﬂa artinya lowongan pekerfaan justru terdapat bukan di sekitar
tempat tinggal si pencar kerja, misalnya pencari kerja terkumpul o Jakarta
sedang lowongan pekerjaan terdapat di luar Jakarta.

Bentuk ketiga pengangguran friksional terjadi karena pencari kerja tidak
mengetahui ternpat adanya lowongan pekerjaan dan de‘m'kian juga pengusaha
tidak nmengefam tersedianya tenaga kerja yang sesuai.

2. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural terjadi karena adanya percbahan dalam
strukdur ekonomi atau kommposisl perekonomian. Perubahan struktur yang
demikian memeriukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang
dibutuhkan sedangkan plhak pencari kefja tidak mampu menyestalkan ciri
dengan ketrampilan tersebuf. Misalnya dalam suatu pergeseran dari ekonomi
yang agraris menjadi ekonomi yang industrial. Di satu pihak, akan ‘ferjadi
pengurangan teﬁaga sektor pertanian, dan dipihak lain bertambah kebutuhan d
sektor industri. Akan tetapi tenaga yang berlebih disektor pertanian tidak dapat
begitu saja diserap d sektor industr], karena seltor industri memeriukan tenaga
dengan ketrampilan tertentu. Akibatnya tenaga berlebih di sektor pertanian
tersebut merupakan pengangguran struktural.

Pengangguran struktural yang lainnya adalah terjadinya pengurangan
pekerja akibat penggunaan alat-alat teknologi maju. Penggunaan traktor
misalnya dapat menirbulkan pengangguran di kalangan buruh tani.

Penganggur sebagai akibat perubahan struktur perekonomian pada

dasarnya n‘nen'lériukan tambahan latihan untuk memperoleh ketrampiian baru
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yang sesudi cengan permintaan dan teknclogi baru, lamanya pengangguran
struktural pada urnumnya lebih panjang deri lamarya pengangguran friksional.
3. Pengangg.lrar; Musiman |
Pengangguran musiman terjadi karena pergantian musim. Diluar musim
panen dan turun kesawah banyak orang yang tidek mempunyal Kegiatan
ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim yang baru. Selama
renunggu tersebut mereka digolongkan sebagal pengangguran mustrman. "
Membedakan jenis pengangguran sebagaimana disebutkan diatas,
Untuk Indonesia belum dapat memisahkan dengan jelas goongan yang muncul
tersebut. Pendekatan angkatan ketja yang merrbedakan orang yang bekerja
dan menganggur menimbulkan masalah pokok, masalah pertama menyangkut
penentuan batas jam kerija.

f. Pokok-pokok arah tujuan dalam bekerja

Unfuk dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf kesejahteraan

. yang lebih baik maka tenaga kerja harus bekerja. Pengertian atau makna dan

fujuan bekeria menurut penyelesaian UJ No. 14 Tahun 1969 merrpt.mal
makna banyak, luas dan dalam yaitu -
1. Ditinjau dari segi perorangan .

Bekeria acalah gerak dari pada badan dan pikiran setiap orang guna
memelihara kelangsmgan hidup badantah maupun rohaniah. |
2. Ditinjau dari sedi -kemel‘:‘syarakatan

Bekerja adash melakukan pekerjaan untuk menghasiikan barang dan

jasa gmamermaskan kebutuhan masyarakat.

41) Payaman J Simanjuntak, Teori dan Sistern Pengupahan, HIPSMI, Jakaria, 195, hataman 11
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3. Ditinjau dari segi spiritual

Bekeria rmerupakan hak dan kewajiban manusia dalam rmemuliskan dan
mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. *?

Menund Mubivanto bahwa upaya meningkatkan Kkesejahteraan
penducik, adalah peranan pemerintah dan gerakan masyarakat terhadap
kebutuhan dasar, selanjutnya menjelaskan :

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk rriskin melalui
usaha—usahéi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga
mereka mampu memenuhi kebutuhan dasamya, yaitu pangan, sandang, rumah
pendidikan dan kesehatan adalah sekallgus merupakan program Pemerintah
dan gerakkan masyarakat,*

g- Tahap-tahap Keluarga Sejahtera 4

Menurtt Mubivarto, tahap-tahap kesejahteraan adalah sebagai berikik -
1. Keluarga pra sejahtera ;

Adalah keluarga yang belum dapat 'mmﬂ'xi kebutuhannya' (basic
need) secara naksimal, seperti kebttuhan akan pangan, sandang, papan, dan
kesehatan. A |
2. Keluarga sejahtera tahap | '

Adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhannya secara
minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan scosial pslkcloginya (socio
psychological needs), seperti kebutuhan akan pendicikan, keluarga berencana
interaksi datam keluarga, interaksi dalam fingkungan terrpat tinggal dan
transportasi.

42) Sendjun H Manulang, Poknk-Pokek Hukum Katenagakerjaan Di indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, halaman 8
43) Mubiyarte, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, Adytys Media,i8 |, helaman 32
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3. Keluarga sejahtera tahap il

Adalah keluarga yang disamping telah dapat memehuhi kebutuhan
sosial psikologisnya (socio psychological needs), akan tetapi belum dapat
keseluruhan  kebutuhan perkembangan  (developmental needs), seperti
kebutuhan untuk menabung dan menmperaleh Informasi.

4. Keluarga sejahtera tahap Il | |

Adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan desar,
kebutuhan sosial psikologis dan kebutunan pengerrbangannya, namun betum
dapat memberikan sumbangan  (kontribusi)  yang maksimal  terhadap
masyarakat, seperti secara teratur memberikan surbangan dalam  bentuk
nmaterial dén keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta
berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lermbaga ken'asya_rgkatan :':xtau
yayasan sosial, keagamaan, kesenian, clah raga, pendidikan dan sebégai‘nya,

5. Keluarga sejahtera tahap Il Plus |

Adalah keluaraga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan, baik
yang bersifat dasar, sosial psikciogis maup'un kebutuhan pengembanganiya
dan sekaligus dapat memberikan suvbangan yang nyata dan berkelanjutan
bagi masyarakat. *Y |

Tahapan—taﬁapan kesejahteraan tersebut' digunakan deh peneliti untuk
mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan peraturan Jaminén Sosial Tenaga -

Kerja Khusus bag tenaga kerja lepas harian bidang jasa konstruksi di kcta

Serrarang.

44) Badan Koordin_a'si Keluarga Berencana Nasional, 1998, halaman 4
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E. Hubungan Kerja/Perjanjlan Kerja

1. Pengertian

I-Ubuégan kerja adalah suatu hubungan artara Pengusaha dengan
Pekerjatenaga kerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk
waktu tertertu mauptn waktu yang tidak tertertu.

Menurut Prof. Imam Soepomo, SH dalam bukunya Pengantar Hukum
Perburuhan n"enyebmkén bahwa hubungan kerja adatah :

“Suatu hubungan antara seorang pekerja dan seorang pengusaha yang
menunjukkan kedua belah pihak yang pada dasarmya menunjukkan hak-hak
dan kewajlbar-kewajiban pengusaha terhadap pekerjaannya”. **

Selanjutnya dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan an’gara
tenaga kerja dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh
tenaga Kkerfja dengan majikan, dimana tenaga kerja menyatakan
kesanggupannya utuk bekerja pada majikani dengan menerima upah dan
dmana majikan meryatakan kesangguparw;a untulk mempekerjakan tenaga
ketja dengan mermrbayar upah, |

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi soal-scal yang berkenaan
dengan : | |
1. Pembuatan perjanjian keria karena merupakan titik tolak adanya suatu kerja.

2. Pembuatan perjanjian kéf'ja karena merupakan titlk tolak adanya suatu kerja.

3. Kewajlban pekeja melakukan pekerja pada atau dbawah pimpinan
pengusaha dan sekahgus merupakan hak majikan a’cas peketia.

+  Kewajiban pengusaha membayar upah pada pekerja yang sekaligus

453 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuban, Djambaten, Jakarta, 1867 halaman 123
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-

merupakan hak pekerja atau upah.
5. Cara penyelesalaan perselisihan plhak yang bersangkutan diselesaikan
dengan sehaik-baikrya.

Peran pemerintah dalam hubungan kerja sangat merrpenganh di
dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja karena keduanya mempunyal
persepsi yang sama dalard tenaga kerja.

Untuk itu suasana kerja dan lingkungan kerja yang balk sangat
diharapkan dalam menjafin hubungan perburuhan yang berdasarkan Pancasila
melalu
a. Adanya syerat-syarat kerla yang balk.

b. Hubungan antara pengusaha dengan stafrya dan para pekerja baik dengan
_atasan maupun bawahan yang harmonis, sehingga artara mereka rnaslhg—
masing selalu timbul toleransi.

c. Hubungan antara tenaga kerja dengan sesama tenaga kerja lainnya.

d. Keadaan perusahaan denga usahanya.

Keermpat faktor di atas akan dapat menciptakan suasana dan fingkungan
kerja yang balk dan menyenangkan, tentram dan tertib dalam perwuudannya
benar-penar dilandasi deh nitai-nilai  Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945."

Adapm perwgeﬂian tentang perjaniian Kerja adalah suatu perjanjian

" gimana pihak yang satu yaitu tenaga kerja mengikatian dirinya uniLk bekerja
pada pihek lainnya yaitu majikan  unkuk selama wakiu tertentu dengan
menerima upah.

4B). G, Kartasaposlra, Hukum Pertburuhan di indonasia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, 1988, halaman 30
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Dari pengertian/perumusan diatas dapat diwraikan bahwa perjaniian
kerja meliputi :

1) Pefjanjian antara seorang pekerjatenaga kerja dengan pengusaha untuk
melakuk-a.n pekerjaan dan pekerjaan itu oleh si pekerja harus dikerjakan
sendiri tidak boleh dialihkan pada orang lain.

2) Dalam melakukan pekerjaan itu pekerja harus tunduk dan berada di bawah
perintah pengusaha/perrberi kerja jadi antara pengusaha dan pekerja ada
suaty hubungan antara vang memerintah dan yang diperintah.

3) Sebagai -imbalan dari pekerjaan yang dilakukan pekeria berhak atas upah
yang wajib dibayar cdeh pengusaha/pernberi pekerjaan.

2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja

Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata maka agar setiaps Perjat'u'ian

Kerja diadakan itu sah harus memenuh syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan
perjanjian itu (antara tenaga kerja dan majikar/pengusaha). Jadi fidak baleh
adla stiatu pakgaan‘ dari salah satu pihak, jika ada paksaan maka perjanfian
tersebut adalaly batal.

b, Adanya kemampuarn/kecakapan pihak-pihak unfuk membuat perjanjian.

c. Suatu hal tertentu artinya bahwa isl dari perjanfian itu tidak bertentangan
dengan peratmaﬁ perundang-undangan, keterthan umum  MaUpun
kesusilaan.

Perjanjian kerja menuat artara lain :

1. Narma dan alamat Pengusaha/Perusahaan.

2. Nama, alamat, umur, jenis kelamin tenaga kerja.
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3. Jabatan atau macam pekerjaan.
4. Syarat-syarat kerja yang menuat tentang
- adanya pengakuan terhadap organisasi Pekerja/Serikat Pekerja.
- Fasilitas yang diberikan.
- Jaminah Soslal (tunjangaﬁ kematiah, tunjangan sakit, pensiun/hari
tua).

- Bagalmana sistem upahnya.

Perselisihan hubungan individual dan sebagainya.
5. Hak dan Kewajiban Tenaga kerja.
Hak-hak tenaga kerja antara lain :
Berhak atas upah, berhak atas pekerjaan, berhak atas perlindungan.
6. Hak dan Kewajiban Pengussha/Majikan.
Hak-hak Pengusaha/Majikan antara lain :
Berhak atas hasil pekerjaan, berhak untuk mengatur atau
memerintah tehaga Kerja.
Kewajiban Pengusaha/majikan antara iain :
Membayar upah unfuk tenaga kerja, menyediakan/memberi
pekerjaan, memberi perfindungan.
7. TempatAokasi Pekerjaan.
8. Tempat dan tanggal Perjanjan Kerja di buat serta tanggal - muai
herlakunya pér]'arﬂian kerja tersebut.
3. Bentuk Perjanjlan Kerja
Bentuk Perjanjian Kerja adalah bebas, artinya bahwa Perjanjian Kerja

tersebut dapat dibuat secara : Tertulis atau lisanvtidak tertulis. Untuk beberapa
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Perjanjian Kerja tertentu seperti Perjanjian Kerja lawt, Perjanjian Kerja Antar
Ketja Antar Daerah (AKAD), dan Pefjanflan Kerja Artar Kerja Artar Negara
(AKAN), harus dibuat secara tertulis.

Adapaun bentuk perjanjian kerja yang meiibatkan tenaga kerja lepas
bidang jasa konstruksi dbuat secara tidak tertulls. Pelaksanaan pekerjaan
dilakukan dengan cara kesepakatan secara lesan dan berlangsung hingga
pekerjaan pembangunan  yang dikerjakan selesal. Dan apabila ada suatu
proyek pembangunan maka tenaga tersebut digunakan lagi dengan tidak
adanya perjanjian Kerja.

4. Jenls Petjarjian Kerja.

Menwrut jenisnya perjanjian kerja dapat dibedakan atas Perjanjian Kerja
untuk wakdu tertertu dan perjanjian kerja Unfuk waktu tidak tertentu. * ”

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka
waktu berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut, sedangkan
perjanfian kerja untuk wakiu fidak tertertu jangka waltu berlakunya tidak
gisebutkan dalam perjanjian kerja, tidak menyebutkan untuk berapa lama
tenaga kerja harus melakukan pekerjaan tersebut.

Pada umumnya perjanjian kerja urtuk wakiu fertertu diadakan. untuk
suatyu pekerjaan yang tidak bersifat kot*kinyu atau dengan perkataan lain suatu
pekerjaan yang sudah dapat diperidrakan pada suatu saat akan selesal dan
tidak akan dilanjutkan walaupun ada kermungkinan perpariangan,‘ karena
mungkin waktu yang diperkirakan ternyata tidak cukup.

Dalam perjarjian kerja untuk waktu tertentu apabila terjadi pemutusan

hubtngan kerja (PHK) sebelum wakiu yang ditentukan berakhir maka yang
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memutuskan (biasanya pengusaha/majikan) harus mengganti atau membayar
kerugian' sebesar selama la harus menyelesalikan pekerjaannya. Dan dalam
perjaniian kerja untuk wakiu tertentu'“ ini tidak boleh ada masa percobaan,
Sepaliknya pada Perjanfian Kerja untuk waktu tidak tertentu biasanya ada masa
perccbaan (selama tiga bulan) yang diberitahukan secara tertulis dan kalau
tidak diberitakan secara tertulis maka dianggap tidak ada masa percobaan.

Suatu perjanjian kerja perburuhan harya dapat Q‘tselmggarakan urtuk
paling lama_dua tahun akan tetapi kalua dipandang periu dapat diperpanjang
denga palihg lama satu tahun lagi. Tentang perpanjangan berlakunya perjanjian
perburuhan tersebut dapat secara langsung berlaky, jika setelah batas waktu
dua tahun ternyata tidak ada pihak yang mengajukannya atau minta
diakhirinya, akan tetapi perpanjangan waktu ini tetap hanya berla;(‘u untuk satu
tahun.

Berblat sesuatu atau tidak dapat berbuat sesuatu berarti, tidak bagi
pekerja maupun bag pengusaha harus bérbuat sesuatu dengan ketentuan-
ketertuan yang disepakati, yaitu bag pekerja harus menunjukkan efesiensi
kerja, mentaati perintahy yang telah ada jauhl larangan kerja perusahaan
tersebut. Sedangkan bagi pengusaha hariis memenuhi  segala  sesuatu
ketertuan yang berlaku bagi pihak peketja, sehingga pekerja tidak diragukan.'”
5. Unsur-unsur Hubungan Kerja

Sebagaimana pengertian tertang hubungan kerja, dan perjanjian kerja
diatas sehingga ada 3 (tiga) faktor/unsur yang menentukan adanya hubungan

kerja yaitu

47). G.Kartaspostra,Risnce G.W. Pokok-pokok Hukum Perburuhen, ARMICO, Bandung, 1962, halaman 7375
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as,

a. adanya pekerjaan yang harus dikerjakan deh pekerja.
b. adahya perintah (beketja atas petintah pengusaha ).
c. adanya kewajiban pengusahan/membayar upah.

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut meka tidek ada
hubungan ketja.

a. Adanya pekerjaan yang harus dikerjakan

Dengan adanya perjanjian lkerja maka dengan sendirinya timbul suatu
kewajiban bagi pekerja untuk .metakukan segala pekerjaan dibawah perintah
pengusaha. Oleh karena itu, kewajiban pekerjaan yang terpenting adalah
melakukan pekerjaan menurut petunjuk darl pengusaha.

Sepem termuat dalam Pasal 1603 KUH Perdata : S Buruh cﬁwajubkan
melakukan pekerjaan yang dijalankan menurut kermampuannya ya:ng sebalk-
baiknya., Sekedar tentang sifat serta luasnya pekerjaan yang harus ditakukan
ticak dijelaskan dalam persetujuan, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaaan.
Oleh karena itu mengenai, bentuk dan sifat pekerjaan tidak menjadi persoalan,
tergantung atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Dalam melakukan kewajibannya pekerja tidak boleh mewalikan dan bila
nekerja meninggal dunia tidak bisa mewariskan kepada ahli warisnya, karena
sebagai syarat utama hahwa pekerja yang menjadi dasar pekeriaan adalah
kecakapan dan keahlian pekerja yang bersangkutan. Oleh karenanya pekerja
tidak berhak begitu saia mengirim pengganti bila berhalangan.

Selaln  melakukan pekerjaan menurut  petunjuk pengusaha sebagal

kewajiban pokok, pekerja harus memperhatikan kewajiban-kewajiban 1ain

76




diantaranya mentaati peraturan pelaksanaan pekerjaan dan juga tata tertib

yang diberlakukan dalam perusahaan termpat bekerja.
b. Adanya perintah (bekerja atas perintah pengusaha)

Dalam hal ini berarfi ada orang yang menjad pemimpin  yang
mempunyal kewenangan untuk memberikan perintah. D dalam perjanfian kerja
unsur wewenang perintah merupakan unsur pokok dan ini berarti bahwa antara
kedua belah plhak yang berkedudukan di bawah sebagal yang di perintah.

Jika dalam suatu perjanjian tidek ada kewajian untuk melakukan
pekef]‘aan_'dlbawah perintah pengusaha itu bukan merupakan hubungan kerja
tetapi menjadi perjanfian dalam bentuk lain misalya hubungan arkara dokter
dengan pasienya. Unsur tersebut oi atas dalam praktek banyak sekali
menimbuikan kesukaran karena terdapat perbedaan persepsi yang mendasar
dari masing-masing pihak. Dalam hal hubungan artara pengusaha dan pekerja
mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UUJ No. 1 Tahun 1951 tertang hubungan kerja
yang berbu-nyi :

“Pekerjaan adalah sesuatu yang dikerjakan deh buruh untuk majikan
dalarm suatu hubungan kerja dengan rmenerina upah’.

Atas dasar tersebut sudah jelas bita statu pekerjaan yang dilakukan

setiap buruh unfuk pengusaha dengan berdasar hubungan kerja dapat
dikatakan sebagai bertuk hubungan kerja.

. Adanya kewajiban pengusaha untuk metmbayar upah.
Sebagal akibat langsung dari suatu perjanjian kerja yang sah adalah

kewajiban pengusaha untuk membayar upah kerja. Ketertuan tersebut
tercantum daiem Pasal 1603 BW, yaitu :
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“Maiikan diwajibkan membayar “kepada buruh upahnya pada wakiu yang
telah ditentukan dan harus dibayar sejak saat buruh mdlal bekerja sehingga
saat berakhimya hubungan kerja’™.

Selain itu diperiukan juga adanya ketentuan-ketentuan sebagal jaminan
bahwa upah benar-benar dibayar.

Pengertian upah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a PP No, 8

Tahun 1981 tentang perlindungan upah adalah :
“Suatu penerimaan sebagdai imbalan dari pengusaha kepada buruh urfuk suatu
pekerjaan atau jasa yang tolah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan
perundang-undangan dan juga dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja
artara pengusaha dengan buruh sendirl maupun keluargarnya’. a s ”

Selain rmempunyai  kewajiban pokek yaitu membayar upah kepada
pekerja, pengusaha masih mempuyai  yang  lain yaitu; memperikan
periindungan kepada pekerja terhadap kemungkinan terjacdinya kecelakaan
kerja. Dalam hal ini majikan lazim merrberikan atau mengadakan perlindungan
dalarn bentuk jaminan soslal tenaga kerla. |
6. Hak dan kewajiban Tenaga Kerja «

Tenaga Kerja yang sebenarnya mernyakan modal utama  serta
pelaksanaan darl pada penbangunan nﬁsyarakat Pancasila. Tuuan terpenting
dari pernbangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk
kesejahteraan tenaga kerja. Tenaga kefja sebagal pelaksana perbangunan

harus dijamin haknya dhatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

4@). Naning Ramdlon, SH, Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan {industrial) Pancasila, Ghalia Indonesia, 1967, hal 13
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Secara umum hak-hak dari tenaga kerja adalah :

a. Tiap tenaga kerja berhak atas pekef]aan dan penghasilan yang layak bagi

kemanusian.

Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan

kesempatan badg tlap tenaga kerja untuk mempercieh pekerjaan dan

penghasilan yang memberikan késejahteraan hal ini sesuai dengan maksud
pasal 27 (1) UUD 1945,

b. Tiap tenaga kerja berhak memiliki dan atau pindah pekerjaan sesual dengan
bakat dan kemampuannya., Disamping jaminan hicup yang layak termaga
kefja juga menginginkan kepuasan yang datangnya dari pelaksanaan

pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia jakukan dengan sebaik mungkin

unfuk mendapat penghargaan. .
Berdasarkan prinsip inilah kepada tiap tenaga kerja diberikan kKebebasan
utuk  memiliki  pekerjaan yang sesual. Dalam  hubungan i harus
diusahakan untuk mermbantu tenaga kerja. dalam mengadakan penyesualan
pekerjaan.

c. Tiap tenaga ketfja berhak atas perrbinaan keahllan dan kejujuran uﬁtuk
mempercieh serta menambah keahlian dan ketrampilan kefja, sehingga
potensi  dan daya kreasinya dapat dkerrbangkan dalam rangka
mermpertinggl kecerdasan dan ketrampilan kerja sebagal bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari perbinaan bangsa.

Hal inl diperlukan karena untuk pembangunan ekonomi pada umurnnya
dan industri pada khususnya, diperiukan tenaga kerja yang Wi

keahlian/kejujuran  Karena keterampilan  kerja  akan mermungkinkan
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tercapainya efesiensi dan peningkatan procuktivtas kerja. Karena tanpa
acanya efesiensi kerja dan produktivtas maka usaha perbangunan tidak
akan mencapal sasaran dan mengakibatkan meroscinya hasil produksi

serfa penghamburan dana, tenaga dan waktu.

. Tiap ténaga kerja berhak mendapat perlindungan hukum atas keselamatan,

kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan vang

sesual dengan martabat manusia dan moral agamea.

Pringip tersebut mempunyai maksud bahwa tenaga keria memiliki
keamanan d dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rangka
menlngkatkan' produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja harus

ditindungi dari pelbagai perscalan di sekitamya yang dapat mengganggu

dalam pelaksanaan pekerjaaniya.

. Tiap teraga kerja berhak mendirikan. dan menjadi anggcta persefisinan

tenaga kerja.

Ferserikatan tenaga kerja atau yang sekarang disebut Serikat Pekerja
Selurih  indonesia  (SPS1)  periu  diadakan untuk  melindungi dan
memperjuangkan kepertingan tenaga kerja.

Serikat Pekerja  Seluruh  Indonesia menupakan kekuatan sosial yang
menpunyai Fungsi  Scsial Exonomi dalam usaha mencapai masyarakat
Pancasila Pembentukan Serlkat Pekerja Seluruh Indonesia in adalah
sesuai dengan pasal 28 UUD 1945. SPS! ini akan peneliti uraikan pada sub

perlindungan kefja.
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f. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan fersebut agar
dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang

diwajibkan di tempat kerja/perusahaan yang bersangikutan,

g. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan
kesehatan kerja serta alat perlinddhgan dirl yang diwajibkan tidak r'nerhenuhi
persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain deh pegawai
pengawas dalam batas-batas yang rrasih dapat dipertanggung jawabkan.

Tentang kewajiban memasuki tempat kerja, pasal 13 UU No. 1/ 1870
tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa !

“Barang siapa akan memasuki tempat kerja, diwéjibkan mettaatl semua
petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang
diwajibkan”. |

Mengingat bahwa penggunaan tenaga kerja tersebut  akan terus

berfangsung sejalan dengan adanya proyek perrbangunan  baik dari

pemerintah maupun swasta.

li. Beberapa l;al yang berhubungan dengan resiko kerja dan perlindungan
kerja
a. Resiko dan Perlindungan Kerja
Setiap tenaga kerja didalam melaksanakan pekerjaannya secara umum
mempunyai suatu harapan bahwa mereka akan dapat bekerja dengan sebaik-
baiknya untuk dapat mempercleh hasil yang dapat dipergunakan untuk
mencukupi segala kebutuhan kehidupaniya. Namun ternyata bahwa harapan

tersebut diatas temyata tidak dapat terwujud secara maksimal karena tenaga
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Kerja tefsebm harus berhadapan dengan resiko kerja seperti apa yang
dikatakan oleh Redjeki Hartono dalam hukum yang berjudul Hukum Asuransi
dan Perusahaan Asurans,

Resiko itu merupakan sesuatg vang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia (tenaga kerja). Disamping itu tidak ada seorangpun yang
dapat bebas dari suatu resiko, meskipun demikian sudah barang tentu
seseorang atau beberapa orang lebth terbuka atas kermungkinan terhadap éatu
atau beberapa jenis resiko dibandingkan dari satu atau beberapa orang lain.
Hal ini dapat disebabkan antara lain karena jenis pekerjaan yang tidak sama,
‘kondlsi fislkk, keadasn geografis dan berbagal alasan laln yang sangat
bervariasi, sehingga dengan demrikian dapat pula disebut pahwa resiko akan
ada, apabila keadaan masa depan sama sekall tidak diketahu dengan ;Sasti
masih digantungkan pada banyak faktor. *

Man;.lsia itu pada dasamya selalu berharap pada keadaan-keadaan
masa datang dengan hasil yang positif artinya tidak ingin mendapatkan/mencuri
apapun yang menyulitkan dirinya sendiri atau keluarga serta lingkunganitya.

Tetapl ia juga tidak yakin apakah harapan-harapan tersebit  akan
terkabul dengan harapan yang tidak nieyaki'man sebagai contch misalnya
setiap orang berharap harta miliknya tetap dalam keadaan aman terjaga,
mobilnya tidak mengalami kecelakaan rumahnya tidak terbakar atau ia mati
dalam usia muda. Tetapi apakah harapan tersebut sekali lagh pasti terkabu?

Relum tertu. Dan manusia juga sadar bahwa harapan tersebut belum pasti

terkabul artinya kurang/tidak pasti. Manusia sadar pula bahwa akan adanya

49y, Sri Redjeki Hartone, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Siner Grafike, Jakarte, 1981, halaman 57
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kemungkinan  suatu  peristiwa  yang benar-benar terjadi, tetapi yang
bertentangan dengan harapan.
Kemungkinan semacam itu maka hasilnya adalah suatu kehilangan,
karena adanya kemungkinan kehilangan In:lah maka sesecrang lnd:vldu tidak
yakin apakah hal tersebut terjadi atau tidak, sehingga melakukan
ketidakpastian oleh karena itu tepatlah apa yang dinyatakan oeh karena itu
tepatlah apa yang dinyatakan oleh Deninsherg dan yang dikutip oleh Robert E
Keeton dalam bukunya Risk is an psychological phenomenon that is meaning
full only In term of hurman reaction an experimental. *
Dtkatakan selanjutnya bahwa resiko itu akan merupakan
1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak dungmkanfdiharapkan
terjadk atau

2. Peristiwa atau keadaan yang dinginkan/diharapkan tidak terjadi, keadaan
fu lazdm dikatakan sebagal kehliangan éebagai penurunan  atau
permusnahan nilai ekonormi, >

3. Dengan derikian resiko dapat dirumuskan sebagal perfama . kemungkinan
kehitangan atau kerugian dan kedua ! kernungkinan penyimpangan harapan
yang tidak menguntungkan karena kermungkinan penyimpangan harapan
merupakan suatu kehilangan.

Resiko vang dihadapi oeh tenaga kerja harian lepas hidang konstruksi

merupakan resiko kerja yang harus ditanggung deh pengusaha sebagal salah

50). Sri Redjek) Hartono, ibid halaman 61
513}. Sl Redjaki Hartong, Ibid, halaman 61
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satu bentuk kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan kerja bagi
tenaga kerja. 'Narmn dalam realfitarya bahwa resiko yang diterima cleh tehaga
kerja itu dibebénkan‘ kepada negara (PT. Jamsostek).

" Resiko yang demikian termasdﬁ pada jenis resiko yang fundamental.
Resiko fundamental pada umurmnya dianggap sebagal tanggung jawab hegara
dan masyarakat, sehingga fidak mungkin resiko termaksud ditanggulangi oleh
perorangan atau indvidu. Oleh karera itu resiko Ini biasarya dianrbil alih deh
negara sebagai lemmbaga penyeienggara kepentingan umum. Perwujudannya
dapat menjad gentuk-bentuk jarminan scsial (sosial security).

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengatasi
segala kemungkinan yang timbul antara lain dengan cara 1. menghindarkan

(avoidance) maksudnya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuat'ﬁ agar tidak

“mendapat  kerugian,2. mencegah (preventiou) maksudnya rmengadakan

tindakan tertentu dengan tuuan paling tidak mengurang  kerugian,3.
mengal‘thkan"(transfér} maksudnya kemungkinan buruh yang dapat menimpa
dirinya pada pihak lain dan, 4. menerima (assumpation or retertian).

Berfuk pengalihan resiko darl pengusaha jasa konstruksl kepada pihak
PT Jamsostek merupakan suatu tindakan yang {ayak dilakukan ceh pengusaha
tersebut Karena yang bersangkutan tidak berdaya unfuk mengatasi resiko yang

menimpa teﬁaga kerja yang dipekerjakantiya.
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b. Keselamatan Kerla

4. Peristiahan Umum

Pada pasal 1 UU No. 171970 tentang keselamatan kerja diatur mengenai
istilahistilah vang akan dipakai dalam ketentuan-ketenfuan undang-undang in,
yahg secara Iengkap menyatakan
(1) Tempat kerja, ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,

bergerak atau tetap, yang menjadi tempat tenaga kerja bekerla atau yang
seiring dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat
sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaiamana diperinci dalam pasal-
pasal Undang-undang Keselamatan Kerla. Termasuk termpat kerja ialah
~ semua ruangan lapangan, halaman dan sekeliingnya yang merupakan
baglan-bagian atau yang berhubungan dengan terrpat ketfja terséiati. |

(2) Pengurus, ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu
tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

(3) Direktur, ialah pejabat yang dituniuk ceh Menteri Tenaga Kerja {sekarang
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk melaksanakan Undang-
undang Keselamatan Kerja.

(4)'Ahii Keselamatan Kerja, ialah tenaga berkeahlian khusus dari luar
Depanenﬁn Tenaga Kerja (sekarang Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi) yang ditunjuk deh Menteri Tenaga Kerja ( Sekarang Menteri
Tenaga Kerja dan Transmrigrasi) untuk mengawasi ditaatinya Undang-

undang Keselamatan Kerja.
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2. Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja

adalah keselamatan yang

rmenurtt LU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja

bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan

dan proses pengclahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta

cara-cara melakukan pekerjaah. Keselamatan kerja tersebut berlaku dalam

ruang lingkup Keselamatan

kerja. 5

Usaha keselamatan kerja pada dasarnya mempunyai tuyuan urmum

sebagai berikut ©

1. Perlindungan terhadap

tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selaiu

terjamin  keselamatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi

dan produkiivtas Kerja.
2. Perlindungan setiap or
dalam keadaan selama

3. Perlindungan terhadap,

digunékan secara ama
Sedangkan secara

a. Mencegah dan / atay
penyakit akibat kerja.

b. Mengamankan mesin,

hasil procuksi.

ang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu
t dan sehat.

bahan dan perlatan produksi agar dapat dipakai dan

1 dan efisien.

khusus usaha keselamatan kKerja mempunyai tujuan :

| mengurangl kecelakaan, kebakaran, peledakan dan

instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku dan bahan

¢. Mencintakan lingkungan dan fempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan

petyesualan artara pekerjaan dengan manusia, atau rmanusia dengan

pekerjaan. 5%
52) Woetjall, SH, Hukum Perburuhan_ [, Bag
53) Manual Pembinaan Panitia Pembina Kg

ian HAN FH UNDIP, Ssmarang, halaman 83

selamatan dan Kesshatan Kerja 1963

s
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3.

Ruang Lingkup dan Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Dalarm pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja diatur

mengenai ruang fingkup berlakunya undang-undang tersebut yang meliputi

segala termpat Kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam

air, maupun d udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum

Republik Indonesia.

Kernudian pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut mengenal tempat-

termpat yang dimaksud pada ayat sebelumnya, yaitu .

a.

Dibuat, diceba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas,
peralatan atau instalasl yang berbahaya atau dapat menimbulkan
kecelakaan, kebakaran atau peledakan.

Dibu'at‘, diclah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, dia;gkm -s'atau
disirpan hahan atau barang yang meledak, mudah terbakar, menggdigit atau
beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.

Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, permbersihan  atau
penbongkéran rumah, gedung atau bangunan lainfya termasuk bangunan
pengalran, saluran atau terowongan d bawah tanah dan sebagainya atau
dilakukan pekerjaan persiapan.

Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengeriaan
hutan, pengdahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perik?nan
dan lapangan kesehatan.

Cilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam atau
bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau rrineral fainnya, baik di

perrrukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan.
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. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga,. dok

. Dilakukan Pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan,

melalul terowongan, di pernukaan alr, dalam air maupun udara.

stasiun atau gudang.

. Dilakukan penyelaman, pengambliarr bénda dan peketjaan lain di dalam air.

Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah.

Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi.

. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,

terkena pelantingan benda, terjatuh aatau terperosok, hamat atau
terpelanting. ‘

DCilakukan pekerjaan dalam tanki, sumur atau lubang.

. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap,

gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiast, suara atau getaran.

. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.

. Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi

atau telepon.

. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidkan atau riset

x

(penelitian) yang menggunakan alat teknis.

. Dibangkitkan, diubah, dkumpulkan, dsimpan, dbagi-bagkan atau

disalurkan listrik, gas, minyak atau air.
Diputar film, di pertunjukan sanciwara atau diselenggarakan rekreasi lainfya
yang meimakal peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

Selanjuthya pada' ayat (3) pasal 2 UU No. 1/1970 dinyatakan .bahwa

dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-
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ruangan atau lapangan lainnya yvang dapat membahayakan keselamatan yang

bekerja da atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat diubah

perincian tersehbut dalam ayat (2).

Dalam pasal 3,.__ayat(1) UU. No. 11870 ditetapkan mengenai syarat-

syarat keselamatan kerja yang meliputl

a.

b.

Mencegah dan mengurangi kecelakaan;

Mencegah, mengurangi dan memadarrkan kebakaran;

Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

Merrberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran
atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;

Memberi pertciongan pada kecelakaan,

Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;

Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhy,
kelenbe_xlgan, debu, katoran, asap, uap, gas, hen‘buéén angin, cuaca, sinar
atau raciasi, suara dan getaran;

Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik
maupun psychis, peracunan, infeksl dan penularan;,

Memperoleh penerangan yang cukup dan sesual;

Menyelenggarakan suhu dan lembab yang baik;

Menyelenggarakan peryegaran udara yang cukup,

Memelinara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

. Mempercleh keserasian artara tenaga ketja, alat Kerja, lingkungan, cara

dan proses kerjanya,;
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n. Mengamankan dan memperiancar pengangkutan crang, binatang, tanaman
atau barang,
0. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

p. Mengamankan dan memperiancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan
penyirrpanan barang; | h

q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

r. Menyesuaikan dan menyermpurnakan pengaman pada pekerjaan yang
bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Pasal 3 ayat(2) menyatakan bahwa dengan peraturan perundangah ini
dapat dirubah perinclan sepert] tersebut dalam ayat (1) sesual dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknikt dan teknologi serta pendapatan-
pendapatan baru di kermudian hari. | ”

Pelaksanaan pasal 3 di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
tercantum pada pasal 4 UU No. 1/1870, yang selengkapiya menyatakan :

(1) Dengan peraturan perundangan yang ditetapkan syarat-syarat keselarmatan
kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran,
perdagangan, pemasangan, perrakalan, penggunaan, pemeliharaan dan
penyim-aanan bahan, barang, procuk teknis dan aparat produksi yang
menganciung dan dapat r;'leninbulkan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis iimiah menjadi suatu
kumpulan ketentuan yang disusun teratqr, jelas dan menjaci praktis yang
mencakup bidang  konstruksl, bahan, pengdahan dan permbuatan,
perlengikapan  alat-alat perlindungan, — pengujian dan pengesahan,
pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas
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bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin
keselarmatan barang-barang itu sendirl, keselamatan tenaga kerja yang
melakukannya dan keselamatan umum.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut
dalam ayat {1) dan (2), dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa
yang berkewajiban memenuii dan mentaati syarat-syaral keselamatan
tersebut. | |

Sedangkan keselamatan Kerja cﬂmksudk_an sebagai keselamatan yang
bertalian dengan mesin, pesawat, alat-kerja, bahan dan proses pengolahannya,
landasan tempat kerja dan lingkungan serté cara-cara melakukan pekerjaan.
(Woeryati dan Sonhalji, 1989 : 5)

Keselamatan kerja Ini adalah :

1. Melintil;mgi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan,

2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di termpat kerja;

3. Surrber“prodwg.i di pefihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.
(Woeryati dan Sonhaji, 1989 :86)

Halhal yang perfu  diindungi mencakl{p keselarmatan kerja adalah
mencegatymelindung tenaga kerja dari bahaya yang dapat timbul pada wakiu
para tenaga kerja tidak aktif melaksanakan kerjanya, yaitu bahaya-bahaya dari.
1. Mesin Kerja dan alat pg‘a_"lengkapannya;

2 Pesawat balk yang dijalankan tenaga uap atau listik beserta alat
periengkapanilya;

3. Sarana perlengkapan ketja tainnya beserta perlengkapannya.

(G.Kartasapcetra, 1992 : 129}
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Keselarmatan kerja merupakan kebutuhan yang sangat hakiki yang
senantiasa didambakan deh tenaga ketja di dalam bekerja, sehingga harus
ada tindakan-tinclakan preventif dari pihak perusahaan dalam menciptakan
keselamatan kerja bagi tenaga kerjanya.

Adapun tindakan preventlf pihak pengusaha dalam menciptakan

keselamatan kerja berupa

1. Adanya peryelenggaraan penyegaran udara yang cukup.

2. Menhgarmankan dan pemeliharaan bangunan dan gedung-gedung seﬁagai
tempat kerja buruhnya

3. Pemeliharaan kebers!han kesehatan dan keterttban

4. Pemrberian kesenpatan atau jalan guna menyelamatkan diri, pada waktu

- kebakaran atau kejadian lain yang berhubungan dengan adarya bahaya.

5. Pencegahan dan pengurangan kecelakaan.

6. Pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja, peracunan, infeksi
clan penularan. |

7. Terciptanya keserasian antara tenaga keria, alat kerja, lingkungan, cara dan
proses kerja

8. Terselenggaranya suhu dan lembab udara yang baik.

9. Tersedianya penerangan yang cukup dan sesuai.

Didalam  kenyataan ﬁdak seluruhmya pihak  pengusaha  mampu
mewtjudkan bentuk keselamatan kerja tersebut, pelaksanaanrya sangat
bervaniatif, di satu sisl ada perusahaan yang mampu untuk mewujudkan bentuk
keselamatan tersebut, tapi o sisi lain ada juga perusahaan yang tidak pedui

akan keselamatan kerja pada para tenaga kerjanya, karena masih adanya
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suatu pendapat bafwa_tenaga kerja hanya dipandang sebagai fakior produksi

saja dan perusahaan hanya meﬁge]ar keuntungan yang sebanyak-banyaknya
tanpa memperduiikan tanggungiawab sosialiya.

Melihat kenyataan tersebut di atas maeka ada 4 (empat) Keiompok
peruéahaan dalam reenjalankan keselamatan kerja yaitu
a. Perusahaan yang buta keselamatan kerja

Ciri yang mewarnal kelompok ini adalah tahap pertumbuhannya: yang
berada pada fase survival, serta ukuran usaha atau nilal investasinya irang
masih terﬁatas.

Biasanya pimpinan perusahaan Wiuga terbatas - pendidikannya sehingga
sukar untuk menerdma pemikiran-pemikitan  yang cukup  maju  atau
bertentangan dengan korteks pandangan tradisionainya. '-

Pelaksanaan hubungan perburuhan atau ketentuan-ketentuan tentang
keselamatan kerja lebihrlebih dianggap sebagai beban, sehingga sedapat
mungkin  dibindarkan. Seringkali mereka ‘bermain kucing-kucihgan dengan
petugas keselamatan kerja.

b. Perusahman yang berpandangan bahwa keselamatah kerja merupakan
unsur biaya yang mempengaruhi profitabilitas usaha.

Pada kelompok ini, ukuran perusahaan muiai dari yang cukup besar
sampal ukuran Yyang raksasa. Orientasi utama perusahaan yang dipimpin
adalah pertuﬁi)uhan dan Keurtungan vang dituju. Tidak ada batasan latar
belakang soslal dan pendidikan tertentu dari perilik atau pirrpinan perusahaan.

Mativasi kelompok ini untuk berbuat sesuatu termasuk pelaks_armannya

keselarmatan kerja adalah perhitungan untung rugl. Selama bisa diyakinkan
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keuntunganiya maka tanpa ragu akan dlaksanakannya. Pelaksanaan
keselamatan kerja itu sendiri blasanya terbatas pada norrma atau standar yang
telah ditentukan dalam peraturan yang ada. Dengan kata lain mereka tidak
akan meianggar peratwan yang ada, namun juga jangan harap akan
mengarmbil inisiatif unttk  mengembangkan kemungkinan baru  mengenai
kondisi kerja di luar yang telah dilaksanakan. '

c. Perusahaan yanhg berpandangan keselamatan kerja sebagai bagian dari

tanggung jawab sosial perusahaan. ;

Perusahaan yang termasuk dalam kelompok ini biasanya telah harian
lepas dar_i tahap survdval. Lkuran perusahaan atau nllal Investasinya cukup
besar saﬁpai besar sekall, dengan hasil usaha yang retatif stabil.

Pimpinan  atau manajerhen perusahaan merpunyai wéwasan yang
sangat juas dan maju. Orientasi tidakiah mengejar keuntungan yang sebesar-
besarnya, karena keurtungan dianggap sebagai hasil akhir yang dipercleh dari
kerja dalam sumber daya manusia sangat menonjol. Kesejahteraan dan
ingkungan keria termasuk masalah keselamatan kerja mendapat perhatian
besar. Upaya-upaya baru dalam masalah keselamatan kerja akan disambut
baik. |
d. Perusahaan vang menempatkan keselamatan kerja sebagai integral dari

keglatan bisnishya.

Dalam kelompok ini keselamatan kerja betul-betul ikt mehentukan

keberhasitan usahanya. Biasanya nilal investasinya sangat tinggl dengan

teknologi canggih, sehingga tiap kecelakaan yang diperkuat dengan kenyataan -

bahwa di Indonesia tenaga terampil yang menangani dan melayani industri-
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industri .tel-rtentu dalam kelompok ini sangat terbatas, dan untuk mendidiknya
membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sebagai contch klasik dalam kelompok ini adalah industri penerbangan,
dimana unsur keselamatan sudah menjadi disiplin yang utuh, dengan aturan-
aturan dan standar keselamatan kerja yang sangat tinggl. (YK.3 : 348 — 349)

c. Tentang Pengupahan

Ketentuan yang menyangkut sistem Pengupahan dalam kaitaniya
dengan Norma Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUJ No, 14 Tahun
1969, diatur berdasarkan PP. No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Délam PP Inl ditegaskan bahwa hak untuk menerima upah bagl pekerja
timbul pada saat adanya hubungan k;rja antara pekerja dan pengusaha, dan
herakhir pada saat hubungan kerja putus. |

Kebijaksanaan perlindungan upah suatu hal yang sangat perﬁing dalam
kehicdupan sehari-hari, tidak saja bag tenaga kerja tetapi juga bagi
perekonomian guna menghindarl terjadinya upah yang tidak saja mengenal
jumiahnya, tetapi juga cara pembayaraniya seperti terlambat pembayaran
upah, menunda-nunda perrbayaran, upsh tidak dibayar seluruhhya,
pemotongan upah dan sebagainya. )

Adapun materi pokok kebijaksanaan dalam bentuk upah tersebut antara
lain metiputi

a. Pada dasamya upah dibayarkan dalam bentuk uang dan langsung
dibayarkan kepada - pekerja yand bersangkutan, tetapl tidak menutup
kemungkinan dibayarkan dalam  bentuk jain dengan ketertuan tidak

melebihi 25 % darl nilal upah.
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. Upah hanya diberikan apabila pekerja ml_akukan pekerjaan kecuali sakit,

menjalankan tugas Negara/Perusahaan, menunaikan kewajiban ibadahnya,

atau tidak bekerja karena bukan kesalahan pekerja.

. Pembayaran upah dapat diakukan serringgu sekali atau selambat-

larbatiya sebulan sekall kecuall diperjanjikan untuk waktu tertentu.

. Apabila terjadi kelambatan pembayaran upah oleh pengusaha, maka

pengusaha diwajibkan membayar denda menurut jumiah hari keterlambatan

pembayaran tersebut.

e

. Pemctongan upah, karena adanya suatu denda afas pelanggaran, ganti

rugl, sewa rumah, paniar atas upah, kelebihan upah uang yang dibayarkan,
dan lain-lain. | . )

Pengdsaha wajlb untuk mermbayarkan upah kepada pekerja yang bersedia
melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak
menmperkejakannya balk karena kesalahan sendiri maupun hatangan yang

dialarri cieh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari.

. Pada tiap pembayaran , seluruh jumiah upah harus dibayarkan.

. Pemctongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat

dilakukan bilamana ada surat kuasa dari pekeria.

Bila upah yang disediakan oleh pengusaha untuk membayar upah disita
oleh Juru Sita, maka penyitaan tersebut fidak boleh melebihi 20 % (dua
puiuh persen) dari jumlah upah yang harus dibayarkan.

Bia upah digadaikan atau dijadiken hutang, maka angsuran tiap bulan
daripada hutang itu ticak boleh melebibi 28 % (dua puiuh persen) dari

sebulan.

96




Penetapan upah minimum  tersebut terutama  didasarkan atas

pertimbangan sebagai berikut :

a. Kebutuhan Fisik Mininum;

b. Index Harga Konsumen;

¢. Perluasan Keserrpatah Kerla;

d. | Upah pada umumnya yang berlaku secara regional;

e. Kelangsungan dan perkermbangan perushaan,

f. Tingkat perkembangan perekonomian Regional dan atau Nasional,

g. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, .

h. Dalam hal pengusaha dinyatakan pallt, maka upah pekerfa merupakan
hutang vang didahulukan pembayarannya sesuai denganr" peraturan
perundang-undangan tentang kepallii%m yang berlaku;

i. Bilta pekerja jatuh pailit, maka upah dan segala permbayaran yang timbut dari
hubungan kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh
hakim dengan ketentuan tidak melebihi dari 25 % (dua puluh lima perseﬁ);

j. Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbut  dari hubungan kerja
menjad kedaluwarsa setelah melampaul jangka waktu 2 (dua) tahuh.

Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imbalan

di sini adaiah termasuk juga honorarium yang diberikan oleh pengusaha

kepada tenaga kerja secara teratur dan terus-menerus. Pengertian upah secara

keseluruhan vyang dimaksudkan disini tidak termasuk upah lembur. Pada
pokokriya sistern ini didasarkan atas prestasl seorang tenaga kerja atau dengan
perkataan léin bahwa upah itu tidak fagi dipengaruhi deh tunjangan-tunjangan

yang tidak ada hubunganiya dengan prestasi Kerja. Sedangkan hak untuk
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menerima upah ity timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada
saat hubungan kerja putus.

Mengenai pembayaran upah menurt Pasal 12 pada prinsiphya harus
diberikan dalam bentuk uang, namun demikian sebagian upah dapat diberikan
dalam bentuk lain kecuall @ minuman keras, cbat-cbatan, dengan ketentuan
niléinya tidak boleh melebihi 25 % dari nilai upah yang seharusnya diterima.

Prinsip umum di bidang pengupahan adalah “No Wark No Pay’,
sebagaimana diatur di dalam Pasal .4 vang menyebtitkan bahwa upah tidak
dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan. Namun prinsip tersebut tidak
berlaku dalam hal buruh mengalami hal-hal éepertl yang diatur di dalam Pasal
5, di mana pengusaha waijib membayar upah buruh
a. Jika buruh sencii sakit sehingga tidak dapat melakukan éekerjaar:nya,

dengah ketentuan sebagal berikik :

—

untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 100 % dari upah;
2. untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 75 % dari upaly;
3. urtuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 5C % dari upah;
-4. untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 25 % dari upah,
b. Jika tenaga kerja tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana
dimaksud dibawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. tenaga kerja senhdirl kawin, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
2. menyunatkan anaknya, dibayar untuk selama 1 (satu) hari;
3. metrbaptiskan anaknya, dbayar untuk selarma 1 (satu) hari,

4. mengawinkan anakanya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
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5, anggota keluarga meninggal dunia yaitu suamifistri, orangtua/mertua
at.gq anak, dibayar untuk selarma 2 (dua) hari;
6. istri melahirkan anak, diayar untuk selama 1 (satu) hari.
Disadari bahwa upah yang dierima pekerja merupakan faktor bagi
kelangsungan  hidup pekerja dan keluarganya. Namun dalam kenyataanttya
masin dapat memenuhi kebutuhan radup minimal. Maka ditetapkan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/1988 tetang Upah Mininum yang telah
beberapa kali disempunakan dan terakhir dengan Peraturan Menrteri Tenaga
Kefja No. Per-01/Men/1989, meliputi : |
- Upah Minimum Regional |
- Upah Minirmum Sektoral Regional "
Dirmaksudkan denhgan “upah minimun?” menurut Permen ind adalah upah
pokok ditarmbah dengan turjangan tetap”.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
No. KER-226/MEN2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO., PER-
O1/MEN1S09  tentang. L,pah Minimum, menrberikan  beberapa pengertian
dengan masalah pengupahan antara lain
1. Upah Mimmm Propinsi adalah Upah Minimum yand berlaku untuk selurth
Kabupatern/Keta d satu Propinsi. |

2. Upah Minimum KabupatervKota adalah Upah Minimum yang beriaku di
Daerah Kabupaten/Kdta.

3. Upah Minimum Selktoral Propinsi (UMS Propinsi) adaiah Upah Minimum

yang berlaku secara Sektoral di seluruh Kabupaten/Kota sf safu Fropins!.
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4. Upah Minimum Sekioral Kabupaten/Kaa (UMS Kabupaten/Kcota) adalah
Upah Mirii‘ntm yang berlaku sécara Sekctral di Daerah Kabupatenv/Kota.

Selajutnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum KabupatenvKeta

itu ditetapkan dehgan mempertimbangkan :

a. kebutuhén hidup minimum (KHM);

b. indeks harga konsimen (IHK);

c. Kemampuan, perkernbangan dan kelangsungan perusahaan;

d. upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; ,ﬁr
e. kondisi pasar kerja,

f. tingkat perkerrbangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Menurut Pasal 4 ayat (1) dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesla Nomor @ KEP-226/MEN/2000, Gubernur
berwenang menetapkan. Upah  Minimum Propinsi dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota, Penetapan upah ini merupakan usulan dari Komisi Penelitian
Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjéan Daerah (Pasal 8
ayat 1). Usulan tersebut disampaikan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan
Jaminan Sosial Dewan Ketenhagakerjaan E?aerah melalul Kepala Kantor
Wilayah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/instansi  Pemerintah yang
bertanggungiawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi (Pasal 8 ayat 3).

Jadi setiap pengusaha wajib meneliti ketertuan mengehal  Upah
Minimum . Dan menunut Pasal 25 ayat (1), setiap pengusaha yang
melanggar ketentuan ﬁmengenai Upah Minimum int dapat dipidana kurungan

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setingginya Rp. 100.000,00 (seratus

[P T-PUSTAL-B401P) 100




riubu rupiah).‘ Selain sanksi pidana tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan
n'en'bayar upah pekerja (Pasal 25 ayat 2).

waiam' dermikian, menunt Pasal 19 ayat (1) pengsaha yang tidak
mamptt rrme{akwnakan ketentuaﬁ mengenai  Upah Minimum ini dapat
mengajukan  penangguhan  pelaksanaan  Upah  Minimum.  Permohonan
penangguhan; ini diajukén Kepada Gt.;bem melalui Kepala Kantor Wilayah
Dinas Tehaga Kerjaflnsténsl Pemerirtah yahg bertanggungjawab d bidang
ketenagakerjaan di Propinsi (Pasal 19 ayat 2).

Menurit Pasal 20 ayat (1), Permchonan penangguhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulls antara
serikat pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan dléukmg'" cleh
mayoritﬁs pekerja di perusahaan yang bersangkutan dengan pengusahan atau
kesepatakan antara penerima upah minimum bagi perusahaan yang belum ada
serikat pekerja, disertai dengan
a. salinan kesepakatan bersama,

b. salinan akte pendirian perusahaary,
c. laporan keuangan perusahaan yang terdiri darl neraca, perhitungan
rugiflaba beserta produksi dan pemasaran untuk”2 (cua) tahgn yang

terakhir;

~ d. perkembangan produksl dan perasaran selama 2 {(dua) tahun terakhir,

serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan
datang;

e. data upah menurut jabatan pekerja;
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f. jumiah peker]'a' selurubnya dan  jumiah pekerja vang dimohonkan

penangguhan pelaksanaan upah minimum;
g. surat pgrnyataan kesediaan _perusahaan untuk  melaksanakan  upah
minimium yang baru setelah berakhimya waktu penangguhan.

Selanjuthya menurut Pasal 20 ayat (2) dikemukakan bahwa berdasarkan
perMonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat meminta
Akuntan Publik  urtuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian
ketidakmampuan perusahaan tersebut atas biaya perusahaan. | Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan ayat (2) “tidak
diwajibkan bagl perusahaan vang mempekerjakan tenaga kerja sampal dengan
100 (seratus) orang (Fasal 20 a;;at 3). Dan berdasarkan% perMman
sebagairmana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau
persefujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang
ditetapkan cleh Gubermur untuk waktu paling'lama 1 tahun (Pasal 20 ayat 5).

d. Tinjauan Umum Terhadap SPS1.
1. Asas

T erftang Azas SPSI dapat dillhat darl’ Anggaran Dasar SPSI. Dalam
Pasal 5 Anggaran Dasar SP3l. Daléfn Pasal 5 Anggaran Dasar SPS
menyebutkan bahwa berazazkan Pancasila.

2. Fungsi SPSI

Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar disebutkan bahwa SPSI berfungsi -

a. Pen-éaela dan pelindung hak-hak dan kepentingan serta penyalur aspirasi

pekerija.
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p. Pendorong dan penggerak pekerja dalam turut mensukseskan program:

program perrbangunan Nasional, khususnya perrbangunan  sosial

ekmmi.

c. Wahana berﬂngkatan kesejahteraan pekerja Indonesia.

d. Wadah perrbinaan kader-kader bangsa yang menhunjang pembangunan

nasional secara profesional, disiplin, trampil, produktif dan berwawasan

kebangsaan.

e. Miti'g vang aktif dalam proses pengambilan keputusan poiitik

ketenagakerjaan  serta  pelaksana  kontrol  sosial  terhadap
pelaksanaaniya.

3. Tujuan SPSi

Sedangkan tujuan organisasl buruh SPS! dapat kita lihat dalam Pasal 8

Anggaran Dasar SPS| adalah sebagai berikut

a,

Terciptanya masyarakat indmesiaw;ralg sejahtera, adii secara material dan
spiritual, khususnya masyarakat pekerja berdasarkan Pancasila.

Terwujuchya cita-cita Proklamasi sesuai isi dan jiwa Pasal 28 dan 33
Undang-undang Dasar 1945, |
Terlaksananya  Hubungan  industrial Pancasila _guna  mewujudkan
tercapainya ketenangan dan kelangsungan usaha untuk meningkatkan taraf
hidup, kecerdasan dan kesejahteraan pekerja beserta keluargartya.
Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala sektor industri, jasa dan
profest serta mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara

sesama kaum pekerija.
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e, Tefciptanya »peﬂmsan keserrpatan kerja, meningkatkan prociksi dan
prochMMta§ dalam rangka mensukseskan permbangunan naslonal.

f. Terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja lndmésia yvang selaras,
serasi dan seimbang menuu terwuudnya tertic sosial, tertib hukum dan
tertib demokrasi.

d. Meningkatkan Kkesejahteraan pekerja éerta memperjuangkan perbaikan
nasib, syarai-syarat kerja dan kondisi kerja serta penghidupan yang layak
sesual dengan kemanusiaan yang adii dan beradab.

Dalam mencapal tujuan tersebut pada pasal 8 SPSI melakukan usaha-
usaha sepertl yang disebutkan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar SPEl, yaitu

a. Meningkatkan peran serta kaum pekerja dalam pembangunan.

b. Memperjuangkan ferciptanya dan. terlaksananya peraturan perundangan
untuk mewujudkan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasita.

c. Mengadakan usaha-usaha dalam menjamin terciptanya kondisi dan syarat-
syarat ‘kerja layak, serta mencenrinkan keadilan scsial dan tanggungjawab
sosial bagi para anggota untuk mempertinggi . mutu pengetahuan,
ketrampilan bidang pekerjaan dan atau’ profesi serta kemé:rrpuan
berorgénisasi.

d. Bekerja sama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta
organisasi-organisasi  lain ‘di dalam rmaupun di  luar negeri, untuk
melaksanakan usaha-usaha vang tidak bertentangan dengan Azas' dan

Tujuah Organisast.
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. Mendirikan usaha-usaha sosial ekonomi dan usaha-usaha lain yang sah

dan  bermarfast utuk melayanl  kebutuhan anggota dengan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

. Tujuan Federasi SPSI

. Tefdptam.n'asyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makkur secara

- material dan spiritual  khususnya ~masyarakat pekerja berdasarkan

pancasiia.

. Terwujudnya cita-cita Proklamasi sesuai isi dan fiwa pasal 27, 28 dan 33

UUD 1845,

. Terlaksananya dan mantaprya Hubungan Industrial Pancasila guna

mewujudkan terciptanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi
meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan pekerja”dan

keluarganya.

. Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala sektor industri, jasa dan

sektor-seldor lain yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan lapangan

pekerjaan da atau profesinya, serta mewwjudkan rasa setia kawan dan taii

persaudaraan antara sesama kaum peketja.

. Meningkatkan kualitas hidup kaumn pekerja Indonesia yang serasi, selaras

dan séirmam, dengan jalan membela dan mempertahankan kepentingan
dan hak-hak kaum pekerja menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum
dan tertib demokrasi.

Terciptanya perluasan kerja, meningkatnya produksi dengan produktivitas
dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.
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g. Merﬁngkatkan kesejahteraan kaum | pekerja serta memperjuangkan
perbaikan nasib, syarat-syarat/kondisi kerja dan penghidupan yang layak
sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut teori organisasi, yaitu teori norma rasionalitas, bahwa
organisasi akan dinilai dari seg penhcapalan tujuan maksimaliya, Oleh karena
itu berhasii dan tidaknya dalam mencapai tujuan organisasi seperti tersebut di
atas. Lebih lanjut teori mengatakan :

* findakan instrumental atau yvang mempunyai tujuan di satu pihak didasarkan

pada hasil yang dinginkan dan di lain pihak pada keyakinan mengenar

hubungan sebab/akibat, dan Juga diharapkan hal inl merupakan \;*%riabel dasar
bagi penilaian tindakan organisasi dan kesiapsediaannya untuk bertindak”™.

Berpijak darl teori organisasi tersebut diatas, dapatlah dikatakan b;hwa
keberhasilan SPSi daiam menjalankan pefamya “‘memperjuangkan  hak-hak
pekerjia  untuk  meningkatkan kesejahtéraan” akan ditentukan oleh
k%iapsediéannya untuk bertindak.

Adepun disertakan tertang azas, fungsi dan tujuan dalam garrbaran
urum tentang SPS! ink dimaksudkan untuk n:elatarbelakangl konsep berpikir
tentang bagaimana péfan SPS| dalam memperjuangkan hak-hak peketja urtuk
meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan.

5. Keanggotaan
' Tentang keanggctaan SPSI dapat kita lihat dalam Pasal 14 Anggaran

Dasar SPS) yaltu :

8PSI beranggotakan Serikat Pekerja berdasarkan jenis Industri, Jasa dan

Profesi dan selanjutnya dapat disebut sebagal Serikat Pekerja Anggota.
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6. Hék Serikal Pekerja
Setiap Serlkat Pekerja merrpuryal hakehak. Tertang hak-hak Serikat
Pekerja tercantum dalam Pasal 15 Anggaran Dasar SPSI
Hak-hak Pekerja Yang Diperjuangkan SPSI
a. Hak at;s pekerjaan sesual denan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.

b. Hak-atas pengupahan yang layak sesuai dengan Konvensi 1ILO No. 87/1957
serta PP No. 8/1981.

-¢. Hak atas peﬂimgan, meliputi _

1) Perlindungan sosial yang tercerrh‘n dalamn syarat-syarat kerja, misalnya
mengenal: pekerja anak, pekerja orang muda, pekerja wanita, waktu
kerja, waktu istirahat dan termpat kerja (UUJ No. 1/1851). A

2) Perlindungan teknis yang tercermin dalam ketentuan kondisi kerja,
kesehatan dalam ketentuan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan
kerja (WU No. 1/1970).

3) Perlindungan ekonomis, perbaikan pengupahan dan kesejahteraan
pekeria (UU No. 3/1992, PP No. 8/1981).

d.' Hak berorganisasl dan berserikat. termuat dalam konvenst 1LO No. 98 yang
telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 14/1968 YO UU No. 18/1956,
PP. 8/1981) maupun dalam konvensi ILO No. 87 yang belum diratifikasi,
tetapi pada umurnya kandungan isinya telah tertuang dalam berbagal
Peraturan Perundangan Indonesia.

e. Hak untuk berunding bersama termuat dalam Korvensi 1LO No. 98 yang
telah diratifikasi. Hak ini berpuncak pada Kesempatan Kerja Bersama (KKB)
(UU No. 21/1954),
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f. Hak mogok, termuat dalam UU No. 22/1957 dan LU No. 14/1968. Hak
mogdt-ﬂersebd semakin jelas atas berhasiinya perjuangan SPSI dengan
dicabutniya Keppres No. 123/1963 tentang Larangan Mogok dengan
Keppres No. 27/1890.

g. Berhasll dan tidaknya SPSI dalam merrperjuangkan hak-hak pekerja
tergantung bagaimana SPSl dalam melakt.lkan perannya, Menurut | teori
peran, agar SPSI dapat melakukan peraniya dengan baik, maka SPS!
harus memiliki sikap, perasaan, harapan-harapan yang sesual dengan
peran tersebit.

Il Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagal Satah satu bentuk periindungan

Tenaga Kerja -

3.1 Tinjauan Umum Terhadap Peraturan Jaminan Sosial Tenaga iferja
sebagal salah satu bentuk Perlindungan Tenaga Kerja.
a. Tinjauan Umum Jaminan Soslal.

Dalam artt yang luas secara global, Istilah ‘jarminan sosial” atau “sosial
security” mencakup berbagai instrumen publi yang mervberikan kemantaatan
tunai (cash benefit), atau kemanfaatan kebutuhan (inkind benefits), atau kedua-
duanya, datam hal

1. Kemampuan bekerjaberpenghasilan sesecrang .
a Terhertl selama-lamarya, karena har tua, cacat tetap-total, atau

meninggal dunia.
b. Terganggy, odeh ketidakmampuan bekerja sementara, cacat tetap—
sehagian.
c. Dibebani biaya, seperti perawatan sakit, kehamilan dan persalinan.
2 Memeriukan pelayanan medis bagi diri dan keluarganya.
3. Memelihara ahak-anak.
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O setiap negara, konsepsi jaminan sosial itu diartikan dan dilaksanakan
melalul bentuk dan carsi masing-masing sesual tradisl, sgjarah, perkembangan
sosial ékonorri, kemampuan poitik, serta falsafah dari negara yang
bersangkutan. Oleh karena itu ruang lingkup iaminan sosial bisa meliputi juga :

keselafatan dan kesehatan kerja, perbalkan kondisi dan lingkungan kerja;-
pendidikan dan latihan tenaga kefja;

funjangan istri dan anak;‘
pakaian kerja, makan di temmpat kerja, dan rekreasl;
Koperasi karyawan.

(OO~ L

Sebagai alat untuk memenuhi setidak-tidaknya beberapa kebutuhan
dasar mat_lusia, jaminan sosial telah dterima hampir secara universal balk
sebagai pengentas kemiskinan maupun pencegah kerriskinan. Bahkan jaminan
sosial juga dicantumkan dalam Deklarasl Universal Hak-hak Asasi Ma"nusia
PBB, vaitu bahwa setiap crang berhak mendapat perlindungan apabila
mencapal hari tua, menderita sakif, n’engalani cacat, menganggur, dan
meninggal dunia. 39

Pembangunan nasional yang terus berfangsung selama ini telah
memperluas kesermpatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuni
kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarga. Namun kemampuan bekerja
dan penghasilan tersebut dapat berkwam atau hilang.

Karena berbagai resiko yang dialaml tenaga kerja, yaltu kecelakaan,
cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Oleh karenanya untuk
menanggulangl resiko-resiko tersebut. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Scsial Tenaga Kerja mengatur pemberian jaminan kecetakaan

54). Sentanes Keftbnégnre. Jaminan sosial, prinsip dan pelaksanaannya di indoneisa, Muliana, Jakarta, 1982, hal b
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kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan
kermatian.* ”

Mengingat kedudukan tenaga kerja sebagai gdlongan yang lemah dalam
dunia produksi, maka mudahlah dapat dimengerti bahwa tenaga kerja yang

mendapat kecelakaan ftu tidak akan mamberanikan dirl untuk melimpahikan

segala kesalahan dari kecelakaan yang menimpa dirinya kepada Pengusaha.

Tenaga kerja yang menjelaskan terjadinya kecelakaan pun tak akan berani
memajukan  keterangan-keterangan sebenariya  yang  memberatkan
Pengusaha. Berhubung dengan keadaan ini, maka dasar semua diubah dan
tuntutan  penggantian  keruglan itu didasarkan atas pertanggung-jawaban
Pengusaha atas kerugian yang disebabkan cieh orang-orangnya étau barang-
barang pengusaha datam menjalankan peketjaan dalam perusahaan. )

Setelah ini tiap-tiap kecelakaan dengan sendirinya membawa  hak
menerima penggartian kerugian bag tenaga kerja, kecuali jika pengusaha
dapat membuktikan bahwa kecelakaan yang menimpa tenaga kerja itu terjadi
hukan | Karena keéalahannya. Perubahan ini pula yang didasarkan ataé soal
kesalahan seperti dasar sermua tak dapat dipertahankan seteiah dunia Incustrl
mendapat keﬁnjuan pesat. &

Menyagiari akan pentingnya tenaga kerja bag perusahaan, pemerintah
dan masyarakat, maka periu dilakukan pemikiran agar tenaga kerja dapat
menjaga _}(_esélamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pu_ta periu
diusahakan keteﬁangan dan kesehatan pekerja agar apa yand cihadapinya

Paraturan Pametintah Rl No. 14 Tshun 1903, tentang Penyelsnggaraan Program Jaminan Sosial Tanaga Kana,
{Jakara : PT. ASTEK, 1993}, halaman 32,

58). Remdlon Naning, Opcit, halaman 42
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dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal  mungkin,  sehingga

kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.

Pgrlindmgan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan
tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi
manusta, perlindungan fislk dan teknis serta sostal dan ekonomi melalui horma
yang berla-};li dalam Iingkungan kerja itu. Wn demikian maka perlindungan
pekerja int akan menhcakup:

‘a. Norma Keselamatan Kefja : yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian
dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya,
keadaan termpat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekeriaan.

b. Norma Kesehatan Kerja dan Hgiene Kesehatan Perusahaan yang meliputi :
Pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan
dengan mengatur pemberian cbat-ocbatan, perawatan tenaga kefja yang
sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi
higiene .

Kesehatan perusahaan dan Kesehatan pekerja untuk mencegah
penyakit, baik sebagai akibat bekerja gtau penyakit umum  serta
menetapkan syarat Kesehatan bagi perumahan pekerja.

c. Norma Kefja yang mefiputi : Perlindungan terhadap tenaga kerja yang
bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cdi, kerja
wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing
yang diakui cleh pemerintah, kewajiban scslal kemasyarakatan guna

memelihara kegairahan dan meril kerja yang menjamin daya guna Kerfja
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yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan, martabat
manusla dan moral.

d. Kepade{ - Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan danfatau menderita
- penvakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan
rehabilitasi akibat kecelakaan .dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli
warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.5”

b. Pengertlan Jaminan Soslal

Jaminan sosial dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istitah “Sosial
Security”. Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi oiéh Amerika
Serikat dalam suatu Undang-undang yang bernama “The Social Security Act of
Tahun 1935°. Kemudian dipakal secara resmi deh New Zealand Tahun 1939
sebelum secara resmi dipakai cleh ILO (intemational Labour Organization).

Menurut 1LO waitu :

“Bocial Secwrity pada prinsipnya adalah sistem perfindungan yang
diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam
menghadapi resiko-resiko ekonomi atau soslal yang dapat mengakibatkan
terhentinya/sangat berkurangnya penghasilan.”

Sedangkaﬁ Kennet Thomson, secrang ahli pada sekretariat Jendral

Internasional Soclal Assoclation (1S84A) d Jenewa, dalam Regional Trining
1SSA di Jakarta butan Juni Tahun 1980, mengatakan bahwa :
“Jamihén .s'osfa'f dapat diartikan sebagal periindungan yang diberikan

Sunarto, Hukum Katenagakarjaan dalam Ketentuan-ketentuan Pokok menganal Tanaga IKerja dan Morma Kesehatan
Katja, (Samarang : Baglan HAN, 1997), halaman 14,
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anggota-anggotanya untuk resika-resiko atau peristiwa-peristiwa tertenty
dengan tufuan sefauh mungkin, untuk menghindari terfadinya peristiwa-
peristivva tersebut yang dapat mengakibatkan hifangnya atau turunnya
sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis
dén/atau Jaminan keuangan terhadap Konsekuensi ekonomi dari
terjadinya peristiwa tersebut, serta jamlnaﬁ untuk t;njangan keluarga dan
anak.”

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 1 menyatakan sebagai berikut “Setiap warga
negara berhak atas taraf kesejahteraan yang sebalk-baiknya dan berkewajiban
untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejanteraan sosial.‘.”

Dalam pasal 2 ayat (4) UU nomor—r 6 tahun 1973 menggariskan baﬁwa : )
“Jaminan sosial sehagal perwujudan dari sekuritas sosial | ialah seluruh sistem
perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bag warga negara yang
diselenggarakan oleh pemetintah dan/atau r{'lasyarakat guna memelihara taraf
kesejahteraan sosial.”

Kalau diperhatikan ketiga pengestian di atas, maka nampaknya ketiga
pengertian tersebut memberikan pengertian }am‘nan sosial dengan begitu
luasnya, seakan-akan jaminan sosial itu sendiri telah mencakup bidang
pencegahan dan pengerrbangan, bidang pemulihan dan penyembuhan serta
bidang penbinaan, Ketiga bidang ini kalau dikaitkan’ lebih jauh lagi akan apa
yang dinarmakan perlindungan tenaga ketja, sehingga akan merrbicarakan

jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan bertumpu pada definisi diatas, maka

58) Zainal Asikin. Et.al), Dasar-dasar Hukum Parburuhan {Jakarta ; PT. Raje Grafinde Perseda, 1994), halaman 78.
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dimaksudikan kedalam jarringn sosial inl hal-hal yang bersangkutan dengan :
1. jaminén sosial itu sendiri;

2. kesehatan kerja, dan

3. keselarﬁatan dan keamanan keria.

Narun  kenyataannya menunjukkan, . bahwa  Hukum  Perburuhan
Indonesia tidak memasukkan Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan
Keamanan Kerja didalam k&sepsl jaminan sosial, hal ini berartl, bahwa Hkum
Perburuhan Indonesia mendefinisikan jaminan sosial itu secara murni - atau
secara sempit, seperti yang dikemukanan oleh Iman Scepomo, bahwa
*Jarrinan soslal adalah pemmbayaran yang diterima piha_k tenaga kerja dalam
hal tenaga kerja diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jack menjamin
kepastian pendapatan (income security) dalam hal tenaga kerja kehilahgan
upahnya karena alasan diluar kehendaknya.

Pengertian jaminan sosial secara sempit ini lebih dipertegas lagi deh
Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 03 Tahun
1980 yang dalam pasal 2 ayat (1) menentukan, bahwa ! ‘
“Program jaminan sosial adalah program yang meliputi Jarminan sakit, hamil,
bersalin, hari tua/pensiun, kecelakaan/cacat dan meninggal dunia bagi tenaga
kerja darvatau keluarganya®
¢. Pengertian Jaminan Soslal secara luas dan secara sempit -

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit .

ci. Pengertian Jarrinan Sosial secara luas adalah !
a. Pencegahan dan pengemrbangan, Yeitu d  bidang kesehatan,
keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan jain-
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lain vang dapat dkelompokkan dalam Peiayanan Sosial  (Social

-

Security);

b. Pemulihan dan Penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam,
janjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai kegunaan yang
dapat dikelormpokkan dalam pengertian Bantuan Hukum Sosial. (Scsial
Assintence); |

¢. Perrbinaan dalam ‘benfuk perbalkan i, pe;usahaan, transmigrasi,
koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan datam Sarana Sosial
(Social Infra Strukiure). |

¢2. Pengertian Jarinan Sosial secara éen'pit

Sedangian dalam pengertian yang sempit jarminan sogial ini meliputi
usaha-usaha di bidang petlindungan ketenagakerjaan, yang germa
bantuan sosial dan aswransi sosial. >

Meskipun terdapat berbagai sistem jaminan’ sosial secara global,
tetap! dapat diidentifikasi beberapa sistem, yaitu
1. Bantuan sosial (social assistancé) menggunakan metode  test

kebutuhan (meanss—test)kepada penduduk atau warga negara yang

mengalami peristiwa tertentu yang dianggap membutubkan bartuan
tetapi tidak memmiliki sumber-sumber untuk memenuhinya.

2. Tabungan hari tua (Provdent fund), menggunakan metode tabungan

| cﬂmané tenaga kefja dan pengusahanya diwajibikan membayar iuran

setiap bulan pada suatu dana yang dikeldia dleh badan publik/iuran

tersebut dikreditir dalam rekening tenaga kerja yang saldonya

£9). Zainal Asikin, Ibid, hatarnan 80,
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termasuk bunga hanya dapat dibayarkan secara sekaligus dalam hal

~atau peristiwa terteritu, blasanya bila tenaga kerja mencapal umur

hari tua, menderita cacat tetap-total atau meninggal dunia sebelum

hari tua.

. Asuransl Soslal(Sccial inssurance),..-n'nenggmékan resike hubungan-

kerjia dmana kemanfaatan atau jaminannya didasarkan atas masa
kerja atau kepésertaan dalam sistem inl. Jaminan tersebut bisa

berupa santunan tunai, baik dalam jumiah uang tertentu atau

didasarkan persentase penghasilan, berupa pelayanan (medis) atau
kermanfaatan lain {obat-obatan).

Pembiayaannya berasal dari iuran "deh teﬁaga kerja,

pengusaha atau keduarya yang dikelda dleh badan publik.

. Tanggung-jawab pengusaha (employers liability), menggmakan

metode kewajiban pengusaha, dmana pengusaha diwajibkan secara
hukum untuk memberikan Jaminan sosial kepada tenaga kerjanya,
keluarganya, atau kedua-duanya. Benfuk jaminan umumnya .yang
berkaltan dengan hubungan kerja, seperti kompensasi kecelakaan
kerja dan sakit akibat kerja, pesangon untuk PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja), dan jaminan umumya yang berkaitan dengan
hubUng;h kerja, seperti Kkompensasi kecelakaan kerja dan sakit
akibét kerja, pesangon untuk PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan

jarminan hari tua. Pemblayaan sepenuhnya ditanggung deh

.‘ pengusaha, dan dapat berfiuktasi tergantung peristiwa yang terjadi.
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Tanggung-jawab pengusaha, berupa kewajiban setiap
pengusaha yang karena Ketentuan tahap Kepesertaan atau karena
tidak mmtuﬁ ketentuan kepesertaan, tidak menjadi  peserta
jaminan sosial, maka pengusaha tetap bertanggungjawab urtuk

. memberikan  kompensasi keqelal;_aan kerja yang diderifa cleh
karyawannya. Demikian juge, Pegawai Negeri (baik sipi maupun
ABRI) Juga berhak mendapatkan kamensasi apabila mengalami
kecelakaan kerja.
d. Asuransi soslal, dibedakan untuk :

a. Pegawal Negerl Sipll, terdirl darl program TASPEN, pemeliharaan

kesehatan, dan pensiun.

-

b. Anggota ABRI, meliputi program ASARRI, pemeliharaan ke%ehétan, dan
pensim.‘
¢. Karyawan Perusahaan, mefiputi program Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Permeliharaan Kesehatan, serta Jaminan Hard Tua dan -Jaminan
Kematian.
e. Perkembangan Bentuk Jaminan Sosial di Indonesla
Bila diamati lebih jauh, maka tujuan penyelenggaraan Jaminan Sosial di
Indonesia merpunyai  jangkauan yang lebih luas lagi yakni terwujudnya
masyarakat. yang adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan
Pancasila. Hal iri dapat dipahami, karena dana vang terkumpud dan iuran
seluruh peserta pertanggungan sosial sebagian dapat dipergunakan deh
Pemerintah untuk kepentingan Pembangunan Nasional.
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Mengingat bahwa penyelenggaraan pertanggungan sosial merpunyai
andil besar dalam membantu tercapainya fujuan Nasional tersebut, maka
Pemerintah dari tahun ke tahun berusaha meningkatkan program yahg ada
dapat lebih memenuhi sasaran seperti yang diharapkan. Bentuk-bentuk
pertanggquan soslal yang telah diselenggarakan cleh ‘I'Demerirtah dewasa inl
antara lain adalah :

1. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawa Negeri)

PT. Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara vyang
ditugaskan deh Permerintah untuk menyelenggarakan program Asuransi Sosial
Pegawal Negerl Sipll dan Asurans! Tenaga Kerja (ASTEK) bagl pegawal Badan
Usaha Milik Negara dan Bank Milik Pemerintah (Negara). Usaha atau program
ini mulal dirintis dengan adanya Konperensl Kesejahteraan Pegawal N:ageri
pada tanggal 25 s/d 26 Juli 1260 di Jakarta. Keputusan Konperensi tersebut
secara formal diuangkan dalam Keputusan WMenteri Pertama R
N0, 338/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960hyang menetapkan antara lain untuk
merencanakan dan melaksanakan dbentuknya jaminan hari tua bagi Pégawai
Negeri yang akan pensiun atau bagdi keluargarlya apabila Pegawal Negerl yang
bersangkutan meninggal dunia. |

Keputusan ‘Menteri Pertama tersebit di atas pada tahun 19G3
ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerittah No. 9 tahun 1963 yang mengatur
tentang Perrbelanjaan atau Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai dibebankan
pada Gajl Pegawal Negeri (peserta). Dan secara khusus jaminan hari tua

dengan pembayaran sekaligus ini ditetapkan dalam bentuk “Asuransi® oleh PP
No. 10 Tahun 1963. |
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Kedua Peraturan Pemerintah tersebut i atas ditetapkan berlaku surut
sejak tanggal 1 Jull 1961. Baru pada tanggal 17 Aprit 1983 dengan PP No. 15
tahun 1963 didirikan Badan Usaha yang akgn mengurus usaha Tabungan dan
psuransi Pegawai Negeri (TASPEN) tersebut yang semua dikenal dengan
narma PN. TASPEN.

Dengan keluammya UU No. 8 Tahun 1969 yang menetapkaﬁrriengatur
tiga bentuk/golongan Perusahaan Negara yaitu
1. Perusahaan (Negara) Jawatan (PERJAN)

2. Perusahaan (Négara) Urnum (PERUM)
3. Perusahaan (Negara) Persercan (PERSERC)

Dan dengan SK Menkeu R No. Kep 7A9/MKAV/11/4970 PN. TASPEN
berubah menjad PERUM  TASPEN Perkermbangan  tugas-tugas #yang
dibebankan kepada TASPEN menyebabkan pula peninjauan kermball mengenai
bentuk Badan Usaha TASPEN dari PERUM menjadi PERSERO vaitu dengan
Alde Notarls Imas Fatimah, SH No. 4/1982 kermudian diubah dengan No.

31982 dimana pendirian PT Taspen (Persero) ditetapkan sejak tanggal 4
Januérl 1982.

Tujuan diselenggarakan Program Taspen adalah :

a. Untuk  meningkatkan kesejahteraan pegawal negeri dengan cara
memmberikan sejumlah modal secara sckaligus kepada pegawal pada saat
mereka mengakhiri pengabdiannya kepada Permerintah (pensiun).

b. Atau memberikan sejurmiah modal kepada keluarganya biia pegawal negeri

tersebut meninggal dunia dalammasa aktifiya.
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Pelaksanaan program Taspen yang dkelola deh PT. Taspen pada
dasarhya mengandung dua sifat pokok :
a. Program Menabung
* Jaminan Scsial pada program ini akan diterima oleh Pegawai Negeri -
Spll pada saat mereka berhent| bekerja karena pensiun atau keluar dari
pekerjgannya. |
b. Program Asuransi

Jaminan Sosial dalam program Asuransi ini akan diterima oleh
keluarga pegawai negeri yang meninggal dunia sebelum pensiun. _

Blia berhentimya orang itu sebagai pegawal negeri sipil bdkan Karena
pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun tetapi karenalf" suatu sebab
lain m‘s—alnya pindah ketja menjadi pekerja Swasta, maka orang ter;ebm
berhak atas nilai tunai dari Taspen. ©

2. ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik indonesia)

Sejak tahun 1963 setlap pegawal negeri termasuk anggota ABRI secara
ctomatis menjadi peserta TASPEN, Namun dengan keluamya PP. No. 44 tahun
1871, bagl anggcta ABRI diselenggarakan suatu bentuk Pertanggungan Scsla
tersendiri yang dikenal dengan ASABRI. Sedangkan penyelenggaraan ASABRI
ini sekarang dikelda oleh PT. Asabri.

Mengeﬁai kepesertaan ASABRI tglah diatur cidalam pasal 2 PP No. 44
tahun 1871, yéng menerangkan bahwa
a. Tiap anggota ABRI dan Pegawal Sipil Departeren Hankam diwajibkan

B0} Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Psrtanggungan. Cetakan V, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum LUGM,
Yogyakara, 1682, halaman 112,
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menjadi peserta Asuransi scosial ABRI mulal tanggal pengangkatannya.
Apablla pengangkatan itu tidak tepat Jatuh pada tanggal satu pada sustu
bulan, maka saat menjadi peserta adalah tanggal satu bullan berikutnya.

b. Saat menjadi peserta bagi mereka yang sudah menjadi anggota ABRI dan
Pegawal Negeri Sipil Departemen Hankam pada hart  (tanggal)
diundangkannya Peraturan Pemerintah No, 44 tahun 1971 adalah mulal
pada hari diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut.

¢. Kedudukan sebagai peseria terakhir pada bulan pemberhentiannya sebagai
anggota ABRI atau Pegawai‘éipil Hankam.

Kedudukan peserta ASABRI adalah kuat, karena hak untuk mempercleh
sejumiah uang telah ditentukan dalam program ASABRI akan tetap ada
meskipun PT ASABRI tidak dapat memenuhl kewsjibannya iagh karena sesuatu
hal.

Jadi negara menjamin dpenuhinya hak milik peserta Asabri hila
seandainya PT Asabri fidak dapat memenuhl kKewajlbaniya lagl (Pasal 10 PP
No. 44 tahun 1971).

3. ASKES (Asuransi Kesehatan).

Dalam lingkungan pegawai negert, iétilah ASKES ini biasanya dikenal
dengan sebutan Hi, sebagai singkatan dari Health Insuraﬁce.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan ASKES adalah UU Pokok
Kesehatan No. 9 tahun 1960 tersebut maka pemerintah mengeluarkan
Keputusan Presiden No. 230 tahun 1968 tentang Peraturan Perreliharaan

Kesehatan Pegawal Negeri, pensiunan beseria keluarganya.
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Penyelenggaraan program ASKES bertujuan membantu pegawai negeri,

pensiunan, besetta keluarganya dalam menghadapl pembiayaan-pembiayaan
selama menderita sakit. Bantuan yang dberikan Pemerintah ini berasal dan

usaha gotong royong para peserta ASKES, dengan cara mengumpulkan dana

yang nantitya akan dipakal atau disumbangkan untuk membiayal berawatan

atau pengobatan peserta ASKES yang kebetulan sedang sakit.

ASKES adzlah salah satu bertuk pertanggungan sosial yang dityjukan

pagi .

a.

Pegawai Negeri ;

Menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Preseiden 230 tahun 1968 yang

dimaksud kategori pegawai hegeri adalah :

1.

2.

Pegawal Negerl Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkungan ABRI, sepanjang
kepadanya-- Aickak  diperlakukan peééﬁran tentang jaminan kesejahteraan
keluarga bag anggota ABRI. '

Pegawai Pemerintah Daerah Otonom.

Mereka yang bekerja pada badan-badarn/ lembaga-lembaga Pemerintah/
Negara yang gajinya dibayar atas bebaniAnggaran Belanja Negara/beban
Anggaran Belanja badan-badantembaga-lembaga Pemerintah/Negara
laitkvya dan atau beban Anggaran Belanja Pemerintah.

Penerima Pensiun, yaitu

-

. Bekas pejabat tersebut dalam huruf a d atas dan jahda atau anak yatim

piate mereka masing-masing yang menerima pensiun atau tunjangan yang

persifat pénslun.
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2. Para penerima pensiun ABRI.

c. Ahggota keluarga, yaitu :

1. Istri (jstﬁjistri) atau suami.

2. Anak (anak-anak) sah dan secrang anak angkat yang berumur kurang dari
18 tahun.

Penyelenggaraan ASKES ini pada | hakekatnya meliputi beberapa

program seperti:5)

1. Pengqbatan, perawatan dan pemberian suntik pencegahan.

2. Pertad1gan' berawatan bersalin pada suatu tempat bersalin yang diberikan
deh seorang bidan pererintah atau swasta yang ditunjuk deh doxter

Pemerintah daerah atau pusat.

3. Obat-cbatan dari apotek pemerintah atau swasta yang ditunjuk berdasarkan
resep dokter,

4. Aat-alat perawatan yang berguna untuk memulihkan kesehatan, menunt
resep dokter.

5. Pembelian kacamata yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan menurut
resep dokter. . )

ASKES merupakan salah satu bentuk pertanggungan sosial yang tidak

mengandung unsur menabung. Hal ini dapat dimengerti, sebab bagi peserta

ASKES yang tidak pernah sakit, ataupun pernah sakit tapi tidak merrakai

fasilitas ASKES, dia tidak akan menerima sejumiah uang jaminan sosial di

kemudian harl sebagal hasil darl pengumpulan iuran-iuran sebelurnya,

B1) Ibid., halaman 125

123




4, Pertanggungan Kecelakaan Penurpang dan Pertanggungan Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan.

Pada umumnya seorang yang mati, atau cacat tetap akibat kecelakaan
lalu lintas, maka ahli warisnya, atau dia sendiri (bila cacat tetap) akan
mendapatikan sejumiah uang sebagal ganti rugi dari PT AK Jasa Raharja.
Sejuriah uang tersebut sebenarnya tidak dapat disamakan dengan ganti
kerugian atau keruglan yang sungguh diderita, sebab jiwa atau raga manusia
tidak dapat cﬁnﬂal dengan uang. .

Bantuan dan PT AK Jasa Raharja inf sebenarmya adalah salah satu
bentuk usaha Pemerintah untuk memberikan Jaminan sosial pada anggota
rmsyarakat metalui pertanggungan sosial.

Jan'lnan ‘Soslal yang diberikan pemerintah melalui PT. AK Jasa Raha:ja
ada 2 macamyaitu
a. Untuk peri.npang diatur dalam UUJ No. 33 tahun 1964,

b. Untuk seseorang yang menjadi korban di jalan raya, akibat kecelakaan lalu
lintas jalan, diatur dalam UU No. 34 tahun 1964,
Ad. A Pertanggungan Kecelakaan FPenumpang,

Dalarn pertangungan ini semua penumpang diwajibkan membayar iuran

Jasa Raharja setiap kali bepergian, iwan tersebut dibayar bersama-sama

dengan karcls. ' -

Menurut pasal 3 ayat (1) UU No. 33 tahun 1864, pengertian penumpang
cii sini meliputi - h
- Tiap penumpang dari kendaraan bermator umum

- Tiap penumpang dari kereta api
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- Tap penumpang dari pesawat terbang Perusahaan Penerbangan Nasjmal.
- Tiap Penumpang dari Kapal Perusahaan Pelayaran Nasional.

Bagi penumpang kendaraan bermctor umum dalam kota, penumpang

kereta api dalam kda dan dalam jarak pendek kurang dari 50 km, dibebaskan
darl pembayaran iuran wajib, namun mereka berhak menerima Jarminan soslal
yang sama seperti bagi penumpang umum antar/luar kota, Hal ini berarti bila
mereka mengalami kecelakaan sewaltu menumpang alat angkutan tersebut di
atas, tetap dapat jaminan sosial meskipun tidak membayar iuran.
Adb) Pertanggungan Kecelakaan Lalulintas Jalan Menurut ketentuan dalam
pasal 10 ayat (1} Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 dinyatakan bahwa
penerima ganti kerugian dalam pertangungan kecefakaan lal-lintas  jalan
adalah @ Orang yang berada di jalan di juar angkutan, yang menjad lzorban Jari
kecelakaan kendaraan bermctor di jalan itu diluar kesalahannya, Namun
ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) PP No. 18 tahun 1865 yang menyatakan
bahwa : Hak atas pertangungan dana sepertl téiah dietapkan dalam pasal 10
PP No. 18 tahun 1965 tersebut, tidak ada dalam hal-hal sebagal berikut :

- Buruh dirt atau percobaan bunuh dirl atau ada unsur kesengajaan laln pada

korban ‘at'au ahli warisnya.
- Korhan datam keadaan rmabuk atau tidak sadar.
- Melakukan perbuatan kejahatan éewaktu kecelakaan terjadi.
- Kecelakaan yang disebabkan korban mermiliki cacat badan atau keadaaan
badaniatvrokhaniah luﬁr blasa yang lainnya.
. Jika Korban/ahli warisnya telanh mendapat jaminan berdasarkan UU No. 33

tahun 1964 tetang dana pertanggungan wajib kecelakaan penunmpangd.
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Hal-hal lain seperti diurailkan dalam pasal 13 sub d PP No. 18 talun 1965,
rrisalnya @ Kecelakaan dalam alat ialu lirtas yang sedang dipergunakan

untuk perlombaan kecakapan dan kecepatan, kecelakaan akibat senjata

perang, atau akibat dari reaksi inti atom, dan lain-lain.

Bila diamati lebih jauh maka kedua berfuk pertanggungan yang

diselenggarakan déh PT AK Jasa Raharja itu memiliki perbedaan sz-i_tu sama

lain yeitu:

a. P_ada pertanggungan kecelakaan penumpang para penumpang dipungut

iuran secara gotong royong, sehingga membentuk dana yang akan dipakai

untuk memberl gantl rugl bagl penurmpang umum yang mengalami

keceiakaan.

Pada pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan raya, korban yang
bersangkttan tidak membayar iuran apapun kepada PT AK Jasa Raharja .

Jad disini muncul bentuk pertanggungan yang disebut perfanggungan untuk
pihak ke 3. Yang membayar luran dalam pertanggungan inf adalah senmua
pengusaha atau pemilik alat angkutan falu lintas jalan. Perbentukan dana
yang terkumpul dari  iuran  wajib it tidak. diperurtukkan . bagi

perrilik/penumpang, tetapi bagi masyarakat-luas, terhadap kecelakaan yang

‘teriadi dengarvikarena alat angkut.

ASTEK (Asuranst Sosial Tenaga Kerja)

Menurit  ketentuan UU Kecelakaan tahun 1947 yang kemudian ciubah
menjlad! UU No.2 tahun 1951, dinyatakan bahwa pengusaha waljib menberi
garti  kerugantunangan  bagi  temaga  kerja  yang  mendapat
kecelakaan/menderita sakit akibat hubungan Kerja, tanpa perlu permbuktian
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mengenai adanya kesalahan yang menyebabkan kecelakaan atau sakit
tesebut.

Alas dasar kewajiban ini pengusaha dapat mengambil langkah-langkah
apakah akan mengambil jarvinan sosial sendiri ataukah akan memperalinkan
resiko tersebut kepada plhak asuransi komersial.

Pada umumnya aswransi Komersial ini akan bersifat selektif dalam
rmenutup pertémggu'ngan, sehingga blla resikonya terlalu besar dapat ditdlaknya
atau tetap menerima asal diimbangi premi yang tinggi.

Beberapa badan usaha ada ‘yang mengusahakan sendiri program
kesejalteraan bag tenaga kerjanya, namun program seperti ini bersifat
individual dan terbatas pada perusahaan besar dan tergdong kuat kemampuan
finansiainya.

Sedangkan bagi perusahaan kecil kurang mampu kalau harus
memberikan jaminan sosial vang memadai bag tenaga kerjanya, mengingat
kondisi ekonormi yang tidak memungkinkan.

Sehubungan dengan hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kemudian membentuk Yayasan yang bernama Yayasan Dana Jarrinan Soslal
yang didirikan berdasarkan akta Notaris Raden Mas Soercjo tanggal 23 Januari
1964 No. 195: atas kelkuatan Keputusan Menteri Perburuhan No. 5 tahun 1964,

Yayasan Dana Jaminan  Sosial ini bertugas untuk  menampung
kecelakaan kerja yang ingin dpertanggungkan oleh pemsahaan, jadi

kepesertaannya masih bersifat sukarela.
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6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Jamsostek yang diselenggarakan PT Taspen (Persero)

a. Kepesertaan
Datam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981,
menyebitkan bahwa semua Pegawal Negerl Sipll, kecuali Pegawai
Negeri Sipil d lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan, adalah
peserta darl Asuransl Soslal. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pegawal lain
termasuk Pegawal Badan Usaha Negara dapat ditetapkan sebagai
peserta asuransi sosial dengan pefaturan pemerintah sendiri.
Memperhatikan peraturan-peraturan di atas yang mengatur
tentang program Taspen dan peserta taspen maka yang dimaksud
sebhagal peserta Taspen adalah sebagal berikut -
1. Pegawai Negeri
- Pegawai Negeri Sipil Pusat
- Pegawal Negeri Sipll Daerah Otonom
2. Pegawai Perusahaan Milik Negara
3. Pelabat Negara
b. Kewajiban Peserta Taspen
Kewajiban Uama peserta Taspen ialah membayar premi atau
| luran disamping memberikan data diri, data keluarga dan keterangan-
keterangan lain yang diperliukan dan diminta,
1. Premi atau_Pctmga_n luran
Dalam penyelenggaraan program “Asuransi Sosial” besamya
premi atau iebih dikenal dengan potongan luran wajib ditetapkan oleh
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Pemerintah, dengan memperhatikan besar kecilnya penghasilan yang
dimillki. para pesertanya. Berlainan dengan “Asuwransi Jiwa Komersial”
dimana terlebih dahulu ditetapkan besarnya jumiah uang asuransi,

selanjutnya berdasarkan besamya jumlah uang Asuransi tersebut

~ ditetapkan ' berapa besamya premi yang harus dbayar cieh setiap

peserta. Dalam penyelenggaraan program Aswransi Sosial, seperti
prograrm Taspen terlebih dahulu ditetapkan besamya jumiah luran walib-
yang harus dibayar oleh para pesertanya, kemudian berdasarkan

besamya jumiah uang Asuransi yang dapat diperdeh para pesertanya.

Mengenal besarmya potongan iuran wajib yang harus dibayar oleh para

péserta program Asuransi Sosial, khususnya Taspen untukjumiah uang
Asuransi yang sama, adalah jauh lebih murah dibandingkan de;wgan
jumiah premi yang harus dibayar odeh para “Peserta” Asuranst Jiwa
Komersial. Hal mana cﬁmhgkirﬂ(ar) oeh karena program Taspen
mempunyal juriah peserta yang besar dan tidak memperhitungkan
biaya perutupan dan biaya pemeliharaan pdiis. Pembiayaan program

Taspen sampal saat Il sepenubnya berasal dari pctongan juran wajib

' dari pesertanya, dalam hal ini Pemerintah belum ikut serta dalam hal

pembiayaan sebagaimana lazimnya yang berlaku pada program

asuransi sepertl TASPEN di luar negeri.

2. Kewaijiban memberikan keterangan mengenai diifi dan keluargarya
Kewsjlban peserta, baik kewsjiban tertang membayar luran

maupun kewaijiban tentang keterangan diri dan anggota keluarga dalam

pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981,
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Kewajiban membayar iwan wajib telah diuraikan secara ter’perihci ch
atas, selanjuthya Kewajiban tentang pendataan seperti tersebut dalam
pasal & PP No, 25 tahun 1981 sebagai berikut:

1). Peserta wajib memberikan keterangan secara tepat mengenai dirinya
beserta seluruh anggota keluarganya.

2). Pengaturan atas ketentuan ayat '"(1) dilakukan oeh Badan yang
dis;eram tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dengan
bekerjasama dengan badan yang ciserahi urusan kepégawaian
berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penjelasan PP No. 25 tahun 1981 tentang keterangan
diri yang dirriraksud keterangan ini dapat melipl.lti nama, U, teqpat tinggal,
jumiah dan ‘perubahan status keluarga serta keterangan lain S(ang séingai
diperlukan. Keterangan ini dibuat/disahkan deh pejabat yang berwenang pada
instansi vang bersangkutan. Data untuk keterangan diri setiap Pegawal Negeri
Sipilfpeserta Taspen diperiukan dalam rahgka perrberian pelayanan pada
setiap peserta dan keluarganya, terutama dalam hal pelayanan perrbayaran
hak/uang asuransi setiap peserta Taspen.

c. Hak Peserta Taspen

Mengenai jenis hak peserta telah menjalani beberapa kali perubahan
sesual dengan besarnya premi dan sesual dengan kermarmpuan perusahaan.
Unt;.xk jelasnya hak peserta dapat dibagi daiarﬁ beberapa kelompok seperti di
82)

bawah ini :

1. Hak peserta sampai dengan Desermber 1974

$21 bahan Rapat Kerja Program Taspen,Op.Cit. halaman 10 -
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2.

3.

Hak peserta mulai Januari 1875

Hak peserta mulal April 1980

Ad.1) Hak Peserta sampai dengan Desermber 1974 terdiri dari

a.

Hak Asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti sebagai pegawal
neger) dengan hak pensiun dan atau meninggal dunia dalam masa aktif.

Niai- funai dibayar kepada peserta‘ yang berhenti karena keluar, bukan
karena pensiun atau bukan karena meninggat. |
Sumbangan penguburan diberikan kepada ahli waris apabila peseria

meninggal dunia dalam masa aktif.

Ad. 2) Hak peserta rmulal Januart 1975

a.

Hak Asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena pensiun
dahfétéu méhinggal dunie. ”

Hak nilai Tunai Asuransi dibayarkan kepada peserta yang herhenti karena
keluar (bukan karena pensiun dan meninggal dunia).

Hak Asuransi Kematlan dibayarkan kepada peserta atau ahli warisnya
apabila pesérta, istri/suami, atau anak peserta meninggal dunia.

Daf uraian diatas terlihat bahwa adanya peningkatan hak peserta

Taspen, baik jenis maupun jumiahnya, antara.lain : Sumbangan penguburan

semula dibayarkan hanya dalam hal peserta meninggal dunia, kemudian

ditingkatkan dengan program asuransi kermatian yang sifatnya seurmur -hidup

bagi pe'serta sendiri, istri/suami atau anak peserta (anak yang berusia belum 21

tahun, belum menikah dan belum bekerja serta terbatas untuk 3 kali peristiwe

kematian anak).
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Ad.3) Hak peserta muiai April 1980

Dengan menperhatikan kerampuan dan perkembangan perusahaan,
meka hak peserta muai April 1980 mengalami peringkaten lag sebagal
berikut:

a. Program Asuransl Kematian yang selama ini dibayar dari sebagian uran
wajib yang dibebankan kepada peserta sebesar (0,5% X THF/Penghasilan)
dan mulai 1980, sepenubintya dibayar dari hasil investasi Perusahaan.

b. Selama ini Asuransi Kematian dihitung perdasarkan penghasilan tahun
1976, walaupun yang bersangkutan mehinggal sesudah tahun 195’6, miai

| April 1980 Asuransi Kematian dhitung berdasarkan penghasilan terakhir
pada saat peristiwa kematian, |

c. Yang selama ini atau sebelum April 1980 adanya ketentuan makélrnai
permbayaran hak peserta maka mulai April 1980 tidak ada lag batas
maksimal. Hal ini berarti bahwa berapa besamya hak peserta menurit hasil
pefhifmgan yang ada, akan dibayarkan sepenuhnya.

Timbul dan hﬂangnya hak peserta : % |

1. Hak Tabungan Harl Tua
Dibeﬁkan datam hal peserta :
a. meninggal dunia sebelum pensiun dan memiliki iuran mrnmum 6 bulan
berfurut-turut.
b, Pensiun dan memiliki masa iuran mrininnum 6 bulan berturut-tunut, |

c. Berhenti bukanh karena meninggal atau bukan karena pensiun dan

£3) Djoko Prakoso &1 Ketut Murtika, Hukum Asuransi [ndenesia, PT Blna Aksara, Jakarta, Catakan !, 1987, halaman :251
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meriliki iwan minimum 15 téhun bertunt-tunut dan usia minimum 50
tahun.

d. Berhenti bukan karena meninggal atau bukan karena pensiun dan
memiliki masa iuran 6 bulan berturut-turt dan usia minimum 50 tahun

dan juriah masa iuran berturut-turut ditambah dengan usia minimum 65
talun.
2. Hak Niai Tunal darf tabungan Hart Tua
Diberikan dalam hal : R
a. Peserta meninggal dunia sebelum pensiun dan memiliki masa iuran
Kurang dari 6 bulan berturut-turdt.
b. Peserta pensiun dan memiliki masa iuran kurang dari 6 bulan béftuut-
turut. | "
c. Peserta berhenti bukan karena pensiun afau bukan karena meninggal
dmﬁa, dan usianya belum mencapai hari ulang tahun yang ke 50 tahun,
3. Hak Asuransi Kematlan '
Diberikan datam hal :
a. Peserta meninggal dunia sebelum pensiun atau sesudah hagi yang
diberhentikan dengan hak pensiun pada!s:asudah akhir Januari 1982.
b. Istrifsuami peserta meninggal dunia sebelum pesertanya sendliri pensiun
atau sesudah pensiun bagl yang dberhentikan’ dengan hak pensiun
pada/sesudah akhir Januari 1982.

Yang dimaksud dengan lstrifsuami adalah istri/suam peserta

yang . sebelumnya telah terdaftar dan tertunjang dalam daftar
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C.

kepegawalan instansi peserta serta yang pemikahannya dilakukan
sebelum peserta tersebut pensiun dan hanya untuk 1 orang.
Anak-anak peserta yang meninggal dunia sebelum pesertanya sendiri
pensiun atau sesudah pensiun bag yang dberhentikan dengan hak
pensiun pada/sesudah akhir Januari 1982. (Anak yang lahlr setefah
peserta pensiun tidak berhak atas asuransi kematian). |

Peristiwa ken'at!an‘ter]adi setelah peserta memilikl masa iuran minimum 6

buian berturut-turut.

Uniuk setiap peristiwa kematian hanya berhak menerima pembayaran 1
kall saja. ”

Hak Asuransi Kematian di atas hilang apabila : .

Peserta pada saat berhenti berusia 50 tahun tetapi masa iwénnya kﬁrang
dari 15 tahun berturut-turut.

Peserta berhenti setelah 50 tahun dengan masa iuran minimum 6‘ bulan
berturut-turut ditambah dengan usia péda saat berhenti, hasilnya kurang
dan 65 tahun,

Jahda/duda peserta menikah lagl.

b

f. Pengertian Jaminan Soslal Tenaga Kerja

Jaminan 3osial tenaga kerja adalah pembayaran dari penhgusaha

kepada tenaga kerja/karyawan pada waktu dimana tenaga kerja/karyawan di

luar kesalahannya tidalk melakukan pekerjaan.®"

Sedang menurut MH. Soetrisno, SE. merrberikan batasan @ “Jaminan

sosial tenaga kerja adalah pemberian-pemberian pengusaha kepada tenaga

64} Scepome, Hukum Perburuhan tUndang-undang dan Peraturan-peraturan, Jembatan, Jakarta, 1892 halaman 53
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kerja dan keluarganya, sebagai pefangsang terhadap tenaga Kerja supaya
dengan sadar dan bersedia menunaikan fugasnya atau kewajibannya untuk
kontinuitas perusahaan.®

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1893
tentang pehyslenggaraan Jamsostek merupakan sistem perlindungan di mana
sistem ini dimaksudkan untuk menangguiangi resiko sosial secara langsung
yang meﬁgakibatkah hllang/kt!rangnya penghasilan tenaga kerja.

Adapun pengertian Jamsostek menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang
No. 3 Tahun 1992 adalah :

“Suaty perlindungan bagl tenaga kerla dalam bentuk santunan berupa
uang sebagai pengganti sebagian deri penghasilan yang hilang atau berkurang
dan pelayanan sebagal akibat peristiwa atau berkurang dan pelayanan set:;;lgai
akibat peri,stiwa atay keadaan vyang dialami oeh tenaga kerja berupa
kecelakaah kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”.

Sermakin  meningkatnya peranan tene;ga kefja dalam perkembangan
permbangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningka’tnya
penggunaan teknaogi di berbagal sektor keglatan usaha dapat mengakibatkan
semakin tinggl resiko yang mengancam };eselamatan, kesehatan dan
kesejatteraan tenaga kerja, sehingga periu peningkatan perlindungan tenaga
kerja.®

Maksud cian tujuan pemberian Jamsostek adalah berhubungan erat

dengan perlindungan kondisl badaniah dan rohani darl para pekerjanya.

£5) Soatrisno, Politik Sosial agan Hukum Perusahaan di indonesla, LPP, Jogyakarta, 1973, hataman 83
BE) Sunarto, Opcit, halaman 11
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Program-program Jamsostek vang meliputi kecelakaan kerja, jaminan
kernatian, jaminan harl tua, jamnan pemeliharaan kesehatan terhadap para
pekerja berhubungan erat dengan pemeliharaan semangat kerja para tenaga
kerja. )

Adapun manfaat yang diperoleh dari _pen‘beri Jarmsostek cukup balk

antara 1ain .

Bahwa produktivitas akan semakin bertambah
- Méngurangi ketidakpastian masa depan
_ Menammbah semangat kerja dan kesetiaan
- Berkurangnya perpindahan dan ketidak hadiran tenaga kerja
Menunuhkan hubungan kemasyarakatah yang baik.%”
g. Dasar Hukum Jaminan Soslal Tenaga Kerja
Landasan pokok pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja adalah
Pancasila, Undang-unclang Dasar 1945 dan Jaminan Scsial Tenaga Kerja
diangkat serta dicanturmkan dalam garis-garis besar Haluan Negara 1999 2004
yaitu pada Bab 1V Arah Kebijaksanaan pada bidang kesehatan dan
kesejahtere;an sosial disebutkan bahwa untuk dapét mengerrbangkan sistem
jaminan sosial Tenaga Kerja bagi seluruh tenaga kerjé untuk mendapatkan
periindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadaL yang
pengelclaannya melibatkan permerintah, perusahaan dan pekerja.ﬁe)
Mermperbaiki dan meningkatkan jaminan sosial tenaga Kerja ‘

merupakan bagian terpenting dar} usaha pemerintah dan masyarakat di

57) Mochiyat, Managamant Kepegawaian, slumni Bandung, 1980 halaman 192
£8) Garis-garls Besar Faluan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 halaman 28
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samping upah yang cukup serta syarat kerja yang manusiawi, karenanya usaha
unfuk merrpercleh jaminan sosial sering tidak dapat cdilepaskan dari usaha
perbaikan upah. |

Jaminan Soslal Tenaga Kerja scbenarnya merupakan hak tenaga kerja
vang berbentuk tunjaﬁgan berupa uang pelayanan dan pengobatan yang
n"nerupakén pengganti penghasilan yang hiléng atau berkurang sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, harril, bersalin, hari tua, réninggal dunia dan menganggur, %

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja memadukan peristiva atau keadaan yang dialami deh tenaga kerja
tersebut - diatas menjad jarminan kecelakaan kerja, jaminan hal:i tua, jai'-rinan
kKematian, jaminan pemeliharaan kesehatan yang pelaksanaannya cituangkan
dalam Peraturan Pemerintah - Nomor 14 Tahun 1993, Kepuusan Presiden
Nomor. 22 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per —

05/Men/1993.

B8 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakaraan di Indonasia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, halaman 131
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BABIll

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilaksanakan penelitian tentang Perlindungan hukum tehaga kerja
harian lepas bidang jésa kontruksi kKhususiya mengenai kinerja PT JAMSOSTEK
dalam perlindungan tenaga Kkerja harian Iepés bidang jasa konstruksi di kota
Semarang meaka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peraturan perlindungan Jaminan sosial Tenaga Kerja dalam

memberl Jaminan Periindungan hukum bagl Tenaga Kerja harian lepas

bldang jasa k.onstruksl.
a. Potensl Perusahaan jasa konstrukst di kota Semarang.

Kegiatan usaha bidang jasa konstruksi di keta Serrarang baik perusahaan
yvang berklasifikasi besar, menengah dan 'kecil yang keseluruhannya dalam
menjalankan kegiatanrya senantiasa mellbatkan sejurriahy tenaga kerja baik
tenaga kerja bertugas sebagal perencana proyek maupun tenaga ahlikonsuttan

dan tenaga kerja yang bekerja di Ilapangan biasa mendapatkan sebutan tenaga

kerja proyvek atau tenaga kerja harian lepas.

b. Perkembangan perusahaan/penyedia Jasa bidang Jasa kontruksl di kota

Semarang.
Perusahaan/penyedia jasa bidang jasa konstruksi di kola Semarang dari

tahun ke tahun perkembangannya semakin meningkat, hal tersebut dapat

dilihat pada tabel d bawah inl.
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Tabel |. Klaslflkasl Perusahaan Jasa Konstruksi Kota Semarang.

N Klasiflkasl 1995 | 1996 | 1957 | 1998 { 1999 | 2000 | 2001 | 2002

0 | Perusahaan )

1 |- A 74 75 89 81 82 94
B 93 100 99 86 93 87
c1 96 99 111 80 86 93
c2 216 223 206 187 215 231

2 B 22 17
M1 38 28
M2 85 81
K1 127 107
K2 231 180
K3 226 230

Juli 2002

Sumber BPC Gapensl Kota Semarang

Dengan melihat data perusahaan dalam daftar tabel diatas menunjukkan

bahwa jumlah perusahaan/penyedia Jasa bidang konstruksi dari tahun ke tahun

mengalami  peningkatan. Peningkatan jumiah perusahaanfpenyedia jasa bidang

jasa konstruksl membawa akibat pula pada perekutan tenaga kerja dalam

melaksanakan kegiatan/pekerjaan/proyek baik yang berasal dari pemerintah

maupun dari swasta/perorangan. Pekerjaan/proyek yang berasal dari pererintah

diberikan baik secara langsung maupun melalul jalur pelelangan. Pekerjaan yang

diberikan cleh pemerintah tanpa melalui pelelangan atau melalu penunjukkan

langsung akan merrberikan kermudahan bagl para pehyedia jasa. dalam

melaksanakan pekerjaannya, karena penyedia jasa hanya akan melaksanakan

pekerjaan tersebut sesual dengan ketertuan harga yang telah ada tanpa melalu
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proses pelelangan yang sangat melelahkan dan melalui beberapa tahsipe;n untuk
. dapat rnemenaﬁgkan peketjaan.

_ Sesual dengan ketentuan Undang-undang nomor 18 tahun 1989 tertang
jasa konstruksi !dan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 serta Keputusan
Dewan Lembaga Fengembangan Jasa Konstruksi Nasional (PPJKN) ho.
84/KPT: S{LPJK/D!)GIQOO‘I dalam pelaksanaaﬁ sertifikasi perusahaan jasa
konstruksi akan ditetapkan tentang kualifikas! perusahaan.

Tabel ll. Kuallfikasi Perusahaan Jasa Konstruksi

No Kualifikasl Nilal Proyek yang mampu Keterangan
cikerjakan

1 K3 Rp 0 s/d Rp 100 juta Kecll 3

2 K2 Rp 100 juta s/d Rp 400 juta Kecil 2 3
3 KA1 Rp 400 juta s/d Rp 1 miliar Kecil 1

4 M2 Rp 1 miliar s/d Rp 3 miliar Menengah 2

5 M1 Rp 3 miliar s/d Rp 10 miliar Menenhgah 1

6 B Rp 10 miliar s/d tak terbatas Besar

Surrber : Data Perusahaan

BPC Gapensi Kota Semarang
Juli Tahun 2002 -

*

* Pada pereknitan tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatar/ pekerjaary
proyek baik yang berasal darl pemerintah maupun darl swasta/perorangan.
Pekerjaawbroyek yang berasal dari pemerintah diberikan balk secara langsung
maupun melalui jalur pelelangan, Pekerjaan yang diberikan cieh pemerintah
tanpa melalli pelelangan atau melalil penunjukan langsung akan memberikan

kermudahan bagi perusahaan jasa konstruksi dalam rmelaksanakan pekerjaaniya,
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karena perusahaan tersebut hanya akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
ketertuan harga yang telah ada tanpa melalui proses pelelangan vang
melelahkan dan melalui beberapa tahapan unfuk dapat memenangkan pekerjaan,
Secara umum perusahaan jasa konstruksi yang akan dapat melaksanakan
pekerjaarvproyek terlebih dahuiu  harus memenuhi  syarat-syarat sebagai
perusahaan blddﬂg jasa konstruksi dengan spesifikasi bidang usaha yang ada.
Dalam praktek perusahaan jasa konstruksi dalam rmempercleh pekerjaan atau
memenangkan pekerjaanvproyek khususnya vyang berasal dari  pemerintah
melalui bei_:erapa tahapan dan memenuhi beberapa persyaratan :
1) Meﬁdéftarkaﬁ dan menganbl! formulir SKN beserta lampirannya.
2) Pada wakiu pengembalian SKN beserta lampirannya, harus*memiliki dan
menyerahkan “
a. Surat Permohonan mengikuti Prakisalifkasi.
b. Fato copy sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi
yang terakreditasi/L PIK/KADIN dengan Kualifikasi dan WKasifikasi Sub.
Bidang masing-masing. | |

c. Foto copy SILUK dan TDF untuk Konsultan dan Kontraktor, SIUP, TOP

untuk Pengadaan Barang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

de‘si!i Perusahaan.

d. Foto copy Nomor Pokok Wajib 5ajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak
(PKP).

e. Foto copy Alkte Pendirian Perusahaan dan (Perubahan bila ada), yang

telah di sahkan oleh pihak berwenandg.
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f. Surat Keterangan Dukungan Bank dengan meryebutkan nilai nominainya
atau Seldo Rekening Koran selama 3 (tiga) bulan terakhir.

g. Foto copy tanda lunas kewajil;an pajak tahuﬁ akhir (SPT/PPh) seria
laporan pqlanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21 atau Pasal 23 atau PPN
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.

h. Surat .Keterangan Dorvisili Perusahaan dan Surat lin Tempat Usaha
(SITY) dilampirt foto copy KTP Direktur Perusahaan.

i. Surat Keterangan Kinerja Baik dan tidak terrr*:asuk Daftar Sanksi atau
Daftar Htam  yang  dikeluarkan ﬁeésiasi Profesi  yang
Terakreditasi/LPJK/KADIN. - I

j. Data Pengalaman Pekerjaan dilampiri BA Penyerahan Pekerjaan terakhir
untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau SPK yang dilegalisir deh Pérmeri
Pekerjaan.

k. Salinan Neraca Perusahaan tahun terakhir bermaterai Rp. 6.000,00 (enam
ribu ruplah). |

. Daftar Sustnan Pemilikan Modal.

3) Untuk polrt b s/d | harus menunjukkan aslinya.

4 Persyaratan tersebut diatas dibuat rangkap 3 (tiga). "

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian !epas dalam pelaksanaan jasa

kontruksi berdasarke{n data di lapangan para responden rjﬁnganggap sangat penting

(100%). Hal tersebut disebabkan beberapa alasan. !

70). Daftar Parsyaratan untuk dapat msnglkutl Pelelangan yang di keluarkan olah; panitia islang Dinas Bina Marga Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2002 sumber dana APBD pada proyek peningkatan Pamaliharaan Jalan Berkala Cangklran -
Bfimbing, Purworajp — Sibolong, 1anggal 11 Marst 2002 :
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Tabel lli. Pentingnya Perlindungan Hukum Tenaga?Kerja Harlan Lepas dalam

pelak$anaah Jasa konstruksl.

N Pentingnya perlindungan thxmlah Prosentase

0 Responden (%)

1 | Mempunyai kepastian hukum dalam resiko l 17 65 %
kerja. '

2 | Memberikan ketenangan dan Ketentraman 3 12 %
clalam bekérja apabila terjadi kecelakaan :
Keria, ' .

3 | Melimpahkan bebantanggung jawab . B 23 %
perusahaan pada PT. Jamsostek ;

[ sumber : @ . 18 l

Berdasarkan data lapangan para respt.é:nden menganggap bahwa
perlindungan hukum bagl tenaga kerja harian lepas ibiciang jasa konstruksi sangat
penting dalam hal melindungi para tenaga kei]'aé dan keluarga ténaga kerja
apabila mengalami suaiu kecelakaan kerja yangj berakibat baik cacal tubuh
raupun mengatami kematian. ;
¢. Perlunya Perlindungan Hukum .

Data yang dihimpun dafam penelitian ini diar;rbil dan diolah dari isian daftar
pertanyaan yang disebarkan pada 25 (dua ;;:;uluh lima) perusahaaﬁ jasa
konstruksi dari berbagai klasifikasi perusahaan di kc§>ta Semarang.

Dari 25 perusahaan Jasa konstruksl di kcta %Semarang berpendapat bahwa
jaminan perlindungan hukum bag tenaga kerjia harian Iepas bidang asa
konstruksl dapat terwujud sehingga n'len'berikani ketentraman dan ketenangan

dalam bekeria.
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d. Jaminan perilndungan hukum bagl Tenaga Kerja harlan lepas bidang
- Jasa Konstruksi dl kota Semarang.

Tenaga_ Kerja harian lepas bidang jasa konstruksi merupakan tenaga kerja
yvang memiliki Karakteristik tersendini di bandingkan dengan tenaga kerja lainnya
karena didalam menjalankan suatu pekerjaanﬂ:selalu berpindah-pindah tempat,
tidak memiliki  jemmbaga/institusi sebagai tempat berlindung, mudah mnerir_na
peruitsan  hubungan kerja ‘walaupun pelaksanaan pekerjaan belum selesal,
penerimaan uﬁah vang tidak sama dengan jenis pekerjaan yang sama, fidak
permnah melakukan demortrasi pekerja menentang kebijaksanaan perusahaan,
dalam bekerja rawan kecelakaan.

Tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi
yang menggunakan peralatan-peralatan besar dan teknclog rrbdem .serta
pahan-bahan kimia, sehingga dengan demikian makin besar pula kemungkinan
tet]'adinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat hubungan kera yang
berakibat juga sarmpal kepada kematian. '

Karena kKemampuan keuangan perusahaan belum semuanya merriadai,
demikian juga tingkat pengetahuan dari_perrlik perusahaan maupun tenaga kerja
mengenai hak dan kewajibanttya berkenaan dénéan LU kecelakaan masih belum
tinggi meka sering terjadi bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan Kerja
merupakan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu dianggap periu dilaksanakan
Jaminan kécelakaan kerja dan Jaminan kematian sebagai Jaminan péﬂindungan
hukum bagi tehaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi dengan tujuan

antara lain meningkatkan kepastian pelaksanaan jaminan perfindungan hutum
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juga hak tenaga kerja sehubungan dengan kecelakaan kerja dan sekaligus
meratakan kemarmpuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Jaminan perfindungan hukum bagi tenaga keria harian tepas bidang jasa
konstruksi dapat dijadikan sebagai kekuatan yang prima yang dimiliki cleh tenaga
kerja harian lepas bidang jasa konstrukst daianj menjalarkan pekerjaannya yang
pehuh dengan tantangan dan pergumulan kerja.

Jaminan periindungan - hukum tersebut dapat dijadikan sebagal kekuatan
bagi perusahaan dalam melindungi Tenaga kerja yang bekerja padanya. Untuk
ity sudah sewajarhya apabila Tenaga Kerja harian lepas bidang jasa konstruksi
yang bekerja pada perusahaah |asa konstruksi patit mendapat Jaminan
perlindungén hukum

Apabila lanya mengandatkan tenaga kerja saja yang dimiliki maka“jelas
bahwa posisi tenaga Kerja harian lepas bidang jasa konstruksi akan terus
tersubordinasi dengan pengusaha jésa kopstruksi. Berdasarkan data vyang
dipercleh di lapangan baik melalui daftar pertanyaan dan wawancara Iangsung
dengan 25 pimpinan perusahaan jasa konstruksi bahwa tenaga kerja harian lepas
bidang jasa konstruksi periu mendapatkan jan‘1nan petiindungan hukum yang
berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan Kerja. |

Adapun vang menjadi alasan atau pertinbangannya- adalah sebagai
berikut :

a. Untuk memberikan Ketenangan teﬁ‘aga ker]'a”' harian lepas bidang jasa
konstruksi dalam bekerja.

h. Sebagai wujudr pelimpahan tanggung jawab perusahaan jasa konstruksi_ pada
pihak PT. Jamsostek.
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c. Mermpunyai nilai ekonomi apabila terjadi keceiakaan kerja dan kermatian maka
pihak perusahaan tidak menanggungnyasterbeban.

d. Sebagai alat untuk mengklaim.

e. Dana yang diberikan deh pihak perusahaan jasa konstruksi relatif kecii
dibandingkan bila pada perusahaan asuransi yang lain selain PT. Jamsostek.

f. Perwh dengan Kepastian hak yeitu dana yang diterima deh tenaga kérja
harian lepas bidang jasakonstruksi atau ahli warishya sesual dengan nilal
kontrak kerja Kmstruksi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa jaminan
perlindungan hukum bagl tenaga kerja harian lepas bidang |asa konstruksl
menunjukkan adanya kemanfaatan yang optimal hampir 20 % responden
menganggap bahwa jarminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian fepas
bidang jasa konstruksi memang jebih menguntungkan pihak perusahaan. Namn
ada juga yang menganggap (10 %) bahwa, jaminan perlindungan hukum bagi
tenaga kerla harian lepas bidang jasa konstruksi hanya menguntungkan pihak
PT. Jamsostek yang menerima setoran dana jaminan perfindungan hukum
perupa Jaminan kematian dan jaminan kecelakgan ketja tapl ternyata sérrpal
dengan penyelesaiaﬁ pekél]'aan/proyek tldak terjach suatu kecelakaan kerja.

Sesuai dengan Keputusan Merteri Teriaga Kerja yang dibuat atas dasar
sifat atau jenis pekerjaan serta seringrya terjadi perpindahan pekerja pada sektcr
jasa konstruksi  memerlukan  pengaturan tersendiri,  memungkinkan

penyelenggaraan program Jaminan sosial tenaga kerja badl tenaga kerja harian

lepas.
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2, Pelayanan PT. Jamsostek sebagal Iembaga pelaksana peraturan
perundang-undangan Jamsostek bagl kebutuhan periindungan Tenaga
kerja harian lepas bidang jasa Konstruksf.

Berdasarkan data Iapangan para responden menganggap bahwa
pelayanan PT. Jamsostgk bagl kebutuhan perlindungan Tenaga Kerja harian
lepas bidang jasa konstruksi yeng terwyud pada program Jamsostek dan
pelaksanaan program Jamsostek adalah penting (100 %) untuk di laksanakan
utamanya n‘i_gn-iliki hilai ekonomi tinggi hal tersebut disebabkan oleh beberapa

alasan antara lain ;

Tabel IV. Pentingnya Pelayanan darl PT. Jamsostek.

N Alasan pentingnya pelayanan Jumlah Prosentase

o Responden (%)

1 | Mempunyai nitai ekonomi tinggi bagi 17 65 %
tenaga kerja dan perusahaan,

2 | Mendapatkan kepastian hak sebagai 3 12%
neserta. 1 ‘

3 | Prosedur atau tata cara pengajuan klaim 6 23 %
yang relatif mudanh,

Sumber ; Qno. 15

Berdasarkan data lapangan para responden r‘nenganggap bahwa pelayanan
dari PT. Jamsostek sangat penting dan.periu bagi kgbt.ﬁuhan perlindingan tenaga
keria harian iepas bidanhg jasa konstruksl. Adapun alasan-alasannya dapat -dilihat
dalamtabel no. 4 dlafas. :

Disamping itu dapat ditambahkan bam‘/a fakta dilapangan mehunjukkan
pelayanan P1. Jamsostek yang terwujud pada program Jamscstek dan pelaksanaan

program Jamsostek dipercleh melalui penysbaran brosur-brosur, penyuluhan,
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mendatangi perusahaan vang belum mengikut sertakan tenaga kerjanya pada
program PT. Jamsostek, siaran berita lewat radio, media massa.

Manfaat Pelayanan PT. Jamsostek.

Pelayanan PT. Jamsocstek dalam rangka memberikan perlindungan tenaga
keria harian lepas bidang |asa konstruksh sangat bermanfaat sekali, hal tersebut
dapat dirasakan deh para pimpinan perusahaan.jésa konstruksi dan mengharapkan

adanya peningkatan pelayatan yang lebih balk.

| Ada beberapa perusahaan yang sudah memahami betapa besar manfaat
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi tenaga kerjanya. Jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini merupakan salah satu perangsang bagi
tenaga kerja-“ untuk  memberikan prestasinya kepada perusahaan dalam
mewelesaikén pekerjaan/proyek yang dikerjakan. |

Tabel V. Pengetahuan Tentang Manfaat Pelayanan PT. Jamsostek dalam

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

No Kiasifikasi Bermanfaat Cukup Tidak
Bermanfaat Bermanfaat

1 B 4 _— 0
2 M1 2 0
3 M2 8 2 o
4 K1 12 2 1
5 K2 9 1 0
6 K3 6 2 0

45 10 1

Surmber : Qho. 8 _ J
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Dalam pengamatan penulis bahwa masih ada perusahaan jasa konstruksi
yang belum mengikut serfakan para tenaga kerjanya pada program Jamscstek. |

Data diatas menunjukkan bahwa m;nfaat ‘pelayanan PT. Jamsostek dapat
dirasakan oleh para pimpinan perusahaan jasa konstruksi dimana para pimpinan
perusahaan jasa konstruksi tidak terlalu berat beban yang harus ditanggung, tenaga,
pikiran juga waktu yang lebih dapat diefektifkan. |

Pemerintah  melalul  Undang-undang no. 3  tahun 1992  tentang
Penyelenggaraan' Program Jamscstek sebenarnya merupakan bentuk pelayanan
negara kepada warga negaranya untuk mendapatkan periindungan. Hanya saja
masih ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan bentuk pelayanan ini.

Bagi pimpinan perusahaan jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan tenaga
kerjanya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sehiﬁgga
apabila terjadi suatu kecelakaan kerja maka tidak mendapatkan pelayanan dari pihak
PT. Jamsostek l;arena masih adanya suatu pengetahuan bahwa pendaftaran tenaga
kerja harlan lepas bidang jasa konstruksi terjadi secara ctomatis bersamaan dengan
nenanda tangan kortrak kerja konstruksi. Dari hasil wawancara secara langsung dan
penyebaran daftar pertanyaan di peroeh suatu data yanhg dapat dilibat pada tabel di

bawah ini.
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Tabel VI Pengetahuan Pimpinan Perusahaan Jasa Kkonstruksi tentang

pelayahan program PT. Jamsostek untuk bidang Konstruksi.

N Pengetahuan Pelayanan Jumiah Prosentase
o : ‘ Responden (%)

1 | Mengetahui _ ' 18 64 %

2 | Cukup Mengetahui 7 25%

3 | Tidak Mengetahui 3 1%

Sumber © Q'n'o.' 17

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa para pimginan perusahaan jasa
konstruksl mengetahui adanya pelayanan jaminan soslal tenaga kerja deh PT.
Jamsostek dalam rangka memberikan proteksi bagi tenaga kerja harian lepas bidang
jasa konstruksi yang bekerja padanya.

Uriuk mengartisipasi agar tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi
mendapatkan pelayanan dari PT. Jamsostek maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja
nomor Kep 196/Men/1999 tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial fenaga
Kerja bagi tenaga kerja harian lepas borongan dan perjanjian waktu kerja tertentu
pada sektor jasa konstruksi berfujuan :

{1, Bahwa perusahaan jasa konstruksi/penyedia jasa wajib mengikut  sertakan
seluruh tenaga kerja pada program qu'nan kecelakaan kerja dan jaminan
kerratlan.

2. Perusahaan jasa konstruksi/penyedia jasa wajib memperhitungkan besarmya

juran pada penawaran pekerjaan.
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3. Perusahaan jasa konstruksi/penyedia jasa harus menhgajukan pendaftaran
kepesertaan kepada Badan Penyelenggaraan Jamsostek yang terdekat dengan
mengist Formulir Jamsostek.

4. Perusahaan jasa Konsfruksi/penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi
kecelakaan kerja tenaga kerjanya kepada .kantor Departemen/Dinas Tehaga
Kerja setempat dan Badan Penyelenggaraan Jamsostek,

Kata wajlb mendaftarkan tenaga kerjanya merpunyai pengertian bahwa
adanya su:-.a;tu keharusén 5agi pimpinan perusahaan jasa konstruksi untuk mengikut
sertakan para tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi sebagal peserta
dalam program Pelayanan Jamsostek.

FPara pengusaha jasa konstruksi i kda Semarang berpendapat bahwa
kepesertaan para tenaga Kerja dengan adanya Keputusan Menteri 'I;anaga F“<er]'a
nomor Kep 196/Men/1999 tentang pentyelenggaraan program jaminan sosial tenaga

kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu pada

~ sekior jasa konstruksi tidek terwujud secara ctomatis karena sebagian pengusaha

jasa konstruksi masih perlu untuk mendaftarkan dan didaftarkan.
Untuk jelasnya dapat dlilihat dalam tabel berikut.

Tabel Vil. Pengetahuan Tentang Tata Cara Kepesertaan.

N " Tata Cara Kepesertaan Jumlah Prosentase

0 . Responden {%)

1 | Secara Otomatis 6 14 %
Diclaftarkan . 18 42 % ;

3 | Mendaftarkan 19 44 %

Surrber : Qno. 16 - . ' -
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Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya Kep. Menteri
tersebut tidak secara otomatis bahwa kepesertaan tenaga harlan lepas bidang jasa
konstruksi sebagai peserta program Jamsostek karena masih ada tindakan yang

dilakukan oleh para pimpinan perusahaan jasa konstruksi untuk mendaftarkan dan
didaftarkan tenaga kerjanya.

'Besarnya dan tata cara pembayaran luran.

Dengan adanya perubashan besarmya iuran yang harus diserahkan kepada
Badan Penyelenggara. Berdasarkan hasil penelitian l2pangan menunjukkan bahwa
20 responden bé!um mengetahui besarnya iwran yang harus dserahkah Kepada
Badan Penyelenggara khususnya pada pasal 10 Kep Men tersebut yang isinya

‘sangat rancu. sekali _dengan kenyataan yang ada disebabkan bahwa Tenaga kerja

harian lepas bidang jasa konstruksi tidak menerima upah secara®bulanan tapi
mereka akan menetima upah secara harian atau mingguan.

Berdasarkan hasil penelitan lapangan menunjuikan bahwa 20 responden
mengatakan bahwa besarmya iuran yang diserahkan kepada badan penhyelenggara
Jamsostek berdasarkan pada nilal kortrak kerja konstruksl. Penyerahan luran
sebagian besar dilakukan pada saat mereka para responden akan menarik dana
proyek dimana pekerjaan proyek tersebut sudah berjalan kurang lebih 30 — 50 %.

Pelayanan dari PT. Jamsostek dalam mewujuckan perlindungan kerja bag
tenaga kerja dapat dirasakan baik deh plhak perysahaan jasa konstruksi maupun
bagi keluarga tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi yang mengatami
kecelakaan kerja hingga kepada kematian. .

Berdasarkan data yang diperdeh di lapangan menunjukkan bahwa PT.
Jamsostek sucah merrberikan pelayanan kepada tenaga kerja harian lepas bidang
jasa konstruksi yang tertimpa kecelakaan kerja dapat dibaca pada tabel dibawah ini.
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Tabel VIl Nama-nama Tenaga Kerla Harlan Lepas (TKHL) bldang jasa

kenstrukst yang penulis ketahul di lapangan yang mengalami
kecelakaan untuk Tahuh Anggaran Proyek Pembangunan 2001 -

2002. ™"

No Nema tenaga kerja Tanggal dan jenis Perusahaan Jasa
harian lepas bidang kecelakaan kerja konstruksi tempat TKHL
jasa konstrulesi yang bekerfa

mendapatkan
kecelakaan ketja
1 Sulistiono 5—4~-2001 PT. ADHI KARYA
Mati, tercebur kedalam
- saiuran air
2 Sutopo 3-5-2001 PT. ADHI WIKA
Luka-luka, tertabrak mobil WASTUTI
proyek
3 T. Soedjarwato - 21-6-2002 PT. NINDYA KARYA
Cacat tubuh, tulang-
tulang betis dan fulang
kering kaki kiri patah,
tempurung lutut lepas ‘ ”
4 Siswento 3 -7-2001 PT.ADHI KARYA
Jatuh ferpeleset dari
jantai 5, cacat, tulang
rusuk pateh
5 Sakrani 26 ~2 - 2002 PT. WIJAYA
Jatuh dari balkon hingga CONSTRACTOR
meninggal dunia
6 Mochamad Kamarun 28 — 2 — 2002 PT. WITRA INTERIOR
Suharia Tenggelam dalam sumur
7 Roni 13 -3 -2002 PT. NINDYA KARYA
Jembatan roboh jatuh CABANG SEMARANG
kakinya putus
8 Saryono 24 -3 —-2002 _ PT ADHI KARYA
Jatuh dari lantai atas,
tulang punggung dan
kepala retak

PT.
Keri

Melihat data yang tersusun tersebut diatas menunjukkan bahwa pelayahan
Jameostek telah secara optimal untuk mewujudikan perlindungan bag tenaga
a harian lepas pada bidang jasa konstruksi. Besarnya dana yang diterima deh

tenaga kerja dan para ahli waris atau keluarga disesualkan dengan nilal kontrak kerja
seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

71}

Hasil wewancara dengan Bapak Y. Warkldl, Kasub Jarasostek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kola Semarang,
tanggal B Juli 2002
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Tabel IX. Tarlf luran JKK dan JKM - KepMen No. KEP-198/MEN/1999

Berdasarkan Niial Kontrak Kerja Konstruksi

Tabel a. Nilal Kontrak sampal Rp. 100 juta

Kontrak luran Kontrak luran
1.000,000 2.000 51.000,000 122.000
2.000.000 4.000 52.000.000 124.000
3.000.000 7.000 53.000.000 127.000
4.000.000 ' 8000 54.000.000 129.000
5.000.000 12.000 55.000.000 132.000
6.000.000 14.000 56.000.000 134.000
7.000.000 18.000 " 51.000.000 136.000
£.000.000 18.000 58.000.000 138.000
9.000.000 21.000 59,000,000 141,000
10.000.0600 24.000 60.000.000 144.000
14.000.000 26.000 61.000,000 146,000
12.000.000 28.000 62.000.000 148.000
13.000.600 31.000 63.000.000 151.000
14.060.000 33.000 64.600.000 153.000
15.000.000 38,000 85.,000.000 158.000
16.000.000 38.000 66.000.0G0 158.000
17.000,900- _ 40.000 87.000.000 160.000
18.000.000 ‘ 43.000 68.060.000 163.000
19.600.600 45,000 £0.000.000 165.000
20.000.000 48.000 70.000.000 168.000
21.000.000 50.000 71.000.000 170.000
22.600.000 . £2.000 72.000.000 172.000
23.000.000 55.000 73,000,000 175.000
24.000.000 57.000 74.000.060 177.000
25.000.000 60.000 75.000.000 180.000
~ 26.000.000 62.000 76.000.000 182.000
27.000.000 64.000 77.000.000 184.000
28.000.000 87.000 78.000.000 187.000
29.000.000 69.000 79.000.000 159.000
30.600.000 ' 12.000 80.000.000 182.000
31.000.000 74.000 $1.000.000 194.000
32.000.000 76.000 £2.000.000 196.000
33.000.000 79.000 33.000.000 198,000
34.000.000 81.000 84.000.000 120.000
35,000.000 84.000 $5.000.000 204.000
36.000.000 ' 86.000 £6.000.000 206.000
37.000.000 23.000 87.000.000 203.000
33.000.000 81.000 £8.000.000 211.000
39.000.000 93,000 $8.000.000 213.000
40.000.000 . $6.000 80.000.600 218.000
41.000.000 . 83.000 91.000.000 211,000
42.000.000 100.000 = §2.000.000 220.000
43.000.000 103.000 93,000.000 223.000
44.000.000 105.000 94 .000.000 225.000
45,000,000 108.000 85.000.000 228.000
46.000.000 110.000 86.000_000 230.000
4£7.006.000 112.000 97.000.000 232,000
48.000.000 115.000 28.000.000 335.000
49.000.000 117.000 98.000.000 237.000
§50.000.000 - 120.000 100.000.000 240.000
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Tabel b, Nilai Konfrak Rp. 100 juta — Rp 500 juta

Kontrak luran Kontrak luran
100.000.000 240.000 300.000.000 §20.000
110.060.000 259.000 310.000.000 £38.000
120.000.000 278.000 320.000,000 §58,000
130.000.000 287000 330.000.000 877.000
140,000.000 318.000 340.000.000 696,000
150.000.000 335000 350.000.000 715.000
160.000.000 354.000 380.000.009 734.000
170.000.000 173,000 370.000.000 753.000
180.000.000 392.000 330.000.000 772,000
190.000.000 411.000 160.000.000 791.000
200.000.000 430.000 400.000.000 810.000
210.000.000 449000 410.000.000 829.000
220.000.000 463,000 420.000,000 848.000 .
230.000.000 487.000 430.000.000 867.000
24.0.,000.000 508,000 440.000.000 886.000
250.000.000 525 000 450.000.000 905.000
260.000,000 544000 480.000.000 924.000
270.000.000 563.000 " 470.000.000 843.000
280.000.000 582.000 420,000,000 862.000
200.000.600 601.000 490.000.000 981.000
300,000.000 620,000 500.000.000 1.008.000 -
Tabei c. Nilal Kontrak Rp. 500 juta — Rp 1 milyar
Kontrak luran . Kontrak juran
500.0060.600 1.000.000 750.000.000 1.375.000
510.000.000 .~ 1.015.000 760.000.000 1.360.000
520.000.000 1.030.000 770.000.000 1.405.000
530.000.000 1,045,000 730.000.000 1.420.000
540.000.000 1.060.000 790.0006.000 1.435.000
550.000.000 1.075.000 - 800.009.000 1.450.000
5£60.000.000 1.090.000 $10.000.000 1.485.000
570,000,000 1.105.000 820.000.000 1.480.000
580.000.000 1.120.000 - 830.000.000 1.495.000
590,000,000 ' 1.135.000 840,000,000 1.510.000
£00.000.000 1.150.000 850.000.000 1.525.000
810.000.000 1.165.000 3606.000.000 1.540.000
620.000.000 1.180.000 870.000.000 1.555.000
630.000,000 1.185.000 380.000.009 1.570.000
840.000.000 1.210.000 850.000.000 1.585.000
$50.000.000 1.225.000 200.000.000 1.600.000
§60.000.000 1.240.000 910.0600.000 1.815.000
670.000.000 1.255.000 920.000.800 1.630.000
$30.000.000 1.270.000 830.000.000 1.654.000
690.000,000 1.285.000 840.000,000 1.660.000
700.000.000 1.360.000 950.000.000 1.675.000
710.000.000 1.345,000 960.000.000 1.690.000
720.000.000 - 1.360.000 870.000.000 1.705.000
730.000.000 1.375.000 930.000.000 1.720.000
740.000.000 1.000.000 880.000.000 1.735.000
750.000.000 1.375.000 1.000.000.000 1.750.000
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Tabel d. Nilai Konfrak Rp. 1 milyar — Rp. & milyar

Kontrak

luran Kontrak iuran
1.0600.000.000 1.750.000 3.000.000.000 4.150.000
1.050.000.000 1.810.000 3.050.000.000 4.210.000
1.100.000.000 1.870.000 3.100.000.000 4.270.000
1.150.000.000 1.830.000 3.150.000.000 4,330,000
1.200.000.000 1.880.000 3.200.000.000 4.390.000
1.250.000.000 2.050.000 3.250.000.000 4 450,000
1.300.000.000 2.110.000 3.300.000.000 4.510.000
1.350.000.000 2.170.003 3.350.000.000 4.570.000
1.400.000.000 2.230.000 3.400.000.000 4.630.000
1.450.000,000 2,280,000 - 3.450.000.000 4,690,000
1.500.000.000 2.350.000 3.500.060.000 4.750.000
1.550.000.000 2410000 3.550.000.000 4.810.000
1.600.000.000 2.470.000 3.606.000.000 4.870.000
1.6850,000,000 2,530,000 3.6850.000,000 4,930,000
1.700.000.000 2.590.000 3.700.000.000 4.990.000
1.750.000.000 2.650.000 3.750.000.000 5.050.000
1.800.000.000 | . 2.710.000 3.8006.000.000 5.110.000
1.850.000.000 2.770,000 3.850.000.000 5.170.000
1.900.000.000 2.830.000 3.800.000.000 5.230.000
1.850.000.000 2,880,000 3.950.000.000 5.290.000
2.060.000.000 2.850.000 4.000.000.000 5.350.000
2.050.000.000 3.010.000 4.050.000.000 5.410.000
2.100.000.000 3.070.000 4.100.000.000 5.470.000
2.150.000.000 3.130,000 4.150.000.000 5.530.000
2.260.000.000 3.180.000 4.200.000.000 5.550.000
2.250.000.000 3.250.000 4,250,000.000 5.650.000
2.300.000.000 3.310.000 4.300.000.000 5.7106.000
2.350.000.000 3.370.000 4.350,000.000 5.770.000
2.400.000.000 3.430.000 4.400.000.000 5.830.000
2.450,000.000 3.400.000 4 .450.000,000 5.880.000
2.500.600.000 3.550.000 4 .500.000.000 5.950.000
2.550.000.000 3.810.000 4.550.000.000 6.010.000
2.600.000.000 3.670.000 4.600.000.000 §.070.000
2.650.000.000 3.730.000 4.850.000.000 6.130.000
2.700.000.000 4.790.000 4.700.0007000 §.100.000
2.750.000.000 3.850.000 4.750.000.000 6.250.000
2.800:000.600 31.910.000 4.800.0006.000 6.310.000
2.850.000.000 3.870.000 4.850.000.000 8.370.000
2.900.000.000 4.030.000 4.900.000.000 §.430.000
2.950.000.000 4.080.000 4.950.000.000 5.490.000
3.000.000_000 4.150.000 5.000.0600.000 §.550.000
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Tabel e, Nilai Kontrak diatas Rp. 5 Mifyar

Kontrak

komponen PPN dari nilai keseluruhan kontrak.

Misalkan sebuah kontrak pekerjaan konstruksi bernilai Rp 660 juta dimana
sudah termasuk PPN didalamnya, maka nilal kortrak yang digunakan untuk

perhitungan iuran Jamsostek adalah Rp. 660 juta x 100/110 atau Rp 600 juta.

diberlakukan iuran sebesar Rp. 2.000,00.

luran Kontrak luran
5.000.000,000 8.550.000 7.500.000,000 8.050.000
£.100.600.000 6.650.000 7.600.000.000 9.150.000
5,200.000.600 8.750.000 7.700.000.000 8.250.000
5.300.000.000 6.850.000 7.800.000.G00 9.350.000
5.400.,000.000 6.950.000 7.900.000.000 9.450.0600
5.500.000.000 7.056.000 £.000.000.000 9.550.600
5.600.000.000 7.150.000 3.100,000.000 8.650.000
5.700.006.000 7.250.000 2.200.000.000 - 8.750.0600
£.800.000.000 7.350.000 $.300,000.000 9.850.000
5.500.000.000 7.450.000 8.400.000.000 8.650.000
6.000.000.000 7.550.000 8.500.000.000 10.050.000
6.100.000.000 7.850.000 8.600.000.000 10.150.000
§.200,000.000 7.750.000 8.700.000,000 10.250.000
6.300.600.000 - 7.850.000 3.800.000.000 10.350.000
6.400.000.000 7.8950.000 8.800.000.000 10.450.000
6.500.000.000 8.050.600 9.000.000.000 10.550.000
8.800,000.000 8.150.000 9.100,000.000 10.650.000
6.700.000.000 8.250.000 9.200.000.000 10.750.000
6.800.000.000 8.350.000 9.300.000,000 10.850.0600
§.900.000.000 §.450.000 9.400.000.000 10.950.000
7.000.000.000 8.550.000 §.500.000.000 11.050,000
1.100.000_009 £.650.000 9.600.0600.000 11.150.000
7.200.000.000 8.750.000 8.700.000,000 11.250.000
7.306.0600.000 8.850.000 9.800,000.000 11.350.000
7.400.000,000 3.950.000 9.900,0600.000 11.450.000
7.500.000.000 §.050.000 10.000.000.000 11.550.000
Penjelasan .

1. Nial kontrak kerja yang dimaksud disinl adalgh setelah dikeluarkan dahulu

2. lurah untuk  kontrak terendah pada tabel a (dbawah Rp. 1.000.000,00)

2. luran untuk kontrak diantara dua barls tabel dikenakan tarif dibawahnya




a. Kontrak Rp. 12.800.000 dikenakan tarif iuran Rp. 28.000

b. Kontrak Rp. 13.000.000 dikenakan tarif iuran Rp. 31.000

4. luran untuk kontrak diatas Rp. 5 milyar, dihitung dengan rumus :

luran = Rp. 6.550.000 + 0,'16 % x (Nlai Kontrak — Rp. 5 milyar)
Dengan pembulatan ribuan rupiah. ‘
. Misal: Kontrak Rp. 11,50 milyar dikenakan tér'rr sebesar
luran = Rp. 6.550.000 + 0,10 % Rp. 11,50 milyar — Rp. 5 milyar)

juran = Rp. 6.550.000 + Rp. 6.550.000 = Rp. 13.050.000

3. Kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapl oleh PT. Jamsostek dalam

melaksanakan perlindungan kerja bagl tenaga kerja harlan lepas bidang
jasa konstruksl )
Berdasarkan Qata lapangan yang dipercleh bahwa kinerja dari PT. Jamsostek
cabang Semarang belum menunjukkan kinerjanya secara optimal karema adanya
harrbatan-harmbatan.
Adapun hanbatan—harrbatan yang dihadapi oleh PT. Jamsostek dapat dilihat

pada tabel dibawah in : ' <
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. Tabe!

X. hambatan-hambatan vyang dihadapi

PT. Jamsostek dalam

melaksanhakan perlindungan tenaga kerfa harlan lepas bidang jasa

konstruksl.
No " Hambatan Keterangan

1 | Darl pihak PT Jamsostek : . Dengan jumlah petugas yang relatif sangat
- kurangnya tenaga kerja yang | kecil dibandingkan dengan permasalahan
profesional yang “dihadapl PT. Jamsostek harus mampu
- terbatasnya jumlah petugas memberikan pelayanan berkaitan dengan
program Jemsostek dan pelaksanaannya
harus  meluangkan  waktt  mengunjungl
perusahaan, memberikan penyuluhan dan

penerangan seria motivasi konstruktif.

- Tidak pernah dilibatkan dalam  setiap
pelelangan proyek pekerjaan terutama proyek
pekerjaan yang berasal dari pemerintah. :

o | Dari pihak Perusahaan Jase | - Pengetahuan dan pemahaman yang sangat

Konstrukst meliputi :

- pengetahuen yang kurang

- pemahaman
mumi

yang masih

- mapfaat' program Jamsostek
belum diopfimalkan

terbatas

undangan’

terhadep peraturan perundang-

tentang  perindungan  hukum

tenaga kerja harian lepas bidang jasa

konstruksi.

- Belum semuanya para pengt;saha yang

mengikutseriakan tenaga kerje harian lepas

bidang jasa konstruksi pada program
Jamsostek pada program Jaminan kecelakaan
kerja dan program kematian.

_'Belum tersentuhnya proyek atau pekerjaan
yang melibatkan tenaga kerja harian lepas
jasa konstruksi untuk proyek swasta.

- Masih adanya pendapat
kematian dan kecelakaan kerja merupakan

suatu takdir llahi.

suatu bahwea




No

Hambatan

Keterangan

Dari pihak Pemerinish kota
Semarahg

- Menganggap bahwa PT. Jamsostek sebagai
lembaga penerima dana dari para pekerja
yang tidak dapat dirasakan sebagai
“peningkatan pendapatan di daerah.

- Menganggap PT. Jamsostek hanya sebagai
institusi  yang berbentuk cabang sehingga
kewenangannya sangat terbatas.

- Tidak peinah memberikan Informasi pada
pihek PT. Jamsostek dengan adénya proyek-
proyek yang akan dikerjakan dan melibatkan
tenaga kerja harian lepas bidang jasa

konstruksi.

Dengan adanya upaya-upaya Yyang diakukan oleh PT. Jamsostek
mewujudkan kinerjanya dengan mengadakan penyuluhan-penyulthan ke berbagai
pihaknya misalnya apa yang telah dilakukan suatu kegiatan dengan melibatkan para
pimpinan perusahaan jasa konstruksi dalam suatu dialog interaktif Badan Pirrp_inan
Cabang (BPC) Gapensi (gabungan pengusaha pelaksana jasa konstruksi) kota
Sermarang pada fanggal & Juli 2002 tentang perlinduigan hukum bagi tenaga kerja
harian lepas bid?ng jasa konstruksi temyata banyak memberikan manfaat dan
membuka cakra{yala para pirrpinan perusahaan jasa konstruksl untuk lebih
memperhatikan nasib para pekerjanya walupun dalam pertemuan tersebut masih
muncul ‘adanya pendapat yang pro dan kontra tentang keberadaan .PT' Jamsostek
sebagai Badan Usaha Millk Negara yang memiflki stkap moncpai.

Dari data o lapangan yang diteliti 20 responden menjawab  bahwa

keberadaan PT. Jamsostek sebagal satu-satunya lembaga yang rmenghimpun dana
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para tenaga kerja khususnya tenaga kerja Iharian lepas bidang jasa konstruksi di
pertahankan hanya sampal pada tahun 2003 sebab sebagal BUMN tidak mampu
untuk memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak mengikut sértakan
pada program-Jamsostek. Demikian juga tingkat Pengawasan tidak pernah ada. Dan
apabita .pada téhun 2003 dengan dibukanya AFTA 2003 maka sudah waktunya
bahwa keberadaan FT. Jamsostek ditinfjau kembali dan diserahkan kepada suatu

lerrbaga yang independen dan lebih profesional.

B. PEMBAHASAN
Bertitik tolak dari hasil penelitian dan kajlan pustaka maka dapat dilakukan
pembahasan sebaga: berikut :
1. Pelaksanaan peraturan perundangan tentang jaminan soslal tenaga Kerja
hagl tenaga kerja harlan lepas bidang Jasa konstruksli di kota Semarang.
a. Inventarisasl Peraturan Perundangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Ketentiian hukum  Nasional mengenal Jaminan sosial tenaga  kerja
(Jamsostek) yang berlaku positif di wilayah Repu{:_)lik Indonesia sudah ada sejak
tahun 1960 yaitu berawal darl pendirian Taspe‘n‘ (Tabungan Asuransi PegaWai
Negeri) dan Ass.'u;ansi ABRI pada tahun 1970. Sukses penerapannya memberi
masukan bagi pembentukan skema jaminan sosial tenagé kerja (Jamsostek)
untuk karyawén sektor swasta pada tahun 1977 yang disebut dengan skema

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK).
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1} Undang-undang

1. UUno 14 tahun 1969 : Ketentuan-ketentuan pokeok mengenal Tenaga Kerja.

2 UUno 1tahun 1970  : Tertang Keselamatan Kerja.

3, UUneo 3 tahun 1992 . Jamsosiek,

4. UUno 11 tahun 1998  : Perubahan berlakunya UU no 25 tahun 1977 tentang

Ketenaga Kerjaan.

a. PP

PP 33/1977 . ASTEK

PP 8/1981 : lF’erlindungan upah.

PP 301983 - Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 33 tahun 1977
tentang ASTEK.

PP 14/1993 . Penyelenggaraan Program Jamsostek.

b. Keppres/Keputusan Presiden

- Keppres 35/1 Q82
- Keppres 11!1985 X

- Keppres 64/1985 ;

- Keppres 10/1987 ©

- Keppres 28/1988 .

- Keppres 51/1988

Perubahan besarnya uang jarminan kematian uang kubur
ASTEK

Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan .bagf
Jaminan Kecelakaan Kerja €STEK.

Perubahan besarnya uang jaminan kematian ASTEK.
F’erl.ibahan besarnya/perawatan jaminan kecelakaan kefja
dan perubahan besarrya uang jarminan kematién ASTEK
Besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
ASTEK. | |

. Perubahan Keppres 28/1988 tentang besarnya jarﬁnan_ _

kecelakaan kerja dan jaminan kematian ASTEK
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¢. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Per men Naker)

1.

Far men Naker

No Per 20/Men/1971 ;

Per men Naker

No Per MMenﬁ 003 :

Per men Naker

No Per 05/Men/1993

Per men Naker

No Per 36/Men/1995 :

Per men Naker

No Per 05!Men/1 996 ;

Per men Naker

No Per. 01/Men/1998 :

Per men Naker

No Per 03/Men/1998 .

Pembagian Kerja dan Peraturan Tata Tertib

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional.

Jaminan Kecelakaan Kerja.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan,
Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan

Pelayanan Jamsostek.

-Penerapan Badah Penyelenggara Program -

Jamsostek .

Sistem Managemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerija.

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan

bagi Tenaga Kerja dengan manfaat lebih baik
dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

dasar Jamsostek.

Tata cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
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d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmen)

Kepmen Naker

No. Kep 116/Men/1977 :

Kepmen Naker

No. Kep 227/Men/1983 :

Kepmen Naker

No. Kep 03/Men/1994 -

Keprmen Naker

No. Kep 150/Men/1899 |

Keprnen Naker

No. Kep 196/Men/1998 :

Peraturan tata cara penyertaan pendafiaran,

Pembayaran iuran dan Pembayaran Jaminan
ASTEK

F;engaturan Permeliharaan Alat Bantu (Or these) dan

atau Alat Pengganti.

Penyelenggaraan Program Jarminan Sosial Tenaga
Kerja bagi Tenaga Kerja, Harian Lepas, Tenaga Kerja

Borongan dan Tenaga Kerja Kontraktor.

Penyelenggaraan Program Jarminan Sosial Tenaga
Kerja bagl Tenaga Kerja Harlan Lepas, Borohgan dan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
Ketja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan
Perjanjian Kerja waktu tertentu pada sektor jasa

konstruksi,
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e. Instruksi Menteri Tenaga Kerja (Ins. Menaker)
Ins. Menaker
No. Inst/05/\MYRW/1996 :  Pengawasan dan Perrbinaan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan

Konstruksi Bangunan.

Hasil wawancara dengén Kas Sub Din -._Pengawasén pada Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang di katalan bahwa ! “
Untuk perlindungan Hukum bagi tenaga kerja harian lepas khususnya bidang jasa
konstruksi tetap berpegang pada peraturan perundangalt yang berfaku karena sifat
atau karakteristik dari tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi maka oleh
permerintah dikeluarkanfah Feraturan Menteri Tenaga Ketja dan Transiigrasi nomor

Kep 7 QWenf'? 999 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi

. Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja waktu tertentu pada

sektor jasa konstruksi. Namun mengenaj tata cara kepesertaan, sama seperti yang
diatur pada A no 3 tatun 1 992 tentang penyelenggaraan JAMSOSTEK.

Hanya pada pasal 9 Kep Men tersebit diatas belum dapat dllaksanakan

karena besarrwa upah bagi tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi bukan

perdasarkan pada gaji setiap bulannya, sehingga Kep Men tersebut harus ditinjau
kerrball 72, karena upahvgaji yang diterima oleh tenaga kerja tersebut diatas
berdasarkan pada tingkat kehadirannya untuk setiap minggunya, Kepesertaannya
pada program JAMSOSTEK berdasarkan pada nilai kortrak konstruksi dimana ia

bekerja pada perusahaan jasa konstruksi.

72) Wawancara dangan Ny. Dawi Indrihastutl, SH Ka Sub Din Pengawasan Kantor Dinas Tenaga Katja dan Transmigrasi
Kola Semarang, Juli 2002




b. Pentingnya Pelaksanaan Peraturan Jaminan Soslal Tenaga Kerja bagl
Tenaga Kerja Harlan lepas Bldang Jasa Kontruksl dalam meng'hadapl
resiko kerja.

Tenagé Kerja harian lepas bidang -iésa kontruksi memiliki  karakteristik
tersendiri bila dibandingkan dengan tehaga kgrja yang lain, mengingat bahwa
keberadaan mereka pada suatu kegdiatan proyek tidak berlangsung secara terus
menerus sampal kegiatan proyek tersebuf selesal karena apabila pekerjaan
hampir mendekati penyelesaian hanya dibutuhkan beberapa tenaga kerja saja
dan dengan_‘_g?udahnya pengusaha jasa kontruksi melalui pelaksanaanya untuk
memberhentikan mereka dan hwengatakan képada mereka apabila ada pekerjaan
akan dipanggil kenrbali,

Tak dapat dipungkiri, tujuan akhir yang diharapkan dari para pengﬁsaha
jasa kontruksi dengan dikut sertakan para tenaga kerja harian lepas dalam
program jaminan sosial fenaga kerja (Jamsostek) adalah ketenangan kerja
diharapkah dengah dijaminya resiko-reskko sosial dalam melaksanakan
peker]‘aan,seﬁerti kecelakaan Kerja, kermatian, maka produkiivitas paré tenéga
kerja tersebut dabat dipertahankan dan ditingkatkan. |

Mengingat kermampuan kenangan perusahaan belum semuanya memadai,
demikian juga tingkat pengetahuan dar para‘ pengusaha jasa pelaksanaan
konstruksi  maupun tenaga kerja rr'ue::}genai hak dan kewajlbannya berkenan
dengan Lhdahg—undang kecelakaan masih belumn tinggl meka sering terjadi
bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja merupakan pihak yang

dirugikan.
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FErr;érfntah melalui Undang-undang no.03 tahun 7992 dapat kita termukan
pada Konsideran (b) yang menyebutkan : “bahwa dengan semakin meningkatnya
peranan ténaga kerja dalam perkembangan permbangunan nasional di seluruh
tanah air dan semeakin meningkatnya pembangunan teknodogi diberbagai sektor
kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggl resiko yang mengancam
keselarmatan, kesehatan dan kesejahferaan tenaga kerja sehingga periu upaya
peningkatan perfindungan tenaga kerja* ™

Maksud isi konsiderans termaksud di atas apabila kita kaji secara
mendatam, maka menunjukkan usaha pemerintah untuk menyelenggarakan
kesejahteraan tenaga kerja. Usaha Itu direalisasikan dengan menyelenggarakan
jaminan sosial dengan tujuan unfuk memberikan perlinduhgan terhadap tehaga
kerja, sehingga keberadaan tenaga kerja di dalam mengerjakan tugasﬁﬁ cli
perusahaan merasa dihargai hak-hak azasinya sebagai manusia.

Lebih fanjut pasal-pasal dari UU No. 3 Tahun 1982 tersebut merupakan
peraturan perundang-undangan yang mati apabila tidak df dukung dengan
peraturan pelaksanaannya sebagai pedorr;an mempunyai  kepastian hukum.
Peraturan pelaksaﬁaan ini ditujukan untuk mengi'ddupkan peraturan itu, sehingga
efekihvitas daﬁ peraturan yang telah terbentuk dapat berfungsi hila diterapkan
dalam masyarakat.

PeféfUran | pelaksana UU No.3 Tahun 1992 agar dapat berfungsi
menjalankan aktivitasnya adalah :

Peraturan Pernerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, maka

73). UNDANG-UNDANG NO.3 Tahun 1692, konsiderans
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wadah untuk menyelenggrakan program Jamsostek sudah ada. Wadah ini
rmerupakan lembaga yang ditunjuk dan dibentuk secara khusus dleh Pen"aerintah
sebagai penyelenggara Jamsostek.

b. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena
Hubungar Eerja. Denhgan adanya peraturan inl menunjukkan bahwa pemerintah
sangat peduli akan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Karena bukan
hanya kecelakaan kerja saia yang akan disantunl, tetapi juga penyakit yang
tinnbul akibat hubungan kertja.

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor ;| PER-O5/MEN/1993 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaren Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan,
dan Pelayanan Jarninan Sosial Tenaga Kerja.

‘d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 tentang Penetépan Badan
Penyelenggara Program Jaminan Sosial tenaga Kerja Sehagal Badan
Penyelenggara Prdgram Jamsostek ditunjuk PT. JAMSOSTEK (Persero).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga Ketja Harian Lepas

Bidang Jasa Konstruks: utuk terus menerus mewujudkan peningkatan kehldupan

yand berupa kesejahteraan utuk  tenaga kerja  tersebut.  Dengan adanya

permbaharuan yang dikeluarkan deh pemerintah menunjukkan bahwa ada upaya
vang baik ::lari.1 pemerintahn  unfuk mengartisipasi adanya perubahan dalam
masyarakat, bahwa kehidupan tenaga kérja (baca : manusia) senantiasa diatur cieh
hukum untuk mencapai kesejahteraan, tertib dan tentram.

Oleh karena Itulah kita fihat dalam kehidupan sehari-hati seorang warga
masyarakat ada yang ingin mengetahui aturan hukum apa saja yang mengatur

kehidupan. Sebaliknya ada sebagian warga masyarakat yang bermaksud tidak mau
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mengerti kermc;"l‘an menjadi. mengerti. Disamping itu juga terdapat kenyataan dalam
masyarakat, yaifu adanya warga masyarakat yang mengeﬁi hukum, akan tetapi
helum tentu mau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditunfut hukum,
~ sehingga berkecenderungan melakukan kewajiban menyimpang {(melanggar
ketentuan yang telah digariskan). |

Untuk mengatasi masalah {ersebut, pada saat sekarang ini deh berbagai
pihak telah dipikirkan dan d!la‘ksanakan usaha-usaha yang bersifat penerangan
hukum. Pemerintah sebagai titik sentralinya, sekarang ini telah mengadakan usaha-
usaha nyata untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ini semua
merupakan usaha dalam rangka merberi tahu kepada seluruh warga masyarakat
téntang aturan-aturan hukum vang ada dan perlu mereka ketahui serta peran
bagaimana yang harus mereka lakukan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan

hukum itu.

Usaha-usaha termaksud di atas merupakah_l obyek tinjauan ilmu pengetahuan
Hukum dan Masyarakat.
Sedangkan vang dimaksudian dengan ifmu hukum dan masyarakat disini adatah :
“Suatu tinjauan tentang makin masuknya bidang hukum itu ke dalam bidang-bidang
kehidupan kemasyarakatan yang semakin berkembang, seiring dengan Kemajuan
teknologi maupun perkermbangan jaman.” ™ Dengan demikian sudah barang tentu
diclalam n'zerflpélajari' 'hukum da masyarakat Ini pusat perhatiannya tertuju kepada
hukum bukan hanya sebagai das solen saja, melainkan juga hukum selalu
mengalar perkermbangan seirama dengan perkermbangan masyarakat. )
74), MG.SRIWIYSRTI SUNYOTO, Hukum dan Masyarakat Stuol Tenteng Hukum dan Perubshan Sosial, BPK Fakultas

Hukum UNS, Surakarta, 1966, halaman 2.
75). SATJIFTO RAMARDJQ, Hukum dan Masyarakst, CV. Angkasa, Bandung, 1980, haleman 15
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Apabila kita mefihat perkembangan masyarakat dewasa ini, maka akan

* terlihat bahwa hukum ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakét sermakin

meningkat. Masukniya hukum ke dalam bidang-bidang kehidupan ini dikarenakan

masyarakat itu semakin sadar akan keberadaan hukum dalam kehidupannya.

Sedangkan dari pihak Pemerintah dengan masuknya hukum ke dalam kehidpan

masyarakat diharapkan suasana negara menjadi tertib dan tentram.

Berdasar kenyataan pefken'bangan masuknya hukum ke dalam kehidupan

masyarakat, di dalam masyarakat itu sendiri timbul persepsi yang berlainan terhadap

hukum, Persepsi yang majemuk itu adalah ;

<1

2.

Hukum datam arti innu,

Hukum dalam arti disiplin at.au sistem ajéran tentang kenyataan.
I—Ukﬁm dalam arti kaidah atau norma.

Hukumn dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis.

Hukum dalam arti keputusan pejabat.

Hukum dalam arti petugas.

Hikum dalam arti proses pemerintahan yang menyangkut hubungan
fungsichal ﬁntara fungsional leglslatif, eksekutif dan yuclikaﬁf. |
Hukum dalam.arti perilaku yang teratur dan ajeg.

Hukum dalam arti jalinan nilai-nilal sebagaimana yang diartikan deh secrang

filosof." 768)

Persepsi y;rang majemuk tersebut merupakan penelusuran yang sifatnya

renyeluruh, yaitu mencakup pengdertian hukum darl berbagal sudut pandangan dan

mengangkat ke dalam papan sosial budaya, pditik, idediogi dan ekonomi. Hanya

76}, SOERJONO SOEKANTO, Op, Cit, halaman 2
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keperluan akademis saja pada suatu ketika kita mengiSoIasikan sistem hukum untuk
dipelajari, khﬁsusnya dalam hubungannya denhgan penerapannya pada masyarakat.
Pada saal yang seperti itu kita mengandaikan hukum sebagai suatu lembaga dtonom
yang mampu untuk mengatur masyarakat,

Dalam suasaha relatif normal, maka penglsdasian hukum dari kdﬁeksnya
yang lebih luas hampir tidak dirasakan kekurangannya. Berbeda halnya apabila
hukum itu harus bekerja dlte}ngah—teng‘ah masyarakat yang sedahg mengalami
perubahan kuat seperti negara indonesia ini. Dalam keadaan demikian, sangat
dirasakan kebutuhan untuk mengkaji dan memahami hukum secara luas dan
mendalam. Bentuk pengkajlan yang demikian tersebut membawa kita kepacda
pemahaman tentang pergeseran fungsi hukum ditengah-tengah masyarakat, ..

Persepsi masyarakat yang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi hukum
karena di dalam masyarakat banyak timbul permasalahan-permasalahan yang harus
segera diselesaikan. Permasalahan itu kadang tidak dapat diselesaikan melalui

kebijaksanaan yang harus dirumuskan terlebih dahulu.

Tentang pergeseran fungsl hukum dapaf diirumuskan :

“Persoalaipersocalan hukum sekarang ini bukan lagi persoalan tentang Iégalitas
formal, tentang penafsiran serta penerapan .pasatpasal undang-undang secara
semestinya dan sermacam itu, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum
secara sadar. sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru
tersebut.” |

Lebih Ianlext sebagaimana pada setiap situasi perubahan, maka di sini kita
dihadapkan dengén adanya kepincangan-kepincangan antara tuntutan keadaan dan

pelayanan yang dberikan oeh hukum. Padahal apabila kita perhatikan, maka
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tuntutan keadaan itu menghendaki agar hukum itu difahamkan sebagai saluran untuk
T merumuskan kebljakan (policy) dalam bidang-bidang ekonominya dilihat dari segi
kepertingan produksi belaka, akan tetapi harusiah dilihat dalam 'ran_gka
meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Hubungan Industrial Pancasila melihat antara Pekerja dan Pengusaha
mempunyal  kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan. Karena dengan
perusahaan yang majulah semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraan. /"

Dengan adanya UU No. 3 Tahun 1892 yang masuk, ke dalam bidang
kehidupan masyarakat tenaga kn_arja dan perusahaan berakibat semakin memperiuas
persepsi masyarakat terhadap hukum. Sekarang ini masyarakat mermandang
keberadaan UUJ No. 3 Tahun 1992 dan PT. JAMSOSTEK (Pe;sero) bukan hanya
berfungsi hukum dan wakil Pemerintah untuk menjalanian kewenangan“ guna
“menerapkan pasal-pasalnya secara persuasif dan ctonom melainkan juga sebagai
saluran untuk merumuskan kebijaksanaan yang bergerak ke arah penggunaan
hukum sebagal suatu kenyataan sosial yang secara sadar eksistensinya memang
dibutuhkan sebagai sarana untuk menyusun tata kehidupan yang bertujuan untuk
merajukan kesejahteraan hidup tenaga kerja dengan cara merberl perlindungan
kepadarnya. Hal~hat'y.fang seperti inilah merupakan sebuah cita-cita dari pada negara
untuk merealisasikan prograrmya sehingga dapat menangani sasaran dan terpaduy;
selain itu' dengan adarya peraturan Itu tenaga kerja (lebth luas masyarakat paca
umurnya) dapat merasakan dan nﬁngerti kalau keberadaannya hukum yang
berlaku di dalam masyarakat itu bukan saja sebagal tindakan pengaturan dan
paksaan yang berkaitan dengan perridanaan, namun sebagai sarana yang dapat

77). HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA, Direktorat Perlindungan dan Parawatan Tenaga Katja, Dinas Tenaga Kerja dan
Transrigrasi, 2000 halaman 8
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memrberi perlindungan.
Apabila rmasyarakat sadar akan adanya hukum yang berlaku di dalamnya,
meka tugas hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan kesebandingan hukum

dapat terlaksana. Pemberian kepastian hukum terfuju pada keterliban, sedangkan

- perrberian kesebandingan hukum tertuju kepada ketenangan dan ketertraman.

Secara nyata, bahwa suafu kehidupan bersama atau masyarakat -akén tertib
apabila ada kepastian hukum délam hubungan antara sesama manuéia akan tenang
apabila dapat menerima apa yang sebanding dengan segala peri—keiakuamﬁya
(sesuai dengan hak dan kewajibannya). 70

Demikian juga dalam periindungan hukum untuk tenaga kerja harlan lepas
bidang jasa kontruksi. Pemerintah khusus mengeluarkan suatu kebijakan b_erupa
Keputusan Merteri teraga Kerja homor Kep 196/Men/1999 tentang © .
“Penyelenggaraan Program Jaminan Scsial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan
dan Perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi®.

Keputusan Menteri tersebut diatas merupakan suatu pernbaharuan kebijakan

-pemerintah dalam memberikan suatu perlindungan hukum untuk tenaga kerja harian

lepas pada sektor jasa konstruksi, Adanya suatu kemajuan yang dapat dirasakan
oleh para tenaga harian lepas jasa konstruksi untu‘k lebih aman dalam menjalankan
pekerjaantya.

Pasal 10 (1) Keputusan Merteri tersebut disebutkan bahwa besarnya iuran
didasarkan .étés nil'éi Kontrak Kerja Konstruksi dan nilal komponen upahnya fidak
diketatut atau tidak tercanturn, maka besarmya luran urtuk program jarminan

kecelakaan kerja dan jarminan kematian ditetapkan sebagai berikut °
79). SOERJONO SOEKANTO, MUSTAFA ABDULLAH, Sosiologl Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980,
hataman 95
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1. a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sebesar 0,24 % dar nilai kontrak kerja konstruksi.

b. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapah iuran
huruf a ditarmbah 0,19 % dari selisih nilal yakni dari Kontrak Kerja Konstruksi
dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Pekerjgan konstruksi di:atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan
iuran huruf b ditambah 0,15 % dari selisih nilai yakni dari nilai Kontrak Kerja
Kanstruks! dikurangl Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sgnr*pai
dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar perietapan iuran
huruf ¢ ditanioah 0,12 % dari selisih nilai yakni dari nilai Kontrak .Kerja
Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000,000,00 (satu mifiar rupiah).

e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah) sebesar
penetapan iuran huruf d ditambah 0,10 % dari selisih nilai yakni dari nilai

Kontrak Kerja Konstruksi dikurangt Rp. 5.000.000.000,00 (lima rrillar rupiah).

Nilai kd1trak' Kerja Konstruksi yang cﬁperguﬁakan sebagal dasar perhitungan
iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (1) tersehut diatas atau pembiayaan
pekerjaan konstr:uksi dilakukan secara Voor Financiering maka penbayéran uran
dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Sekaligus secara tunai pada saat di rulainya pekerjaan konstruksi atau pada

saat pembayaran phase pertama.
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b. Bertahap sesual phase pembayaran dengan ketentuan seluruh iuran harus
sudah lunas selarrbat-lambatnya pada saat péhyedia jasa menerima
perrbayéran phase terakhir,

Di dalam bestek (baca : petunjuk-petunjuk untuk melakukan pekerjaan)
pembayaran harga pekerjaan biasanya dilakukan -dengan angsuran-angsurantermijn
yang disebutkan bilahgan banyaknya dan besar nilainya untuk mendapatkan
dana/pembayaran sebeiunwa. diberlkan terlebih dahulu 20 % dari nilal kertrak
sebagai uang mMuka dan apabila pekerjaan konstruksi mencapal 55 % maka pihak
penyedia jasa konstruksi berhak mendapatkan pembayaran 50 % dari nilai rkontrak
dan dipctong uang muka yang telah diterima telebih dahulu. Perrbayaran pekerjaan
tersebut biasanya disertai dengan tanda pemrbayaran uang Jaminan Scsial Tenaga
Kerja yang telah disetorkan ke pihak FT. JAMSOSTEK. Tanpa bukti pembayaran
tersebut maka pihak penyedia jasa tidak mungkin mendapatkan dana dari permberi
pekerjaan lewat Kantor Perrbayaran Kas Negara (KPKN) atau Kas Pemerintah
Daerah melalui Bank Permbangunan Daerah Jateng. _

Menurut pasal 1608 KUH Perdata disebutkan bahwa : Jikalau pekerjaan

. dikkerjakan sepctong demi sepotong atau seukurah derri seukuran maka pekerjaan
itu dapat diperiksa sebagian demi sebagian, pemeriksaan tersebut dianggap pihak
yangd mrrbormékan tiap-tiap hak memiayar di pemborong menurdt imbangan dari
apa yang telah selesal dikerjakan. )

Cara pembayaran dengan termijn  ini banyak mermberi keuntungan-
keuntungan érxtara lain :

a. Mengamankan keuangan negara/pinak yang memberikan pekerjaan/proyek,
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Dengah adanya term'jh mengenai pembayaran ini yang biasanya pembayaran
Ini lebih secikit dari nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan deh pemborong
pemberi jaminan adanya keamanan keuangan hegara/pihak  yang
membaorongkan, sebab pemborong masih merasa mempunyai ikatan yang kuat
terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan tersebut yaitu masih terikat adanya
jaminan pelaksanaan yang ada cﬁp'ihak.perrberi tugas dan nilai uang sebesar
selisih biaya pengeluaran$ urtuk pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan
dengan pembayaran vang da terima.

. Tidak merugikan pengusaha jasa kKonstruksi.

Ba_gi para pengusaha jasa konstruksi/permborong yang bergerak dalam
iapangén pelaksanaan pemborongan bangunan dengan adanya pembayaran
secara termijn tidak begitu banyak mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, lagi pula dapat menger}akan;beberapa
pekerjéan calam éaat yang sama dengan modal yang tidak begitu besar, lebil-
lebih bagi pernborong yang belum begitu kuat mengenal keuangannya.

. Menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Dengan adanya terrﬁ'jn perrbayaran yang balk dan tepat pada waktunya
dapat mengu&ungkan pihak pengusaha jasa konstruksi dan pemberi pekerjaan
sebab dgngah adanya termijn itu biaya untuk pelaksanaan pekeriaan tersebut
bagi pengusaha. jasa konstruksi sudah ada sehingga dapat diharapkan dapat
merrpertahani(an jalannya pekerjaan yang sedang dikerjakan atau dilaksanakan
tersebut, sedang bagi pemberi pekerjaan/proyek dengan termijn tersebut waktu

penyelesaian dan akhimya penyerahan pekerjaan dapat dilakukan tepal pada
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wakiunya sehingga hasil pekerjaan tersebut cepat dapat dimanfaatkan, iebih-
lebih bangﬂnan yang sangat perlu dan segera untuk dimanfaatkan.
Misainya : |

Mengenéi pekerjaan pembuatan suatu bendungan, apabila bendunganiwvaduk
tersebut cepat penyelesalannya maka manfaat dar! hasil pekerjaan tersebut lekas
dapal dinkmati hasilnya- untuk mengairi sawah-sawah dengan tidak menunda
nunda waktu. Hal ini dapat merupakan peningkatan penghasilan masyarakat
yang dapat menunjang pembangunan sarana pembangunan berikutnya.

Demikian juga contch lain dalam pemrbuatan jemmbatan, gedung sekdah,
gorong-gorong, pembuatan talud di sepanjang jalan td, jer_rbatan penyeberangan
dan lain-lain. |

D dalam prakiek perjanjian Kerja Kontrak Konstruksi antara penyedia jasa
Konstruksi dan pemberi pekerjaan yang dilelangkan dengan sistem termijn ini banyak
dilakukan, karena adanya beberapa keuntungan tersebut.

Namun pembayaran dengan sistem terrrijn ini tidak merupakan keharusan
sebab bag pengusaha jasa konstruksi yang kuat dalam segi keuangannya_ dapat
tidak mengambil termijn pembayaran-pembayaran tersebut, baru diambil setelah

pekerjaan yang dilaksanakan selesai secara keseluruhan

a. Hubungan resiko dan jaminan,

Setiap tenaga kerja yang bekerja dengan \mendapatkan penghasilan baik
dalam hubungan kerja (pekerja) maupun tidak dalam hubungan kerja (mandiri) selalu
menghadapt resiko-resiko soslal  ekonomi tertertu dalam pekerjaannya yaitu

kemungkinan menderita sakit termasuk kehamilan dan persalinan, mengalami cacat,
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mencapai hari tua, meningga! dunia dan mengganggu karena Permutusan Hubungan
Kerja.

Resiko-resiko tersebut sebagaimana vang disebutkan dalam Pasal 15
__ Undang-undang No. 14/1 569, sifatnya universal terjadi dimanapun dan kapanpun,
dinegara industri maju dan di negara berketvbang, sehingga harus ditangani secara
sistematis, terencana, dan teratur melalui program-program sebagairrﬁna yang
diatur = dalam ' Lhdang—undang‘ No. 31992 wvaitu kecelakaan kerja, jaminan
pemeliharan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Jaminan kecelakaan Kkerja menanggulangi sakit, Cacat dan kermatian akibat
ketja, jaminan permeliharaan kesehatan menanggulangi sakit akibat apa saja,
kehamilan dan persalinan, jarminan hari tua rmnanggufangi kematian biasa. ‘

Satu-satunya resiko yang belum dltanggulangt adatah pengangguran akibat
pernutusan hubungan kerja (PHK). Daiam hal ini Jamnan hari tua sebagai jaminan
masa depan karyawan dapat diberikan dalam hal’ karyawan mengalémi PHK
sebelurn berurmur 55 tahun, asalkan telah menjadi peserta setidak-tidaknya selama 5
tahun, | -

Dalam tabel resiko jaminan Kelihatan adianya beberapa fumpang tlndih (over
lapping) dalam penanggulangan resiko deh karema itu dalam penyelenggaraan
program-program jaminan sosial tu sebaiknya dilakukan secara terpadu; sehingga

sejauh mungkin mérupakan satu kesatuan paket jaminan.
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Tahel XI. Hubungan Reslko — Jaminan

Resiko. Sakit Hamil Bersalin | Cacat | Har | Kematian | PHK |
Jaminan tua

Jarrinan -- X (X) X
Kecelakaan |
Kerja

Jaminan
Pemeliharaan (X) X X
Kesehatan

Jaminan Heri X X X X
Tua

Jaminan {X)
Kematian |

X masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

{X) resiko— jaminan utama

Sumber . PT. Jamsostek Cabang Semarang Tahun 2002

Ada beberapa | perusahaan yang sudah memahami betapa besar manfaat
j‘am‘nan kecelakaan kefja dan jaminan kerratian bagl tenaga kerjanya. Jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini merupakan salah satu perangsang bag
tenaga kerja untuk memrberikan prestasinya kepada perusahaan dalam

menyelesaikan pekerjaan/proyek yang dikerjakan.
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Tabel Xil: Pengetahuan Tentang Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian

No Klasifikasl Bermanfaat Cukup Tidak
Bermanfaat Bermanfaat
-1 B 6 3 1
2 M1 5 3 2
3 M2 10 4 1
4 K1 14 8 1
5 K2 12 1 1
6 K3 8 1 1
55 18 7 _

Surmber : Qno. 8

ini berarti responden yang berjumiah 80 -~ orang, 55 orang responden
menjawab bermnfaat, 18 responden menjawalb cukup bermanfaat dan 7 responden
menjawab tidak bermarrfaat.

Sebagairmna yang terfuang dalam penjelasan umum Kep. Menteri Tenaga
Kerja nomor Kep. 196/Men/1 990 hahwa pehyelenggara jaminan sosial tenaga Kerja

memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi Kebutuhan hidup minimal bagi
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tenaga kerja beserta keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja
yang telah menyurrbangkan tenaga dan pikirannya.

Menurut pengamatan peneliti bahwa keberadaan tenaga kerja harian lepas
bidang jasa konstruksi vang mengerjakan pekeriaan proyek sangat rawan dengan
kecelakaan dan kecelakaan kerja yang terjadi blasanya karena faktor manusiatya
(tenaga kerjanya) karena mereka jarang menggunakan alat-alat melindungi dirinya
yang telah disediakan oleh pihak penyedia jasa/perusahaan konstruksi, terutama
penggunaan alat pengaman untuk  baglan kepala dalam  mengerjakan
proyel/bangunan gedung berlartai lebih dari 4 (empat) tingkat.

Menurut Napitupulu (1989) jika dkaji sebab-sebab dari setiap. kasus
kecelakaan kerja, maka akan selalu didapatkan kesulitan dalam pengkajian tersebut.
Untuk mengat';lsi hal ini akan lebih bljaksana jika terleblh dahulu menggolongkan
kKecelakaan kerja ke dalam kelompcok umum penyebabnyé, sehingga akan lebih
memudahkan upaya pencegahan dan penanggulangan setiap kecelakaan it sendiri.
Dalam hal ini sebab-sebab urrum kecelakaan kerja adalah sebagal  berikut ! |
1. Keadaan tempat (lingkungan) dan peralatan. kerja yang berbahaya, misalnya

fantai terpat kerja licin, ruangan kerja panas suhunya, berlsik, alat-ala:t kerja

rusak dan tidak dilindung. | 1 |

2. Perilaku atau perpuatan dalam pekeria yang keliru, misalnya yang beféangkutan
ticlak mengikuti aturan/prosedur kerja yang berlaku.

3. Penyebab-penyebab yang pada saat itﬁ chi I__uar jangkauan pemikiran orang-orang
yang terlibat di dalamnya sebagal akibat pengembangan metode kerja.

Setiap kali Kkecelakaan kerja terjadi, maka tenaga kerja, pimpinan

perusahaan/pengusaha dan negara akan dirugkan. Keruglan terhadap karyawan
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antara lain : ménderita rasa sakit, takut dan berduka cita, cacat tubuh, tidak mampu
lagl beker]a éama, menderita gangguan jiwa, kKehilangan nafkah dan masa depan,
fidak dapat menikmati kehidupan vyang _Iayak, sedangkan kerugian terhadap
pimpinan perusahaan/pengusaha antara lain : kehilangan produksi kerjafwaktu.
Penelitian menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja
dengan tingkat intelegensia di bawah normal lebih besar dibandingkan dengan
 intelegensia diatas normal. Angka kecelakaan kerja yang tinggl terjadi pada crang
yang kurang berpengalaman deh sebab itu latihan sebelum melakukan pekerjaan
yang meliputi proses kerja, cara-cara kerja dan pencegahan kecelakaan seria
peraturan-peraturan keselamatan kerja di perusahaan anta_ra lain berisl hukurman
apabila syarat-syarat kerja tidak dipenuhi (untuk memberikan mclivasi) dan insentif
terhadap penurunan angka kecelakaan sangat penting untuk dilaksanakan,
Penvediaan alat keselamatan kerja oeh pihak kontraktor/penyedia
jasa/pengusaha jasa kmstruksi merupékan hal yang penting dibutunkan untuk
rnenunjang péiaksanaan prodram keselamatan_ kerja. Peralatan keselamatan kerja
yang berupa topi ‘helm keras, tali, sabuk tempat duduk, penyurmbat telinga, i_(acamata
pelindung mata dan lain-lain hendaknya dipersyaratkan pada semua Jenis pekerjaan
mengingat bahwa suatu permasalahan yang akalj dapat menimbulkan kecelakaan
kerja yang semakin meningkat berasal dari kejatuhan benda, jatuh dari ketinggian

serta kebisingan di terpat kerja. ®

79). Napitupulu,.Kesoﬂamétan Keria Terpadu dalam Sistern Manajernen, NModul IL.IMPI, GBMPE, [nstitul Manajsmen
Proteksi Indonesta, Jakarta, 1989 hal 14
80). Barris DS Paulson B Sudinante, Manajeman Konstruksl Profasional, Penerbit Erlangga, Surabaya, 1983, halarnan 13

i
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b. Kecelakaan kerja dan pencegahannya

Kecetakaan kerja merupskan salah satu resiko kerja. Kecelakaan kerja tidak
hanya berdampak negatif terhadap tenaga kerja, tetapi juga berdarmpak negatif
terhadap keluarga, lingkungan dan masyarakat, bangsa dan negara. Banyak ibu-ibu
mehjacl sfress karena suaminya terkena kecelakaan yang berakibat cacat tubuhrya
‘dan tidak dapat melakukan tugas-tugasnya banyak anak-anak tidak dapat
meneruskan sekolah karena oréhg tuanya tidak marmpu mermbayar SPP.

Kasus-kasus malapetaka seperti kecelakgan. Kebakaran, peledakan dan
penyakit akibat kerja sangat merugikan semua pihak dan erat kaitannya dengan
berbagai masalah ekonorri. Oleh karena itu dalam usaha memberikan jaminan égar
setiap tenaga kérja berhak atas pekerjaan kemanusiaan, periu diadakan
pengarmanan terhadap usaha produksi dan surrber-surmber béhaya yahg
diperkirakan akan lebih meningkat, baik jumiah maupun macammnya sebagai akibat
perkembangan industri sendiri, °" |

Dalam keyakinannya bahwa resiko kerja tersebut di atas tidak dapat dihindari,
terutama untuk mereka yang bekeria di bidang jasa konstruksi sebagai tenaga keria
harian Tepas. Setiap saat kecelakaan kerja tersebut dapat menimpanya dengan
begitu dekatnya, sehingga jelas bagi kita bahwa kecelakaan kerja n‘:erupakan suatu
kejadian yang tidak terduga dan tidak di harapkan. )

Diseb‘ut sebagal kejadian yang tak terduga karena di balik peristiwa tersebut

terdapat unsur ketidaksengajaan, dan tidak dalam bentuk perencanaan. Disebut

sebagai peristiwa yang ticak diharapkan karena peristiwa kecelakaan clisertai

84). Yayasan Keselamatan dan iKasshalan Kerja (Y3K), Manajemen Kesslamatan dan Kosehsian Ketja, Jakarta, 1883,
hataman 54 -
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kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang
paling berat. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yahg berhubungan dengan
hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja di sini dapat bérarti, bahwa
kecelakaan terjadi dikarenakan deh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan
pekerjaan. Maka datam hal inl, terdapat dua permasalahan penting, yaitu
a. Kecelakaan s‘ebagai ékibat langsung pekerjaan, atau
b. Kecelakaan yang terjadi padé saat pekerjaan sedang dilakukan.

Kadang-kadang kecelakaan akibat kerja' diperluas ruang lingkupnya hingga
meliputi juga kecelakéan—kece]akaan vang térjadi pada saat perjalanan atau transpor

ke tempat kerja dan darl tempat kerja, sedangkan kecelakaan yvang terjadi di rumah

atau pada waktu cuti adalah di luar lingkup kecelakaan akibat kerja, walaupun hal

tersebut seringkali dimasukkan dalam program keselarmatan’ perusahaan.
Kecelakaan-kecelakaan demikian termasuk kepada kecelakaan umum hanya saja
menimpa tenaga kgr]'a d luar pekerjaannya. Bahaya pekerjaan mencakup faktor-
faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat, mendatangkan kecelakaan. Bahaya
tersebut disebuf patensial, jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan
kecelakaan. Jika kecelakaan telah terjadi, maka bahaya tersebut sebagal bahaya
nyata.
c. Faktof - faktor Penyehab Timbulnya Kecelakaan Kerja
Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, keseimbangan dan lain-lain
rnerupakan akibat dari adanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan.
Bahan-bahan yang mengandung racuh, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-

pesawat dan sebagairya serta cara-cara kén’a yvang buruk, kekurang ketrampilan

“wu
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dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yéng baru,

senartiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat ketja.

Maka dapatlah dipahami periu adanya pengefahuan keselamatan kerja yang
maju dan tepat. Selanjuthnya dehgan perafuran yang maju akan tercapai keamanan
yang bersangkutan dengan hal Inf dapat mempertinggi mutu pekerjaan,
meningkatkan produksi dan produktifitas kerja. (Suma'mun, 1991 © 28) -

Jika kecelakaan terjadi tertu ada sehabnya. Sebab-sebab kecelakaanpun
bermacam-macam. Pehggolongan sebab-sebab kecelakaan di berbagai negéra tidak
sama. Namun ada kesamaan umum, bahwa kecelakaan disebabkan deh dua
penyebab:

1, Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human
acts). |

2. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (unsafe conditution). %

Ada pula penggdmgan fain yang membag penhyebab timbuinya kecelakaan
kerja dalam 4 (enpat) faktor, yaitu meliputi
a. Faktor manusia ; misalnya karena kurangnya ketrampilan atau pengetahuannya

atau salah penempatannya;

b. Faktor material/baharn/peralatan : misainya b?%1an yang seharusnhya terbuat dari
baja, akan .tetapi supaya lebih murah biayanya, diganti dengan ‘bahan lain,
sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.

c. Faktor bahaya/sumber bahaya :

1. Kondisi dari berbahaya (unsafe -condition), yaitu keadaan-keadaan vyang

berbahaya dari benda, mesin atau peralatan.

§7) Manual, Pembinaan Panitia Pembina Kesslamatan dan Kesehatan Kerja, 1993, halaman 9




2. Perbuatan-perbuatan vyang berbahaya dari manusia, perbuatan vyang

berbahaya dari manusia mempunyal latar belakang sebagal betikut

a. Karena kuranghya ketrampilan dan pengetahuan akan sunmber-sumber

bahaya yang ada atau yang akan timbul.

b. Keletihan atau kelesuan melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai akibat

lamanya wakiu bekerja ataupun karena fakto-fakior psycoogs di

Iingkungan terpat kerfa.

¢. Kornbinasi dari kedua faiktor tersetut ¢ atas,

Sumber-sumber bahaya yang ada atau yang akan timbul

Kebakaran dengan sermua akibatiya.

Peledakan dengan semua akibatnya,

Kerusakan mesin, pesawat dan bahan produksi.

Hiangnya waktu kerja yang produktif.

Kemercsotan produksi.

Sqasana tegang dan keresahan antara karyawan dan pengusahé‘ di
iingkungaﬁ kerja. |

Dan laln sebagainya.

Faktor yang dihaciapi misalnya : kurangnya permelfiharaan/perawatan mesin-

mesin atau peralatan, sehingga tidak dapat bekerja dengan sempurna.™

d. AKibat-akibat Kecelakaan Kerja

Akibat terjadinya kecelakan kerja adalah timbulnya kerugian-kerugian. Dimmana

kerugian-keruglan ini dapat dikelormpokkan dalam 5 jenis kerugian, yaitu:

a. Kerusakan

63). Sunartp Adi Sanjoye, Hukum Katatanegaraan Dalam Norma Kaselamatan Katja, Jurusan HAN FH UNDIP, Samarang.
1097, halaman 10
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b. Kekacauan organisasi
¢. Keluhan dan kesedihan
d. Kelaiman dan cacat
e. Kematian ™ lain itu akibat kecelakaan kerja/kecelakaan industri juga dapat
dikelompokkan menjadi dua sifat, vaitu : |
1. Kerugian yang bersifat ekonomis antara lain
. Kerusakan / kehancuran rﬁesin, peralatan, bahan dan bangunan,
. Biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan,
) Tunjangan Kecelakaan; |
. Hiangnya waktu kerja;
. Menurunnya jumiah maupun mutu produksi;
. Dan lain-lainhya.
2. Kerugian yang bersifat non ekonorris
Pada umumnya berupa penderitaan manusia, yaitu para karyawan, baik
berupa kematian, cacat ringanh, cacat berat/cacat total dan tetap. % |
e. Langkah-langkah Pencegahan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dapat dicegah melalui :
1. Peraiuran perundangan N
Yaltu ketentuan-ketertuan yang dwajibkan mengenal kondisi-kondist kerja
pada urmm&a, perencanaan, konstruksi perawatan dan pemeliharaan,
pengawasan, penguiian, dan cara Kerja peralatan industri, tugas-tugas

pengusaha dan burub, latihan, supenisi medis, PPPK, dan pemeriksaan

B4) Suma'mur #2, Op. Cil.halaman 5B
85) Sunatto Adi Sanjoyo, Op.cit.halaman 10
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kesehatan pengusaha dan Aburuh, latihan, | supervisi medis, PPPK, dan

pemeriksaan kesehatan,

2. Stahdar_isasi -

Yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi, atau tak resmi
mengenai  rrisalnya mengenal  konstrukst yang memenuhi syarat-syarat
keselamatan jenis-jenis peralatan industri tertentu, praktek-praktek keselarmatan

dan higiene urmum, atau alat-alat perlindungan diri.

3. Pengawasan

Yaitu pengawasan tentang dipaiuhinya ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang diwajibkan.
4. Penelitian bersifat teknis
Yaitu yang meliputi sifat-sifat dan ciri-clii bahar-bahan uang berbéhaya,
penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat perlindungan diri,
penelitian teitang pencegahan peledakan gas dan debu, atau penelaahan
tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambangtambang
pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya.
5. Riset Medis
Yaitu yang meliputi yang terutama penelitian tentang efek-efek ﬁsidogi dan

patologl Taktor-fakior lingkungan dan teknologi, dan keadaan-keadaan fisik yang

mengakibatkan kecelakaan.
6. Penelitian psikaogis
Yaitu penyelidikan tertang pola-pola kejiwaan yang mengakibatkan terjadinya
kecelakaan, |

7. Penelitian secara statistik
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Yaitu untuk memetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya,
mengenal siapa saja, dalam pekerjaan apa, dan apa sebab-sebabiiya.

8. Pendidikan

Yaitu yang menyvangkut pendidikan keselamatan dan kurikulum  teknik,
sekdlah-sekolah pemiagaaan atau kursus-kursus pertukangan.

9. Latihar-iatihan
Yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang bary,
dalam keselamatan kerja. T
10. F’enggairéhan
Yaltu penggunasn aneka cara penyuluhan atau pendekataan lain untuk
menimbulkan sikap untuk selamat.
~11.Asuransi
Yaitu insensif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaanh, misalnya

datam bentuk pengurangan premi yang dibayar cleh perusahaan, jika tindakan

keselarnatan sangat baik.
12, Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan'

Yaitu yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselarmatan
kerja. Pada perusahaaniah, kecelakaan-kKecelakaan terjadi, sedangkan pola-paa
kecelakaan pada suatu perusahaan sané;at tergantung Kkepada tingkat
Kesadaraan akan keselamatan kerja oleh semua pihak yang bersangkutan.””
Kermdiah penanggulangan/pencegahan tersebut ditujukan terhadap
1. Lingkungan / mesin / alat ketja dan pembinaan segl manusianya !

85) Suma'mur2, Op.cit. hataman 12
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. Linékungan harus bersih dan memenuhl syarat-syarat lingkungan kerja,
yang meliputi ventilasi, penerangan, sanitasi, suhu udara;
. Terrpaf tinggal karyawan terpelihara dengan baik;
; Keadaan gedung dengan perencanaan yang tepat dan selamat.
2. Pemeliharaan rumah tangga perusahaan :

+ Meliputi penempatan/penimbunan barang-barang, mesin-mesin, bejana-

bejana.

« Mencegah atau memberantas bahayé Kebakaran, maka gedung harus
memiliki alat-alat permadam kebakaran, harus ada pintu Keluar darurat,
lubang venrtilas!, lantai yang bersih dan tidak licin.

. Kegiatan di pabrik atau tempat kerja dengan perencanaan yang baik akan
terlihat dari cara-cara pehgaturan operasi, termpat mesin dengan |;roses
yang aman, cukup penyediaan alat-alat, pedoman-pedoman pelaksanaan
dengan aturan-aturantya. .

+ Mesin-mesin yang digunakan di pabrik, alat dan perkekas kerja harus
memenuhi  syarat-syarat keselamata'n kerja dan direncanakan dengan
cermat, cukup dilengkapi dengan alat-alat pelindung diri, dsb. ‘

3. Terhadap faktor manusia harus

b1

» Memperhatikan ketentuan-ketentuan wakiu kerja dan waktu istirahat
menurt  Undangrundang Kerja No. 1 Tahun 1951, karena bekerja
melampaul ketentuan undang-undang dapat menimbulkan kelelahan dan

kecelakaan kerja.
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+ Perrberian pekerjaan yang sesual dengan kemampuan, juga harus
diperhatikan kurangnya konsentrasl, *"disiplin kerja, perbuatan-perbuatan
yang dapat mendatangkan kecelakaan, ketidak cocokan fisik dan mental.

4. Dalam rangka usaha pencegahan secara dini, perlu diutamakan aiat-alaf
pelindung diri yang memenuhi syarat-syarat :

-. Alat pelindung dirl itu harus ehak dipakai;

»  Tidak mengganggu dallam melakukan pekerjaan;

« Memberikan perlindungan yang efektif terhadap jenis bahaya.

f. Perlindungan Kerja

1. Pengertian Perlindungan Kerja
Secara eksplisit, pengertian perlindungan kerja tidak terdapat di Qalam

peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan. Tetapi pengertian perlindungan Kerja

ftu secara inmplisit tercdapat di dalam Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 1969

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, yang berbunyi ;

“Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kesehatan,

serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan vang sesual dengan

rmartabat manusia dan moral agama”®.

Pasal S tersebut kernudian dijabarkan dalam horma perlindungan kerja yang

_ diatur di dalam Pasal 10 yang berburyi

¢ Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup -
a. norma keselamatan kerja

b. norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan

c. norma kerja
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d. pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitiasi dalam hal kecelakaan
kerja”.

Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dapat dilakukan dengan jalan
memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakl.ian hak-hak
asasi manusia, perlincungan fisik dan teknis serta spsial dan ekonomi melalui norma
yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan bagi
pekerja sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 10 Undang-undang No. 14
Tahun 1968 mencakup hal-hal sebagai berikef : |
a. Norma keselamatan kerja meliputi ; Keselamatan kerja yang bertalian dengan

mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan

tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.

b. Norma kesehatan Kerja dan hygiene perusahaan yang meliputi pemelih;araan
dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan mengatur
pemberian o;:;at-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan
tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi hygiene perusahaan dan
kesehatan tenaga kerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja
atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagl perusahaan untuk
tenaga kerja,

c. Norma kerja meliputi : perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan
waktu kerja, sﬁstem pehgupahan, istirahat, cuti, kefja wanita, kesusilaan, ibadah
menurit agama keyakinan masing—masind vang diakui odeh pemerintah,
kewajiban soslal kemasyarakatan dan sebagainya, guna memelihara kegairahan
dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga

pertakuan yang sesuai dengan martabat manusla dan moral agama.
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d. Kepada'Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan atau menderita penyakit
akibat pekerjéan, berhak atas ganti kerugian perawatan dan rehabilitasi. Dalam
hal seorang tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan dan atau penyakit
akibat pekerja.%:m, ahli warisnya berhak -menerima ganti kerugian,

Periindungan bagi tenaga kerja adalah salah satu unsur terpenting dari usaha
untuk  meningkatkan kesejahteraan. Hal inipun  terlihat dari komvensi-konvensi
internasional tertang tenaga kerja. Enam buah konvensi yang pertama-tama
dilahirkén oleh ILO (Internasional Labour Organization) pada tahun 1918 semuanya
menhgandung unsur perlindungan, yaitu :
1. Hours of Work (lndustry) Conventlon,
2. Unemployment Convention;

3. Maternity Pratection Convention;

4. Minimum Age (industry) Convention;

5. Nght Work cf Young Persons (Industry) Cawgntim.

Dengan adanya pengakuan hak-hak tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas,
maka seca;'a' timbal balik ada kev}aiiban-kewajiban tenaga kerja terrﬁat di maﬁa dia
bekerja, mraupﬁn terhadap negara. Hal ini mentinjukkan gambaran bahwa sifat
perlindungan  dari  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia  tidak semata-mata
perlindungan unfuk sekedar perlindungan belaka.

Menurut iman Soepomo (1983:59-60), asas untuk melindungl tenaga kerja yang
dikehendaki dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu .

1. Diadakan ketentuan-ketentuan yang sifatnya  mengatur, mermberi  aturan
mengenai pelbagai soal yang akan berlaku‘, bila kedua helah pihak buruh dan

majikan tidek mengadakan aturan sendiri. Dengan demikian maka terhadap
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berbagai soal yang oeh kedua beiah pihak tidak diaturnya, terdapat ketentuan
apa yang akan berlaku, sedang jika ketentuan itu tidak ada, akan terjadi
kekacauan dan tindakan sewenang-wenang. Karena ketenfuan ini sifatnya hanya
mengatur  saja, yaitu mengatur bila. pihak-pihak yang bersangkutan tidak
mengadakan aturan sendirl, maka ketentuan itu dapat disingkirkan oleh kedua
belah pihak. Kemungkinan ini melemahkan maksud perlindungan, karena dalam
kenyataannya pihak majikan yang kuat ekonominya, selalu dapat memaksakan
sesuafu kepada buruh yang lemah ekonominya, Yang terjadi ialah penyimpangan
dari ketentuan itu yang merugikan buruh...‘

. Berhubungan dengan itu meka diadakan ketentuan-ketentuan yang sifatiya
memaksa yang tidak boleh dikesarmpingkan dengan merugikan tenaga kerja. Jika
penyimpangan itu merugikan tenaga kerja, maka aturan yang c!itetapkan' deh
kedua belah pihak menjad batal, sedang yang berlaku adalah ketentuan yang
dimuat dalam Buku Ketiga Titel Vila Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

: Perlindungén yang sifathya di antara me;ﬁgatur dan memaksa adalah cara
periindungan yang menetapkan, bahwa menyimpang dari ketentuan yang ada itu
hanya dibolehkan dengan perjanjian tertulis dalam peraturan majikan (reglernent).
Jad mengadakan aturan yang menyimpang ‘secara lisan, tidak dibdehkan,
Walaupun .dem'kian menyimpang masih d boehkan, tetapi dibatasi dengan
syarat forn:il.' Dengan demikian kedua belah pihak diharuskan menrikirkan
dengan seksama apakah betul-betul menghendaki aturan yang menyimpang.

. Akhirnya perlindungan bagi pihak tenaga kerja yang lemah ekonorrinya, terletak

nada kekuasaan pengadilan yang tidak terdapat pada perjanjian [ainnya,
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Sedangkan menurut Muhamad Djurrhana (1994.246-247), perlindungan terhadap
tenaga kerja dengan jalan mengakui hak-haknya merupakan jiwa seluruh ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang perburthan kita. Hal itu bukan saja sesuai
dengan kedudukan buruh sebagi “human being®, sebagai manusia pribadi dengan
segala harkat dan martabatrya, akan fétapil sejalan pula dengan hakikat
pembangunan nasional yaitu membangun  manusia  seutubnya.  Demikianlah
permbangunan ketenagakerjaan’ ditujukan untuk peningkatan, pembentukan, dan
pengembangan tenaga kerja (buruh) yang berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan
Periwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan menmperiuas
lapangan kerja serta keserrpatan kerja %" -

Ramdion 'Naning memberikan batasan pengertian tentang periinfjungan kerja
adalah pembentukan, pengetrapan dan Pengawasan, sedangkan yang diméksud
dengan norma adalah standar (ukuran tertentu yang dijadikan pegangan pokok
dalam masalah periindungan kerja itu meliputi berbagai norma yaitu terdiri dari (1)
horma kesehatan kerja, (2) norma keselarmtan'kerja, (3) norma kerja, (4) jam‘nan
atas hak ganti rugi terhadap tenaga kerja yang mendapat kecelakaan atau pényakit
akibat menjalankan pekerjaan.

Tenaga kerja harus mempercleh perlindungan kérja dari berbagai persc_:alan yang
dapat ‘menirrpa dan menganggu dirinya di dalam melaksanakan pekerjaan, Untuk
meningkatkan mutu dari para fenhaga kerja dan hasit produksi diperlukan adanya
" suaty jaminan perlindungan kerja bagi tenaga kerja dan para pengusaha diwajibkan

mermperhatikan kesejahteraan tenaga Kerja yang dipekerjakannya.

87) Muhamraad Djumhana, Himpunan Peraturan Parundang-undangan Tentang Jaminan Sosial Tanaga Ketja, Ghalia

Indonesia, 1994
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Dalam Pengamatan peneliti dilapangan bahwa selain disebabkan oeh
keadaan yang rmembahayakan (unsafe conditions) maka sebagian besar kecelakaan
kerja disebabkan karena faktor manusia. Tindakan berbahaya (unsafe acts) yaitu
perilaku  atau kesalahan—késalahan yvang dapat menimbulkan kecelakaan seperti
ceroboh, tidak rmemakal alat pelindung diri disebabkan karena kurang sadar akan
pentingnya keselamatan kerja, tingkat pengetahuan dan pémhamn yvang mudah
tentang keselamatan kerja, kekurang tahuan dalam proses kerja, cara kerja serta
terlalu percaya akan kermampuan sendiri.

Keria, kualitas dan kuantitas kerja menurun, bertambahnya kerja fermbur
karena untuk pengganti waktu ketja yang hilang, perbaiken dan pemindahan mesin-
mesin dan alat-alat kerja lainnya, kehilangan waktu kerja bagi tenaga kerja/staff
lainnya untuk (penyelidikan kecelakaan itu, membantu tenaga kerja yang m_eﬁderita
kecelakaan, ‘melihat/menonton  kecelakaan itu, memberikan simpati). Kerugian
terhadap néga.ra lain : kehilangan tenaga kerja yang terampil unfuk menunjang
ekonomi nasional, kekurangan tenaga Kerja yang terampll sehingga perlu tenaga
keria asing untuk mengisinya, dengan adanya pengumuman-pengunmunian adanya

kecelakaan kerja maka ada kemungkinan generasi muda mermiliki karier jenis

pekerjaan bidang tertentu.

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha tehnis pengamanan termpat,
peralatan dan lingkungah kerja sangat perlu untuk divtamakan. Namun Kadang-
kdang keadaar; bahaya masih belum dapat dikenclalikan sepenuhnya, cleh karena
itu periu juga digunakan alat-alat pelindung diri (personal prdective denvices). Alat-
alat tersebut harus memenuhi persyaratan :

- enak dipakai
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- ftidak mengganggu kerja
- mermberikan perlindungan efektis terhadap jenis bahaya.
Disarmping itu ‘tenaga kerja juga harus memperhatikan perlindungan dirinya

| yang berupa alat-alat proteksi dari beraneka ragam rmacarmmya. Jika digolongkan

menurut bagﬁan—bggian tubuh yang dilindungi bentukrya sebagal berikut.

1. Kepala . pengikat rambut, penutup rambut, dan topi
2. Mata " : kacarnata dari berbagai gelas
3. Muka ' ; perisai muka
4. Tangan dan jari-jar : sarung tangan
5. Kaki . sepatu

! 6. Alal pernafasan : respirator/masker khusus )
7. Telinga , . sumbat telinga, tutup telinga
8. Tubuh : pakaian.kerja dari berbagai bahan.®®

Yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di termpat
kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan atau pengusaha. |
Kewajiban pengusaha atau pimpinan pe'rusahaaan dalam melaksanakan
keselarmatan dan kesehatan kerja yaitu : |
1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban menunjukkan dan

rnenjelaskal:m- fentang
a. Kondisi dah bahaya yang timbut di termpat kerja.
h. Semua alat pengamanan dan pelindung yang di haruskan.

¢. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya.

B8) Suma'mur P.K.M.Sc, Hiegene Perusahaan & Kesehatan Kerja, CV., Hajl Masagung, Jakanta, 1924, halaman 217
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d.

Memeriksakan kesehatan baik pisik maupun mental tenaga kerja yang

bersangkutan.

2. Terhadap tenaga kerja yang telatvsedang dipekerjakan ia berkewajiban :

a.

Melakukan perrbinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan
kebakaran, pemberian pertalongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan
peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umunnya.
Memeriksaan kesehatan balk pisik maupun mental secara Bérkala.
Menyediakan secara cuma-cuma semua alat  perlindungan dirfi yang
diwajibkan untuk tempat Kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenagalke[ja.
Merrasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan
pembinaan lainnya ditempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas
atau ahli kese!arratan dan kesehatan kerja.
Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan
penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor
Dinas Tenaga Kerja dan Transimigras! setempat.

Membangun biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke Kantor
Perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya
biaya oleh Kantor Wilayah Dinas Tenaga Ker]'g dan Tra_nsm'grasi setempat.
Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang |
diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan deh

pegawal pengawas.

7. Hak dan Kewajiban Pengurus

UU No. 1/1970 mengatur mengenai kewajiban pengurus, yaitu pada pasal

14 yang menyatakan :
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1

2)

3)

Secara tertulis menempatkan dalam Kkerja yang dipimpinnya semua syarat
keselamatan Kerja yang diwajibkan, sesual undang-undang ini dan semua
peraturan pelaksananya vyang berlaku bag tempat kerja yang
bérsangkman, pada tempat-tempat yvang mudah dilihat dan terbaca
menurut petunjuk pegawal pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua  gambar
keselanﬁtan kerja yahg diwajibkan dan serrﬁa bahan pembinaan lainnya,
pada termpat-ternpat yang mudah dilihat dan terbaca menurt petl;injuk
pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang
diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pirmpinannya dan
menyediakan bagi sétiap orang lain yang memasuki tempat kerja teréebut,
disertai dengan petunjuk-petunjuk  yang diberikan  menurit  petunjuk
pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Kerrudian apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pengurus mermpunyai

kewsjiban seperti yang ditegaskan dalam pasal 11 UU No. 1/1870 yang

berbunyi:

1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan vyang terjadi dalam

tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang citunjuk dleh Menteri

Tenaéa Ketja.

2) Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan cdeh pegawai

termaksud dalam ayat (1) diatur dengan perundang-undangan.
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8. Pengawasan dan Permbinaan

'ﬁﬁda}@n bengawasan terhadap pelaksanaan UU No.1 A 970 diaiur dalam
pasal § hingga pasal 8 yang selengkapnya menyatakan
Pasal 5 : |
(1) Direldur melakukan pe!aksahaan uum  terhadap undang-undang  in,
sedangkan para Pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja
ditugaskan menjalankan pengawasaln langsung  terhadap citaatinya
Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
(2) Wewenang ‘dan kewajiban Direktur, pegawai pengawas dan ahli
keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini “diatur
déngan peraturan perundangan,

Pasal § :

(1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan Direktur dapat mengajukan
permohonan banding kepada panitia banding.
(2) Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia
Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tel?_aga Kerja.
{3) Keputusan panitia Banding ticlak dapat dibandingl lagi.
Pasal 7 :

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus
membayar refribusi menurut ketentuan-ketentuan Yang akan diatur dengan
peraturan perundangan.

Pasal 8 : .
(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, koncsi menta! dan

kemarnpuan fisik darl tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan
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dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan vyang diberikan

kepadariya.

(2) Pengurus  diwajibkan memeriksa sermua tenaga kerja yang berada
dibawah pinpinannya, secara berkala pada Dokier yang ditunjuk deh
péngusahé dan dibenarkan oleh Direktur.

(3) Norma-norma mengenai  pengujian  kesehatan ditetapkan dengan
peratufan perundangan
Sehubungan dengan pengawaéan yvang dilakukan oleh pengurus, tefdapat

dalam pasal 15 UU No. 1 /1870 yang menyatakan mengenai kewajibanl
dilaksanakanmya Undang-undang ini yang juga diatur lebih lanjut dengan
peraturan perundangan. Apabila terdapat pelanggaran atas pelaksanaan
undang-undang ini diancam hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan' atau
denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00/seratus ribu rupiah.

L_aﬁhan keselamatan sangat perting mengingat kebanyakan kecelakaan
terfadi pada pekerja baru yang ~l;eium'- terbiasa dengan bekerja secara
selamat. Sebabnya adalah ketidaktahuan tentang bahaya atau ketidaktahuan
cara pencegahannya, sekalipun tahu tentang adanya risiko bahaya tersebut.

Kewajiban pimpinan perusahaan atau ﬁfquusaha dalam melaksanakan
keselamatan Kerja di perusahaan atau temrpai kefja secara umum adalah
sebagai berikut :

a. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban untuk -

1. Menunjukkan dan menjelaskan tentang

- Kondisi dan bahaya yang dapat timbul ¢i termpat kerja

- Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan
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- Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya.

2. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yéng

bersangkutan.

. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, ja berkewajiban:

1. Melakukan  pembinaan  dalam hal pencegahan  kecelakaan,
penanggulangan  kebakaran, pemberian pertdongan pertama pada

kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan

kerja ada umumnya.

5 Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala.

. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri  yang

diwajibkan untuk termpat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga ker“j'a.

. Memasang gambar dan Undang-undang Keselarmatan Kerja * serta bahan

[N

perrbinaan lainnya di  tempat kerja sesual dengan petunjuk pegawal

pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan

penyakit akibat kerja yang terjaci di tempat Kerja tersebut kepada Kantor
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi setempat. |

Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke Kantor
Perbéndaharaan Negara setempat setelah mehdapatkan penetapan besarnya

biaya oleh Kantor Wilayah Dinas tenaga kerja seternpat.

_ Menaali semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, baik yang

distur dalam peraturan perundang-undangan maupui yang ditetapkan deh

Pegawai Pengawas. *

§9) Sendiun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Rinska Cipta, Jakarta, 1995, halaman £4-85
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Oleh sebab itu terdapat kewajiban pembinaan terhadap tenaga kerja yang
pada pasal 9 UU No. 1 /1970 diungkapkan bahwa

(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru
tentang :

a. Kmdi,si-_kq‘ndisi dan bahaya-bahaya serta yang capat timbul dalam tenpat
Kerjanya;

b, Sermua péngamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam
tempat bekerja,

¢. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan,

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaaniya.

(2 F’en.gurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah
yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memaharni syarat-syarat tersebut d{atas.

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga Kerja
yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaaﬁ dan
pernberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan Kerija,
pula dalam pemberian pertolongan pertama p;ada kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan remenuhi dan mentaati  semua syarat-lsyarat dan
ketentuan-ketentuan vyang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang
dijatankannya.

9. Panitia Permbina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja kebendaan P2K3 di perusahaan
ditegaskan pada pasal 10 menyatakan :
(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang mermbentuk Panitia Keselamatan dan

Kesehatan Kerja guna memperkerrbangkan kerja sana, saling pengertian
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dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja
.daiam termpat-termpat  kerja  untuk  melaksanakan kerjatugas dan
'kéWajiban' bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam
rangka melancarkan usaha produksi.

(2) Susunan Panitla Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan

lain-tainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.,

Panitia Perrbina Keselarmatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ini mérupakan
suaiu badan yang dbentuk di suatu perusahaan untuk memberikan pertimbangan
dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dan perusahaan
yang bersangkutan serta dapat memberikan penjelasan dan penerangan efektif pada
para pekerja yang bersangkutan. P2K3 dibentuk cleh Menteri Tenaga Kerjg dan
merupakan suatu badan yang keanggotaannya terdiri dari unsur penerima ketja,
pemberi kerja dan Pemerintah (unsur Triparfite). °

Manfaat dibentuknya P2K3 ini  merupakan faktor penting dalam
mengembangkan kerja sama antara pengusahé dan manajeme_n dl satu pihak
dengan tenaga kerja di lain pihak, vyaitu dalam melaksanakan kewajibénnya
hersama-samma  khususnya dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan
dalam proses produksi pada umumnya. ‘ |

Pengusaha melalui P2K3 dapat memberikan pengertian dan kesadaran
kepada semua petugasrya tentang arti pentingnya pelaksanaan pencegahan
kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja. Sebalikiya pihak
“tenaga kerja dapat pula mengemukakan pendapat-pendapatiya ataupun problem
problern yang dihadapinya kepada pihak pengusaha dan atau pimpinan

&0) Woerjati, Hukum Perburuhan |, Bagian Fekultas Hukum Undip Semarang, 1997, halarman 85
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- perusahaanterpat kerja. Selain itu manfaat lain dari P2K3 didapatkan dalam
kegiatan seharl-hari adalah adanya perpadﬁan dan jalinan éntara pehgetahuan para
tenaga kerja yang merupakan faktor penting datam usaha pencegahaﬁ kecelakaan,
kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja. Disamping itu pengusaha dan atau
pemimpin perusahaan akan tetap dapat memiliki tfz_naga kerja yang berkualitas baik
dan dapat remupuk moralnya pada taraf yang tinggi. *"

Selain pengaturan berdasar UU No. 1/1970 pasal 10, keberadaan P2K3 juga
diatur Surat Keputusan Menteri Tehaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP
125/MEN/1982. Pada pasal 2 ayat (1) Surat Keterangan tersebut diatur mengenai
tugas pokok dan fungsi P2K3. P2K3 mempunyal tugas memberikan saran dan
pertimbangan di tempat kerja, bak diminta maupun tidak, Kepada
pengusaha/pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai maséiai‘u—n*ésaiah
keselarhatan dan kesehatan kerja. Sedangkan fungsi dari P2K3 ialah menghimpun
dan menhgolah data dan atau permasalahan kKeselamatan dan kesehatan ke_grja di
tempat kerja yang bersangkutan serta mendarong ditingkatkanrya penyuluhan,
pengawasan, latihan dan penelitian kesetamatéh dan kesehatan kerja.

Guna membina Panitia Permbinan Keselanﬁatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
dan menampung segala permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, dibentuk
suatu Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, untuk setiap Wilayah dan Nasional
yahg berkedudukan di Depnaker Jakarta. Adapun keanggotaan P2K3 ini adalah
tenaga kerja yang pernah mengikuti kursus pembinaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja balk vang diadakan oeh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau

perusahaan dengan mendapat bimbingan dari Dinas Tenaga Kerja setermpat.

a1) Manual Pembinaan Panitia Pembina Kesslamatan dan Kesehatan Kega, 1983, hataman 5
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10. Keterkaitan Aspek Hukum Dengan Aspek Ekonomi

Besar kecilnya pcatenst perturrbuhan ekonoml bagh suatu negara jelas sangat
dipengaruhi oleh kuartitas maupun kualitas dari sumber daya fisik (physical
resourcesj jumlah "serta tingkat ketrampilan atau pendidkannya. Dari sangat
pentingrya sumber daya alam, maka masih lebih penting surber daya manusia %

Dengan satu hal yaitu bukan jumiah yang besar saja sumber daya manusia
menjadi utama akan tetapi lebih penting adalah surrber daya manusia yang bermutu
tinggi. Sesunggubhiva vang termasuk sumber daya manusia fidak hanya jumiah
penduduk dan tingkat pendidikannya saja namun juga meliputi pendangan hidup
mereka, tingkat kebudayaan, sikap-sikap atau penilaian rﬁereka terhadap pekerjaan,
dan besar kecilnya keinginan untuk memperiaiki - struktur  produksi  secara
keseluruhan.

Mernahami karaiteristik perekcnomian hegara berkembang seperti Indonesia
menurdt Michael P. Todaro dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori utama

sebagal berikut -

1. Standar hidup yang relatif rendah, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang

rendah, ketin'pangan pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan
kesehatan dan sistem pendidikan.

2. Tingkat produktivitas yang rendah.

3. Tingkat pertumbuhan penduduk seria beban ketergantungan yvang tinggi.

4. Angka pengangguran, terbuka maupun terselubung, yang sangat tinggi dan akan
terus bertamrbah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas.

5. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian
serta ekspor produlk-produk primer {bahan-bahan mentah).
- 6. Pasarnya tidak sermpuma, dan informasi yang tersediapun sangat terbatas.

92) Todaro, Michast P, Permbangunan skonomi di dunia kstiga, penerbit Etangga, tahun 1998, halaman 40
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7. Dominasi, ketergantungan, dan kerapuhan yang parah pada harmpir serﬁ.ta aspek
hubungan internasional. %

Keadaan Inl tentu merupakan permasalahan yang harus dicermati setiap wakty,
tertama pada saat akan menentukaq pilihan untuk mencapai tujuan karena sudah
terbukti strategi perrbangunan ekonoml  Indonesia telah gagal menciptakan
keberhasilan ekonomi. Dewasa ini Indonesia dilanda krisis yang cukup memperparah
perekmoman rakyat Indonesia, sehingga salah satu langkah yang diamiil, adalah
menata  ulang fr:eﬁajemen sumber daya manusia Indonesia. Untuk mengatasi
pengangguran yang meningkat dengan tajam.

Salah satu langkah menetapkan pengaturan unfuk kepentingan mengurangi
pengangguran dengan memberi peluang kerja di seidor permbangunan jasa

konstruksi antara lain meliputi .

a) bangunan-bangunan pergedungan seperti rumah, pabrik, gedung-gedung dan
sebagainya.

b) bangunan-bangunan sipil seperti bangunan dengan pengairan, jalan-jalan
jerrbatan dan sebagainya.

¢) bangunan instalasi seperti bangunan-bangunan listrik, mesin dan gas, lift dan
sebagainya.
Dalam hal penempatan tenaga kerja untuk bekerja i sektor permbangunan jasa

konstruksi dengan pertimbangan perlu untuk difingjkatkan perlindungan hukum dan
kesejahteraan tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja yang berkwalitas dilaksanakan
secara terpadd. Dengan satu harapan bahwa pelaksanaan pekerjaan dapat
dikerjakan déngan tepat. waktu dan berkwalitas serta adanya kenyamanan dan

ketentraman dalam bekerja.

53) Todaro Miche! P, Ibid, halaman 40
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g. Jaminan sosial tenaga kerja dalam upaya perlindungan kerja bagl tenaga
kerja harlan lepas bidang Jasa konstruksi.

Bahwa penyelenggaraan program Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas
bidang jasa konstruksi merupakan program khusus yang diwajibkan bagi para

pengusaha jasa konstruksi untuk mengikut sertakan tenaga kerjanya pada program

Jamsostek vang berupa :
- Jaminan Kecelakaan Kerja dan

- Jan*iﬁéh Kermatian

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diperuntukkan bagi
tenaga kerja harian lepas hidang jasa konstruksi sebagal wujud bentuk perlindungan
tenaga | Kerja apabila tenaga kerja harian lepas bidang konstruksi meﬁgalami
Kecelakaan kerja.

Biiamana para pengusaha jasa konstruksi tidak mematuhi ketertuan
peraturan pelaksanaan tentang penyelenggara Jamsostek bagi tenaga kerja harian
lepas jasa konstruksi pada dasarnya merugikan difinya sendir, mengingat bahwa
sebenarnya tanggung jawab apabila terjadi suatu kecelakaan merupakan tanggung
jawabnya, tapl dengan jalan mengikut sertakan tehaga kerja harian lepas jasa
Konstruksi pada program jaminan kecelakaan kerja dan jamihan kermatian maka
beban yang seﬁarusnya ditanggungnya di alihkan padé pihak pemerintah.

Pelaksanaan peraturan jaminan sosial tenaga “kerja datam upaya
perlindungan kéfja bag tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi belum
sepenuhnya betjalan sesuai dengan ketentuan karena kurangnya permahaman dan

pengetahuan para pengusaha jasa konstruksi,
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Demikian juga apabila ada suatu penyuluhan hukum kaitannya dengan

perlindungan tenaga kerja harian lepas yang dilakukan cdeh PT. Jamsostek bekerja

_sama dengan suatu asosiasi yang menghimpun para pengusaha jasa konstruksi

maka yang hadir sebagian besar adalah para stafnya/karyawannya yang kurang
memahami  pentingnya perlihdungah bagi tehaga kerja harian lepas bidang jasa

konstruksi.

2. Pelayanan PT.._lamsostek dalam upaya memberlkan perlindungan bagl
fenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi.
a. Pelayanan PT. Jamsostek terwujud dalam program Jamsostek dalam upaya

memberikan perlindungan tenaga kerja harian lepas bidang jasa Konstruksi.

1. Hakekat Jamsostek hagl tenaga kerja

Jaminan sceial tenaga kerja pada hakekatnya merupakan program publik
yang merrberikan pef;lindungan bagi tenaga kerja dalam menghadapi resiko-resiko
scsial ekonomi tertentu unsﬁr—unsur utama dalam pengertian ini menyangkut 3 hal
yaitu *9 | -
1. Program Publik

Jaminah sosial tenaga kerja meru;akan program pubiik yaitu program yang
memberikan hak dan kewsjiban .secara pasti bagi penhgusaha dan tenaga kerja
berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 1992, Hak yang diberikan berupa
santunan tunai dan pelayanan medis bagi tenaga kerja dan keluarganya, sedang

kewajibannya berupa kepesertaan dan pembilayaan dalam program ini.

B4) Wawancara langsung dengan Bp. Remon Prima Nasution AAAL sebagai kepala cabang witayah PT. Jamsostek cabang
Semarang pada tanggal 4 Agustus 2002
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2. Perlindungan.

Jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan yang sifatnya dasar
dengan rmaksud untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-

resiko sosial ekonom dehgan pembiayaan yang dapat dijangkau odeh setiap

pengusaha dan tenaga kerja sendiri.

3. Resiko Sgsial Ekonomi.

Resiko —resko yang ditanggulang terbatas pada peristiwa-peristiwa
kecelakéén, sakit, hamil, bersalin, cacaf, hari tua dan meninggal dunia yang
mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerfa dan atau
w1errb11tuhkan perawatan medis.

2. Manfaat pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Manfaat perberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah berhubungaﬁ erat
dengan periindungan kondisi badaniah dan rohaniah dari para tenaga kerja.

Program-program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliptti Jéminan
Kecelakaan Kerja, Jan'inan’ Kematian , Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan terhadap para pekerja berhubungan erat dengan pemeliharaan semangat
kerja pé'ra Kkaryawan.™

Adapun manfaat secara hukum yang diper_dep dari pemberi Jaminan Sosial
Tenaga Keria Srang cukup baik adalah sebagai ber%kut :

Prociuktivitas yang semakin bertambah

Mengurangi ketidakpastian masa depan

Menarrbah semangat kerja dan kesetiaan
Berkurangnya perpindahan dan ketidakhadiran pegawai

I

Hubungan Kemasyarakatan yang baik:

. 95) Drs.Mochiyat, Management Kepegawaian, Alwmni Bandung, 19680, halaman 168
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Adapun manfaat penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

bagi pengusaha dan tenaga ketja artara lain :
- Bagi Pengusaha
_ Terciptanya rasa aman dan ketenangan kerja pada gilirannya akan meningkatkan
produktivitas [ﬁerusahaan. Beralinlah tanggung jawab pengusaha atas kewajiban
mermberikan p:erlindungan bagi tenaga kerja kepada PT. JAMSOSTEK.
- Bagi Tenégié Kerja
~ Adanya kepastian jaminan berupa penggantian biaya atau sanfunan atas
penghaéiléh yang hi!ang atau berkurang dalam hal tenaga kerja mengalami |

kecelakaan kerja, cacat, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.*®

U6) Sunarto,lbid, hataman 62
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Adanya suatu bentuk peningkatan kemanfataan pada penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga

kerja bila dibandingkan dengan penvyelenggaraan asuransi sosial tenaga ketja (ASTEK), dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel Xili. Perbandingah Kemanfaatan Astek dan Jamsostek

3. Biaya Perawatan
4. Santunan Cacad
a. Sebagian tetap
h. Total tetap
i. Sekaligus
ii. Berkala ( 2 tahun )
¢. Kurang fungsi

5. Santunan Kematian
a. Sekaliqus

b. Berkala (2 tahun)
¢. Biaya Pemakaman
6. Biaya Rehabilitasi
a. Prothesa anggota badan

7. Penyakit Akibat Kerja

I, Jaminan Kematian
1. Santunan Kematian
2. Biaya Pemakaman
ill. Jaminan Hari Tua
Saldo Tabhungan

Pelayanan Medis

2. Sementara ﬁdak Mampu Bekerja

B/, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4 pulan pertama 100 %
upah sefanjutnya 58 % upah

Rp 2.000.000,00
% tabel X 80 bulan upah

70 % X §0 bulan upah
Rp. 25.000 / bulan

80 % X 80 bulan upah
(tergantung jumlah ahli waris)

Rp. 25.000 / bulan
Rp 50.000,00

Patokan harga RS DR, Suharso
Surakarta ditambah 40%
Dua belas jenis penyakit

-selama hybungan kerja

Rp 700.000,00

L

Pemupukan iuran beserta bunga

Rawat-jalan peﬁama
Rawat-jalan lanjutan

. Rawat-inap

Kehamilan dan persalinan
Penunjang diagnostik
Pelayanan Khusus
Gawat-Darurat

PROGRAN ASTEK JAMSOSTEK
1. Jaminan Kecelakaan Kerja
1. Biaya transpor! {maksimum)
a. Darat Rp 50.000,00 | Rp 100.000.00
b. Laut Rp © 100.000,00 | Rp 200.000,00
¢. Udara Rp 100.000,00 | Rp 250.000.00

4 pulan pertama 100 %

4 bulan pertama 75 %

upah selanjutnya 50 % upah

Rp 3.000.000,00

% tabel X 60 bulan upah

70 % X 60 bulan upah

Rp. 25,000 / hulan

% kurang fungsi X % tabel X
80 bulan

80 % X 60 hulan upah
{tidak tergantung jumtah
ahfi waris)
Ryp. 25.000 / bulan
Rp 200.000.00

Patokan harga RS.DR . Suharse
Surakaria ditamibah 40%
Tiga Puluh jenis penyakit
selama hubungan ketja dan
3 tahun setelah putus
hubungan kerja

Rp 1.000.000,00
Rp 200.000,00

-Pemupulkan iurah beserta hunga
-3urplus hasil usaha Sadan Ps -
nyelsnggara

1 Rawal-jalan pertama

Rawat-jalan fanjutan
Rawat-inap

Kehamilan dan persalinan
Penunjang diagnostik
Pelayanan Khusus
Gawal-Darurat

[Sumber ; Keterangan darl Bp. Ramen Prima Nasutlon AMf sebagal Kepala Cabang PT. Jamsostek Cab, Semarang
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3. Tujuan Jaminan Soslal Tenaga Kerla
Tuuan jaminan sosial tenaga kerja adalah sesual dengan program ASTEK
yang bertujuan menciptakan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja di

seluruh Indonesia sebagaimana ditetapkan oeh Undang-undang No.3 Tahun

1992,

l:)isarrping itu jaminan sosial tenaga kerja bertujuan agar tenaga kerja

rendapat jaminan untuk keperluan hidupnya beserta keluarganya, sehingga

perrbangunah dapat dilaksanakan, sebag tehaga kerja mempunyal peranan

penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasiinya pembangunan
nasional. Selain itu program jaminan sosia!" tenagé kerja mermpunyal tujuan
elonomis, yaitu pemasukan dari iuran peserta untuk pembayaran pembangunan
tersebut.

Bagi angkatan Kkerja adanya jan‘iﬁan sosial tenaga Kkerja memberikan
ketenaga bekerja  pada perusahaannya. Oi  samping itu  manfaat
diselenggarakannya jaminan sosial tenaga kerja sangat jelas dirasakan terutama

bag tenaga kerja yang berpenghasilan minim. Jadi aspek ekonhomi merupakan

tambahan penghasilan bagl tenaga kerja, meskipun jumiahnya sangat keéil. tetap
akan sangat berarti.

Jaminan sosial tenaga kerja bertujtian mermberikan jaminan untuk masyarakat
termasuk  tenaga kerja. Jadi jaminan sosial sifathya wajlb dilaksanakan
berdasarkan undang-undang, karena setiap warga negara diwajibkan ikut serta
menyukseskan program JAMSOSTEK dengan jalan memotong gaji tiap-tiap
P bulan (iuran pensiun), demikian pula terhadap tenaga kerja swasta, Jaminan

sosial tenaga Kerja pada umumnya lebih banyak meryangkut kesejalteraan dari
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para anggotanya, daripada mempertanggungkan resiko-resiko kerugian. Jaminan
sosial tenaga ketja dapat dirumuskan sécara umum jaminan yang berupa dengan
asuransi yang melindungi orang terhadap resiko sosial. Jadi jaminan sosial
tenaga kerja adalah memberikan perlindungan bag fenaga terhadap resiko-
resiko yang berakibat dari peristiwa yang dialami deh tenaga kerja, sehingga
tercipta' ketenagaan dalam melakukan pekerjaan dan apabila terjadi kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin; hari tua dan meninggal dunia akan mendapatkan
santunan. |

Adapun tujuan dari pemerintah ‘memberikan jaminan sosial tenaga Kkerja
adalah supaya tercapali masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang

merata materiil dan spiritul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.

4. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi :

1. a. Jaminan Kecelakaan Kerja

b. Jaminan Kematian
¢. Jaminan Hari Tua
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
. Pengembangan Program Jaminan Sosial Tepaga Kerja sebagaimana yang
dimaksud ayal 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,
Menurlﬁ Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 vang
dituangkan dalam penjelasan umunnya adalah sebagai berikut
1. Jarinan Hari Tua : Hari tua dapat mengakibatkan terputusiya upah karena
tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat

mengakibatkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan
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kerja sewakiu mereka masih bekerja, terufama bagi mereka yang
penghasilaninya rendah. Jaminan Hatl Tua memberiikan kepastian penetimaan
penghésilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga
kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tertentu, dalam
U'rdang-—ﬁndang Nomor 3“tahun 1892 tentang Jaminan Sosial Tenaga Ketja
pasal 14, yaitu

Ayat (1) :

Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau
sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena :

a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
b. cacat tctal tetap setelah ditetapkan cleh dokter.
ayat (2) :

Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan
kepada janda aftau duda atau anak yatim, piatt.

Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, maka hak atas jarminan hari
tua yang dibayarkan secara berkala, diberikan kepada janda atau duda, atau
anak yatim piatu. Apabila tenaga kerja meninggal dunia sebelum hal jaminan
hari tua timbul, maka hak atas jaminan hari tua tersebut diberikan kepada
janda atau duda, atau anak yatim piatu secara sekaligus atau berkala. Yang
dirmaksud dengan yatim piatu adalah anak yatim atau anak piatu, yang ada
pada saat jandé atau duda meninggal dunia masih menjadi tanggungan janda
atau duda tersebit.

Besamya jaminan hari fua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
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pasal 24 sebagai berikut : “Besamya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan

iuran yang telah disetor beserta hasil pengermbanganhya diberikan Kepada

tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh firma) tahun atau cacat

total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan |

a.

Secara sekaligus apabila jumiah jaminan hari tua yang harus dibayar
kurang dar[ Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),atau

Secara. berka!a apabila seluruh jumiah Jarinan Hari tua menacapai Rp
3.000.000,00 (tiga iuta rupiah) atau lebih, dan diakukan paling lama 5

(lima) tahun.

Penbayaran jaminan hari tua secara sekaligus atau berkala, sepenuhnya

merupakan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan dan bukan ditetapkan cleh

Badan Fenyelenggara.

Jéninan Hari Tua dapat dibayarkan sekaligus dalam hal .

a. Tenaga kerja meninggalkan wilayah Incloneisa untuk selama-tarmanya,

permbayaran Jaminan hari tua dilakukan sekaligus, (pasal 25 ayat(1)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993). )
Tenaga Ker]a yang rm-nenn'xa pen'bayaran jaminan secara sekahgus
kepada Janda atau Duda dalam hal X

1). Tenaga kerja yang menerima permbayaran jarinan secara berkaa
meninggal dunia, sebesar sisa Jam‘nani Harl Tua yang belum dibayarkan;

2). Tenaga kerja meninggal dunia (pasal 26 ayat (1) huruf a dan b
Peraturan Pérrerintah Nomor 14 Tahun 1993).

Temaga Kerja berhenti  bekerja dari perusahaan sebelum masa

kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima jaminan
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dari tua secéra sekaligus. {pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 1993).

Program Jaminan hari tua diselenggarakan dengan sistem tabungan
hari tua (provident fund), dimana iurah dari pengusaha dan tenaga kerja
setiép bulan dikreditir pada rekening tenaga kerja secara indiidul, dan
mendapatkan bunga setiap tahun,” saat inf tingkat bungé terseput 10%
{sepuluh persen) setahun .dari saldo rekening yang terakhir.

Dana Jaminan Hari Tua pada hakekatnya semacam dana bersama
(mutval fund) dimana peserta memberikan iurannya untuk dikelola dalam
im'estasi bersarma, sehingga hasil pengeldaan (laba) dibagkan kepada
peseﬁa, karéna itu peserta Jaminan Hari Tua juga diberikan bagian surpius
hasil usaha PT. ASTEK saat ini sebesar 20% (dua puiuh persen). |

Kemanfaatan dari jaminan  hari tua berupa perrbayaran saldo
tabungan (termasuk bunga dan bagian surplus hasil usaha) pada saat
timbuinya hak peserta, yaitu
a, mencapai umur 55 (lima puluh lima) tahun, atau
b. mengalam cacat total dan tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi, atau
¢. meninggal dunia, atau '

d. mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) setelan menjadi péserta
setidak-tidaknya 5 (lima) tahun, atau
e. pergi keluar negeri atau pulang k;negeri asal untuk tidak kembali lagi.

Besarnya saldo tabungan tersebut tergantung dari iuran, bunga, masa

kepesertaan, dan bagian surplus hasil usaha Badan Penyelenggara, tetapi -
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diperkirakan kurang lebih 75% (tujuh puiuh lima persen) upah untuk setiap

tahun Kepesertaan.
5. Hak Tenaga Kerja/ Peserta JAMSOSTEK
Hak para peserta dalam Jamsostek adalah sebagai berikut :
1. untuk program Jaminan Kecelakaan kerja, hak peserta akan timbul pada

wakiu mengalami kecelakaan akibat hubungan kerja dengan bentuk jaminan

sebagal berikut %
a. Biaya pengangkutan.
b. Biéyé perhériksaan, pengobatan dan atau perawatan.
c. Biaya rehabilitasl.
d Santunan berupa uang yang meliputi .
- Santunan sementara tidak mampu bekerja.
- Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
- Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
- Santunan kematian.

2. Untuk program jaminan kematian timbul pada wakiu tenaga kei’ja. meninggal
duniaA sebelum mencapal harl tua (usia 55 tahun) dan bukan Karena
kecele&éaan kerja dimana besamya biayg pemakaman sebesar Rp.
200.000,00 dan santunan befupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00.% |

3. Untuk program Jaminan Hari Tua, hak memperdleh kermbali tabungan beserta
hasil pembungaannya timbul pada waktu -

a. Tenaga ketja telah berusia 55 tahun atau

b, Mengalami cacat total tetap setelah ditetapkan cleh doter

57) Undang-Undang RI Ne. 3 Tahun 1982, halaman §
95} Paraturan Pemerintah RI No, 14 Tahun 1693, halamen 15
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49) Undang-Undang RY No. 3 Tahun 19¢
Ii

c. Tenaga kerja meninggal dunia.

Jaminan harl tua tersebut dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau

sebagian dan berkala kKepada tenaga kerja/janda/duda/anak yatim piatunya.

. Untuk program Jarminan Perneliharaan Kesehatan meliputi ; *

a. Rawat jalan tingkat pertama.

b. Rawat jaian tingkat lanjutan.

c. Rawat inap.

d. Pemeriksaan kehamilan dan pertdbngan persalinan.
e. Penunjang diaghostik.

f. Pe!ayanén khusus.

g. Pelayanan gawat darurat.

! Jam'han Peme!iharaan Kesehatan @ Pemeliharaan Kesehatan dimaksucdkan

untuk meningkatkan produktivitas fenaga kér}a sehingga dapat metaksanakan
tugas deﬁgan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang
penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya penyenrbuhan memeriukan dana

yang tidak sedikit dan memberatkan bila dibebankan pada perorangan, maka

‘sudah selayaknya diupayakan penanggulangan  kemampuan masyarakat

melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Disamping itu pengusaha tetap

i

herkewajiban men

\radakan perreliharaan kesehatan tenaga kerja yang
meliputi upaya pen: gkatan (promctif), pencegahan (preventif), penyenjauhan
(kuratif), dan p‘ Lmﬁhan (rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan
tercapainya derajail kesehatan tenaga ketja yang optimal sebagal patensi
yang produktif bagii,peﬁbangunan. |

o

halaman B
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C3T Kansil mengatakan bahwa Kesehatan masyarakat adalah syarat
mutlak urtuk melaksanakan keadaan kesehatan di suatu hegara yang tiap
warga negaranya berhak akan kesehatan badan, jiwa dan sosial yang
setinggi-tingginya. "™

Untuk jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi
a. Rawat jalan tingkat pertama.

b. Rawat jalan tingkat lanjutan.
c. Rawat inap.
d. Pemeriksaan kehamilan dan pertclongan [;ersa!inan.
e. Peﬁljnjang; ‘Diagnostik.
f. Pelayanan khusus.
g. Pelayanan gawat daruraf.
3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
| Kécelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang
dihadapi cleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulang
sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kermatian atau. cacat
atau kecelakaan kerja baik fisik maupun mental maka perlu adanya J;am‘nan
Kecelakaan Kerja. Mengingat gangguan mertal akibat Kecelakaan™ Kerja
sifatn*}a relatif ‘sehingga sulit ditetapkan‘ dergjatnya maka jaminan atau
santunan haﬁya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang
mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. 1ot
100) ;ST Kansil, Pamgantar hukum Kssshatan indonesia, Produya Paramita, Jakarta, halaman 15

104) Zainal Asikin Undang-Undang Momor 3 Tahun 1892 tentang Dasar-dasar hukum parburuhan | Raja Grafindo,
Jakaria, halaman 124
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Kecelakaan kerja pada dasamya merupakan résiko yang seharusnya
menjadi tanggung jawab pengusaha. Oleh karena ifu, pembiayaan pr-dgram ini
sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, sedangkan jaminan sosial tenaga
kerja lebih menekankan pada aspek kemanusiaan, dirmana pengusaha periu
memperhatikan nasib tenaga kerja serta keluarganya. Oleh karena itu, beban
jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jamihan Kematian cﬂténggung cleh

pengusaha.'®?

Jaminan Scsial Tenaga kerja_ pasal 1 butir 6 pengertian Kecelakaan
Kerja dihyatakan sebagai berikut

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan
hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja
demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari ;urmh
ménﬁjtu termpat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau
wajar dilalui,'"® |

Kecelai{én pada hubungan kerja deh G Kartasapoetra dijabarkan ke dalam

beberapa pengertilan sebagai berikut . |

a. Pekerja yang jatuh sakit sewaktu menjalankan pekerjaah dipandang

: sebagai terjadinya kecelakaan kerija; ‘

b. Penyakit yang timbul Kkarena hubungan kerja, dipandang sebagai

kecelakaan kerja,

c. Pekerja vang menderita luka dan cacat badan, dipandang sebagal

kecelakaan kerja;

102) Undang-Undang No. 3 Tahun 1892, halaman 18
109) bid., UU no 3 Tahun 1882, halaman 24
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d.

Pekerja vang meninggal sewakiu melaksanakan tugas pekerjaan,

dipandang sebagal kecelakaan kerja. '

Yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kecelakaan kerja adalah .

a.

Kecelakaan vang terjadi pada waktu cuti yaitu yang bersangkutan sedang
Eebas darl urusan pekerjaan ye;ng menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
Jika yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan,
meka dalam perjaléman untuk memenhuhi  panggilan tersebut, yang
bersangkutan sudah dijamin cieh Asuransi Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan yang terjadi di mes atau perkemahan yang tiak berada
dilgigasifterrpat ketja.

Kecelakaén yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan
merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan. -

Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan
tempat keria untuk kepertingan pribadi. Contohnya pergi makan tidak
dianggap sebagal Kecelakaan Kerja jil_<a perusahaan menyediakan fasilitas

makan.

Jarinan Kecelakaan Ketja diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor.3

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Yaitu :

s Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

meliputl

a.

b.
c.
d.

biaya pengangkutan,

biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atal perawatan;
biaya rehabilitasi; '

santunan berupa uang yang meliputi .

104). Zainal Asikin {et.a)),Op.Cit., halaman g9




1). Santunan sementara tidak mampu bekerja;
2). Santunan cacat sebagiarn urtuk se!an*a—lamanya;'

3). Santunan cacat total urtuk selama-lamanya baik fisik maupun
mental;

4), Santunan kematian.

Sedangkan penertuan besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagal berikut :

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja ke Rumah Sakit dan atau kKerumahiya,
termasuk  biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Besarnya
penggantian biaya yang diberikan sebagai berikut
1). Bilarmana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai

maksinum sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2). Bilarmana hanya menggunakanjasa angkutan laut maksimum -
sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3). Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum
sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puiuh ribu rupiah).

b. Biaya pemeriksaan, Pengcbatan, dan/atau perawatan sesual dengan

biaya yang dikeluarkan
| 1)  Pokter;
2). Obat;
3). Operasi;
4). Rmtgen, laboratorium;
5). Perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum kelas |;
6). Gigi
7). Mata; :
8). Jasa tabib/sinshefradisional yang telah mendapat {jin resmi dari
instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk safu peristiwa kecelakaan tersebut
dibayarkan maksinum Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Biaya rehabilitasi
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Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan
atau alat pengganti (prathose) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan
patokan harga yang ditetapkan oeh pusat Rehabiitasi Profesor Dokter

Suharse Surakarta dan ditambah 40 % (empat puluh - persen) dari harga
tersebut.

d. Santunan . |

1. Santunan Sementara Tidak Manpu Bekerja (STMB)
4 (empat) bulan pertama 100% (seratus persen) X upah sebulan, 4
(empat) bulan kedua 75% (tujuh puluh lima persen) X upah sebulan
dan seterusnya 50% (lima puluh persen) X upah sebulan.

2. Santunan cacat sebagian urtuk  selama-lamanya dibayarkan secara
sekaligus {lumpsum) dengan besarnya % (prosentasé) sesuai dengan

- tabel X 60 (enam puluh) bulan upah. |

3. Sartunan cacat total untuk selame-lamanya dibayarkan secara

sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan
adalah

a). Sartunan sekaligus sebesar 70% (tujuh puluh persen) X 60 (enam
puluh) bulan upah. ;
b). Santunan berkala sebesar Rp.” 25.000,00 (dua puiuh lima ribu
'~ rupiah) selama 24 (dua puluh empét ) bulan.
Sartunan Kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan
secara berkala dengan besarnya santunan adalah .

a). Santunan sekaligus sebesar 60% (eham puluh persen) X 60 (enam
puluh) bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kermatian.
b). Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima riby

rupiahj selarma 24 (dua puluh empat) bulan.
¢). Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,00 {(dua ratus ribu

rupiah).®

104). Sunario, Op. Cit. .rha|aman 5354
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Tabel XIV. Presentasi Santunan Tunjangan Cacat Tetap Sebagian

CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH {
Tangan kanan dari sendi bahu ke bawah 40 ;
Tangan kiri dari sendi bahu ke bawah 35 ,
Tangan kanan dari atau dari atas siku ke hawah 35 |
Tangan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30
Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah a2
Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70- l
Sebelah kaki darl pangkal paha ke bawah 35 |
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50 |
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah ' 25
Kedua belah mata ' 70
Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35
Pendengaran pada kedua belah telinga 40
Pendengaran pada sebelah telinga 20
Ibu jari tangan kanan - 15
Ibu jari tangan Klri 12
Telunjuk tangan kanan 8
Telunjuk tangan kiri _ 7
Salah satu jari lain tangan kanan 4
Salah satu jari lain tangan kiri 3
Ruas pertama telunjuk kanan 45
Ruas pertama telunjuk kiri ! , 3.5
Ruas pertama jari lain tangan kanan 2
R'uas pertama jari lain tangan kiri ¢ 1.5
Salah satu iby jari kaki 5
Salah satu jari telunjuk kaki 3
Salah satu jari kaki lain 2 |
Sumber : Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2000 halaman 225 i
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Tabel XV. Presentasi Santunan Tunjangan Cacat-cacat Lainnya

CACAT-CACAT LAINNYA % X UPAH
Terkelupasnya kulit kepala 10-30
Impotensi 39
Kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm 10
5-75cm 20-
7,5.cm atau lebih 30

Penurunan daya dengar kedua belah tefinga setiap 10 desibel 6
Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel 3
Kehilangan daun tefinga sebelah 5
Kehilzngan kedua belah daun telinga 10
Cacat hilangnya cuping hidung 30
Perforasi sekat rongga hidung 15
Kehilangan daya pentiuman 10
Hi!angjnya kemarmpuan kerja Phisik

a. 50% - 70% 40

b. 25% - 50% 20

. 10% - 25% 5
Hitangnya kemampuan kgrja mental tetap 70
Kehilangan sebagian fungsi penglhatan
Setiap kehilangan efesiensi tajam penglihatan 10% 7
Apabila efesiensi penglihatan kanan dan kiti berbeda, maka
elfesiensi penglihatan : (3 X % ef.yang terbaik) + % ej.peng.terburuk
Setiap kehilangan efesiensi tajam peﬁg!ihatan 10% ' 7
Kehilangan penglihatan warna 10
Setiap kehitangan lapangan pandang 10% 1

fSumber . Peraturan Pemerintah Ri Normor 83 Tahun 2000 halaman 228
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4. Jaminan Kematian (JK)

Tehaga Ketja yang meninggal dunia bukan sebagai akibat kecelakaan
kerja akan‘ mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh
pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena
itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga
baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.'™® -

Dalam pasal .12 ayat' (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan | “Tenaga kerja yang meninggal
dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Keluarganya berhak atas Jaminan
Kermatian. Yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan adalah ister
atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis.lurus ke
bawaﬁ, dan garis lurus anak yang disahkan. Apahila garis lurus keataé dan
kebawah tidak ada, diambil garis ke samping dan méﬁua. Bagi tenaga kerja
yang tiak mempunyai keluarganya, hak atas Jaminan Kematian dibayarkan
kepada pihak yang mendapat surat 'wasiat dari tenaga kerja vyang

-__bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman. Dalam hal
rhagang atau murid, mereka yang rﬁer‘rbormg pekerjaah, dan narapidana
meninggal dunia bukan karena akibat keéet‘akaan kerja, maka keluarganya
yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan kematian. |

Biaya pemakaman antara lain pembelian tanah, peti mayat, kain kafan,
transportasi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan tatacara pemakaman
sesuai dengan aclat istiadat, agama dan kepél‘cayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, serta kondisi daerah masing- masing tenaga kerja yang

108) Zainal Asikin,(st.al).Loc.Cit. halaman 124
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bersangkutan, '

Urutan ahli warls dari peketja sesual dengan prioritas yang berhak menerima

santunan dan jaminan kematian, diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 3

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagat berikut

a.

b.

C.

dl.

e,

1.

g

Jandé atau duda;
Anak;

Orang tua

Cucy

Kakek dan nenek;
Saudara kandung;

Mertua. ~

Besarnya perbayaran Jaminan Kematian  ditentukan dalam  Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang F_’etunjuk Pelaksanaan Jaminan Scsial

Tenaga Kerja, pasal 22 sebagai berikut :

" 1. Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada Janda atau Duda, atau Anak, dan

meliputi -

a.

Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

b. Biaya pemakarman sebesar Rp. 200.000,00 {dua ratus ribu rupiah)

2. Dalam hal Janda atau Duda atau Anak tidék ada, maka Ja:rina‘n Kematian

dibayarkan sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja,

menurit garis lurus kebawah dan garis lurus keatas dihitung sampai derajat

kedua.

107) Undang-undang Ne. 3 Tahun 1892, halaman 34
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3. Dalam hal tehaga kerja tidak mempunyal Keturunan - sedarah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), meaka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada
pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam Wasiatnya.

4. Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha
atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

5. Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta
narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka
keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atau Jarinan Kematian.

Untuk  mengajukan  pembayaran ‘Jaminan  kematian  kepada  Badan
Penyelenggara dengan diserfai bukti-bukti berupa :

a. Kariu peserta;

bh. Surat Keterangan Kematian.

Selanjutnya jika hal itu dikaitkan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Normr-‘id,
Tahun 199‘3 tentahg penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ténaga Keria
dinyatakan bahwa
1. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana yang dimaksud Peraturan

Pemerintah Ini terdiri dari |

a. Jaminan berupa uang yang meliputi -
1 Jaﬁnan kecelakaan keria
2 Jarrinan kermatian
3. Jaminan hari tua
b. Jarrinan berupa pelayanan, yaitu Jarrinan Permeliharaan Kesehatan,
2. Program IJam'nan ‘Sosial  Tehaga Keria sebagaimana dimaksud ayat 1

diselenggarakan cleh Badan Penyelenggara.




1

3. Pengusaha yang memperkerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau

menbayar upah paling sedkit Rp 1.000.000,00 {satu juta rupiah) sebuan wajib
mengikut se_rtakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

4. Pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 yang telah
menyelenggarakan sendiri' program pemeliharaan kesehatan bagi. tenaga
kerjanya dengan manfaat yang lebih balk darl paket Jaminan pemeliharaan
kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerirtah ini, tidak wajib ikut dalam
jaminan  pemeliharaan kesehatan vyang diselenggarakan oeh Badan
Penyelenggara.

5. Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi sosial tenaga kerja
sehelum berlakdnya Peraturan Pen'nerintah ini, melanjutkan kepeserta;nwé

dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Besarnya uran jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam

pasal 20 Undang-undang Nomeor 3 Tahun 1892 adalah .

1. luran Jam'_nan Ker;elakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, dan luran Ja_m'nén
Pemeliharaan Keséhatan ditanggung deh pengusaha. |

2. luran Jaminan F!ari Tua ditanggung deh Pengusqhg daﬁ tenaga kerja.

Pasal 22 Undang-uﬁdang Nomaor 3 Tahun 19892 mengatakan

1. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pungutan iuran yang menjadi
kewajiban tenaga kerja melalui pemoiongan upah f{enhaga Kkerja seria
mn‘hayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan deh

Peraturan Pemerintah.

" 230




2. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dala ayat 1 diatur
. dengan Peraturan Pemerintah,
Kalau dihubungkan dengan ‘F-’asal 9 ayat 1 huruf b,d dan Pasal 9 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983, besarnya iuran adalah sebagai berikut :

Besarnya ijuran Jaminan Hari Tua adalah 5,70 % dari upah perbulan (Pasal 9
ayat 1 huruf b),

Besarnya iuran Jaminan Pemeltharaan Kesehatan 6 % dari upah sebulan bagi
tenaga Kerja bagl tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3 % dari upah sebulan

bagi yang belum belrkeluarga. furan ini sepenuhnya ditanggung deh pengusaha

(Pasal 9 ayat 1 huruf d).

Besarnya luran Jaminan Hari Tua 3,70 % ditanggung cleh Pengusaha dan 2 % di

tanggung oleh tenéga kerja. (Pasal 9 ayat 3).

Selanjutnya didalam Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor § Tahun
1993, dikatakan : |
1. Pengusaha harué rmembayar iuran urtuk pertama Kali yang dihitung berdasarkan

jumiah upa_h_ yang tercantum dalam formulir Ja'msostek 1 dan formullir Jamsostek

1a. N
2. luran setiap bulan berdasarkan upah bulan yang bersangkutan yang diterima

tenaga Kerja dibayarkan paling lambat 15 hari f‘:au!an berikutnya kepada badan

penyélenggara.
3. luran yang diterima cieh Badan Penyelenggara diberikan bukdi penerimean iuran
oieh Badan Periyelenggara.

Dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, selain sektor pelayanan, _}T\aka

ada dua faktor utama yang perlu mendapatkan pertimbangan yang serius, yaitu




- a. Kemarmpuan membayar dari peserta (ability to pay).

T b, Kemanfataan yang cukup berarti (meaningfulness of benefits).

Kemampuan membayar menyangkut iuran yang harus tetap berada | dalam
jangkauan keuangan pengusaha (besar, menengah, dan kecil) dan tenaga kerja
untuk menanggung. Dilain pihak, iuran tersebut harus dapat membiayai kermanfaatan
yang cukup berarti, sehingga dapat dinikmati oleh‘ tenaga kerja dan keluarganya. '™

Besarya iuran program jaminan sosial tenaga kerja sesual dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah  Nomor 14 Tahun .1993 tentang Pefunjitk Pelaksanaan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam pasal 9 . |
a. Jaminah Kecelakaan kerja yang perincian besariya iuran berdasarkan kelompok

jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, sebagai berikut

Kela‘qjok | - : ‘sehesar 0,24% (nd koma dua puluh ermpat persen)

dari upah sebulan;
Kelompok 11 @ sebesar 0,54% (nd koma lima puiuh empat persen)
dari upah sebulan;
..Kelom_:’ok I sebesar 0,89% (not koma delapan puluh sembilan
- persen) dari upah sebulan;
Kelmf:d{ | \Y ’:. sebesar 1,27% (satu koma‘dua puluh tujuh persen)
dari upah sebulan; |
a. Jarminan Hari Tua, sebesar §,70% (Ifma koma tujuh puluh persen) dari upah
sebulan; |
b. Jaminan Kermtian,. sebesar 0,30% (nal koma tiga puluh persen) dari upah
sebulan;

108 Sertonos Kertonegaro, Jaminan Sosial, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Mutiara, Jakana, 1942, halaman 40

I~
—a
T~

e




c. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% (enam persen) dari upah sebulan
bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% (tiga persen) dari upah
sebulan bagl tenaga kerja yang belum berkeluarga.

Perbedaan besar Jaminan pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga Kerja yang
sudah berkeluarga dengan yahg belum berkg_luarga dimaksudkan agar ada
keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada
tenaga kerja itu sendiri.

Penyetoran iuran yang dilakukan d_?lw pengusaha kepada Badan Penyelenggara
dilakukan setiap bulan dan disetor secéra luas paling lambat 15 (lima belas) bulan

herikutnya  dari bulan iuran yang bersangkutan (pasal 10 ayat (1) Peraturan

‘Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja). luran jaminan hari tua yang ditanggung tenaga kerja diperhitungkan
langsung dari upah bulanan tenaga kerjia yang bersangkutan, dan penyetoran
kepada Badan Penyelenggara dilakukan deh pengusaha.

Keterlambatan pembayaran tersebut akan dikenakan denda dan ditanggﬁng
sepenuhnya déh. péngusaha, serta dibayarkan "pada penyetoran hulan berikutnya.
Badan Penyelenggara menghitung  kelebihan atau kekurangan iuran program

jarminan sosial tenaga kerja sesuai dengan upah tenga kerja.

Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan pemrbayaran iuran Badan
Penyelenggara akan memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha yang
persangkutan se!érrbat—larrbatwa 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran. ™
6. Kepesertaan Tenaga Kerja pada Program JAMSOSTEK

Mengenéi kepesertaan diatur dalam Pasal 17, 18, Undang-undang Nomor 3

109) Peraturan Pemetintah Nomer 14 Tahun 1993 halaman 15
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Tahun 1992 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 serta Pasal 2

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor § Tahun 19993 tentang teknis

pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan

jaminan sosial tenaga kerja.

FPasal 17 Undang-undang Nomar 3 Tahun 1992 mengatakan bahwa

Pengusaha dan tenaga Kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial {enaga

Kerja.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 mengatakan bahwa

1.

Penhgusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, -daftar
upah beserta perubahannya d_aﬁ' daftar kecelakaan Kerja di perusahaan
atau bagian perusahaan yang be;.rdiri sendiri.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud datam ayat 1 pengusaha .wajib
rﬁenyarrpaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang
bherhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga
kerja kepada hadan penyelenggara.

Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dirmaksudi
dalam ayat 2 terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga
ker_ja‘ yang_tidak terdaftar sebagéi peserfa jaminan sosial tenaga ker‘ja,
maka penéusaha waijib mermberikan hak~ﬁak tenaga kerja sesuai dengan
ketentuan Undang-undang int.

Apahila pengusaha dalam menyarmpaikan data sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 terbukii tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan

jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib  memenuhi

| kekurangan jaminan tersebut.




5. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dirmaksud
dalam ayat 2 terbukti tidak benar, sehingga mengakitbatikan kelebihan
pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengermbalikan kelebiban
tersebut kepada badan penyelenggara.

6. Bentuk daftar kerja, daftar upah, daﬁar kecelakaan tenaga ketja yang
dimuat dalam buku dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan
sebagalmana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan deh Merteri.

Didalam pengjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992
dikatakan bahwa daftar keluarga merupakan keterangan penting sebaggi bahan
untuk menetapkan slapa yang berhak atas jaminan atau santunan. Hal ini untuk
mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang iain yang bukan keluarganya.
Daftar upah diperiukan untuk menentukan iur}éin jamian étau santunan yang r‘rénjadi
hak tenaga Kerja.

Tata cara pendaftaran kepesertaan sebagaimana diatur dalam Pasal
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 adalah sebagal berikut :

1. F’engusaﬁé “wajib mendaftarkan perusahaan ‘dan tenaga kerjanya sebagai
peserta progrém jaminan soslal tenaga kerja pada Badan Penyelenggara dengan
mengist Tormulir yang disediakan ‘oleh badan penyelenggara.

2. Pengusaha harus menyarmpaikan formuir jar:rinan sosial  tehaga  kerja
sebagaimana dimaksud ayat 1 Kkepada Badan Penyelenggara selérrbat-
tarmbatnya 30 hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara.

3. Bertuk formulir sebagairmana dimaksud ayat 1 ditetapkan deh Merteri .

Selanjutnya didatam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 05 Tahun

1993 dikatakan :

-




. Sefiap pehgusaha yang mengajukan pendaftaran kepesertaan program jaminan

sostal tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara harus mengist formulir

-a. pendaftaran perusahaan (formulir Jamsosktek 1)

k. pendaftaran tenaga kerja (fomulir Jamsostek 1a)

2. Setiap tenaga kerfa yang telah didaftarkan kepada Badan Penyelenggara pacia
program pe"rmliharaan kesehatan harus mengisi daftar susunan keluarga tenaga
kerja (formulir Jamsostek 1b).

3. Pengusaha harus menyampaikan formulir  jaminan  sosial tenaga  keria
sebagaimana vyang dmaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 kepada Badan
Penyelenggara selarrbat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya formulir tersebut
oleh pengﬁsaha yang bersangkutan dibuktikan dengan tanda terima.

4. Kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimulai tanggal 1 bulan
bérikutnya sejak formulir jaminan sosial tenaga kerja 1 dan formulir jamsostek 1a
ser;g Tormnulir Jarﬁsostek 1b bag perusahaan yang ikut serta dalam program
jaminan pemeliharaan kesehatan, diterln"é oleh Badan Péryelenggara.

Pada hakekatnya, kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam program
jaminan sosial ‘tenaga kerja bersifat wajib. Nammun karena luasnya kepeseﬁaan,
maké pelaksanaénnya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan teknis,
administrafif,  dan operasional. Dengan ketentuan .wajib yang ditegakkan secara
konsisten, rﬁaka ‘pada dasarnya setiap tenaga kerja mencapatkan perlindungan
jaminan sosial. Tenaga kerja yang bekerja di perusahaan besar maupun di
perusahaan menengah dan perusahaan kecl berhak atas jaminan sosial tenaga
kerja. Perlindungan dasar atas jaminan sosfal tenaga kerja. Perlindungan dasar

memungkinkan  dilkuti  dieh  setiap  pengusaha dan tfenaga Kerja Kkarena
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pembiayaannya dapat terjangkau. Peraturan Perundang-undangan wajib menjamin
keseimbangan kepesertaan. Dengan kesinambungan kepesertaan, perkiraan dan
proyeksi dapat dilakukan jauh kedepan secara lebih akurat. Dengan demikian
selvabilitasnya tetap terjamin.  Demikian juga kermanfaatan-kermanfaataniya
(benefits) akan selalu terjamin, karena penerimaan juran juga akan -terjamin
kesinambungannya. Dengan kata lain, penyelenggaraannya tidak akan mengenal
kebangkrutan.

Perusahaan vang wajib mengkuti program jaminan sosial tenaga Kerja seperti

ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan F{ermrintah Nomor 14 tahun 1993
tentang Petunjuk pelaksanaan Jarrinan Sosial Tenaga Kerja, vaitu :
“ Pengusaha yang mérrperkér}akan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuiuh) orang atau
lebih, atau membayar upah paling sedkit Rp. 1.000.000,00 (satu jutg rL;piah)
sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga Kerjanya dalam program jaminan sosial
fenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat {(1)".

Bagi perusahaan yang belum wajib mengtkuti program jaminan scsial tenaga
kerja kepada Badan penyelenggara dapat menglkutl program jaminan sosial tenaga
kerja kepada Badan Penyelengara atas kernauan sendiri/sukarela.

Ayat (4) menyebutkan !

¢ Pengusaha sebagaimna dirmaksudkan d:aiam ayat (3) vyang teflah
menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan hagi tenaga kerjanya
dengan manfaaat yang lebih baik dari paket Jaminan F’emeliharaah Kesehatan
Dasar 'menurut Peraturan Permerintah  ini, tidek waljib ikt dalam  Jarminan

Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan cleh badan Penyelenggara.”
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Mengingat sifat penyelenggaraan jaminan Kesehatan berdasarkan peraturan
pemerintah ini adalah pelayanan kesehatan paket dasar, maka bagh pengusaha yangd

telah memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik pada saat ini tidak diperlukan

- lagl mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan

cleh Badan penyelenggara. Dengan demikian pehgusaha tidak boleh nwengura|1gi

Jaminan Pemelinaraan Kesehatan yang telah diberikan kepada tenaga kerja.

Ayat (5) menyebutkan !

“Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi sosial tenaga kerja

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam

program jaminan sosiai_ tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)"
Perluasan kepesertaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan (teknis,

o

administratif dan finansial) darl badan penyelenggara dan perusahan serta tenaga

kerja. 7

7. Peserta program Jamsostek Bidang Jasa Kontruksi

Didalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor
Kep/196/Men/1 999 dlsebutkan bahwa setiap penyedia jasa yang merrpekerjakan
tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, kurang cian 3
(tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikut sertakan seluruh tenaga kerjanya
dalam program ijam'nan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada PT.

Jamsostek, éédangkan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam hal penyedia

jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas unutk melakukan pekerjaan secara

. terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulanhya

tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya clalam

200) Peraturan Pemsrintah No. 14 Tahun 1692, Op.Cit., halaman 11
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program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan
pemeliharaan kesehatan. ‘

Program tersebut sebenarnya merupakan peningkatan dari upaya yaﬁg tetah
dilakukan oleh pemerintah di mana sebelunnya hanya mencakup jaminan
kecelakaan kerja saja, hal tersebut dapat dilihat pada Sur,alt Keputusan bersama
tentang Pelaksanaan Program ASTEK di dalam ﬁak berdasarkan pasal 3 SK. No.
585 — 20 dan no. Kep. 05 7/ Men/84 dinyatakan bahwa :

* Tenaga kerja tidak tetap seperti musiman, borongan dan harian lepas dapat
dilkutsertakan dalam program ASTEK yang hanya untuk asuransi kecelakaan kerja”

Karena penggunaan tenaga kerja tersebut diatas benyak menyangkut
pekerjaan vang ada di Departemen Pekerjaan Umum, maka antara Menteri Tenhaga

Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum mengadakan surat Keputusan Bersama“ juga,

tentang pelaksanaan Astek bagi tenaga kerja borengan, harian lepas pada kontrakior

induk maupun sub kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek Departemen

Pekerjaan Umum.-

Dalam pasal 2 3K No. 07/Men/1984 dan no. 30/KPTS/1984, dinyatakan
bahwa ‘
* Kontraktor 'il.ﬂuk' wéjib mempertanggungkan semua tenaga kerja yang bhekerja pada
proyexinya cialam'asuransi kecelakaan kerja dan asﬁransi kematian kepacda Perum
Astek sebagal -pehtahapan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 32/1977
bagi tehaga kerja berongan dan harian lepas.(Wuryati, 1985 : 18)

Kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat 1, harus dilakukan terhitung
sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja setelah.meiewati masa kerja 3 (tiga)

bulan berturui-turlt, atau sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani.




Kepesertaan diatur dalam pasal 7 dan 8 Keputuséh Menteri Tehaga Kerja
Normor 198[1‘;}1&11/1999. Pasal 7 Kepuusan Menterl Nomor 196/Men/1999,
menyatakan bahwa;

1. Untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosfa!. tenaga kerja penvedia
Jasa harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Badan Pemelehggara
yang terdekat dengan mengisi formulir Jamsostek sesuai dengan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja ‘Nomor : Kep.150/Men/1999 tentang penyelenggaraan
Program Jarminan Sosial Tenga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borong dan
perjanjian waktu tertentu atau fomulir Jamscstek 1/HBK — JK dan. formulir
Jamsostek 1a/HBK — JK sebagalmana tercantum dalam larmpiran | dan |
Keputusan Menteri.

2. Formmulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus éudah
disampaikan kKepada Badan Penyelenggaraan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan pekerjaan kontruksi,

3. Badan Penyelenggara selarrbat-lambatnya 7 (tujun) harl kerja setelah menerima
formuiir  kepesertaan sebagaimana dfmaksud’ pada avat (2) harus sudah
n'aényarrpaikan sertifikat kepesertaan kepada penyedia jasa. |

4. Dalam hal sertifikal kepesertaan belum diserahkan dalam tenggang waktu
sebagaimana dimeksud dalam ayat (3), peny;edia jasa dapat menunda
pembayaran iuran tanpa denda unfuk kepesertaan tenaga Kkerja yaﬁg
bersangkuféh sambai dengan hari penyerahan sertifikat kepesertaan.

Pasal Sdisebmkan‘bai'twa .

 "Tata cara pendaftaran kepesertaan fenaga kerja harian lepas, borongan dan

perjanjian kerja tertertu kKepada Badan Penyelenggara sesual ketentuan Peraturan
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Menteri Tenaga Keria Nomor. PER-05/MENZ2VI083 tentang Petunjuk  Teknis
| Pendaftaran  Kepesertaan, Perrbayaran luran, Perrbayaran Santunan  dan
Felayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja”.

Bahwa Kepesertaan fenaga kerja harian lepas pada bidang jasa Konstruksi
herdasarkan p-ada ketentuan yang tercantum didalam dokumen kontrak Kkerja
kontruksi yang ditanda tangani baik oleh penyedia jasa maupuh deh pengguna jasa.

Adapun besar dan tata cara pembayaran iuran diatur dalam pasal' 10, dan

pasal 11.

Pasal 10 :

1. Dalam hal luran didasarkan atas nilai Kortrak Kerja Kontruksi dan nilai komponen
upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya idran unfuk
program jaminan .kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan- sébagai
berikut " .

a. Pekerjaan konstruksi sampal denganr Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sebesar 0,24 % dari nilai kontrak kerja konstruks‘t

b. Pekerjaan konstruka diatas Rp. 100.000. OOO 00 (seratus juta rupiah) sampal
dengan Rp. 500.000.000,00 {lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan juran
huruf a ditarmbah 0,18% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.
100.000.000,00 (seratus jufa rupiah)

o Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 1.000.006.000;00 (satu mityar rupiah), sebesar penetapan
iuran hurdf b ditarvbah 0,15% dari selisih nital, yakni dari nilal kontrak ketja

konstriksi dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)




d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000 (satu rilyar rupiah) sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,0_9 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran
huruf C ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nitai kontrak kerja
konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

e. Pekerjaan Konstruksi- diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar tupiat)
sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari
hilai kerja konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,000 (lima mityar rupiah)

2. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan
iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertarrbahan
Nilal (PPN)

Pasat 11 menyebutkan bahwa

“Dalam hal pembayaran {uran jarrinan kecelakaan kerja dan jaminan keﬁ‘ratian

didasarkan atas nilal kontrak kerja konstruksi dilakukan secara Voorfinanciering,

maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagal berikut !

a. Sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruks! atau pada saat

meherima pembayaran phase pertama

'b. Bertahap sesuai phase perrbayaran, ‘dengan ketertuan seluruh furan harus

sudah lunas selambat-lambatnya pada saal penyedia jasa menerima

perrbayaran phase terakhir. |

Diclalam pe!aksanaan perrbayaran iuran Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kernatian oleh ,pewecﬁa jasa kepada Badan Penyelenggara merupakan bukti yang
sangat diperiukan untuk mendapatkan pembayaran sisa nilai proyek yang telah
disélesaikan. fni berartt  bahwa setiaqp penyedia jasa/pengusaha  yany

mempekerjakan tenaga kerja harian lepas bidang Jasa konstruksi tidak hisa lepas
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dari tanggung jawabnya, luran tersebut harus disetorkan kepada Badan

Penyelenggara / PT Jamsostek sesual dengan Ketentuan yang telah di tulis didalam

kontrak keria konstruksi.

Adapun sanksi yang akan diterima oeh pihak pengusaha penyedia jasa

konstruksi hahwa dana oleh pihak pengusaha penyedia jasa konstruksi bahwa dana

yang akan ditarik dengan telah selesainya pembangunan atau proyek yang telah

dikerjakan tidak dapat ditarik dari permberi pekerjaan.

TAHAP KEPESERTAAN

KEPESERTAAN

PENGUSAHA
|
PERUSAHAAN

- Jurrah tenaga kerja

- Jurriah perrbayaran upah

PERORANGAN

- Pengermudi

- Perrbantu Rumah Tangga

TENAGA KERJA J

DALAM HUBUNGAN KERJA 1

- Tetap
- Harian

- Borongan

TIDAK DALAM HUBUNGAN KERJA

- Mandiri

- Informeal




. Sistem Kepesertaan Program Jamsostek
Dewasa ini ada 3 sistem kepesertaan yang berlaku dalam prakiek yaitu

1. Sistem Sentralisasi luran dan Jaminan.

Dalam sistem int kantor pusat perusahaan membayar semua iuran Jamsostek
haik bagi tenaga kerja dalam lingkungan kantor pusat ataupun kartor cabang, dan
disetorkan pada PT. Jamsostek tempat kantor pusat perusahaan berada.

Jarrinan dari PT. Jamsostek hanya dapat diminta pada kartor PT. Jamsostek
(Persero) dimana tenaga kerja dan perusahaan tersebut didaftarkan (dalam hal ini
pendaftaran dilaksanakan di kantor pusat).

2. Sistem Sentralisasi luran dan Desentralisasi Jarminan.

Semua iuran Jamsoﬁek dibayarkan pada kantor PT. Jamsostek (Persero)
dimana kantor pusat perusahaan berada, sedang jaminan dari Jamsostek dapat
dibayarkan oeh PT. Jamsostek/PT, Astek (Persero) setermpat dimaﬁa tenaga Kerja
tersebut bekeria.

3. Sistemn Desentralisasl uran dan Jaminan

luran dibayarkan kepada kantor PT, Jamsostek di tempat masing-masing
perusahaén berada. Sedang jaminan dari Jamsostek juga dapat diminta padzi kantor
PT. Jamsostek_.terrpat tenaga kerja tersebut beradasbekerja.

9. Prinsip Program Jamsostek |

Jamsostek selalu dilaksanakan secara nasichal dan bersifat wajib sehingga
prinsip-prinsipnya  dapat  terlaksana  secara optimal  yaitu menyangkut  skala
ekonormis, gotong royong, pemerataan periindungan, kemanfaatannya terjarmin dan

pendidikan masa depan. "

701) Wawancara langsung dengan Bp. Ramon Prima Nasution AAAW sebagai kepala tabang wilayah PT. Jarsosiek cabuns
Semarang pada tanggal 2 Jufi 2002,
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- Sxala besar ekonomis vyaitu ketentuan wajib dapat lebih menjamin jumiah

kepesertaan yan cukup besar sehingga secara statistic dan berdasar hukum,
maka probabilita, asumsi dan perkiraannya dapat dilakukan dengan lebih tepat,
selain itu pembiayaannya secara rata-rata per unit atau per kapita akan dapat
ditekan lebih rendah.

Gotong royong vaitu kepesertaan yang besar memungkinkan berlangsungnya
gotong rcydwg secara efektif, gotong royong artar resiko yaitu mereka yang sehat

membantu yang sakit, mereka yang tidak mengalami musibah menbantu yang

terkena musibah, gotong royong antar generasi yaitu mereka yang muca

membantu yang lebih tua, gotong royong antar penghasilan ialah mereka yang
berpenghasilan tinggi membantu yahg berpenghasilan rendah.

FPemerataan perlindungéﬁ artinya dengan ketentuan wajib yang diteg;:lkkan
secara Kkonsisten, maka pada dasarmya seliap tenaga Kerja mendapatkan
perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang bekerja di perusahaén besar
maupun di perusahaan menengah dan perusa_haan Kecil berhak atas jaminan
sosial tenaga Kkerja, perlindungan désar memungkinkan  diikuti  deh se?iap
pengusaha daﬁ tenaga kerja karena permblayaannya dapat terjangkau.
Kemanfaatannya terjamin, artinya bahwa peraturan perundang-undangan wajib
menjamin kesmarrbungan kepesertaan. Dengan kesinarmbungan kepesertaan,
perkiraan dan proyeksi dapat dilakukan jauh ke depan secara lebih akurat.

Dengan demikian Solvabilitasnya tetap terjamin, demikian juga kemanfaatan-
keranfaatannya (benefits) akan selalu terjamin karena penerimaan iurannya juga
akan terjamin kesinambungannya. Dengan kata lain penyelenggaraannya tidak

akan mengenal kebangkrutan.
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- Pendidikan masa depan.

Bahwq Ketentuan wajib mendidik tenaga kerja memikirkan masa dépannya,-
tanpa kewajiban umumnya sulit bagi tenaga kerja  untuk menyisihkan sedikit dari
penghasilabhya guna kepentingan jaminan sosial harim tua, wakfu sakit, hila
mengalami “r.kecelakaan atau meninggal dunia, demikian juga ketertuan wajib
memaksa pengusaha memikirkan jaminan sosial bagi karyawannya.

10. Tahap kepesertaan

Oikatakan  selanjutnya  bahwa tahap kepesertaan pada hakekatnya
kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam program jaminan scsial tenaga
kerja bersifat -wajib, namun karena '!uasnya kepesertaan maka pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap sesuai kemahpuan teknis, administrasi dan cperasional.

Kepesertaan pehgusaha yang semmula dalam program ASTEK urtuk mereka
yang mempunyal 100 tenaga Kkerja atau lebih, berturut-turt telah ditingkatkan
menjadi 25 orang, kermudian 10 orang fenaga kerja atau lebih, dengan berlakunya
program jaminan sosial, syérat kepesertaan tef'sebut diteruskan yaitu 10 orang
tenaga kKerja atau iebih, atau membayar upah sebesar Rp. 1.000.000,00 atau lebih
sebulan.

Kepesertaan tehaga kerja pada dasarnya meli‘puti seluruh tenaga Kerja sesuai
pengertiannya dalam Undang-undang no. 14/1968 yaitu setiap orang yang mamrpu
melakukan pekerjaan balk didalam maupun diluar hubungan kerja.  Didalam
hubungan  kerja - arﬁnya tenaga kerja yang mempunyal perjanjian  Kerja
(tertuiisiekspﬁsit atau lisanimplisity dengan pengusaha atau perorangan, seperti
karyawan perusahaan, perrbantu rﬁmah tangga. O luar hubungan Kerja artin\;.ra

tenaga kerja mandlir, 'seperti dokter, pengacara, akuntan, pedagang.




Pentahapan kepesertaan tenaga kerja saat ini masih menyangkut tenaga

kKerfa dalam hubungan kerja dengan pengusaha atau perorangan, termasuk tenaga

Kerja borongan dan tenaga kerja harian lepas.

11.  Kepesertaan Parsial

Pengusaha/kontraktor (baca : penhyedia jasa) di sektor industri konstruksi
umdmnya mempekerjakan pekerja harian lepas (harian, borongan, musiman). Dalam
hal inl hubungan kerjanya tidak boleh urtuk wéktu lebih dari tiga bulan berturut-furut
dan sesudah i:tu pekerja harian lepas hahya dapat dipekerjakan kembali sesudah
waktu dua puluh hari. | |

‘Oleh karena itu maka sifat dan jenls pekerjaannya dapat berubah,. berubah
dalam wakiu maupun volumenya, upah didasarkan atas kehadiran pekerja secara
harian, dan pihak kontrakior pihak pekerja bebas memutuskan hubungan kerja tanpa
syarat.

Dalam keadaan demikian maka hubungan kerja tersebuf tidak pasti, sehingga
- kepesertaan tehaga _kerja harian lepas dalam jaminan scsial terbata.s clalam
program-program yang berjangka pendek, vaitu jaminan kecelakaan kerja dan
jam’nan kematian, selain daripada itu kareﬁa pengusaha/kontraktor, sub kontraktor,
mandor atau pehlgerah tenaga kerja sering tidak memiliki daftar upah indindual,
maka penetapan besarnya iuran diakukan yang bersangkutan sesuai dengan

kandungan unsur tenaga kerja atau komponen upahinya.




Kepesertaan

A v
Pengusaha Tenaga Kerja’
Perusahaan Dalam Hubungan
- Jumiah tehaga kerja Kerja
- Jumiah pefmbayaran | «— - Tetap
| - Harian
upan - Borongan
- In formal
Perorangan Tidak Daiam
- Pengemudi ] L | Hubungan Kerja
- Pembantu RT - Mandliri
[ Surber ; PT. Jamsostek Semarang Tahun 2002
I
Tabel XVI. Program JAMSOSTEK dan IURAN.
No Proaram juran Beban Hak
1 Jaminan 0,24 -1,75% Perrberi Kerja Pekeria
Kecelakaan
KRerja (JKK) :
2 Jaminan 0,3% Pemberi Kerja Pekerja
Kermatian
(K . .
3 Jaminan Hari 5,7 % 3,7 % Perrberi Pekeria
Tua (JHT) Kerja
4 Jaminan 3 % (lajang) 2,0 % pekerja Pekerja
Peimeliharaan !
Kesehatan 6 %% {berke- Perrberi Kerja
{(JKK) luarga) :

Sumber : UUno 3 fahun 1992
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12.

Pelayanan PT. Jamsostek dalam memberikan santunan pada‘ kasus

Kecelakaan kerja dan kematlan tenaga kerja harian lepas bidang Jasa

konstruksi.

Segmen' pada tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi sebagal

peserta Jamscstek pada program jaminan kecelakaan dan jarrinan kematian

berdasarkan pada Kep. Menteri Tenaga Kerja nomor @ Kep 186/Men/1999 tentang

Fenyelenggaraan Program Jarrinan Scoslal Tenaga Kerja bagl tenaga kerja harian

lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa kurun waktu 3

tahun setelah diberlakukannya keputusan Menteri tersebut tercatat ada kecelakaan

kerja dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel XVl Kecelakaan Kerja Tahun 2000 dan Tahun 2001

TAHUN 2000
BULAN Kasus Telah dibayarkan Kasus Telah dibayarkan wﬂ
Kecelakaan ) Kermatiat
JANUARI 1 Rp.  55.000,00 - -
PEBRUAR 2 Rp.  32.000,00 - - -
MARET 5 Rp. 45.028.400,00 2 Rp.  964.120,00
APRIL 5 Rp. 5.134.000,00 - -
MEI 3 Rp. 3.050.370,00 3 Rp. 5.437.700,00
JUNI 3 Rp. 170420000 | , - .
JULI 3 Rp. 953300000 | 1 Rp. 16.700.000,00
AGUSTUS 8 Rp. 4.969.160,00 - -
SEPTEMBER 1 Rp.  58.500,00 - .
OKTOBER 3 Rp. 4.026.800,00 - -
NOPEMBER 13 Rp. 7.925.550,00 3 Rp. 1.549.950,00
DESEMBER - - ) Rp. 1.487.100,00 1 Rp. 4.093.340,00
TOTAL 58 Rp. 83.104.080,00 10 Rp. 28.735.110,00
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TAHUN 2001

-

BULAN Kasus Telah dibayarkan Kasus Telah cibayarkan
Kecelakaan i Kematian
JANUARI 3 Rp. 45.931.150,00 - -
PEBRUARI 12 Rp. 8.945.620,00 1 Rp. 1.736.800.00
MARET 4 Rp. 12.036.140,00 - -
APRIL 5 Rp. 8.823.070,00 - -
ME! -5 Rp. 23.988.690,00 -
JUN 5 1 Rp. 16.950.300,00 1 Rp.  426.930,00
JULL ' - - - -
AGUSTUS 4 Rp. 24.755.800,00 1 Rp.  110.500,00
SEPTEMBER 4 Rp. 46.131.650,00 - -
OKTOBER 3 | Rp.20.154.820,00 - -
NOPEMBER 3 Rp. 27.017.100,00 3 Rp. 1.473.400,00
DESEMBER 3 Rp. 774.400,00 1 Rp.  147.500.00
TOTAL 57 Rp. 243.608.740,00 7 Rp. 3.885,130,00

Sumber ; PT. Jamsostek Gabang Semarang, Juli 2002 . 1

Melihat data yang tersusun tersebut diatas menunjukkan bahwa kinerja PT.
Jamsostek telah secara optimal untuk mewujuckan pelayanan dalam mewujgdkan
perlindﬁngan bag tenaga kerja harian lepas pada bidang jasa konstruksi. Bes‘érnya
dana yang diterima deh tenaga ketja dan para ahli \‘Maris atau keluarga disesuaikan

dengan nilai kentrak kerja yang telah diuraikan pada hasil penefitian.

Bahwa perlindungan untuk tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi
yang dapat diproteksi oeh PT. Jamsostek sebagian besar adalah proyek-proyek
Konstruksi yang berasal dari pemerintah sedang proyek-proyek konstruksi swasta .

vang melibatkan juga tenaga kerja harian lepas tidak ada pengusaha jasa konstruksi
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yang mendaftarka’n sebagai peserta Jamsostek. Dan bila terjadi suatu kecelakaan
kerja hanya di selesalkan secara Kekeluargaan dan besarnya dana yang diterima
odeh para tenaga kerja atau ahli warisnya disesuaikan dengan kemampuan para
pengusaha. Kendisi tersebut dapat terjadi karena tidak adéu sanksi dan pengawasan
dan hak-hal -|.:;ekerja tak pernah diberitahukan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan mereka menerima tanpa ada perlawanan atau demontrasi.

Seperti apa vang di kemukakan oleh Bapak Bambang Hudi SH Mhum
dikatakan bahwa ;. selama ini tenaga kerja harian lepas pada sektor jasa konstruksi
merupakan kelompok  vyang . tidak pernah  melakukan demontrasi  kepada
PemerintalvDinas tenaga kerja karena upah harian yang diterima lebih besar darl
rata-rata upah minimum Regional kota Semarang dan mereka pun tak pernah
diberitahu  akan hak-haknya. Hanya permasalahan yang akan dihadépi oleh
perusahaan bidang jasa konstruksi apabila AFTA tahun 2003 segera dimulai
dibutuhkan suatu sertifikasi kKeahlian juga sertifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja
untuk mengantisipasi keadaan tersebut diatas diharapkan adanya kesungguhan dari
para pihak untuk mengoptimalkan keadaan perusaaan dan tenaga kerja agar dapat
bersaing dengan pengusaha dan tenaga kerja dari negara lain. Ada 2 peraturan'yang

berkaitan dengan status pekerja harian lepas yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja

No.06/1985 yang memuat hak dan kewajiban tenaga kKerja harian lepas dan

peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 02/1993 tentang perianjian kerja untuk wakiu

tertentu. 22

207) Wawancare dengen Bp. Bambang Hudi SH Mhum, Kepala Dinas Tensga Kera dan Transmigrasi Kela Semarang, pada
saat Dialog interaktif tentang parindungan hukum bagi tenaga ksija harian lapas bidang jasa keonstruksi kota Semarang
tangoal 9 Juli 2002 di BPC Gapensi kota Semarang. '
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13.

1. Tata cara pengajuan kiaim jaminan kecefakaan kerja dalam Jamsostak meliputi

a.

o3

o

o

.

Pelayanan khusus untuk tenaga kerja harlan lepas bitlang jase

konstruksi dalam mengajukan klaim jaminan.

4 macarm Kegiatan administrasi yakni

Felaporan Kecelakaan Tahap Pertama (F3)

Pengusaha melaporkan kecelakaan kerja dalam termpo 2 x 24 jarm
séj.ék terjadinya kecelakaan kepada PT. Jamsostek dan Kantor Tenaga Kerja
dan Transmigrasi setenpat.

Felaporan Kecelakaan Tahap Lanjutan (F3h/3¢/3d)

FPengusaha melaparkan status kecelakaan kerja dalam tenpo 2x24 jam
sejak tehaga kerja dinyatakan sembuh, cacat toial, atzu sebagian atau
rr%ninggai dunia. Laporan ini berfungsi juga sebagai dokumen klaim JKK vang
ciserfai keterangan dokder (F3b/3c) dan bukti-bukti lainnya, dan iaporan
tersebut di kirimkan ke PT Jamsostek dan Kantor Dinas Tenaga Kérja dan
Transrigrasi setermpat.

Pengtapan Jaminah Keceltakaan Setermpat,

Berdasarkan informasi 'Hece!akaan kerja yang lengkap PT. Jaﬁ‘ﬁlff:i[e‘zi
akan melakukan penetapan besamya janminan JKK herdasarkan tingkat cacat
can tingkat upah keria yang bersangkutan. ‘1.

Fermbayaran Jaminan JKK
Dari  hasil penetapan tersehut " PT. Jamsostek  melaksanakan

permbayaran jaminan JKK.




Aliran dokumen dalam administrasi pengajuan klaim JKK dalam PT.

Jamsostek adalah sebagal berikut

a.

C.

Formudir laporan kecelakaan Tahap 1 (F3) diyji oleh perusahaan dan
disampaikan ke PT Jamsostek dan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigras! setempat dalam tempo 2 x 24 jam se]ék terjadinya kecelakaan
kerja.

Forruir laporan kecglakaan Tahap lanjutan (F.3a) disi ceh peruéahaan dan
disampaikan ke PT. Jamsostek dan Kantor Dinas Tenaga Kerja dalam tempo
2 X 24 jam sejak tenaga kerja meninggal dunia atau dinyatakan cacat tctal
atau sebagai atau dinyatakan sembuh.

Laporan ini dilampiri dengan Swat Keterangan Dokter (F3b) umtuk
kasus kecelaksan kerja atau F3c untuk kasus penyakit karena hubungan
kerja. Selain itu cilarmpiri dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasusnya.
PT. Jamsostek berdasarkan semua infomasi yang berasal dari F3 dan F3a,
Fab/F3c melakukan perhitungan dan penetapan besarmya jaminan JKK yang
terdiri dari penggantian biaya dan sartman'JKK tergantung tingkat cacat dan
tingkat upah tenaga kerja yang bersangkutan. |
Berdasarkan penetapan tersebut PT. Jamsostek melakukan pembayaran
jaminan JKK képada perusahaan untuk komponen penggantian biayanya dan

kepada tenaga kerja/ahil warls untuk komponen sanfunnya.
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b. Pelayanan PT. Jamsostek pada pelaksanaan Program Jamsostek secara

Pelaksanaan progam Jamsostek ci kota_ Semarang dijalankan berdasarkan
Permenaker Nomor PER — 05/MEN1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran
Kepesertaan, Pemrbayaran luran, Perbayaran Santunan, dan Pefayanan Jarinan
Sosial Tenaga Kerja. Di dalam Peraturan Menkeri tersebut, pelaksanaannya diatur
sedemikian rupa sehingga mempermudah bagl pemsahaan; tenaga kerja, rmapun
PT. Jamsostek sendiri,

Unuk peiéksanaan program Jamsostek, telah disediakan formulir-formulir dari
PT. Jamrsostek. Adapun macam-macam formnulir itu adalahy

Formulir Jamsostek 1 tentang Pendaftaran Perusahaan.

Formullr Jamsostek 1a tentang Pendaftaran Tenaga Kera.

Formulir Jamsostek 1b tentang Daftar Susunan Keluarga.

Formulir Jamsostek 1c tentang Daftar Tenaga Kerja Keluar.
Formudir Jamsostek 2 tentang Rinclan luran.

Formulir Jamsostek 2a tentang Daftar Upah Tehaga Kerja.

Formulir Jamsostek 3 tentang Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I
Formullir Jamsostek 3a tentang Laporan Kecelakaan Kerja Tahap |l;
. Formullir Jamsostek 3b tentang Surat Keterangan Dokter;

10.Formulir Jamsostek 3¢ tentang Surat Keterangan Dokter untuk penyakit yang

timbul karena hubtingan kerja.
11. Formulir Jamsostek 4 tentang Pengajuan Pembayaran Jaminan Kernatian.
12. Formuilr Jamsostek & tentang Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua.

1. Kewajlban dan Hak Peserta Jamsostek.

Pengertian darl pada peserta Jamsostek disinl adalah perusahaan dan tenaga
kerja yang telah wajib daftar menjad peserta Jamsostek berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosal
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Tenaga Kerja, yaitu perusahaan vang memperkerjakan tenaga kerja sekurang-

kurangrya 10 (sepuith) orang atau lebih, atau mernbayar upah paling sedikit Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan. Selain ketentuan di atas dalam hel

kepeseriaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kefja borongan dan tenaga kerja

kontrak dalam program Jaminan scslal tenaga kerja diatur lebih lanjut dleh Keputusan

Menteri nomor Kep. 196/Men/1990.

Di dalern kepesertaan Jamnsostek Ini, peserta (perusahaan dan tenaga kerja)

mempuyal hek dan kewajiban yang berfwbungan dengan pelaksanaan program

Jamsostek. Hak dan Kewajiban itu adalah :

a. Kewallban dan hak perusahaan.

B,

i,

Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib menjadi peserta Jamsostek
dengan menglsl fomulr yang dsedakan deh PT. Jamsostek (Persero).
Formulir yang diisi dleh perusahaan adalah formulir Jamsostek 1 dan formuiir
Jamsostek 1a. Dalam formulir tersebut perusahaan melaporkan dengan benar
data-data tentang : juriah tenaga kerja, upah yang dibayarkan tlap bulaniya.

Selain kewajban d atas, dalam hal térjacﬁ perubahan tenaga kerja
(pengurangah dan penambahan), deh perusahaan yang bersangkutan
dlaporkan kepada PT. Jamsostelc (Persero) setiap buan melalul formuir
Jamsostek 1a dan formuiir 1c untuk tenaga i«arja keluar dari perusahaan

fermaksud.

Sedangkan unfuk hak yang diterima perusahaan dalam kepesertaan program

Jamsostek |ni adalah :
1. menerima sertifikat (tanda buldi) telah menjack peserta Jamsostek;

2. menerima kwitansi, sebagal bukti pemrbayaran uran tisp buannya.
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b. Kewajiban dan hak tenaga kerja.

I Tenaga kefja berkewsjlban pada sast ddaftarkan untuk menjad Jamsostek
memberikan data-data pribad dengan jelas dan benér. Apabila telah menjadi
peserta Jamsostek dan pindah pekerjaan ke perusahaan lain, maka tenaga
kerja yang bersangkutan harus segera bm?laporkan nomor Kartuy Peserta
Jamsostek (KP.J) kepada perusahaan yang baﬁ.

ii. Sedangkan hak tenaga kerja setelah menjadi peserta Jamsostek adalah |
1. rmneﬁrra Kartu Peserta Jarmsostek (KPJ); |
2. berhak menerirﬁafmermerdeh jaminan dan santunan apabila mengalami

kecelakaan kerja atau kematian;

3. berhak menerima pemberitahuan Salde Jaminan Hari Tua;

4. setelah mencapal usla 55 tahun atau cacat total tetap atau meninggal dunia
sebelum usia 55 tahun, tenaga kerja/ahii warisnya berhak mempercieh
kembali Jaminan hari t.ua ditambah bunga.

2. Pelaksanaan dan Tata cara Pendaftaran.

Menurut pasal 5 (1,2) Peraturan Pemerintah nomor 14 talwn 1993, disebutkan
bahwa, pengusaha wajlb mendaftarkan perusahaan dan tenaga kefjanya sebagal
peserta Jamsostek pada badan penyelenggara, dalam hal ini dilakukan pada Kantor
Cabang PT. JAMSOSTEK (Persero) dimana perusahaan itu berada, dengan mengis!
formulir Jamsostek 1 dan formulir Jamsostek 1a. Pengusaha harus menyampalkan
formulir Jamsostek kepada kantor cabang terdekat selambat-lambatrya 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya formulir pendattaran.

Selanjutnya menunit pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan
bahwa waktu selambst-larrbatiya 7 (tijuh) harl sejak formulir pendaftaran dan
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pembayaran iuran dterima, PT. JAMSOSTEK (Perserc) menerbitkan Sertifikat

Kepesertaan sebagal tanda Kepesertaan perusahaan dalam program Jamsostek.

Kemudian Kartu Peserta Jamsostek untuk masing-masing tenaga kerja sebagai

tanda telah menjach peserta program Jamsostek.

3. Pelaksanaan dan tatacara pembayaran luran dan pelaporan mutasl tenaga
kerja.

Maksud darl tatacara pembayaran luran adalah untuk menciptakan kesatuan
dan keseragaman dalam pelaksanaan iwan bak bag Perusahaan sebagal peserta
Jamsostek maupun bagi PT. JAMSOSTEK (Perserc) sebagai Badan Penyelenggara.

Dengan tatacara Inl maka proses pembayaran luran semakin mudah dan
lancar, sehingga pengelolaan iuran Jamsostek tersebut dapat dilaksanakan secara
berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa, penyetorar; juran
yang dilakukan oleh pengusaha kepada PT. JAMSOST EK {(Persero) dilakukan setiap
bulan paling tarnbat tanggal 15 (lima belas) bulan berlkutrya darl bulan iuran yang
bersangkutan Kketerlarmbatan pembayaran iuran, dikenakan denda sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah inl ditangoung sepenuhiya oleh pengusaha.
Pembayaran denda dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran
buian berikutnva.

Kermudiar™ menurt pasal 11 Peraturan Pemerintah in, dalam hal terjadi
kelebinan atau kekurangan perhitungan pembayaran iuran, badan penyelenggara
merrberitaltkan secara tertulis kepada pengusaha yang bersangkutan selarrbat-
_lambatnya 7 (tujuh) hari sejak citerimanya iuran, Kelebihan atau kekurangan tersebut

dapat diperhitungkan dengan pembayaran juran bulan berikutnya.
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Dalam pelaksanaan pelaporan mutasi tenaga kerja, formulir-formulir yang
dipergunakan antara lain formulir Jamsostek 1a untuk pendafiaran tenaga ketja
masuk dan formulir Jamsostek 1¢ untuk daftar tenaga kerja keluar. Juga forn_uiir
Jamsostek 2a untuk: Daftar Upah Tenaga Kerja yang dipergunakan cieh perusahaan
untuk memberitahuican kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) mengenal daftar upah
dan mutasi (penarmbahan dan pengrrangan tenaga kerja selama peroide tertentu).
Adapun tatacara pelaporan mitas! tenaga kerja adalah :

a. Setiap ada penamrbahan tenaga kerja, perusahaan wajib mengisi  formulir
Jamsostek 1a  untuk paTberﬂanJan pendaftaran tenaga kerja baru
(awal/susulan).

b. Setiap terjadi pengurangan tenaga ketja, perusahaan waijib mengisi fornnutir
Jamsostek 1¢ untuk perrberitahuan tenaga kerja keluar. | .

c. Perusahaan segera mengist formulir Jamsostek 2a tentang daftar upanh tenaga
kerja untuk memudahican penghitungan.kelebihan atau kekurangan setoran iuran
diakhir tahun karena adanya perubahan upah déla_m tahun yang berjalan.

4. Pelaksanaan dan Tata Cara Pengajuan Jaminan dan Besarnya Jaminan. %)

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

a. Tata cara pengajuan Jaminan kecelakaan kerja

1. Apabila ada yang mengalami kecelakaan kerja tenaga kerja atau siapa

saié harus secepatnya memberitahukan ke perusahaan.

, Pengusaha wajih memberikan pertdongan pertama kecelakaan bagi

tenaga kerja yang tertimpa Kgcelakaan.
3. Pengusaha wajio mengisi dan mengirimian formulir Jamsostek 3

203. DIREKS| PT.JAMSOSTEK (Persero)., Pedoman Palaksansan Program Jaminan Sosial Tanage Kera, Jakana, 1958,

hal, 146.
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kepada Disnaker dan PT. Jamsostek (Persero) setempat sebagai
laperan kecelakaan kerja tahap 1 tidak lebih dart 2 x 24 (dua kall cua

pulth empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.

. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan Tahap 1i kepada kantor

Depnaker dan PT. Jamsostek (Perserc) setempat dengan mengisi
formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah

menerima swrat keterangan dokder ( formulir Jamsostek Sbi yang

menerangkan :

Keadaan sementara tidak marrpu bekerja telah berakhir :

a. Keadaan cacat sebagian untuk selama-larnanya; atau

b. Keadaan cacat total tetap untuk selama-lamanya baik fisik maupun
rmental; atau

c. Meninggal dunia.

. Bila tenaga kerja tertimpa penyakit yang timbul karena hubungan kerja,

pengusaha wajib mengisi dan mengirivkan forrrulir Jamsostek 3 tidak
lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa

(formulir Jamsostek 3c).

. Penyampaian formdir Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan

permintaan perrbayaran jaminan kecelakaan kerja karena itu harus

disertakan bukti-bukti :

a. Foto copy kartu peserta.

b. Suwrat keterangan dokter dalam bentuk formulir Jamsostek 3b atau
formulir Jamsostek 3¢.

c. Kwitans! biaya pengobatan dan pengangkutan.
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d. Dokumen penddiung lain yang diperiukan. Apabila bukti-bukti
dokumen pengajuan pemiayaran jaminan tidak lehgkap, maka PT.
Jamsostek (Persero) setempat memberitahukan kepada pengusaha
selambat-lambatnya 7 (tuyuh) hari setelah menerima laporan
kecelakaan kerja tahap 1l.

7. PT. Jamsocsiek (Persero) setempat menetapkan besarnya saptman
dan penggartian biaya dan membayar kepada tenaga kerja serta
pengusahé. R

b. Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas :

1. Penggantian biaya yang meliputi -

a. Ongkos pengangkutan tenaga kerja ke rumah sakit sebagai berikut -
- Bilamana hanya menggunakan jasa -angkutan darat/sungai

maksimum sebesar Rp. 100.000,00.
- Bilamana hamya menggunakan jasa angkutan lawt maksimum
sebesar Rp. 200.000,00. '

- Bila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum
sebesar Rp. 260.000,00

b. _Pengobatan dan perawatan sesuai c‘lengan biaya yang dikeiuarkan

meliputi : dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan,

puskesmas, rumah sakit umum pemerintah kias 1, gigi, mata, serta

jasa tabib/sinshesradisional yang telah mendapat idn dari instansi

yang berwenang.
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Setelah biaya yang dkeluarkan unfuk satu peristiwa kecelakaan
dibayarkan sesuai bukti-buidi pengeluaran, dan maksimum sebesar

Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah).

. Penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan atau aiat pengganti

(prothese) diberikan satu kall untuk setiap kasus dengan ketentuan

maksimum 140% dari harga yang berlaku pada RS Suharso, Sdlo.

2. Santunan berupa uang yang meliputl :

a.- Sanfunan Sementara Tidak Manpu Bekerja (ST MB) ©

- 4 bulan pertama 100% X upah sebulan.
- 4 bulan kedua 75% X upah sebulan dan

- tilan seterusnya 50% x upah sebulan.

b. Santunanh cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara

sekaligus (lumpsum) dengan besarmya presentase (%) sesuai tabel

X 60 hulan upah.

. Santunan cacat total untuk selame-lamanya dibayarkan secara

sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah
. Santunan sekallgus sebesar 70% X 60 bulan upah.

. Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,00, selarna 24 bulan.

_ Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara- sekaligus

dengan besarmya santunan :

- Santunan sekaligus sebesar 30 bulan upah, dan m’niﬁwal Rp.
2.000.000,00 (diua juta ruplah). |

- Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,00, selarma 24 bulan.

- Biaya pemekaman Rp. 400.000,00
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2. Jaminan Kematian (JK)
a. Tata cara pengajuan jaminan kermatian

1. Tenaga ketja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja,
pengusaha atau keluarga tenaga kerja mengajukan per;rintaan
perrbayaran jaminan kematian kepada PT. Jamsostek (Persero)
setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 4 disertai bukti-bukti
a. Kartu peserta .

b. éuat kematian
c. ldentitas ahli waris
d. Dokumen pendukung laln yang diperiukan.
2. PT. Jamsostek (Persero) setempat akan membayar jaminan kematian
kepada yang berhak.
b. Besarya jaminan kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan kecelakaan
kefja, keluarganya berhak atas Jaminan kematian. Jaminan kenatian
dibayar sekaligus kepada janda, duda atau anak dan meliputi -
. Sartunan kematian sebesar Rp. 2.000.000,00
- Biaya pemakaman sebesar Rp. 400.000,00

Malam hal janda atau duda atau anak tidek ada meka jaminan
kematian dibayarkan sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari
tenaga kerja, menurut garis lurus kebawah dan garis lurus keatas cihitung

sampal derajat kedua.
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3. Jaminan Hari Tua (JHT)
a. Tata'cara pengajuan hari tua

1. Tenaga kerja yang felah mencapai usia 55 tahun, cacat tctal tetap
urfuk selama-lamanya; meninggalkan wilayah RI untuk selamanya;
rreninggal dunla sebelum usia 55 tahun; tehaga Kerja berhenti bekerja
yang telah memenuhi masa kepesertaaan 5 tahun dan masa tunggu 6
bulan; menjad PNS/Anggota ABR! dapat mengajukan permintaan
pembayaran jaminan hari tua melalui pengusaha (bagi yang masih
bekerja) kepada PT. Jamsostek (Persero) setempat dengan mendisi
forrndir Jamsostek 5. | |

2, Tenaga Kerja yang telah mencapai usia 55 tahun dapat mengajukan
permintaan perrbayaran Jaminan hari tua dengan mengisl formuir
Jamsostek 5 disertakan oukti-bukdi
a. Kartu peserta
b. Identitas diri
3, Tenaga kerja yang mengalami cacat tctal tetap untuk selamarnya dapat
mengajukan permintaan pervbayaran jaminan hari tua dengan rneﬁgisi
formuir Jamsostek 5 disertakan bukti-bukti -

a. Kartu peserta

b. Surat keterangan dokter
¢. ldentitas diri

4. Tenaga keifja yang meninggakkan wilayah RI urtuk  selamanya,
mengajukan permintaan perrbayaran jaminan dengan disertai bukli-
- bukdti
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h. Kartu peserta
c.’” Pernyataan tidak bekerja lagh di Indonesia
d. Photocopy paspor

e. Photocopy visa bagi tenaga kerja Warga Negara Rl

. Temaga kerja meninggal dunla sebelum usia 55 tahun, ahli warisnya

dapat mengajukan permintaan Jaminan hari tua disertai bukti-bukti
a. Kartu peserta

b. Identitas diri

. Tenaga ketja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55

tahun telah memenuhl masa kepesertaan 5 tahun dengan masa tunggu

6 bulan dapat mengajukan pemirkaan perrbayaran javinan han tua

dengan mengisl pembayaran jaminan hari tua dengan mengisi formulir

Jamsostek 5 disertai bukti-hukdi |

b. Kartu peserta -

c. Photocopy surat keterangan pemberhentian  dari  perusahaan,
PALYPAP

d. Identitas dirl

. Tenaga kerja menjadi PNS/Anggota ABRI  dapat  mengajukan

permintaan pembayaran jaminan hari tua dengan mengsi formulir

Jamsostek disertai bukti-bukti :

a. Kartu peserta

b, Copy surat keputusan pengangkatan
c. ldentitas dirl
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8. PT. Jamsostek (Persero) setempat menetapkan dan membayarkan
jarriman hari tua kepada tenaga kerja sekaligus atau berkala sesual
dengan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

b. Besarnya Jaminan Har Tua
Besarnya harl tua adalah keseluruhan iuran yang tetah disetor, beserta
hasit pengembangannya. Cara pevbayaran jaminan hari tua dapat
dilakukan :

1. Secara sekaligus apabila jumiah seluruh jaminan hari tua yang hérus
dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,00

2. Secara berkala apablla jumiah seluruh jaminan harl tua mencapal Rp.
3,000.000,00 atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 tahuan. Dalam hal
tenaga kerja yang meninggal dtﬂa, jaminan hari tua dibayarkan
sakaligus kepada ahli warishya.

3. Tabungan hari tua dari tenaga kerja yang telah menjad peseita
program jamsostek berdasarkan PP 33 Tahun 1977 diperhitungkan dan
dilanjutkan sebagai jaminan hari tua berdasarkan PP 14 tahun 1993,
saldo THT yang terhimpun sebelum berlakunya Undang-undang No.3
Tahun 1892 tetap diberikan bunga s‘esuai dengan ketentuan yang
berlaku.

5. Subsistem Keglatan Pengajuan Klaim
Frosedur .

Perusahaan melapor ke Jamsostek (Bidang pelayanan) foto copy KPJ
meximal 2 x 24 jam setelah terjadi kecelakaan. Bidang Pelayanan mencocokkan dan

mermberi  Formulir  Laporan Kecelakaan Tahap | rangkap 4 (empat) kepada
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Perusahaan pelapor unfuk cﬁis}. Setelah disahkan, Formuir Kecelakaan Tahap |
lermbar ke 1 diserahkan ke Perusahaan, lembar ke 2 untuk arsip Bidang Pelayanan
sebagai dasar pembuatan Laporan Kece!akaan Tahap |; dan lembar ke 3 cﬁserahkan
Dokter Pemeriksa. Formulir Laporan Kecelakaan Tahap | lembar ke 4 diserahkan ke
Disnaker.

Hasil pemeriksaah dokter/RS beserta Biaya Perawatan yang ditunjukkan

datlam bentuk Rekening Pembayaran diserahkan cleh Perusahaan kepada Bidang

. Pelayanan. Bidang Pelayanan akan mengeluarkan Formuir laporan Kecelakaan

Tahap |l sebanyak 3 lembar, yang akan disi deh Perusahaan dengan dipertegas

_cleh dokter yang merawatnya.

Lembar 1 akan diserahkan kepada Depnaker, lemmbar ke 2 akan diserabkan
kepada Perusahaan dan lembar ke 3 diarsipkan Bidang Pelayanan. Bidang
Pelayanan akan menghitung ganki rugi dan membuat Voucher yang berisi Rincian
Pemmbayaran sebanyak 3 lembar. Ketiganya diserahkan kepada Kasir untuk
perylapan perrbayarannya. Voucher tersebut akan diperiksa oleh Kasir, dan Kasir
akan memanggl Perusahaan yang bersangkutan untuk menerima uangnya dengan
disertal Voucher lermbar ke 3. Voucher ke 2 akan didistribusikan ke Bidang Tekndogl
dan Informasi unfuk dientrykan. Sedangkan Ierrbar‘ pertama akan diginakan cleh
Kasir unfuk dibukukan.

Subsistem Kegiatan Pendaftaran peserta Jamsostek & luran

» Perusahaan menyatakan mendaftarkan diri ke PT. Jamsostek khususnya Bagian
Pemasaran, kemudian Bagian Pemasaran memberikan Formulir Pendaftaran
Perusahaan (Formuir 1) rangakp 4 (ermpat). Formulir Pendaftaran Perusahaan

diserahkan ke perusahaan untuk diisl dengan identitas perusahaan, selaniutnya
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Formulir yang sudah diisi tersebut diserahkan kembali ke Bagian Pemasaran
untuk disahkan.

» Setelah dinyatakan terdaftar, Bagian Pemasaran akan memberikan Forrmulir
Pendaﬁaran Perusahaan lembar ke 4 dengan disertai Formulir Pendaftaran
Tenaga Kerja (Fomullr 1A) rangkap 3 (tiga) untuk diisi dengan daftar tenaga
kerja yang didaftarkan sebagai peserta Jaminan.

» Formulir Pendaftaran Pen&ahaan lembar ke 3, oeh Bagian Pemasaran akan
digunakan sebagai dasar perrbuatan Laporan Perusahaan Peserta Jaminan

» Formudir .Pendaftaran Perusahaan lembar ke 1, akan dkiim ke PT.
JAMSOSTEK Pusat guna pembuatan Sertifikat Kepesertaan Jamsostek (Asli dan
duplikat). Sertifikat Asli akan diserankan kepada Perusahaan Peserta Jaminan,
sedangkan Duplikatrya akan diarsipkan d PT. Jamsostek setempat .khususnya
pada Bagian Pemasaran.

» Setelah Formulir Pendaftaran Tenaga Kerfa disi deh Perusahaan, maka akan
diserahkan kepada PT. JAMSOSTEK setermpat kmwa bagian Permasaran. |

» Formullr Pendaftaran Perusahaan tembar ke 2 beserta Formulir Pendaftaran
Tenaga Kerla lembar ke 2, akan diserahkan ke Disnaker setermpat. -

» Formulir Pendaftaran Tenaga Kerja lemmbar ke 3: akan diserahkan ke Bidang
Teknologi dan Informasi guna dibuatkan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ).
Sedangkan lembar pertama akan diguakan deh Bagian Pemasaran urfuk
membuat Laporan Peserta Jamsostek. Berikitriya KPJ akan diserahkan kepada
Perusahaai untuk dibagikan pada masing-masing tenaga ketja.

» Pada setiap bulan (paling lambat tanggal 19) perusahaan berkewajiban
‘membayar furan mewakill tenaga Kerjanya dengan ur&an sebagal berikut

267




Perusahaan datang ke Jamsostek (Bagian Pemasaran), kemudian - bagian
Petmsaran memberi Formulir Rincian furan (FRI) rangkap 3 (tiga). Forrmnr
Rincian luran diserahkan ke perusahaan untukc diisi. Setelah disi, Formutir
tersebut diserahkan kembali kepada Bagian Pemasaran unfuk diberi
pengesahaan. Berdasarkan Formulls tersebut, bagian Pemasaran akan membuat
Voucher tiga lembar dan dengan disertai Formulir Rincian luran (FRD lembar 1
dan 2 akan diserahkan kepada Kasir. Kasir akan mermanggll Perusahaan yang
bersangkutain agar metakukan pembayaran.
Voucher lemmbar 1 dan FRI lembar ke 1 cﬁsefahkan kepada Perusahaan;
Voucher fermbar ke 2 dan FRI lembar ke 2 akan diarsipkan deh Kasir,
Sedangkan Vwchér lembar ke 3 diserahkan kepada Bidang Tekndogi dan
informasi untuk diclah lebih lanjut menjadi Laporan Penerimaan luran.
6. Ruang Lingkup Slstem
Progses sistemn diawali dari menjaring kepesertaan. Peseria adalah semua
ténéga kerja L_:Iari semua perusahaan (BUMN, .Jant Venture, PMA), Yayasan,
Koperasi, Perusahaan Perorangan yand mermperkerjakan tenaga kerja paling sedikit
10 orang atau membayar seluruh upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 per bulan.
» Pembayaran iuran dari perusahaan.

Perhitungan iuran yang waijib dibayarkan adalah 0,24 % dan 1,74 % dari besarnya
upah tiap bulan yang dilaporkan deh perusahaan. Pelaksanaan permbayaran
dibebankan kepada perusahaan.

» Kaim Jarrinan Kecelakaan Kerja mellputi
Biaya Transport : adalah biaya yang timbul dari tempat kejadian kecelakaan ke

Rumah Sakit dan atau ke tempat pemakaman (dalam hal tenaga kerja merﬂnggal)w
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a. Darat Rp. 160.000,00.
b. Laut Rp. 300.000,00.
c. Udara Rp. 400.000,00.

Sementara tidak mampu bekerja 4 bulan pertarma 100 % dari upah

4 buian kedua 75 % darl upah
Sefanjuinya 50 % dari upah.
Blaya Pengobatan/Perawatan maksimum (Rp. 6.400.000,00)

Santunan Cacat :

a. Sebagian —tetap % tabet x 70 bulan upah
b. Tctal - tetap
Sekaligus 70 % x 70 buian upah
Berkala (2 tahun) Rp. 50.000,00 per bulan
c. Kurang Fungsi 9% kurang fungsi x % tabet X 70
“hulan upah

Santunan Kematlan :

Sekaligus 60 % x 70 hulan upah
Berkala (2 tahun) Rp. 50.000,00 per butan
Biaya Pemakaman Rp._1.000.000,00

Blaya Rehabliitasl :  berpedoman pada harga RS. DR. &uharso, Surakarta
ditarnbah 40 %, terdiri atas :

a. Prothese anggota badan

b. Alat bantu (kursi roda)
Penyakit akibat kerja 31 jenis penyakit selama hubungan Kerja dan 3 tahun setelah

putus hubungan Kerja. ‘
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. p» Mutasi peserta ; Tenaga kerja baru, Tenaga keria keluar dan Mutasi upah

Perusahaan peserta Jarrinan Sosial walib melaporkan terjadinya mutas!
tenaga kerjanya, baik berupa penarmbahan pegawal maupun pengurangan pegawai
serta perubahan terhadap upah para pegawai, sehingga penyesuaian terhadap iuran
yang diterima oeh PT. Jamsostek dan pelayanah terhadap klalm segera dapat
dilakukan, |

7. Penerapan Sanksl bagl pengusaha yang tldak menglkut sertakan pada
program Jamsostek
Pelaksanaan peraturan tentang jaminan sosial Tenaga kerja akan dapat
berjalan secara efektif apabila di dukung dengan adanya suatu penerapan sanksl,

Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomaor 4 Tahun 1992 dinyatakan bahwa |

1. Barang slapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat 1, Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 18 ayat 1, 2, 3 dan ayat 5, Pasal 19 ayat
2, Pasal 22 ayat 1, dan Pasal 16 diancam dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 6 bulan dan denda setinggHtinaginya Rp.50.000.000,00 (lima pulth juta
rupiah). |

2. Dalam hal pengllangan tindak pidana sebagalmara dmeksud dalam ayat 1
untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir mempuryai kekuatan
hukum yang tetap, maka pelanggaran pidana tersebut cﬁpidand kurungan
selama-lamanya 8 bulan.

3. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah pelanggaran.

Pasal 20 mengatakan : dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksuc

Pasal 29 ayat 1 dan 2 terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara

yanhg tidak memenuhl ketentuan Undangrundang inl dan peraturan pelaksanaannya
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dikenakan sanksi administrasi, ganti rug dan denda yang akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pernerintah. |
Apabila Pasal 28 dan 30 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tersebut diatas

dikaitkan dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, adalah

tanpa mengurangl ketertuan pldana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, maka !

a. Pengusaha yang tidak memenuhl ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 2, Pasal 8 ayal 2, Pasal 18 ayat
1,2 dan ayat 3, Pésal 19 dan pasal 20 ayat 1, setelah diberikan peringatan tetapi
tidak metaksanakan kewajiban dkenakan sanksl administratif berupa pencabutan
fjin,

b. Pengusaha yang fidak memenuhi ketertuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal
10 ayat 3 dikenakan denda sebesar 2% utuk setiap bulan keterlambatan yang
dititung dari iuran yang seharusnya dibayar.

¢. Badan Penyelenggara yang tidak memenyhi ketentuan sebagalmana  yang
dimaksud dalam pasal 29 Undang-tndang Nomor 3 Tahun 1992 dikenakan ganti
rug sebesar 1% darl jumlah jarminan sebagalmana diatur dalam keterlarr‘batan
dan dibayarkan kepada tenaga kerja yand bersangkutan dari uraian tersebut
diatas apabila cﬁperhatikan bahwa sankei yang terdapat dalam Pasal 29 undang-
undang Nomor 3 Tahun 1992 merupakan sanksi yang berupa kurungan atau
denda. Sedangkan sanksi yang terdapatl dalamn Pasal 47 Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 rrerupakan sanksl administratif berupa pencabutan ijin
usaha. Kht_:sus bagi Badan Penyelenggara yang dalam hal ini PT. ASTEK apabila

melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksl komulatif artiya dapat
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dikenakan hukuman kurungan atau denda dan juga dikenakan sanks

administratif yang berupa pencabutan {jin usaha.

1.2 Pengawasan Aparat
Agar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dapat mencapal sasarannya, maka

diperiukan suatu pengawasan. Sasaran yang dirmaksud oleh Undang-undang inl

adalah beberapa benfuk santunan yang dihtbungkan dengan peristiv\{a yang
berakibat kerugian tenaga kerja sec;ara finansial.

Pengawasan yang dimaksud Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun
1092 adalah pegawai teknik berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Keria yang
ditunjuk oleh Menterl. Yang menurut Keputusan Menter! Tenaga Kerja No. 170 tahun
1972 menunjuk  kepada Kepala Kantor Daerah Dinas Tenaga Kerja seluruh
Indonesia berwenang fmelakukan pengawasan.

Menurut Dikium menimbang dari Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang
pedoman pelaksanaan pengawasan .

a. Rahwa penhgawasan mefupakan pendayagunaan aparat negara dalam
melaksanakan tugas umum Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

h. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapal sasaran dan hasil yang diharapkan,
cﬁpandang periu untuk rmnetapkan Instruksi Presiden mengenai garis besar tata
keria pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan secara fungsional deh aparat pengawas (Pasal 2
INPRES No. 15 Tahun 1983) Pengawasan fungsional sebagaimana yang clatur

dalam Pasal 4 INPRES 15/1983 adalah

1. Kebijaksanaan Pengawasan digariskan deh Presiden.
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2. Wakil Presiden secara terus menerus memimpin dan mengkuti pelaksanaan
pengawasan.

3. Menteri Koordinator bidang EKUIN dan Pengawasan Perrbanéunan
Mengkoordinator pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan dimaksud avat '1.

4. Pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawas Fungsional dilakukan deh
Inpektorat Jenderal Departermen Aparat Pengawasan Lermmbaga Pemerintahan
non Departernen dan instansl Pemerintah lainfya yang melakukan pengawasan
terhadap kegiatan umum pemerintahan dan perrbangunan dalam fingkungan
departemen atau . lembaga pemerintahan atau instansi pemerintah.an yang
bersangkutan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berjenjang menunt tata Kerja
sebagai berikut :

Aparat Pengawasan Fungsioal melakukan pengawasan berdasarkan petunjuk
menteri, sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan, (Pasal 6 INPRES 15
tahun 1983)-. :

Pelaporan pengawasan fungsional mefiputi -

1. hasil pelaksanaan pengawasan ditaporkan kepada
a. Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemeﬁrtahar] non Departermen.

n. Menko Ekuin dan Wasbang.

2. Menko Ekuin dan Washang menyarmpalkan hasll laporan, hasil kerja pelaksanaan

pengawasan kepada Presiden. (Pasal 15 INPRES 15 Tahun 1983).

3. Tindak lanjut pengawasan fungsional adalah @ Para Menteri atau Pimpinan
lembaga Pemerintah nhon Departemen yang bersangkutan, sefeiah menerima

faporan menganbil tangkah-langkah tindak lanjut
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a. Tindakan administrasi sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.
b. Tindakan mengadukan tindak pidana dengan mettyerabkan perkaratiya kepada

Kepdisian dalam hal terdapat indikasi tindak pidana. (Pasal 16 INPRES 15 tahun
1983).

3. Kinerj]a dan hambatan PT. Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja
harlan lepas bldang jasa konstruksi dl kota Semarang |

a. Latar Belakang berdirinya PT. JAMSOSTEK
al. Sejarah Singkat PT. JAMSOSTEK {Persero)

Sebagal badan penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
keberadaan dan perkemrbangan PT. Jamsostek (Perserc) tak terpisabkan dari
perkembangan yang terjadi di seputar program yang ciselenggarakannya. Dapat
dikatakan PT. Jamsostek (Persero) tumbuh tak lepas dari keberadaan program
jaminan sosial {enaga kerja yang muncul dan berkermrbang sesuai  funtutan
kebutuhan perbangunan.

Embrio Jarrinan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk program-program spesifik
mulai diperkenalkan di beberapa daerah dan sektor industri deh Lembaga Dana
Jarninan Sosial (DJS) tahun 1964 yang dibentuk berdasarkan Keputusan‘ Menteri
Perbt.aruhan'. No. 5 tahun 1964 Laju pewbam:;unaﬁ yang meningkat pesat sejak
dicanangkan Repelita 1 tahun 1969, kebutuhan akan Sistem Jaminan Sostal Tehaga
Keria yang lebih potensial’ dan perkecakupan luas terasa sangat mendesak.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, melalui perrbahasan dan pengkajian yang cukup

panjang, Pemerintah dengan PP No. 33 tahun 1977 memutuskan Penyelenggaraan

274




Program Aswansi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Pada waktu itu bentuk lembaga ini
bernama Perum ASTEK

Ditetapkannya PP. No. 33 tahun 1977 tentang dibenfuknya Perum ASTEK
mendorong pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Ketja selangkah lebih méju, éejajar
dengan Jaminan scsial bagl pegawal negeri {TASPEN) danh jajaran ABRI (ASABRI)
yang telah ada terlebih dahulu.

Tuntutan manajerial di berbagal bidang mendorong Perum ASTEK mengambil
langkah konsolidasi dan retrukturisasi untuk menjadikan Perum ASTEK semakin
elastis hingga dengan PP No. 18 tahun 1990 berubah bentuk badan hukum menjadh
PT. Jamsostek (Persero). Perkembangan fundamental tercatat dalam peningkatan
landasan pelaksanaan program Asuransi Scsial Tenaga Kerja dari semula Peraturan
Pemerintah menjadi Undang-undang yaitu UU No.3 tahun 1992 tentang Jarrinan
Sosial Tenaga Keria atau disingkat JAMSOSTEK
a2. Status Usaha dan Jaringan Informas! Manajemen

PT. Jamsostek (Persero) Semarang merupakan salah satu Karntor Cabang
penyelenggaraan Jaminan Scsial Tenaga Ker]'a'yang merrpurwai Kantor Pusat di
Jakarta. Hampir di seluruh Kabupaten/Kotamadya terdapat Kantor Cabang atau
Perwakilan. Aliran informasi terbertuk dari bawah yaitu tingkat pelaksana yang
kemudian akan didah lebih lanjut pada nﬂsing}r'asing bagian. Masing-masing
bagian melaporkan ringkasan untuk dijadikan Eksekutif Surmmary yang lebih lanjut
" akan disajikan untuk top manajemen.
a3. Struktur Organisasi |

Struktur  Organisasi  (Organitation Chart) menunjukkan bagaimana bagan-
bagian d dalam orgarisési dikoordinasikan bersama-sama melald suatu jaiur
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komando atau wewenang dan tanggung jawab, Struktur organisasai juga

menggambarkan secara grafis struktur Kerja dan hubungan wewenang formal.

Struktur Organisasi pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Semarang adalah

sebagai berikut ; ¥

Kepala Kantor
Cabang
! | I 1

Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang .

Pemasaran Pelayahan Keuangan Teknologi Uum &
' - | informasi Personalia

Customer Kasir Accounting

Senvice

~ ad. Job Discription

Untuk mempearden gambaran yang jelas mengenai unit-unit kerja yang terkait

dalam kegjatan PT. Jamsostek meliputi :

a. Kepala Kantor Cabanyg.

« Melaksanakan tugas-tugas perusahaan sesual dengan Kkewenangan yang

ciberikan.

« Memberikan peiayanan terbaik.

b. Kepala Bidang Pemasaran.

« Membuat peta potensi kepesertaan.

« Melakukan kegiatan pemasaran.

.« Melaksanakan pengendalian operasional kantor cabang.

204). Wawancara dangan Bapak A Mitfah, Sh , pada Acara Sosialisasl Perlindungan Hukum bagi ienaga kerja harlan lapas
bidanp Jasa kensiruksi di kanlor BPC Gapsnsl Semarang tanggal 8 Juli 2002
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« Melaksanakan pencapaian target jurriah kepesertaan dan iuran.
Merrblné hubungan balk dengan mitra kerja.

c. Kepala Bidang Pelayanan.

« Melaksanakan penerimaan iuran dan pelayanan jaminan.

4 Memilih pusat pelayanan kesehatan.

« Melaksanakan pengendalian pusat pelayanan kesehatan.

d. Kepala Bidang Keuangari.

« Membuat analisa dan laporan Keijangan..

« Melakukan pengoiahan keuangan, investasi dan kas cabang.

« Melakukan pengendalian kerja keuangan cabang.

« Melakukan pemutahiran database Keuangan.

e. Kepala Bidang Tehho{ogf dan informasi.

« Melakukan adkministrasi dan permtakhir;w database kepesertaan,

« Melakukan pengolahan, permeliharaan  peralatan dan fasilitas komputer,
perangkat lunak berikut jaringannya. |

f Kepala Bidang Urmum dar SDM.

<« Melaksanakan adrministrasl SDM.

« Melakukan pemutakhiran database personalia.

« Melakukan pengadaan dan pengelciaan logistik serta fasilitas kantor cabang.

a5. Profil PT. Jamsostek

PT. Jamsosiek sebagai satu-satuiya badan penyelengdara dari program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau moncpall program JAMSOSTEK maka akan

mempengaruni kinerja dari PT. Jamsostek dan mendapat sorctan atau penilaian dari

berbagai pihak, éda yang menyetujui ada pula yang menclakiya
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a6. Pro dan Kontra tentang monopoll program Jamsostek oleh PT. Jamsostek.

Monopdli  penyelenggaraan  program  Jamsostek oeh  PT.  Jamsostek
sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah melalti penerbitan PP no. 36 tahun 1995
telah mengundang berbagai reaksi pro dan kontra.

Fihak yang pro monopdi bahwa penyelenggaran oleh BUMN tersebit
berargumentasi pahwa jamsostek merupakan salah satu bentuk jasa yang penting
dan menguasal Hajat )hidup orang banyak dalam hal ini tenaga kerja. Karena itu
sudah sepantasnya ada monopdli cleh pemerintah melalui BUMN. Pendapat meraka
mertjuk pada ayat 2 pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan * Cabang-cabang
procuksi yang perting bagl negara dan menguasal hajat hidup orang baryak
dikuasai cleh negara®.

Fihak yang kontra atau pihak yang tidak setuyu dengan monopodii
penvelenggaraan Jamsostek deh PT. Jamsostek menyodorkan arg@utasi yang
logis pula yang namanya monopoli apapun alasannya tidak baik bagi kemandirian
dan perkembangan perusahaan itu sendiri di samping tidak sesuai dengan semangat
reformasi. Sementara di dalam Undang-undang No. 3 tahun 1993 hanya disebutkan
bahwa Jarnsostek adalah suatu usaha pemerintah untuk melindungl tenaga kerja.

Untuk mengantisipasi sikap pro dan kortra tentang monopoli program
Jamsostek' deh PT Jamsostek, dalam wawancard dengan Bapak Ramon Prima
Nasution AAALJ sebagai Kepala Cabang Witayah Semarang PT. Jamsostek
dikatakan bahwa jikalau memang monopoli penyelenggaraan Jamsostek deh PT.
Jasostek i mau dhapuskan maka periu dibuat tetlebih dahulu persyaratanitya
antara lain mekanisme pembayaran iuran tetap seperti yang dilakukan saal ini,

besarnya luran tetap, pelayanan dan pembayaran laminan sosial tenaga Kefja
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termasuk pelayanan kesehatan dan sebagainya berbagai persyaratan itu periu
dibuat lebih balk dari sekarang. Selain itu perusahaan penyelenggaraan program
Jamsostek itu harus terdaftar dan diakui. Saat ini banyak perusahaan yang hanya
berfungsi sebagai broker, yang belum tentu dapat menjamin keamanan dana tenaga
kerja yang dhmpunnya, apalagi mengembalikaniya kepada tenaga  kerja
pemiliknya.

Dikatakan selanutiya monopoli penyelenggaraan Jamsostek beberapa waktu
vang lalu hangat dibicarakan menyusul terungkapnya kasus penggunaan dana
Jamsostek i luar kepentingan fenaga ketja pemiliknya. Media massa sudah pernah
mengungkapkan Isu penggunaan dana PT Jamsostek urtuk “mengegolkan’ RUU
Ketenagakerjaan yang mengindikasikan intervensi pemerintah terhadap penggunaan
dana yang sebenarnya milik masyarakat yaknl tenaga kerja. q

Berbagai bentuk intervensi di masa depan harus di hilangkan, tanpa intervensi
Jamsostek sebagai penghimpun dana dharapkan tidak hanya dapat memberikan
kesejahteraan kepada para pekerjanya, tetapi juga dapat memberi konstribusi
kepada keuangan negara metalui perrbayaran' pajak. Hasil dari pajak itu baik
langsung atau tidalk dapat didistribusikan kepada masyarakat luas, seperti perbaikan
pelayanan kesehatan, lingkungan dan perrbangman infrastruktur, =

Sangat tidak tepat jika ada sebagian orangryang justru mengusulkan agar
penhyelenggaraan program Jamsostek dibebaskan dari kewallban membayar pajak

dan deviden jka pemeritah memang bertekad menghapuskan monopali

penyelenggaraan program Jamsostek maka harus ditetapkan terleblh dahulu kriteria

dan persyaratan bagi perusahaan yang akan ikut melaksanakanmya.

205) Wawancara [angsung dengan Bapak Ramon Prima Nasution AAAL sebagai Kepala Cabang Wilayah Semarang PT.
Jamsostek,
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Karena banyak perusahaan yang hanya bertindak sebagai broker atau pialang
jangan sampal uang darl pekerja dipakal untuk menjalankan bisnis multl level
marketing (MLM) yang kini sedang marak dijalankan di berbagai tempat. Bila kriteria
i telah ditentukan. PT. Jamsostek tampaknya siap bersaing. BUMN inl menilikd
keungguian antara lain besarnya dana yangd sudah dikuasaliya. Selain #tu dengan
status BUMN, PT. Jamsostek mendapatkan semacam jaminan dari pemerintah.
Sampal kinl belum ada Ier_rbaéa penjamin atau pengawasan asuransi, jika harus
memiliki para tenaga ketja kernungkinan besar leblh memiliki PT. Jamsostek yang
berstatus BUMIN dan ditunjuk cleh pemerintah sebagai penyelenggaran program
tersebut. |

Paling tidak kecenderungan untuk menilih PT. Jamsostek akan beriangsung
sampal tahun 2003, saat terbertuknya lembaga pengawasan jasa keuangan
berdasarkan ‘UUJ no. 10 tahun 1997 tentang perubahan LU no 7 tahun 1992 tentang
Perbankan lembaga Pengawasan Jasa Keuangan itu tidak hanya akan meﬁgawasi
bark, tetapl juga lembaga keuangan non banlg termasuk asuransi dengan asuransi
bahwa ada sermcam jaminan dari pemerirtah' mengenal ke;manan dan nasib dana
mereka, 2@ .

Kontroversi mengenal perlu tidaknya' perubahan peran PT. Jamsostek dan
liveralisasi penyediaan Fasilitas Asiransi untuk pékerja mengemuka sejak Menaker
" Fahmi Idiis menyampalkan gagasan dermonopolosasi, pihak yang menghendaki
penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) malah
meryarankan Swastanhisasi.

Gagasan swastanisasi penyelenggaraan program Jamsostek bukan hanya

' 208) Ok E. Supii, ibid, hal 120
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salah kaprah tapi juga sulit dipahaml, Dinegara lain perusahaan penyelenggara

Jamsostek justru meraksasa, itu dimungkinkan Kkarena dana para pekera

terakumulasi di satu p_e«_usahaan berstatus BUMN dan dikelola dengan sistem yang

pbenar cleh para prqfesiml yang independen. Kehadiran perusahaan ini cirasal;an

manfaatnya cleh para pekerja. 27

Dikatakan selanjuinya bahwa secara prinsip tetap mendukung PT. Jamsostek

memegang hak monopoll pengelolaan dana Jamsostek. Program Jamsostek sangat
khusus sifatnya sehingga sangat pada tempatnya PT. Jamsostek sebagai
nenyelenggara tunggal dan menclak upaya liberalisasi dan swastanisasi dalam
penyediaan fasilitas Jamsostek, dan seballknya mendukung pemberlan hak-hak
khusus Kepada PT. Jamsostek.

Agar program PT. Jamsostek memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi para pekerja, sejumiah aspek perlu dibenat.

1. Kepemilikan pererintah atas PT. Jamsostek cukup 51 persen selebihnya saham
pefusahaan ini perlu diserahkan kepada asoslasi para pekerja. Dengan ikut
memiliki saham  Jamsostek, pekerja bisa " menempatkan wakilnya dijajaran
komisaris dan mengawasl Jalannya perusahaan lewat RUPS, pekerja yang
memenuhi persyaratan bisa duduk di jajaran direksi.

Selama ini peranan pemerintah terlalu dominan seluruh direksi dan komisaris
ditentukan oleh pemerintah sebagal pemegang saham tunggal. Sebagian
labaJamsostek pun diambil pemerintah sebagai dividen, nilai tamrbah dari dana
yang dikurnpulkan tak jatuh kervball ke para pekerja hal int jetas sangat sadis.

207} Rizal Ramll, Plus Minus Monopoll Jamsostek;
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2. Sistem harl.ls dibenahi, inf bisa d mulai dengan hal-hal sederhana misainya
sistem. pelaporan yang transparan. Laporan yang ada selama inl sulit dijadikan
bahan analisis. Dengan laporan yang lebih lengkap, organisasi pekerja pun bisa
menitai kemajuan Jamsostek dan memberikan saran yang periu.

3. Orang yang dipercayakan pada level manajemen harusiah tenaga profesional,
punya kemampuan dan dibayar secara parfas sesuai kemampuannya. Orang
yang dipercaya sebagal peﬁgelola pun harus independen, tenaga profesional itu
bisa di jaring dari organisasi ﬁekefja yang ada.

Tentu bukan tanpa alasan, jka PT. Jamsostek kerap menjaci bahan
pemblcaraan bermada minor sekaligus sasaran kritlik scalnya pengelolaan dana
pekerja dleh Badan Usaha Millk Negara itu dinilai beum transparan. Badan Usaha ini
acapkall dkeluhkan pengguna jasa karema sistemn pelayanannya . yang kurang
memmuaskan dan terkesan famban. Manajemen PT. Jamsostek juga sering dituding
tidak benar dalam mengelda institusi ini terdtama menyangkut investasi dan
ad'rinistrasi, tingkat pengembalian dana yang ditanamkan (return on inmvestment)
dleh persercan di nitai terfalu rendah. Tak sar}pai di situ, institusi pengelola dana
pekerja lnl juga di tuding mengharmbur-hamburkan uang pekerja untuk hal-hal yang
tak ada kaitan dengan kepentingan pekerja, Ieblh celaka dana yang di kelda PT.
Jamsostek pun disebut-sebut gampang di korupsi pejabat pemerintah.

Terlepas dari benar tidaknya tudingan maupun sinyalernen bernada miring
_tersebut, PT. Jamsostek memang masin periu mengevakuasi dirl unfuk membenahi
segala kekurangannya, artinya dengan melakukan perrbenahan  Kinetla  PT.
Jamsostek magih bisa ditingkatkan agar mermberi kepuasan bagi semua pihak

terutarma para tenaga kerja.
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PT. Jamsostek cidrikan‘berdasarka_n WU no. 3 tahun 1892 tentang jaminan
sosial tenaga kerja sebagal Dana Pensiunan Lerrbaga Keuangan (DPLK) berbadan
Huium perserdan, yang selurth saharmnya dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, |

Dengan slstern monopall aset PT. Jamsostek tercatat Rp 6,02 triliun pada
1997 dan diperkirakan mencapal Rp. 11 triliun pada tahun 2001. PT. Jamsostek
mermiiiki seldtar 13 juta anggot:a yang bekerja pada 77.000 perusahaan termasuk
2,000,000 pekerja asing. PT. Jamsostek dioperasikan oleh Dewan Direktur cibawah
pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari pejabat pemerintah dari Dinas
Tenaga Kerja dan Departemen Keuangan, Utusan dari maing-masing pekerja dan
pengusaha hanya memiliki satu posisi sebagai komisaris. Oleh karena itu mereka tak
memiliki Kekuasaan Urtuk merrbuat  keputusan. Permegang saham satu-satunya
adalah pemerintah, yang meriliki pengaruh terhadap tindakan lembaga ini. 208)
Dikatakan selanjutnya balwa .

PT. Jarmsostek tetap akan diberikan hak monopadi kKhusus tetapl dengan syarat ©
. Harus ada remtalisasi organisasl. -
- Segala yang berbau Korupsi Kolusi Nepdlsme (KKN) harus dijauhi.

Jika persyaratan ini belum dipenuhi jangan ada ketentuan yang rrwa}ibkan.
pekerja rnengikl.ti program Jamsostek. Indonesia memiliki pekerja dalam jurmiah
yang sangat besar, jika dikelola dengan rmanajemen yang optimal balk dari sisl preml

maupun dari seg portofoiio PT. Jamsostek aken rmenjadi lembaga keuangan paiing
besar d Indonesia kalau dikelcla secara efektil dana Yyand terkurpul  akan
merrberikan return tinggl kepada pekerja hasil investasi itulah yang kita harapkan

208) Rizal Ramfi, 1bid hal 76
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bisa memperbaiki keselahteraan para tenaga kerja.

Ini masalah pemerirtah urtuk mermbuat PT. Jamsostek sebagal bagan
integrasi dari proteksi tenaga kerfa dan selktor pekerjaan mefalu distribusi divisi
regional. Namun demikian PT. Jamsostek harus dikembangkan sebagai'orgar&sasi
berjaringan kerj-a supaya meluaskan ruang lingkuphya ke pengusaha kecil, LSM dan
Staf pengajar tetap (dosen) perguruan tinggi swasta. '

Setu alasan penting untuk memberi priortas pada pengerbangan cakupan ini
adalah menciptakan proteksi yang sama untuk seluruh segmen, strateg yang
dikembangkan untuk memperiuas cakupan baru ini adalah dengan kampanye, talk
show, dan promoesi gencar melalul media massa. Kerjasama dengan Dinas Tenaga
Kerja, Divisi Tenaga Kerja Regional Pejabat Kota, PT. Jamsostek periu
dikembangkan karena memiiilkd . pengarun urfuk  menekan penwsaha agar
bergabung dengan Jamsocstek.

b. Kinerja PT. Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja harlan lepas bidang
jasa konstruksl | _

Bahwa kinerja PT. Jamsostek fidak bhisa lepas dari perkermbangan
perusahaan jasa konstruksl yang ada di kota Semarang dafam memperdleh suatu
ﬁekerjaarﬁpfo&ek balk yang berasal dari pemerintah MAUpUN pihak swasta,

Merur# Kepitusan Bersama Menterl Keuangan Republik Indonesia dan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiomal nomor 8 42 A/2000 dan S
2062/02/05/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Ri
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Instansi Pemerirtah disebutkan bahwa :
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- Pelelangan adalah pengadaan jasa/barang yang dilakukan secara terbuka utuk
uvum dehgan penguruman secara luas melalul media cetak dan papan
peng.numa;\ sesuai untuk penerangan umum serta bilamana dimungkinkan
melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat
dan memenuit kualifikasl dapat menglkutinya. Bila calon penyedia jasa/barang
diketahni terbatas jumiahnya karena karakteristik, kompleksitas dan atau
kecangghan teknologi pekérjaannya dan atau kelangkaan tenaga ahll atau
terbatasrya. perusahaan yang manmpu melaksanakan pekerjaan tersebut,
pengadaan barang fjasa tetap dilaksanakan dengan cara pelelangan.
. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasafbarang tanpa melalul pelelangan dan
hanya diikuti deh penyedia jasa/barang yang memenuhi syarat yang dilakukan
negosiast balk tekrﬂé maupun harga, sehingga dipercleh harga yang wajar dan
secara teknis maupun harga, sehingga diperoleﬁ harga yang wajar dan secara
teknis dapat dipertanggung jawabkan.
Kriterla pemilihan langsung
a. penanganan darurat unfuk keamanan dan keselamatan magyarakat dan
pergadaan barang/]asanya masih merungkinkan untuk mﬁggmkan proses
pemilihan fangsung dan atau

b. pekerjaan Yyand periu dirahasiakan yéng menyangkut  kearmanan - dan
keselarmatan negara yang ditetapkan oleh Presiden dan atau

¢ pengadean jasabarang yang setelah diakuan peleiangan uang ternyata
jm’iéh .perue&a ']asa barang yang lulus prakualifikasi atau yang rmemasukkan

penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta.
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- Penunjukkan langsung adalah pengadaan barangfasa dengan cara menunjuk
langsung kepada 1 (satu) penyedia jasa/hbarang.

Penunjukkan langsung dapat difakukan untuk :

Keadaan tertentu yaltu :

a. penanganan darurat tntuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya fidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera,
termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan atau

b. pekerjaan yang perlu drahasiakan vang menvangkut keamanah dan
keselamatan negara yang ditetapkan dleh Presiden dan atau

c. pekerjaan yang berskala Kecil dengan nllal maksimum Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) den@n ketentuan .

- untuk keperluan sendiri dan atau
- tekndogi sederhana dan atau
- resiko kecil dan atau
- dilaksanakan deh Apenyecia jasabarang usaha perorangan dan atau
badan usaha kecilkoperasi keall.
Pengadaan jasa/barang kh&sus yaitu :
a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau _
b. pekerjaanbarang spesifik yang hanya dapat ;t:ﬁlaksanakan cleh satu pehyeda
jasa/barang, pabrikan, pemegang hak paten atau
c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi atau pengrajin industri kecil
yang telah mempuryal pasar dan harga yang relatif mantap atau

d. jenis pekerjaan yang seluuhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya
‘masyarakat setempat atau
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pekel]faan' vang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan

teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barangjasa yang mampu
mengaplikasikannya.

_Swakelola adalah pelaksanaan pekefjaan yang direncanakan, dikerjakan dan

diawas! sendii dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, -atau upah

_ borongan tenaga. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakeldia.
1.

pekerjaan tersebut diihat darl segl besaran, sifat, lckasl atau pemblayaannya
tidak dapat_ dilakukan dengan cara pelelangan afau pemilihan langsung atau
penunjukkan langsing atau

pekerjaan yang secara rincl/detail tidak dapat dihitung/ditertukan lebih dahulu,
sehingga apabila cﬁlaksanakan cdeh penyedia barang/fjasa akan neﬁangguwg
resiko yang besar atau

penyelenggaraan diihat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuuhan
atau |

pekerjaan urkuk proyek percontchan (plict prgject) yang bersifat khus_us untuk
pengerrbangan teknologifmetode  kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh
penyedia jasa/barang atau

pékerjaan khusus yang -bersifat pemnrosesan data, perurusan kebijaksanaan
pemerintah, penguian di laboratorium, pengembangan sistern tertentu dan
penelitian dleh perguruan tinggifembaga limiah pemerintah 9

Dari waian diatas dapat ditarik suatu kesimputan hahwa pelelangan umum

adalah sustu peielangan yang dapat dikuti deh umum, sedangkan pemilihan

203). Patunjuk Teknis Keppres no. 18 tahun 2000, Tenteng Pedoman PelaKsansan Pengacasn Barangy/Jasa Instansi

Parnarinieh, Panerbit CV. Tamita Utams, 2000, hat, 12
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langsung maupun pendnjukkan langsung adalah suatu pelefangan yang hanya diikuti

deh para peserta yang mendapat surat undangan darl pengguna jasa. Dengan

demikian dalam pemilihan langsung 'rmupm penunjukkan langsung in  tidak

mungkin dapat diikuki deh penyedia jasa/harang yang tidak mendapat undangan.

Perusahaan jasa konstruksl yang dapat pekerjaan/pemborongan pekerjaan

terlebih dahuiu harus memenuhi persyaratan sebagai perusahaan bidang jasa

konstruksi

. Dalam praktek perusahaan jasa konstruksi di Sermarang yang akan

melaksanakan pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat antara fain .

nama perusahaan

memiliki Nomor Pokok Wajlh Pajak (NPWP)

alamat perusahaan

jin Usaha Jasa Konstrukst (ILUK)

akta pendirian perusahaan

remiliki rekening bank

metyebutkan besarrya kekayaan perusahaan
susunan modal |

bidang usaha

daerah terpat usaha

golongan kiasifikasi

nama penguirus perusahaan

nama karyawan pengurus ahli dan bidang keahliannya
pengalaman peke_-r]aan (kapan mulal bergerak

prestasinya).

dalam bidang tersebu,

288




Disamping syarat-syarat tersebut diatas perusahaan fersebuf juga barus
memenangkan pelelangan pekerjaan dengan penawaran yang lebih rendah dari
penawaran perusahaan-perusahaan yang lainnya.

Selanjuinya dikatakan baWa apabila perusahaan jasa konstruksi tersebut
telah menénang-:an pekerjaan lalu dberlkan surat pengumuman  pemenang
pelelangan sambil menungau adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain. Apabila
tidak ada sanggahamkgberataﬁ yang sah darl plhak lain dikeluarkan/diterbitkan Surat
Perintah Kerja (SPK) / Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selanjutnya dilaksanakan
perjanjian kortrak kerja antara Perusahaan jasa konstruksifpenyecﬁa jasa dan
pengguna Jasa.

Bahwa kesanggupan penyedia jasa bidang Konstruksi uniuk mengikut
sertakan tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruks! pada program Jémsostek
sudan tercantum d dalam dokumen pelelangan yang mensyaratkan adanya suatu

kesanggupan dari pihak penyecia jasa konstruksi yang dituangkan dalam surat

" peryataan  bermeteral  sehingga  tanggung jawab  perusahaan  jasa

konstruksi/penyedia  jasa pelaksanaan bidané jasa Kkonstruksi/penyedia jasa
pelaksanaan bidang jasa konstruks! bersifat waljib  untuk  mengikut .program
Jamsostek.

Tenaga kerja harian lepas yang pékerja péda perusahaan jasa konstruksi
yang menggunakan peralatan-peralatan besar dan teknologt moder serta bahan-
bahan Kimia, sehingga dengan demikian makin besar pula kemungkinan terjadinya
kecelakaan kerja maupun penyakit akibat hubungan kerja yang berakibat Juga
sarmpai kepada kematian.

ang). wawancara dsngan Bp. Ir. Syaftia; Pimpinan pasa Parusahagn CV SUYUDONO SAKTI, 15 Juli 2002 yang mandapatken
proyek Pemaliharaan Jalan Cangkiran -Blimbing Tahun Anggaran 2002
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Karena kem@mn Keuangan perusahaan belum semuanya memadali,
demikian juga tingkat pengetahuan darl .—|.:uen1|lk perusahaan maupun tenaga kerja
mengenal hak dan kewajibannya berkenaan dengan UU kecelakaan masih belum
yang tertimpa kecelakaan ‘kerja merupakan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu
dianggap perlu diaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
sebagai bég'an dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan tuyjuan antara lain
meningketkan kepastian peleksanaan hak tenaga kerja sehubungan dengan
kecelakaan kérja dan sekaligus meratakan kemampuan perusahaan dalam
mementhi kewajibannya.

Penerapan sanksl yang belum herfalan secara efektif

Menurut Kwik KGan Gie bahwa sebenamya sistern jaminan sosial seperti PT.
Jamsostek hanyalah segmentasi atau pengkhususan dari pajak. Jad pa]ék khusus
buat tenaga keﬁa dan pengusaha untuk dinikmati oleh seluruh tenaga kerja dalam
bidang khusus, yeitu santunan berupa uang sebagel pengganti sebagian dari
pengmsﬂan yang hilang atau berkurang dan pelayanan gsebagal akibat penstrwa
atau keadaan yang dialam coeh tenhaga ker]a ben.pa kecelakaan, sakit, hamil,
bersalin, harl tua dan meninggal dunia (Pasal 1 UU no. 3 tahun 1993). 30

Program Jamsostek bersifat nasional sehingga termasuk hukum publik yang

diatur dengan Undang-undang lengkap dengan sanksi pidana.
Ancaran hukuman terdlri dari :
a. Ketentuan pidana yaitu °
- ketentuan Kurungan selama—lamnya enam bulan, atau denda setinggi-

tingginya Rp. 50.000.000,00.

301) Kwik Kian Gis, Jamsostek dan Asuransi Partikelir, Jumalis Asuransi Indonesia, Jakarta, 1889, hataman 69
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- Penguiangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih di hukum pidana
kurungan  selame-lamanya  delapan bulan terutama  yang  menyangkut
pelanégaran kepesertaan, iuran dan laporan.

" Penguiangan tindak pidana uniuk kedua kalinya atau lebih ci hukum picana
kurunga'ﬁ sel_ama—larranya delapan bulan terutama yang menyangkut
pelanggaran kepesertaan, iuran dan laporan.

b. Hukum administrasi berupa :

- Ganti rugi,
- Denda.
- Pencabutan ijin.
Terutama yang menyangkut pelanggaran keterlambatan pembayaran . iuran
dan kekurangan pembayaran jarinan.

¢ Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dibedakan dalam penegakan secara prevertif dan
penegakan hukum secara reprensif. Penegakan hukum secara preventif adalah
upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku
dan tidak merugikan hek dan kepentingan orang lain. Sedangkan penegakan hukum
secara reprensif berhubungan dengan. penetapan sanksi hukum  terhadap
pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan priback
orang laln, baik melalui mekanisme peradilan maupun mekanisme di luar pengadilan.

Dengan mengacu kepada makna penegakan hukum tersebu, maka
instrumen penhegakan hukum dapat pua diklasifikasikan berdasarkan instrumen
penegakan hukum yang bersifat prevertif dan instrumen penegakan hukum yahg ,

bersifat reprehsif. Instrumen penegakan hukum yang bersifat prevertif berdiri dari
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upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi,
seperti atl.n"an tentang presedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau
pengujian, Termastk pula dalam lingkup ini adalah pendicikan hukum dan sosialisas
aturan-aturan hukum kepada msyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum,
maupun keglatan penyebaran Iﬁfa*masi hukum kepada masyarakat. Disamping itu,
instrumen penegakan hukum yang bersi;ét reprensif meliputi juga upaya-upaya non
reprensf darl aparat penegak hukum, khususnya polisl dalam mendorong
masyarakat menaati atwan—at&an hukum yang berlaku.

Instn.mén penegakan hukurn secara reprensif meliputi penjatuhan sanksi
administrasl untuk pelanggaran ketentuan hukum administratif, penjatuhan sarksi

keperdataan berupa melaksanakan kewajiban hukum tertentu untuk perbuatan yang

merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan penjatuhan sanksi pidana. terhadap

pelanggaran  dimungkinkan  menggunakan penyelesaian  sengketa  alternatif
(alternative dispute resciution) seperti arbitrase, negosiasi, .... Dan rekonsiliasi.

Uniuk melaksanakan secara efeldif UU No. 3 tahun 1992, banyak usaha-
usaha yang ditempuh para pejabat PT. Jamsc')stek (Persero) cabang Semarang.
Usaha termaksud dilakukan oleh petugas PT. Jamscstek (Persero) dengan jalan
mengadakan kunjungan-kunjungan ke perusahaan-perusahaan, maupun dengan
jalan mengadakan kerja sama dengan instansl yaﬁg terkait untuk mendayagunakan
undang-ﬂndang it adatah dengan cara memmbuyuk perusahaan yang belwn masuk
menjadi peserta wajib dalam program Jamsostek. Pengertian membujuk tersebut
adalah m&kkan p;emsahaan yang bersangkutan urtuk menjad peserta walib.
Apabila ada perusahaan yang tetap tidak mau menjadi peserta program Jamsostek,

maka berdasarkan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 akan
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diterapkan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha. Penerapan sanksi
tersebut bag perusahaah yang melanggar ketentuan Undang-undang Inl, selama
PT. Jamsostek (Persero) berdiri di Semarang hingga sekarang belum pemah ada
pgaruéahéan yang melanggar dan terkena sanksi administratif (pasal 47 a PP No. 14
tahun 1993). ¥4

Hai teréébut karena adanya usaha yang terus menerus dari petugas FT.
Jamsostel (Persero) unfuk menyadarkan perusahman yang melanggar, maupun

jangkah petugas PT. Jamsostek (Perserc) untuk memberikan penyuiuhan dan

- penerangan.

Adapun alasan mendasar bahwa di kota Semarang tidak gegabah dalam hal
menerapkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar, karena
selain perusahaan-perusahaan dengan kesadaran sendiri Ikut serta dalam program
Jamsostek. Dengan adanya penerapan sanksi administratif tersebut bukan berarti
menyelesaikan suatu rmsalah, bahkan sebaliknya rmenirmbulkan masalah baru yaitu
banyakiya pengangguran yang dimungiinkan karena perusahaan yang terkena
sanksi mengadakan tindakan Pemutusan Huibungan Kerja (PHK) secara besar-
besaran. Untuk menghindarkan hal yang demikian ity, maka petugas PT.
Jamscstek  (Persero) mengarrbil  langkah kebijaksanaan lain yang bertujuan
menyadarkan perusahaan pelanggar agar dengan Kesadaran sendiri ikut serta dalam
program Jamsostek dengan memasukkan tenaga kerjanya menjadi tertanggung dan
peserta Jamsostek. **

Langkah yang diarrbil pejabat PT. Jamsostek untuk menyadarkan

302). PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1283, Op cit pasal A7 (a)
303) Wawancara dangan Bapak Mitfah, SH Bagian pamasaran PT. Jamsostak cabang Semarang, tanggal 18 Juli 2002

. 293




perusahaan pelanggar itu dengan jalan mengadakan penyuluhan dan penerangan
terhadap tenaga ker]a. maupun pengusaha (pemillk perusahaar). Langkah kéb{Jak-
sanaan tersebut dilakukan dengan melaksanakan kunjungan ke perusahaan-
perusahaan vang bersifal pendekatan secara simpatik dan memberikan mdtivasi
sel;ta memrberitabu manfaat darl adanya Jamsostek untuk kepentingan tenaga ketja
dan perusahaan. |

Selain langkah-langkah kebijaksanean yang yang telah disebutkan di atas,
untuk  mengefektitkan pelaksanaan Undang-undang tentang Jamsostek tersebut
pejabat PT. Jéimostek (Persero) juga mengadakan kerja sama dengan instansi
terkalt yang meliputi : Depnaker, Apindo, SPSI dan pihak Pemerintah. Kerja sama
antar instansi terkait ini bertujuan untuk memberikan mativasi konstruktif dan sportif
_agar tenaga kerja yang bekerja d perusahaan-perusahaan mendapatkan
perlindungan secara utuh sesuai dengan Undang-undang ini.

Keberadaan PT. Jamsosiek sebagai badan penyelenggara (sebagal lembaga
wakil Pererintah) unfuk menerapkan Undang-undang No. 3 tahun 1992, sepert
tersebut di atas, termyata membawa haéil yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat
darl data-data yang ada pada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Semarang
mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar menjadi peserta wajib program
Jamsostek.

Berdasarkan data-data yang menunjukkan keberhasiian PT. Jamsostek
(Perserc), dapat kita ‘ketahui bahwa Undang-undang tersebut beqar—benar
merupakan salah satu sarana kebijaksanaan Pernerintah yang berwujud hukum
unfuk memberikan periindungan kepada tenaga kerja; maupun sebagai salah satu

saraha untuk menyalrkan keinginan masyarakat tenaga kerja akan keberadaanya
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hew,

yang memeriukan perlindungan untuk menghadapi resiko yang mungkin akan terjadi,
serta untuk meningkatkan taraf hiduprya apablla tenaga kerja yang bersangkutan
mulai berhenti bekerja atau telah mencapai usia 55 tahun.

" Adapun hasil-hasil efektifikasi pelakgsanaan Undang-undang yang dilakukan

cleh pejabat PT. Jamsostek (Persero) bekerja sama dengan instansi terakit adalah

sebagai berikut--
Perusahaan terdaftar dalam kepesertaan  : 2.200 perusahaan.
Perusahaan wajib belum daftar : 150 perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan, sekarang ini (pada saat
peilis mengadakan penelitian) sudah banyak yang mulal mendaftarkan  dir
walaupun masih dalam proses. Sedangkan dalam usaha efektifikasi yang membawa
hasil sangat ménggenbirakan adalah, PT. Jamsostek (Persero) dapat menyadarkan
perusahaan-perusahaan kecil yang belum memenuhi kr'rteria'wajib menjadi peserta
program Jamsostek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, pasal 2
ayat 3 yang nményebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan tehaga kerja
sebanyak 10 (sepuiuh) crang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.
1.000.000,00 (=atu juta rupiah) sebulan, wajlb mengkutsertakan tenaga kerjahya
dalam program Jamsostek, **¥

Akan tetapi dengan kesadaran sendiri memasukkan perusahaan dan tenaga
kerjanya menjadi peserta program Jamsostek. Adapun banyaknya perusahaan
-tersebut berdasarkan data dari PT. Jamsoétek (Perserc) Cabang Semarang sebagali
badan penyelenggara, sebanyak 264 (dua ratus lima puluh empat) perusahaan yang
tersebar di seluruh wilayah kcta Semarang.

304). Ibid, Hal 35
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Berdasarken data di atas tarmpak jelas bahwa, PT. Jamsostek (Persero)

sebagai badan penyslenggara Undang-undang No. 3 Tahun 1992 (bersama

Depnaker), telah berusaha melindung tenaga kefja swasta dan untuk meningkatkan

kesejahteraannya apabila tertimpa restko soslal

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Mitfah, SH mengenai sanksi
hukum sesuel pasal 47 (a) PP ro.14 /1993 yaltu apabita ada perusahaan yang tidak
mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta PT. Jamsostek di kota Semarang
hingga sekarang belum pernah terjadi sanksi itu diterapkaﬁ .pada perusahaan dan
langkah yang ciliakukan deh PT. Jamsostek selalu mengadakan pencekatan untuk

menyadarkan perusahaan yang melanggar itu untuk menjadi peserta program

Jamsostek, ¥

Hambatan-hambatan yang paling berat di hadapi deh PT. Jamsostek dalam

merrberikan periindungan bag tenaga kerja harian lepas hidang jasa Kkonstruksi
adalah :

1. Kurangnya kesadaran dari para pengaunan jasa konstruksl  yang tidak
mendaftarkan Tehaga kerjanya ke PT. Jamsostek karena adanya pemikiran
bahwa Tehaga kerja akan secara ctormatis mehjadi peserta program Jamsos’tek
dengan terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP).

2. Dalam penjelasan suatu proyek/pekerjaan oleh pihak pemerintah PT. Jamsostek
tidak pemah lagh dilibatkan. ,

3. Pihak pengguna jasa (pemerintah) tidak pernah melibatkan FT. Jamsostek dalam
perencanaan pekerjaan.

A PT. Jamsostek hanya menerima tembusan SPMP pada saat penyedia jasa akan
rmengarmbil uang perrbayaran proyek yang pertama dan terakhir.

305}, Wawancara dengan Bapak Agus Mﬁfan, SH Bagian Pemasaran PT. Jamsostak Cabang Semarang pada tangpal 18 Juli

To002
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5. Peran dari para bendahara proyek yang memotong dana Jamsostek tapi tidak
pernah disetorkan ke PT. Jamsostek. %2

c. Hambatan-hambatan yang dlhadapl PT. Jamsostek dalam mewujudkan

_ Kinerjanya dalam perlindungan Tenaga Kerja Harlan Lepae Bldang Jasa
Kenstruks! ,

Walaupun pejabat PT. Jamsostek (Persero) telah berusaha mengefektifkan

pelaksanaan Undang-undang no. 3/1992 tersebut dengan istansi terkait juga dengan
organisasl swéista, namun dalam pelaksanaanrya masih saja ada harrbatan-
hambatannya. Harrbatan tersebut datangnya dari perusahaan-perusahaan yang

mehanggungican tenaga kerjanya dalam kepesertaan program Jamsostek serta dari

_ dalam Kantor PT. Jamsostek sendiri.

a. Hambatan yang datangnya dari Pi. Jamsostek (Persero) Cabang Sermarang
sendiri adale_:h masalah terbatasnya petugas PT. Jamsostek (Persero) sehingga
selain harus melayani permasalahan yang berkaitan dengan program Jamsostek
dan pelaksanaannya, Juga harus meluangkan waktmyé unfuk  kunjungan ke
perusahaan-perusahaan urntuk memberikan ‘penyuiuhan  dan penerangén serta
motivasi konstruktif. Sehingga diharapkan perusahaan yang mendaftar menjad
anggota peserta program Jamsostek itu berdasarkan kesadaran sendir dan
secara sukarela. |

b. Sedangkan hambatan yang datangrya dari perusahaan adalah berkaltan dengan
masalah-masalah yang sifatnya menyangkut  data-data tentang keberadaan
tenaga kerja. Data-data terseint menge_mgkut jumiah tenaga kerja, upah tenaga
kerja perbulan, karena pengusaha sering tidak menyertakan semua tenaga

ane) Penjalasan langsung dari Bp. Agus Mitfah, SH Baglan Pamsaran PT. Jamsostek, pada sest acara Dialog Intaraktlf
perfindungan Hukum bagi tenaga keria jasa konstruksi oleh BRC Gapansi Kota Semarang tanggal 8 Juli 2002
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kerjanya dalam program Jamsostek. Kemudian pengusaha juga melaporkan
upah sebulan tidak sesual dengan kenyataannya, misalnya upah perbulan Rp.
200.000,00 dilaporkan hanya RP. 100.000,0¢ sehingga jika terjadi resiko

‘ kecelakaan kefja, masalah upah ini akan sangat merugikan tenaga kerja, karena

jaminan unfuk tunjangan selama tidak mampu bekerja yang dibayarkan PT.
Jamsostek (Persero) lidak akan sebesér upah sebenarnya, meiainkan hanya
sesual dengan upsh yang terdaftar di Kantor PT. Jamsostek (Persero). Hal
tersebut juga akan berpengaruh pada jumiah penerimaan Jaminan Hari Tua yang
akan diterima pada uéia 85 tahun. Juga untuk masalah penyertaan tenaga kerja
pada program Jawséstek yang hanya sebaglan, apablla-ada tenaga ketja yang
tidak terdafiar dan suatu ketika tertimpa resiko, tertu saja tenaga kerja yang
bersangkutan tidak akan mendapat jaminan darl PT. Jamsostek (Persero).
Dengan addnya kasus seperti ini, maka tujuan dari keberadaan program
Jamsostek untuk merrberikan perlindungan kepada tenaga kerja swasta tidak
dapat terwujud secara sermpurna.

Hai-hal St_eperti inilah sampai sekarang masih menjadi kendala PT. Jamsostek
(Perserc) dalam rangka melaksanakan peraturan yang ada untuk memberikan
perlindungan kepada tenéga kefia swasta.

Khususnya untuk tenaga kerja harian jepas bidang jasa konstruksi di kcta
Semarang bahwa pada saat penandatanganan kontrak kerja di mutal rﬁaka pada
saat itu pihak perrberi jasa (baca pengusaha jasa konstruksi) segeré untuk
mendaftarkan para teraga kefjanya menjadi  peserta program Jamsostek
walaupun pembayarannya tidak perlu untuk dilakukan sekali saja tapi dapat

bertahap. Tapi hambatan dihadapi cleh PT. Jamsostek bahwa pendaftaran yang
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dilakukan deh para pengusaha biasanya pada saat penarikan dana proyek yang
terakhir, akibatrya blla terjadi kecelakaan kerja dan kematlan tenaga kerja maka
pihak PT. Jamsostek tidak mampu untuk mewtjuckan periindungannya.

¢. Harrbatan yang lainnya yaitu dari pihak pemerintah kota Semarang yang tidak
peka terhadap perlincngan bag temaga. kerja harlan lepas bidang |asa
konstruksi dan menganggap PT. Jamsostek kot Sermarang hanya sebagai
kantor cabang, sebagal institusi penghasil dana, juga pemahaman tentang kinerja
PT. Jamsostek kata Semarang masih rendah dan PT. Jamsostek tidak pernah
merrberikan konstribusi pada Pemerintah kota Semaréng. 307

Seharusrya pihak  pemerintah  daerah memberitabukan  kepada PT.
Jamsostek Dinas mana saja yang mengerjakan provek/merriliki proyek yang
melibatkan tenaga kerjanya.

Derrikian juga hambatan untuk proyek-proyek yang dikerjakan oléh pihak
swasia, yang sama sekali tidak mendaftarkan tenaga kerjanya paca
PT.Jamsostek kota Semarang.

Hasil wawancara dengan Bapak Syurya 5eta, Direktur CV.8urya beta Sakti
mehyatakan bahwa !

* Untuk mendapatkan kKlaim dari PT. Jamsostek tindakan yang harus dilakukan
apabila terjadi suatu kecelakaan kerja atau kematian maka langkah yang harus
 glakukan dieh pihak penyedia jasa/pengusaia jasa konstruksi adalah dengan
membuat  surat pemQataan bermeferai dan dberi stempel perusahaan yang
menyatakan tentang Identitas tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang

307) Wawancara 1angsung dangan Bp. Ramon Prima Nasution AAAL sabapgal kepala cabang wilayah PT. Jamsostak cabang
Samarang paga tanggal 2 Jull 2002.
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bersangkutan, disamping mengisi Formulir yang telah disediakan khusus untuk
peserta Jamsostek.

Surat pernyataarvsurat pemberitahuan dari perusahaan jelas dilakukan

mngingat keberadaan tenaga kerja harian lepas bidang jasa kons‘truk;i yang

| tidak tetap pada satuw/dua proyek yangsedang ditaksanakan/dikerjakan. Seperti

telah diuraikan didepan bahwa tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi
tersendiri dibandingkan dengan tenaga kerja lainnya”. *®

Dalam pengamatan peneliti  dilapangan = bahwa apabila terjadi sualu
kecelakaan kerja disamping melakukan klaim ke PT. Jamsostek juga harus
memberitanukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras! - Semarang.

Adapun banyaknya keceiakaan kerja bidang jasa konstruksi di kota Seﬁ'@rang
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,

Jumiah Kecelakaan kerja dan kematian yang dapat diakses ceh PT.
Jamsostek  pasti dapat d ketahti oleh Dinas Teraga Kerja dan

Transimigrasi Keta Sermarang.

308) Wawancara dengan Bapak Syurya Dets, Diraktur CV.Surya Data Saktl, tanggal 20 Juli 2002
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A.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan uralan yang telah disampaikan deh pereliti dalam penulisan
tersebut diatas, kemudian dikaitkan dengan perumusan masalah yang diajukan,
dalam ha! perlindungan hukum tenaga kerja harian lepas bidang jasei konstruksi
khususnya pada stud kasus ’kinerja PT. Jamsostek dalamn perfindungan hukum
bagi tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi d kota Semarang dapat
disimpulikan bahwa :

1. Bahwa pelaksanaan ‘peraturan Perundangan Tentang Jaminan Sosial Tenaga
Keria yang memberi periindtjngan hukum bagi tenaga | keria ~ harian lepas
bidang jasa konstruksi berupa jaminan kecélakaan kerja dan jaminan kematian
berdasarkan pada Kep Men no. 196/Men/1999 di ko_ta Semarang cukup
berhasil karena adanya manfaat yang dipercleh baik bagi pihak pengusaha jasa
konstruksi maupun para tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi.

2 PT. Jamsostek didirikan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1982 tentang Jamsostek,
berbadan hukdm perseroan yang seluruh saharmrya dimilik oeh negara dan
sebagai pemegang moncpdi penyelenggaraan  program  Jamsostek
sepagaimana ditetapkan deh pemerintah berdasarkan PP No. 36 Tahun 1995
telah memberikan pelayanan paik secara umum kepada seluruh Tenaga Kerja
sebagai peserta Jamsostek dan rmemberikan pelayanan secara khusus bagi

Tenaga keria harian lepas bidang jasa konstruksi  dalarm bertuk permberian

301




o

santunan dana yang disesuaikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi
berdasarkan pada Kep. Men No. 196/Men/1909 telah dilayani sebanyak 58
kasus kecelakaan kerja dan 10 kasus kemafian selama kurun wakiu 2 tahun
{tahun 2000 - tahun 2001).

PT. Jamsostek cabang Semarang di dalam mewujudkan kinerjanya sebagai
lembaga penyelenggara program Jamsostek dan dalam perlindungan tenaga
kerja harian lepas bidang jasa konstruksi masih lemah, hal ini terbukti masih
banyak hambatan-hambatan yang dhadapi deh PT. Jamscstek baik deh PT,

Jamsostek sendiri, hambatan dari perusahaan jasa konstruksi dan hambatan

dari Pemerintah Kota Semarang.
a. Dari PT. Jamsostek (Persero) sendiri :

1} Terbatasnya tenaga vang ads sehingga pelayanan yang harus
dijalankan sedikit mengalami hambatan,

2) Adanya perusahaan yang 4mehunggak iuran, menyebabkan adanya

- pekerjaan tambahan yang harus dilakukan deh petugas untuk menagihy;

3) Adanya perusahaan yang mendaftar menjadi peserta program
Jamsostek, akan tetapi hanya sebadian saja dari tehaga kerjanya yang
diikut sertakan sebagi peserta Jamsocstek, jgga clengan upah yang tidak
sesuai dengan sebenamya.

b. Dari perusahaan :

1) Kurangnya penyuuhan dari  pihak  PT.  Jamsostek (Persero),
menyebabkan perusahaan kurang sadar akan n'ahfagt progr_am
Jamsostek sehingga tidak mau mengikut  serfakan tenaga kerjanya

menjadi peserta Jamsostek.
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2) Masalah intern perusahaan juga dapat rmenjadi penyebab perusahaan

yang bersangkutan enggan menjadi peserta Jamsostek.
c. Dari pihak pemerintah kota Semarang :

1) Menganggap barhwa PT. Jamsostek sebagai lerbaga penghimpun dana
pekerja dan tidak memberi kontribusi untuk pemerintah kota Semarang.

2) Tidak pernah melibatkan PT. Jamsostek  apabila terjadi pelelangan
pekerjaan yang dikeluarkan deh Pemerintah Kota Semarang.

3} Masalah intern perusahaan juga dapat menjadi penyebab perusahaan

yang bersangkutan enggan menjadi peserta Jamscstek.,

B. Saran-saran

Dari uraian di atas dapat disajikan beberapa saran

1. Agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan Teraga Kerja harian lepas

bidang jasa konstruksi dapat berjalan secara efektif maka ketentuan hukurman
dapat dijalankan agar seluruh perusahaan secara aktif mendaftarkan tehaga
kerjanya pada PT, Jamsostek.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor  Per 05/Vien1993 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Permbayaran Sartunan,

dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

. Kesadaran dari para pengusaha jasa konstruksi untuk mengikut sertakan para

tenaga kerja harian lepasnya dari tahun ke tahun meningkat karena
kemanfaatan diterima deh para pengusaha dan tenaga kerja tersebut walaupun
masih ada para pengusaha jasa konstruksi yang belum mengikutseri:akan

tenaga Kkerja harian lepas pada program Jamsostek kota Semarang, karena

303




adanya suatu anggapan secara ctomatis tenaga kerja sebagai peseria

Jamsostek dengan keluarnya SPMIK

. PT. Jamsostek didirikan berdasarkan UU no. 2 Tahun 1992 tentang

JAMSOSTEK berbadan hukumn persercan, yang seluruh sahamnya dimiliki cieh
hegara '( Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasl) monopdl penyelenggara
program Jamsostek oeh PT., Jamsostek sebagaimana ditetapkan cleh
pemerintah berdasarkan PP No.36 tahun 1995 hendaknya dapat memberikan

pelayanan yang optimal.

. Mengenai tata cara pendaftaran, pembayaran iuran dan permintaan jaminan,

PT. Jamsostek hendaknya terus menerus memberikan peryuluhan serta
brosur-brosur mengenai tata caranya, sehingga dengan adanya penyuluhan,
penerangan dan brosur-brosur, balk perusahaan dan tenaga kerja yang akan

mengurus urusan tentang Jamsostek dapat mengerti prosedur yang benar.,

. Hendaknya kinerja dari PT. Jamsocsiek Ieb@pumakan lagi dengan tanpa

henti-hertinya mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di kota Sémrang

untuk menjadi peserta program Jamsostek.

. Adanya tindakan pro aktif dari pihak Pemerintalhh Daerah kota Semarang bila

ada provek-proyek yang akan di kerjakan dan melibaikan tenaga kerja harian
lepas bidang jasa konstruksi memrberitahukan kepada pihak PT. Jamsostek.
Dengan pemberitahuan tersebut ékan mermberikan pengaruh 'yang besar
terhédap kinerja PT. Jamsostek dalam meningkatkan periindungan bagi tenaga

kerja harian lepas bidang jasa konstruksi.

. Pemerintah Daerah kota Sermarang apabila- akan menerbitkan jin mendirikan

bahgunan hendaknya disertai kewajiban untuk mengikut sertakan tenaga

304




1y

kerjanya sebagai peserta program Jamsostek Khusushya untuk pekerjaan-
pekerjaan!prcyek-proyek vang rmelibatkan pihak swasta.

Para Bendahara proyeksi konstruksi di kota Semarang yang mematong dana
proyek untuk kepentingan tenaga kerja harian iepas bidang jasa -konstruksi
hendaknya cepat-cepat untuk menyetorkannya ke pihai PT. Jamsostek kota
Sermarang sebagai dasar apabila ada suatu kecelakaan kerja.

Pada dasarnya yang berhak urtuk memperdleh perlindungan dari Perrerintah
tidak hanya tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal saja (perusahaan),
akan tetapi tenaga kerja yang bekerja pada sekior infomal juga berhak
mendapatkan perlindungan. Karena pada saat ini yang mendapat periindungan
baru tenaga keria pada sektor formal. Tenagé kerja di sektor infbrrml biasanya
jarang mendapatkan perlindungan hukum, lebih-lebih  perlindungan terhadap
kesejahteraan apabila resiko kerja menimpa. Guna rmembert perlindungan
terhadap tenaga kerja pada sektor informal itu sebaiknya pihak Pemerintah
membuat peraturan yang sejenis. ‘dengan Undang-undang No. 3/1893 yang

bertujuan untuk menberi perlindungan kepada tenaga kerja, sehingga apabila

" resiko kerja menimpa, tenaga kerja yang bersangkutan kesejahteraan hidupnya

tidak akan terganggu.
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